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BAB 1
PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara rinci berbagai aspek penting yang berkaitan dengan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk definisi SPBE, pemahaman
mengenai arsitektur SPBE, panduan penyusunan arsitektur SPBE, dasar hukum yang
terkait, metodologi penyusunan, tahapan proses penyusunan, serta hasil yang diperoleh
dari kegiatan penyusunan arsitektur SPBE.

1.1 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diatur dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan ini menyatakan bahwa SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. TIK
mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, basis data,
jaringan, dan prosedur. Pengguna SPBE meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil
negara, pelaku bisnis, dan masyarakat. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan
Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional. Peraturan ini menyatakan bahwa SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. TIK
mencakup perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, basis data,
jaringan, dan prosedur. Pengguna SPBE meliputi instansi pemerintah, aparatur sipil
negara, pelaku bisnis, dan Masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023
Pasal 1 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas
dan tepercaya, perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik guna
mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan
perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan mendukung
sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

1.2 Pengertian Arsitektur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengertian dari Arsitektur SPBE adalah
kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk mengahsilkan
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layanan SPBE yang terintegrasi. Penyusunan Arsitektur SPBE sebagaimana
dijelaskan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dimana melalui Arsitektur
SPBE dapat dilakukan pemantauan dan evaluasi secara terpadu dan menyeluruh
kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pada semua area dan tingkatan.
Arsitektur SPBE yang diterapkan di pemerintah daerah kemudian disebut
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-
masing. Penerapan dan pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
diselenggarakan oleh kepala daerah, koordinator SPBE Pemerintah daerah,
dan/atau tim koordinasi SPBE Pemerintah Daerah serta dikonsultasikan dengan
tim koordinasi SPBE nasional. Hal ini juga didukung oleh Peraturan Bupati Kapuas
Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta
pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu menerapkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik.

Arsitektur SPBE mencakup dua elemen utama, yaitu referensi arsitektur dan
domain arsitektur. Referensi arsitektur mendeskripsikan komponen dasar
arsitektur baku yang digunakan sebagai panduan untuk penyusunan setiap domain
arsitektur. Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain
arsitektur data dan informasi, domain arsitektur infrastruktur SPBE, domain
arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur keamanan SPBE, dan domain arsitektur
layanan SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang digunakan untuk pelaksanaan
tata kelola dan manajemen SPBE. Tata kelola SPBE memastikan penerapan terpadu
dari unsur-unsur SPBE, yaitu rencana induk SPBE, Arsitektur SPBE, peta rencana
SPBE (yang mencakup tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi,
keamanan, dan audit teknologi informasi dan komunikasi), rencana dan anggaran
SPBE, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE,
keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Pada arsitektur SPBE yang telah dijabarkan
sebelumnya, terdapat Taksonomi Referensi Arsitektur SPBE, yang terdiri dari:

1. Arsitektur Proses Bisnis, didalamnya membahas mengenai keseluruhan
kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Intansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Arsitertur Data dan Informasi, didalamnya membahas mencakup semua
jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Intansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau
pihak lain.

3. Arsitektur Infrastruktur SPBE, didalamnya membahas semua perangkat
keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk
menjalankan system, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
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penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat
elektronik lainnya.

4. Arsitektur Aplikasi SPBE, didalamnya membahas Aplikasi Umum (Aplikasi
SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi
pusat dan/pemerintah daerah) dan Aplikasi Khusus (Aplikasi yang
dikembangkan oleh pemerintah daerah tertentu untuk kebutuhan khusus).

5. Arsitektur Keamanan SPBE, didalamnya membahas jaminan kerahasiaan
(confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability), keaslian
(authentication), dan kemirsangkalan (non-repudiation) sumber daya terkait
data dan informasi, aplikasi dan infrastruktur SPBE, baik dari segi hardware,
software, prosedur/SOP, dan SDM serta kompetensi yang dibutuhkan dalam
Keamanan SPBE.

6. Arsitektur Layanan SPBE, didalamnya membahas layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik yang mendukung tata laksana internal
birokrasi serta layanan public berbasis elektronik yang mendukung

pelaksanaan pelayanan publik.
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Referensi Arsitektur
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Gambar 1.1 Keterkaitan antar domain

Sesuai dengan Gambar 1.1 dalam SPBE sangat penting untuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Domain arsitektur proses bisnis mencakup
berbagai proses pemerintahan yang menghasilkan data dan informasi, serta
mengidentifikasi layanan pemerintah. Domain ini terhubung langsung dengan
domain layanan SPBE serta domain data dan informasi. Keterhubungan antar
domain memungkinkan integrasi informasi terkait urusan pemerintahan, layanan
yang disediakan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukungnya, serta data dan
informasi yang dibutuhkan atau dihasilkan. Hal ini memastikan semua aspek
pemerintahan berfungsi selaras dan saling mendukung.

1.3 Referensi Penyusunan Arsitektur SPBE

Referensi penyusunan arsitektur SPBE menjelaskan tentang kerangka dasar
yang mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai
acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur SPBE yaitu proses bisnis, data
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dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan
SPBE. Arsitektur SPBE merupakan salah satu komponen utama yang penting dalam
kerangka kerja SPBE, karena menjadi pedoman integrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan pada semua area dan tingkatan. Melalui pemantauan dan evaluasi
secara terpadu dan menyeluruh dapat diketahui Tingkat kematangan Arsitektur
SPBE. Hal ini didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sisitem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
bahwa penilaian Tingkat Kematangan SPBE dapat diperoleh melalui indikator 11
terkait tingkat kematangan arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah
daerah.

Penyusunan Arsitektur SPBE telah diatur dalam Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik,
Peraturan tersebut menyatakan bahwa Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
menjelaskan integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE,
aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE guna menghasilkan layanan
pemerintah yang terintegrasi. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik
Nasional sejalan dengan itu, penting untuk menyusun arsitektur SPBE berdasarkan
referensi hukum yang berlaku. Namun, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum
memiliki pedoman khusus untuk penyusunan Arsitektur SPBE, Hal ini juga
didukung oleh Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya,
perlu menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1.3.1 Referensi Hukum

Berbagai peraturan dan kebijakan menjadi landasan bagi pengembangan,
pelaksanaan, serta evaluasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dasar hukum
ini meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, serta dokumen kebijakan
lainnya yang mengatur integrasi proses bisnis, data, informasi, layanan, aplikasi,
infrastruktur, dan keamanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
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6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2023 tentang
Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan
Daerah Di Bidang Komunikasi Dan Informatika.

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur PDBidang
Komunikasi Dan Informatika.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur PDProvinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan.

13.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

14. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman
Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

16. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020
tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

18. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah.

19. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

20. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 41 Tahun 2007
tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi.
21.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata Kerja Tim

Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional.
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22.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi
Reformasi Birokrasi Tahun 2023.

23.Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

24.Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor: 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital
Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

25.Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

26.Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X tentang Satu Data
Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas.

27.Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas.

28.Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/0ORG Tahun 2022 tentang
Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas.

29.Keputusan Bupati Kapuas Nomor 169/Bapelitbangda Tahun 2024
tentang Pembentukan Sekretariat Tim Forum Satu Data Dan Informasi
Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.

30. Keputusan Bupati Kapuas Nomor 174/ Bapelitbangda Tahun 2024
tentang Penetapan Tim Forum Data Dan Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas.

1.3.2 Referensi Arsitektur SPBE

Arsitektur SPBE Nasional adalah arsitektur yang diterapkan secara nasional
dengan mengintegrasikan seluruh penyelenggaraan pemerintahan berbasis
elektronik. Arsitektur ini menggambarkan seluruh domain secara terpadu, sehingga
memudahkan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Arsitektur SPBE
Nasional memberikan panduan bagi tata kelola SPBE di instansi pusat maupun
pemerintah daerah. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, keterkaitan antara domain dan referensi arsitektur dalam SPBE sangat
penting untuk memastikan integrasi dan keselarasan antara Arsitektur SPBE
Nasional dengan Arsitektur SPBE di tingkat instansi pusat serta pemerintah daerah.
Setiap domain dalam SPBE memiliki struktur berlapis yang terdiri dari elemen
dasar yang disebut referensi arsitektur. Referensi ini berfungsi sebagai panduan
atau kerangka kerja untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan komponen-
komponen di dalam setiap domain. Selain itu, referensi arsitektur didukung oleh
indikator 11 dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang
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Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang menetapkan bahwa tingkat kematangan
arsitektur SPBE hanya dapat mencapai level 3 jika dokumen arsitektur SPBE
mencakup semua referensi dan domain yang ada dalam Arsitektur SPBE. Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor: 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional Melalui
Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Berdasarkan Peraturan
Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu
menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Peraturan Bupati
sudah jelas diberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi pusat dan
pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tata Kelola data untuk
mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian Pembangunan
Dengan adanya referensi arsitektur, keterhubungan antar domain dapat dijamin
sehingga implementasi SPBE di berbagai tingkatan pemerintahan berjalan secara
harmonis dan konsisten.Sebagaimana terlihat pada Gambar 1.2.

(Referensi Arsitektur )
Domain Arsitektur 4 —1
Visi dan Misi SPBE - ) = .—
A s
Tujuan dan Sasaran SPBE =
Metadata Arsitektur
Arsitektur SPBE Komponen yang diperlukan
dalam proses menyusun
keter n Arsitektur SP
T o \ete padua sitektur S| BE)

Gambar 1.2 Substansi domain arsitektur SPBE

Adapun acuan yang digunakan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur
SPBE yang disebut sebagai Referensi Arsitektur SPBE. Berikut ini Referensi
Arsitektur SPBE pada masing-masing domain:

a. Referensi Arsitektur Proses Bisnis domain proses bisnis memiliki
struktur dengan 4 tingkat, Dimana terdapat Tingkat 1 (pertama) dan
Tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional. Tingkat
pertama mencakup 9 (sembilan) referensi arsitektur yang mengacu pada
sektor pemerintahan, sementara tingkat kedua mencakup 45 (empat puluh
enam) referensi arsitektur yang mengacu pada urusan pemerintahan.

b. Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE domain arsitektur data
dan bisnis memiliki struktur dengan 4 tingkat, Dimana terdapat Tingkat 1
(pertama) dan Tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional.
10 (sepuluh) data pokok di tingkat pertama dan 49 (empat puluh sembilan)
data tematik di tingkat kedua.

c. Referensi Arsitektur Layanan SPBE domain layanan memiliki struktur
dengan 4 tingkatan, dimanan terdapat Tingkat 1 (pertama) dan Tingkat 3
(kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional. Yaitu domain layanan
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pada tingkat pertama, area layanan pada tingkat kedua, kategori layanan
pada tingkat ketiga, sub kategori layanan pada tingkat keempat. RAL
mencakup 9 (sembilan) domain layanan di tingkat pertama dan 53 (lima
puluh tiga) area layanan di tingkat kedua.

Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE domain aplikasi SPBE Dimana
memiliki struktur dengan 4 (empat) Tingkat, Dimana terdapat Tingkat 1
(pertama dan Tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di Tingkat nasional.
Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE domain infrastruktur SPBE
memiliki struktur dengan 3 tingkat, dimana keseluruhan tingkat
merupakan struktur di Tingkat nasional. RAI terdiri dari 3 (tiga) domain di
tingkat pertama dan 7 (tujuh) area di tingkat kedua, yang menjadi acuan
bagi penyusunan domain arsitektur infrastruktur TIK.

Referensi Arsitektur Keamanan SPBE domain keamanan memiliki
struktur dengan 2 (dua) Tingkat, dimana keseluruhan Tingkat merupakan
Tingkat nasional. Yaitu terdiri dari 3 (tiga) domain keamanan di tingkat
pertama dan 10 (sepuluh) area keamanan di tingkat kedua.

1.4 Metodologi Penyusunan Arsitektur SPBE

Arsitektur dan Peta Rencana SPBE disesuaikan dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik yang mencakup 6 (enam) domain, yakni Domain Layanan
SPBE, Domain Proses Bisnis, Domain Data dan Informasi, Domain Aplikasi
SPBE, Domain Infrastruktur SPBE, dan Domain Keamanan SPBE. Metode yang
digunakan pada masing-masing domain, antara lain:

a.
b.

Domain Layanan SPBE akan mengacu pada metode ITIL V4.

Domain Proses Bisnis akan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah,

Domain Data dan Informasi akan mengacu pada framework DAMA-DMBOK,
Domain Aplikasi akan mengacu pada Standar 90003:2018 tentang
computer software guideline, dan Warren McFarlan’s Strategic Matrix,
khususnya untuk prioritasi sistem informasi.

Domain Infrastruktur SPBE akan mengacu pada Peraturan Presiden
Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional.

Domain Keamanan SPBE akan mengacu pada Peraturan Badan Siber dan
Sandi Negara Nomor. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen
Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dan
Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan Standar ISO 27001-series.
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1.5 Tahapan Penyusunan Arsitektur SPBE

Dalam melakukan penyusunan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Kabupaten Kapuas, terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan. Tahapan ini
terdiri dari 14 (empat belas) proses untuk menghasilkan dokumen Arsitektur dan
Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas. Detail dari masing-masing tahapan, sebagai
berikut:

1. Inisiasi Kegiatan ini meliputi negosiasi anggaran, analisis kebutuhan, dan
kesepakatan luaran dokumen.

2. Pembuatan Dokumen Administrasi Dokumen administrasi kegiatan dimulai
dari penawaran kegiatan sampai serah terima pekerjaan.

3. Pembentukan Tim Proyek terdiri dari project owner, project manager, analis,
dan surveyor yang terlibat dalam kegiatan.

4. Pengumpulan Dokumen eksisting didapatkan dari dokumen Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dokumen dari Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dapat berupa, RPD,
Peraturan Bupati Kapuas terkait SPBE, Proses Bisnis Kabupaten Kapuas dan
masing-masing PD, Peraturan terkait Satu Data Indonesia, SOTK, dan regulasi
terkait lainnya.

5. Sosialisasi Seluruh Perangkat Daerah (PD) bertujuan untuk memberikan
pemahaman ke masing-masing perwakilan PD tentang arsitektur dan peta
rencana SPBE detail kegiatan yang akan dilaksanakan. Menekankan pentingnya
SPBE dan dukungan apa yang dapat diberikan oleh masing-masing PD untuk
kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-6 Juni 2024.

6. Penjelasan Perangkat Survei dengan Seluruh PD hal ini bertujuan untuk
mendemonstrasikan pengisian perangkat survei berupa file excel. Selain itu
juga bertujuan untuk memberikan pemahaman ke PD terkait dokumen apa saja
yang dibutuhkan saat survei nantinya.

7. Pengisian Data Survei Secara Mandiri oleh masing-masing PIC PD,
bekerjasama dengan seluruh bidang pada setiap PD. Pengisian ini dilakukan
pada tanggal 6-13 Juni 2024 pada file excel Perangkat Survei yang telah
dibagikan ke masing-masin PD. Melalui laman berikut .

8. Survei Lapangan dan Verifikasi Data Isian Survei Tiap PD Survei lapangan dan
verifikasi data isian survei dilakukan oleh tim survei satu-per-satu di masing-
masing PD. Proses survei dan verifikasi dilakukan setelah proses pengisian
mandiri yaitu tanggal 24-28 Juni 2024. Sebelum melakukan verifikasi, tim
proyek melakukan pengecekan hasil isian, untuk membuat daftar kekurangan
data, data apa yang masih kurang jelas, dan bukti dokumen apa yang harus
diunggah.

9. Rekapitulasi Data Hasil survei bertujuan untuk melihat kesenjangan data
yang didapatkan serta data apa saja yang masih belum dikumpulkan. Pada
tahap ini, tim proyek akan menghubungi PIC PD terkait bilamana ada data yang
dibutuhkan.
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10.

11.

12.

13.

14.

Analisis GAP dan Penyusunan Dokumen Eksisting SPBE dilakukan untuk
mengetahui perbedaan kondisi sekarang dan kondisi mendatang yang akan
dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kondisi eksisting disusun
berdasarkan data hasil survei dan dianalisis metadata dari setiap domain.
Penyusunan Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE adalah
penyusunan Buku 1 hingga Buku 9. Arsitektur yang disusun disesuaikan
dengan analisis eksisting dan hasil gap yang telah didapatkan.

FGD dan Desk Evaluation data Peta Rencana FGD (Forum Group Discussion)
bertujuan untuk melakukan pengecekan kebenaran data peta rencana yang
telah dianalisis kepada masing-masing PD. FGD dilakukan secara online dengan
perwakilan PIC dari seluruh PD. Kegiatan ini melakukan verifikasi kesesuaian
hasil analisis usulan peta rencana SPBE dalam kurun waktu 5 tahun sesuai
dengan kebutuhan masing-masing PD.

Pengoreksian Dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE proses
pengecekan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE dari buku 1 hingga
buku 9 akan dilakukan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Meskipun
demikian, tidak menutup kemungkinan terjadi revisi dokumen.

Presentasi Akhir dan Penyerahan Dokumen Akhir dilakukan ketika
keseluruhan dokumen Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas
telah selesai dianalisis dan dikoreksi ulang oleh kedua belah pihak antara tim
proyek dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Kapuas. Presentasi mendatangkan perwakilan PIC dari seluruh PD
pada Kabupaten Kapuas. Kemudian, hasil akhir dari dokumen yang sudah
dilakukan pengecekan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik merupakan dokumen akhir Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
Kabupaten Kapuas.

1.6 Luaran Kegiatan Arsitektur SPBE

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa dokumen Arsitektur dan Peta

Rencana SPBE Kabupaten Kapuas 2024-2028, yang mencakup:
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1. Buku 1: Kondisi Eksisting dan Analisis GAP SPBE Pemerintah Kabupaten

Kapuas

Buku 2: Arsitektur Proses Bisnis dan SOP SPBE

Buku 3: Arsitektur Data dan Informasi dan Layanan SPBE

Buku 4: Arsitektur Aplikasi SPBE

Buku 5: Arsitektur Infrastruktur SPBE

Buku 6: Arsitektur Keamanan SPBE

Buku 7: Arsitektur Tata Kelola & Manajemen SPBE, dan penyelenggara

SPBE

8. Buku 8: Peta Rencana dan Perkiraan Biaya Paket Kegiatan SPBE

9. Executive Summary

10. Draf Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten Kapuas

No AW
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BAB 2
KONDISI YANG INGIN DICAPAI

Bab 2 ini menjelaskan terkait dengan kondisi yang ingin dicapai sesuai

dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Isu Strategis dan Permasalahan Pemerintah
Daerah terhadap arah penerapan SPBE Kabupaten Kapuas.

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023 tentang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2024-2026 Visi
Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kapuas Tahun 2005-2024 adalah
“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas yang sejahtera, agribisnis, dan
agroindustry yang maju berbasis kemasyarakatan dan keberlanjutan.”
Berdasarkan visi tersebut, maka misi untuk mencapai keberhasilan Pembangunan
yang adil dan merata secara berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.

o1

9.

Mempercepat Pembangunan

Meningkatkan usaha pertanian masyarakat

Mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan

Memberikan kepastian hukum bagi investor dalam berinvestasi
Mengoptimalkan dan mewujudnyatakan kemitraan

Melindungi, menghargai dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas
tanah

Meningkatkan peran perusahaan daerah untuk mendorong perekonomian
masyarakat dan daerah

Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana
pendidikan di semua jenjang

Mengembangkan dan mendorong peningkatan pendidikan keterampilan

10. Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang mudah, adil

dan merata

11. Meningkatkan pembinaan kegiatan kepemudaan
12. Meningkatkan peran dan fungsi
13. Meningkatkan kerukunan, kedamaian, keimanan tanpa memandang

perbedaan suku, agama, ras dan golongan

14. Mempercepat reformasi Birokrasi

Berikut merupakan rincian dari misi dengan tujuan serta sasarannya

berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas, sesuai pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kapuas

Tujuan Sasaran

Misi: Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya
Dengan Mendorong Pengembangan Ketercukupan Energi
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Tujuan Sasaran

Ekonomi Kreatif Serta Pemerataan Meningkatnya Konektivitas Wilayah
Pembangunan Melalui Konektivitas Antar Meningkatnya Luas Kawasan Hutan
Wilayah Yang Dikelola Masyarakat

Meningkatnya Pertumbuhan Sektor
Potensial dan Industri Kreatif
Dengan Mendorong Masuknya
Investasi Daerah

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Meningkatnya kualitas lingkungan
Lingkungan hidup

Meningkatnya Fungsi Tata Ruang Wilayah

Provinsi

Misi: Memperkuat Ketahanan Daerah Dalam Mengantisipasi Perubahan Global
Meningkatnya Ketertiban
dan Ketentraman Masyarakat
Meningkatnya Kemandirian
Penyandang

Meningkatkan Tingkat Kondusifitas Daerah | Masalah Kesejahteraan
melalui Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial (PMKS)

pengurangan Kemiskinan Masyarakat Menurunnya Kemiskinan

Di Pedesaan dan Perkotaan
Pemenuhan Pelayanan

Dasar Perumahan, Air
Minum dan Sanitasi
Meningkatnya Kapasitas
Ketahanan Daerah Serta
Antisipasi Penanganan
Terhadap Bencana
Kerawanan Pangan dan

Mewujudkan Peningkatan Ketahanan
Daerah Terhadap Resiko Ancaman Bencana
dan Budaya serta Kerentanan Pangan

Pandemi
Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Melalui Reformasi
Birokrasi
Meningkatnya
: . Kualitas
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Pendidikan,

Manusia
Kesehatan dan

Ketenagakerjaan
Misi: Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan

Gender
Meningkatnya Kualitas
Meningkatkan Nilai- Nilai Agama Dalam Beribadah
Kehidupan Sosial Budaya Bermasyarakat Meningkatnya Pembangunan
Kebudayaan
Meningkatnya

Meningkatkan Kesetaraan Gender

pemberdayaan perempuan

Dari penjelasan Tabel 2.1 dan berpedoman pada dokumen RPD Gambar
2.1, pada tujuan 6 yaitu Meningkatnya Pelayanan Informasi merepresentasikan
indikator indeks SPBE. Target nilai indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
sampai dengan Kondisi Kinerja Akhir Rencana Pembangunan Daerah adalah 2,84
dan berdasarkan dokumen Peraturan Bupati Kapuas Nomor 3 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas.
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Adapun sebagai bentuk upaya Peningkatan nilai indeks SPBE pemerintah
Kabupaten Kapuas, dapat dilakukan pengoptimalisasian pada domain-domain
SPBE sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas
pelayanan informasi Pemerintah Kabupaten Kapuas. Sesuai pada Gambar 2.1 yaitu
nilai target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Realisasi Target
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2024 2025 2026

Indikator Satuan

Persentase Panjang
Saluran Drainase Dalam % 4521 46.33 | 47.12 48.2 50.25 N/A 52.49 53.61 5473
Kondisi Baik
Persentase rumah layak
huni

Persentase penurunan
luas kawasan kumuh % N/A N/A 69 67 67.54 N/A 65 63.73 62.46
perkotaan

Indeks Kepuasan
Pelayanan Kesehatan

% 83.23 | 85.09 | 86.11 87.9 87.9 N/A 91.62 93.48 95.34

Indeks Kualitas Air - N/A N/A 475 49 50 50 52 53 54
Indeks Kualitas Udara - N/A N/A 95.96 92.62 9275 | 9341 94.73 95.39 96.05
Indeks Tutupan Lahan - N/A N/A 732 72.32 73.37 743 76.4 77.45 785
Persentase penanganan % 62 65 657 | 662 | 645 70 714 721 728
bencana

Persentase ketaatan

pemanfaatan ruang % N/A N/A 0.094 0.094 N/A N/A 0.212 0.317 0.476
(terhadap RTRW)

Persentase jumlah

bangunan gedung sesuai %

aturan penataan ruang

Indeks SPBE (Sistem

Pemerintahan Berbasis - N/A N/A 224 N/A N/A N/A 284 3.19 3.59
Elektronik)

SAKIP - N/A N/A 64.75 66.44 N/A N/A 69.82 71.51 73.2
Indeks Desa Membangun - 0.551 0.569 0.6 0.621 N/A N/A 0.67 0.6945 | 0.719
Indeks Pelayanan Publik - N/A N/A 3.6 3.76 N/A N/A 4.08 4.24 44
Tingkat Partisipasi 676 | 69.37 | 67.1 | 70.04 | 7023 | NA | 71545 |72.2025 | 72.86

Angkatan Kerja

Persentase peningkatan
jumlah pemuda % N/A N/A 227 N/A N/A 11.41 20.09 21.73 2246
berprestasi di tingkat

Gambar 2.1 Target untuk Meningkatkan Indeks SPBE

2.2 Isu Strategis dan Permasalahan Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan uraian mengenai isu strategis dan permasalahan yang
dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan ini penting untuk
memahami tantangan-tantangan utama yang mempengaruhi pembangunan daerah
serta pelaksanaan kebijakan, berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas Tahun
2024-2026 pada halaman IV-136. Berikut ini merupakan isu-isu strategis yang ada
pada Kabupaten Kapuas yaitu:

1. Pelayanan infrastruktur masih terbatas dan belum merata.
- Belum optimalnya pemerataan konektivitas wilayah
- Belum terealisasinya pembangunan akses menuju kawasan industri dan
pelabuhan Batanjung
- Belum adanya pembangunan infrastruktur penunjang akses menuju Ibukota

Negara
- Belum optimalnya pembangunan dan pengelolaan infrastruktur
berkelanjutan
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2.

14

- Belum meratanya fasilitas permukiman layak huni

- Kurang tersedianya fasilitas umum inklusif yang ramah dan mudah
digunakan/diakses oleh berbagai kalangan

- Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat

Meningkatnya ancaman ketahanan pangan global dan nasional yang

berdampak pada ketahanan pangan daerah.

- Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan pertanian daerah

- Belum optimalnya pengelolaan sektor Perikanan Tangkap dan Perikanan
Budidaya

- Perlunya pemanfaatan potensi Sumber Daya Alam daerah untuk
menguatkan daya saing ekonomi daerah

Belum tercapainya target penurunan stunting.

- Belum optimalnya pembangunan fasilitas sanitasi lingkungan yang
terintegrasi dan menjangkau seluruh daerah Kapuas

- Belum meratanya kualitas dan cakupan pelayanan air bersih di seluruh
daerah Kapuas

- Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai stunting dan Kesehatan
lingkungan

Belum optimalnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan

pengentasan kemiskinan.

- Belum optimalnya potensi pertumbuhan ekonomi dari pengembangan
destinasi pariwisata

- Belum optimalnya pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif

- Belum optimalnya penanaman modal daerah

- Minimnya percepatan penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
akibat Pandemi Covid-19

Perlunya penguatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup.

- Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

- Belum optimalnya tata ruang.

- Belum optimalnua penanganan bencana

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

- Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.

- Belum optimalnya pelayanan publik dan administrasi pemerintahan
berbasis IT.

- Dibutuhkannya percepatan pemekaran Kabupaten Kapuas Ngaju.

Masih rendahnya kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia, serta

pembangunan yang inklusif.

- Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

- Belum adanya upaya penunjang pengembangan pola pikir pemuda.

- Belum optimalnya perlindungan terhadap perempuan dan anak.

- Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan kesetaraan gender.

- Belum optimalnya penerapan inklusivitas penyandang disabilitas.
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Selain isu strategis pada sub-bab ini juga dibahas mengenai permasalahan di
masing- masing PD berdasarkan dokumen RPD Kabupaten Kapuas Tahun 2024-
2026, seperti yang tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Permasalahan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan

No Urusan Masalah Pokok
Belum optimalnya fasilitas dan kualitas pelayanan
1 Pendidikan pendidikan
Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
2 Kesehatan Angka stunting yang masih tinggi
Perlunya antisipasi penyebaran virus dan penyakit
lainnya
Belum meratanya pelayanan infrastruktur di seluruh
Pekerjaan Umum wilayah
dan Penataan Masih ada Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan
3 Ruangl,lser;cia kawasan kumuh
P erllima andan | pelym optimalnya pengembangan infrastruktur
awas_an berkelanjutan dan inklusif
Permukiman .
Belum optimalnya penataan ruang
Meningkatnya tingkat kriminalitas
Ketentraman,
Ketertiban Rendahnya pemahaman Masyarakat dalam masalah
4 Umum dan dete}.<si dini dan cegah dini terhadap gangguan
Perlindungan Kantibmas — _
Masyarakat Rendahnya nilai-nilai wawasan kebangsaan di
masyarakat
Belum optimalnya pengentasan kemiskinan daerah
5 Sosial - ;
Belum optimalnya pelayanan sosial dasar
Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah
Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan
6 Ketenagakerjaan angkatan kerja
Rendahnya penempatan, perluasan serta
kesempatan kerja
Belum kondusifnya hubungan industrial
Pemberdayaan | Belum optimalnya pemberdayaan Masyarakat dan
7 Masyarakat dan | desa
Desa
Masih fluktuatifnya hasil produksi pangan
8 Pangan Rendahnya produktivitas tanaman pangan dan
hortikultura
Belum optimalnya pelayanan yang diberikan kepada
masyarakat karena terbatasnya Sumber Daya
Manusia yang tersedia di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kapuas
9 Pertanahan Banyaknya bidang-bidang tanah yang belum
terdaftar
Adanya potensi konflik antara masyarakat adat
dengan Perusahaan perkebunan
Adanya potensi konflik penguasaan tanah
masyarakat adat di dalam Kawasan hutan
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No Urusan Masalah Pokok
Lingkungan Belum optimalnya  pelaksanaan  kebijakan
10 . . :
Hidup pengelolaan lingkungan hidup
Administrasi Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas
11 Kependudukan | kinerja pemerintah daerah
dan Pencatatan | Belum efektifnya pelaksanaan pelayanan publik
Sipil
Pemberdayaan | Belum optimalnya implementasi pengarusutamaan
Perempuan dan | kesetaraan gender
12 :
Perlindungan
Anak
kurangnya sarana dan prasarana di bidang
. Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kesetaraan dan
Pengendalian keadil der kualitas hid d K
eadilan gender, kualitas hidup perempuan dan anak,
13 Penduduk dan ketahanan Kkeluarga, keluarga berencana dan
Keluarga . :

Berencana kesehatan reproduksi, perlindungan perempuan.dan
anak serta kelembagaan yang mendukung kemajuan
perempuan dan anak juga perlu menjadi perhatian.
Belum optimalnya aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam
daerah
Belum memadai dan tersedianya sarana-prasarana

14 Perhubungan kepelabuhanan dan sistem tatanan kepelabuhanan
daerah (rencana induk pelabuhan daerah) sebagai
penunjang rencana induk pelabuhan nasional
Masih tingginya Tingkat kecelakaan lalu lintas

15 Komunikasi dan | Permasalahan lain pada penyelenggaraan e-

Informatika government di Kabupaten Kapuas
Koperasi dan Kurang aktifnya koperasi

16 Usaha Kecil Belum  optimalnya  pengembangan  sektor

Menengah perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM
Belum optimalnya penanaman modal usaha di
daerah disebabkan oleh terbatasnya pengembangan

17 Penanaman investasi

Modal penanaman modal
Rendahnya iklim usaha yang kondusif
Menurunnya keaktifan organisasi kepemudaan
18 Kepeoriuildaan dan Rendahnya prestasi kepemudaan
anraga Rendahnya kualitas dan daya saing SDM
Terlambatnya penyajian data untuk perencanaan
L pembangunan

19 Statistik Rendahnya kualitas data dan informasi statistic
dalam menunjang pelayanan publik
Menurunnya benda, situs, dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan

20 Kebudayaan Belum terda.ta dan terpeliharanya kekayaan budaya
secara maksimal dan terpadu
Belum optimalnya pembinaan terhadap lingkungan
seni, pelaku seni dan komunikasi seni dan budaya
Masih rendahnya jumlah kunjungan masyarakat ke

21 Perpustakaan | perpustakaan

Kurangnya minat baca pada masyarakat
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No Urusan Masalah Pokok

Minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya
pengelola kearsipan

Kurang berkembangnya tata kelola bidang
persandian

22 Kearsipan

23 Persandian

Dapat dijelaskan bahwa dalam isu-isu strategis, perlu adanya peningkatan
kualitas pemerintahan dan pelayanan publik yang mendukung permasalahan
urusan komunikasi dan informatika, yaitu belum optimalnya pengelolaan SPBE di
pemerintahan. Pengelolaan SPBE yang optimal merupakan kunci untuk
meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik, yang pada
gilirannya dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tabel 2.2 tersebut menjelaskan bahwa di Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki
kekurangan dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik.

2.3 Hasil Penilaian SPBE Pemerintah Kabupaten

Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang
termuat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
merupakan, proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi
informasi yang dapat dilanjutkan dengan, validasi informasi terhadap hasil
Penilaian Mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
Pemantauan dan Evaluasi SPBE diperlukan untuk melakukan pengukuran capaian
kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Struktur penilaian tingkat kematangan SPBE terdiri atas
domain, yang merupakan area penerapan SPBE yang dinilai, aspek, yang
merupakan area spesifik penerapan SPBE yang dinilai, dan indikator, yang
merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE yang dinilai.

Penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan hasil
“Cukup”. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Salah satu aspek penting dari keberhasilan
ini adalah Layanan Publik Berbasis Elektronik, yang telah menjadi kekuatan
kolaboratif utama. Untuk menjaga konsistensi dalam penyelenggaraannya,
diperlukan reviu berkala dan tindakan lanjut yang serius. Pemerintah Kabupaten
Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik berbasis elektronik dan
memastikan bahwa inisiatif SPBE dapat memberikan manfaat maksimal bagi
masyarakat.
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Berikut merupakan hasil penilaian penerapan SPBE di Pemerintah
Kabupaten Kapuas. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana kebijakan
dan tata kelola digital telah diterapkan secara efektif dalam mendukung pelayanan
publik, manajemen pemerintahan, dan transparansi. Dengan adanya penilaian ini,
diharapkan Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat terus meningkatkan kualitas
pelaksanaan SPBE untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan,
dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat sesuai pada Gambar 2.2.

INDEKS SPBE = PEMERINTAH KAB. KAPUAS

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

Kebijakan Internal terkait Tai .
ayanar ik anaan Strateg
Layanan AdPem Berbasis Elektronik - e AT
Nama Indeks Nilai 2023
SPBE 2,21
Domain Kebijakan SPBE 150
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 1,50
Domain Tata Kelola SPBE 140
Perencanaan Strategis SPBE 1,50
Teknologi Informasi dan Komunikasi 1,00
Penyelenggara SPBE 2,00
Domain Manajemen SPBE 1,00
Penerapan Manajemen SPBE 1,00
Audit TIK 1,00
Domain Layanan SPBE 3,30
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 360
Layanan Publik Berbasis Elektronik 283

Gambar 2.2 Indeks Nilai SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas

Berikut adalah analisis dari tabel indeks SPBE untuk tahun 2023 dengan
nilai 2,21 nilai tersebut merupakan rata-rata dari berbagai domain yang
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membentuk indeks SPBE, yang menunjukkan tingkat kinerja “cukup” dalam
penerapan pemerintahan berbasis elektronik. Hasil analisis berdasarkan Domain,
sebagai berikut:

1. Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (1,50)
= Indikator 1 Kebijakan Internal Arsitektur SPBE (nilai 2)
= Indikator 2 Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE (nilai 1)
= Indikator 3 Kebijakan Internal Manajemen Data (nilai 1)
= Indikator 4 Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE (nilai 1)
= Indikator 5 Kebijakan Internal Layanan Pusat Data (nilai 2)
= Indikator 6 Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra (nilai 1)
= Indikator 7 Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
(nilai 1)
= Indikator 8 Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi (nilai 1)
= Indikator 9 Kebijakan Internal Audit TIK (nilai 1)
= Indikator 10 Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE (nilai 3)

2. Aspek Perencanaan Strategi SPBE (1,50)
= Indikator 11 Arsitektur SPBE (nilai 2)
= Indikator 12 Peta Rencana SPBE (nilai 1)
= Indikator 13 Rencana dan Anggaran SPBE (nilai 1)
= Indikator 14 Inovasi Proses Bisnis SPBE (nilai 2)

3. Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (1,00)
= Indikator 15 Pembangunan Aplikasi SPBE (nilai 1)
= Indikator 16 Layanan Pusat Data (nilai 1)
= Indikator 17 Layanan Jaringan Intra (nilai 1)
= Indikator 18 Penggunaan Sistem Penghubung Layanan (nilai 1)

4. Aspek Penyelenggara SPBE (2,00)
= Indikator 19 Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE (nilai 1)
= Indikator 20 Kolaborasi Penerapan SPBE (nilai 3)

5. Aspek Penerapan Manajemen SPBE (1,00)
= Indikator 21 Penerapan Manajemen SPBE (nilai 1)
= Indikator 22 Penerapan Manajemen Keamanan Informasi (nilai 1)
= Indikator 23 Penerapan Manajemen Data (nilai 1)
= Indikator 24 Penerapan Manajemen Aset TIK (nilai 1)
= Indikator25 Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (nilai 1)
= Indikator 26 Penerapan Manajemen Pengetahuan (nilai 1)
= Indikator 27 Penerapan Manajemen Perubahan (nilai 1)
= Indikator 28 Penerapan Manajemen Layanan (nilai 1)

6. Aspek Pelaksanaan Audit TIK (1,00)
= Indikator 29 Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE (nilai 1)
= Indikator 30 Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE (nilai 1)
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= Indikator 31 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE (nilai 1)

7. Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (3,60)
= Indikator 32 Layanan Perencanaan (nilai 4)
= Indikator 33 Layanan Pengangaran (nilai 4)
= Indikator 34 Layanan Keuangan (nilai 4)
= Indikator 35 Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (nilai 4)
= Indikator 36 Layanan Kepegawaian (nilai 4)
= Indikator 37 Layanan Kearsipan Dinamis (nilai 5)
= Indikator 38 Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (nilai 3)
= Indikator 39 Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (nilai 3)
= Indikator 40 Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (nilai 3)
= Indikator 41 Layanan Kinerja Pegawai (nilai 4)

8. Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (2,83)
= Indikator 42 Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (nilai 4)
= Indikator 43 Layanan Data Terbuka (nilai 2)
= Indikator 44 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) (nilai
2)

= Indikator 45 Layanan Publik Sektor 1 (nilai 1)
= Indikator 46 Layanan Publik Sektor 2 (nilai 4)
= Indikator 47 Layanan Publik Sektor 3 (nilai 4)

Kesimpulan dari analisis hasil penilaian SPBE Kabupaten Kapuas sebagai berikut:

o Nilai total 2,21 mencerminkan kinerja sedang dalam penerapan SPBE.

e Area yang paling kuat adalah Domain Layanan SPBE, terutama dalam
layanan administrasi pemerintahan, dengan nilai di atas 3,0.

e Manajemen dan tata kelola merupakan area yang lemah, dengan nilai
sebagian besar di bawah 1,50, yang menunjukkan perlunya peningkatan
dalam perencanaan strategis, pelaksanaan, dan audit sistem TIK.

Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun layanan berbasis elektronik
sudah cukup berhasil, praktik manajemen dan tata kelola internal perlu mendapat
perhatian lebih untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan SPBE.
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BAB 3
KONDISI EKSISTING PROSES BISNIS DAN ANALISIS GAP

Bab 3 menjelaskan kondisi eksisting proses bisnis SPBE dan Analisis GAP
pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pada Bab ini dimulai dengan pengertian
proses bisnis, struktur arsitektur proses bisnis, referensi proses bisnis, metadata
proses bisnis, kondisi eksisting, urusan pemerintahan, ketersediaan SOP dan
analisis gap.

3.1 Pengertian Proses Bisnis

Pengertian Proses Bisnis sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik merupakan sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-
masing. Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam
penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE,
dan Layanan SPBE. Dalam penyusunan Proses Bisnis, kepala daerah berkoordinasi
dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19
Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
menjelaskan bahwa proses bisnis instansi pemerintah merupakan keseluruhan
rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan
tujuan. Penggambaran proses bisnis dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu proses
bisnis berupa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2 dan selanjutnya) dan
proses bisnis jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi dan lintas
fungsi. Dengan SPBE yang terpadu, diharapkan dapat menciptakan proses bisnis
yang terintegrasi sehingga membentuk satu kesatuan pemerintah yang utuh dan
menghasilkan birokrasi serta pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, pada domain arsitektur proses bisnis, dilakukan klasifikasi jenis tugas
dan fungsi pemerintahan dengan menjabarkan tugas dan fungsi berdasarkan
standar penamaan urusan pemerintahan. Klasifikasi ini mengelompokkan tugas
dan fungsi pemerintahan dari setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
sehingga dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar instansi dan
pengintegrasian elemen pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Domain ini
terdiri dari berbagai proses bisnis pemerintahan yang menghasilkan data dan
informasi serta mendefinisikan layanan pemerintah. Keterkaitan antara domain
arsitektur proses bisnis dengan domain layanan SPBE dan domain data dan
informasi memungkinkan integrasi informasi terkait urusan pemerintahan, layanan
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yang dihasilkan, aplikasi dan infrastruktur yang mendukung, serta data yang
diperlukan atau dihasilkan, serta memastikan semua aspek pemerintahan berjalan
selaras dan mendukung satu sama lain. Penggambaran relasi langsung domain
proses bisnis dengan domain layanan dan data dan informasi dapat dilihat pada
Gambar 3.1 di bawah ini.

Domain Layanan SPBE

Interaksi Interaksi
Referensi Arsitektur
Domain Proses Bisnis Proses Bisnis
Interaksi Interaksi

Gambar 3.1 Keterkaitan pada Domain Proses Bisnis

3.2 Struktur Arsitektur Proses Bisnis

Referensi Proses Bisnis (RAB) digunakan sebagai acuan dalam menentukan
jenis atau tipe dari sebuah bisnis/urusan/fungsi/proses yang dilakukan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses
bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis
yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

1. Sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis
pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama),
yang menjadi struktur di tingkat nasional

2. Urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor
pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai
yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dikelompokkan ke dalam urusan
pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat
nasional

3. Fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan
pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas
dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat
nasional

4. Sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi
pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah dapat menyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam
mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi
yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

Proses pendefinisian arsitektur proses bisnis di tingkat 3 (ketiga) dan tingkat 4
(keempat) oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan dijelaskan dalam
pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi keterkaitan struktur arsitektur
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proses bisnis pada kerangka kerja Arsitektur SPBE dapat terlihat pada Gambar 3.2.
Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis dibawabh ini.

Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

) ) SPBE Nasional
Tingkat 1 (Sektor Pemerintahan)

[Tingkat 2 (Urusan Pemerintahan)

[Tingkat 3 (Fungsi Pemerintahan) '

SPBE Instansi Pusat (Tingkat 4 (Sub Fungsi Pemerintahan)
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 3.2 Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

3.3 Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE menyebutkan bahwa Referensi Arsitektur Proses Bisnis (RAB)
digunakan sebagai acuan dalam menentukan jenis atau tipe dari sebuah
bisnis/urusan/fungsi/proses = yang  dilakukan dalam  penyelenggaraan
pemerintahan. Maka, RAB harus mencakup seluruh aktivitas yang mungkin akan
dilakukan. Mengingat bahwa SPBE diterapkan pada sebuah organisasi yang
memiliki sifat legal formal yang tinggi (sebuah negara), sehingga RAB disusun
berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan akan selalu
disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada. RAB
SPBE Nasional terdiri dari 9 (sembilan) sektor pemerintahan di tingkat 1 (satu)
dan 45 (empat puluh lima) urusan pemerintahan di tingkat 2 (dua). PDdalam
menyusun RAB masing-masing mengacu pada RAB SPBE Nasional, serta
melengkapi proses bisnis pada tingkat di bawahnya. Daftar RAB, akan menjadi
acuan dalam pembentukan Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) dan
Referensi Arsitektur Layanan (RAL). Rincian mengenai taksonomi RAB akan
dipaparkan pada Tabel 3.1 Referensi arsitektur proses bisnis Tingkat nasional
dibawabh ini.

Tabel 3.1 Referensi Arsitektur Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pertahanan negara.
Hubungan Luar Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
Negeri hubungan luar negeri.

Ekonomi dan Industri (02)
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pengelolaan industri.

01.01 | Pertahanan

01.02

02.01 | Industri
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Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur

02.02 | Perdagangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
perdagangan.
02.03 | Pertanian Penyelgnggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pertanian.
02.04 | Perkebunan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
perkebunan.
02.05 | Peternakan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
peternakan.
02.06 | Perikanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
perikanan.
Badan Usaha Milik Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
02.07 s
Negara pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08 | Investasi Penye_lenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pembinaan penanaman modal.
02.09 | Koperasi Penye_lenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pembinaan koperasi.
Usaha Kecil dan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
02.10 . .
Menengah pembinaan usaha kecil dan menengah.
0211 | Pariwisata Penye.ler_lggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)
03.01 | Pekerjaan Umum Penye.lenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pekeriaan umum.
03.02 | Transmigrasi Penyelej-ngga.raan urusan pemerintahan dalam bidang
transmigrasi.
03.03 | Transportasi Penyelenggz.araan urusan pemerintahan dalam bidang
transportasi.
03.04 | Perumahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
perumahan.
Pembangunan . .
03.05 | Kawasan atau Daerah Penyelenggaraan urusan pemerlntahan. dalam bidang
. pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
Tertinggal
03.06 | Pertanahan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pertanahan.
03.07 | Kependudukan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)
04.01 | Kesehatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
kesehatan.
04.02 | Sosial Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
sosial.
04.03 Pemberdayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
' Perempuan pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)
05.01 | Hukum Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
hukum.
05.02 | Keamanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
keamanan.
05.03 | Hak Asasi Manusia Penyelen_ggaraarf urusan pemerintahan dalam bidang
hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)
06.01 | Pendidikan Penygle_:nggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pendidikan.
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Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur

06.02 | Ketenagakerjaan Penyelengga.raan urusan pemerintahan dalam bidang
ketenagakerjaan.
[lmu Pengetahuan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
06.03 . . .
dan Teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04 | Pemuda Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05 | Olahraga Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)
07.01 | Pertambangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pertambangan.
07.02 | Energi Penye.lenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
energi.
07.03 | Kehutanan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
kehutanan.
07.04 | Kelautan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
kelautan.
07.05 | Lingkungan Hidup P.enyelenggar.aan urusan pemerintahan dalam bidang
lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)
08.01 | Agama Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
agama.
08.02 | Kebudayaan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)
09.01 | Dalam Negeri Penyelengga.raan urusan pemerintahan dalam bidang
dalam negeri.
09.02 | Keuangan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
keuangan negara.
09.03 | Informasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
informasi.
09.04 | Komunikasi Penyelgnggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
komunikasi.
Perencanaan . .
09.05 | Pembangunan Penyelenggaraan urusan pemel.‘mtahan dalam bidang
Nasional perencanaan pembangunan nasional.
09.06 | Aparatur Negara Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
pengelolaan aparatur negara.
09.07 Kesekretariatan Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang
' Negara kesekretariatan negara.

3.4 Metadata Proses Bisnis SPBE

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE menjelaskan bahwa Arsitektur SPBE memiliki metadata arsitektur
yang merupakan model terstruktur untuk memudahkan penggambaran hubungan
antar domain arsitektur. Metadata arsitektur memudahkan dalam mengelola,
mengidentifikasi, dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali)
terhadap domain arsitekturnya. Metadata arsitektur proses bisnis memiliki
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beberapa atribut yang merupakan karakteristik/ciri yang mendefinisikan metadata
arsitekturnya. Metadata arsitektur proses bisnis dapat merepresentasikan entitas
yang terdapat pada arsitektur SPBE secara lebih jelas tertuang pada Lampiran 3.1.

Tabel 3.2 Atribut Metadata Proses Bisnis SPBE

\ No Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
Merupakan urusan-urusan pemerintahan yang
2 Nama Bisnis/Urusan diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit

kerja/perangkat daerah

Merupakan uraian dari urusan-urusan pemerintahan
3 Uraian Bisnis/Urusan yang diselenggarakan yang mengacu pada tugas unit
kerja/perangkat daerah.

Merupakan kode model referensi SPBE yang sesuai

4 Kode Model Referensi L -
dengan nama bisnis/urusan yang dipilih

5 Sasaran Strategis Merupakan sasaran strategis IPPD

6 Indikator Kinerja Merupakan indikator yang merupakan ukuran
Utama (IKU) keberhasilan dari sasaran strategis

7 Nilai IKU Target Nilai yang IKU yang ditargetkan

8 Nilai IKU Realisasi Nilai yang IKU yang dicapai

9 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

3.5 Kondisi Eksisting Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa
penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap instansi
pemerintah untuk menyusun peta proses bisnis di lingkungan instansi pemerintah
guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap instansi pemerintah:

1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien,

2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal
mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan,

3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan dokumentasikan
secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi,
dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan
strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta
penilaian kinerja.

Manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses
sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah,

2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam
mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Dari hasil survei yang telah dilakukan oleh surveyor pada 42 PD di
Pemerintah Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa 29 PD telah memiliki Proses
Bisnis dan 6 PDtidak memiliki Proses Bisnis sesuai dengan Peraturan Menteri
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Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun
2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah terutama
dalam hal penggambaran peta proses bisnis yang menggunakan jenis level atau
tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan seterusnya). Berdasarkan kondisi eksisting
di Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari 42 PD terdapat 29 PD (69%) yang memiliki
Proses Bisnis dan 6 PD (31%) tidak memiliki Proses Bisnis. Ketersediaan Peta
Proses Bisnis di Kabupaten Kapuas dapat divisualisasikan pada Gambar 3.3
Ketersediaan Peta Proses Bisnis dibawah ini.

Ketersediaan Probis OPD

Tidak Memiliki
31%

Memiliki
69%

= Memiliki = Tidak Memiliki

Gambar 3.3 Ketersediaan Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Gambar 3.3 diatas PD yang telah sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah dan harus memenuhi kriteria penyusunan peta proses bisnis
yang telah ditetapkan dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan
ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses
bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses
bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu
proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada
kompleksitas dari masing-masing proses bisnis dan juga perlu untuk memenuhi 3
proses yaitu proses utama, proses manajerial, proses lainya dan 3 level yaitu Level
0, level 1 dan level selanjutnya (level n).

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 564/0RG Tahun 2022
tentang Penetapan Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas telah menetapkan penyusunan peta proses bisnis dan menjadi
acuan bagi PD untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien serta
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terstruktur dan saling terkait antar unit organisasi, pada kondisi eksisting
pengkodean masih kurang tepat serta masih mengandung kalimat cita-cita
tercantum pada Gambar 3.4.

No Nama Peta Proses Jenis Proses Kode Peta
Utama/Penduk Proses
ung
(1) () 3) (4)
1 | Meningkatnya kualitas dan pemerataan Utama KPS.01
pendidikan masyarakat
2 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Utama KPS.02
3 | Meningkatnya kesejahteraan PMKS masyarakat Utama KPS.03
4 | Meningkatnya peran perempuan dalam Utama KPS.04
pembangunan
5 | Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang Utama KPS.05
kompeten, produktif, dan berdaya saing
6 | Meningkatnya Ketahanan ekonomi, ekologi dan Utama KPS.06
sosial desa

Gambar 3.4 Kode Proses Bisnis Eksisting

Berdasarkan kondisi eksisting saat ini yang tertuang pada Keputusan
Bupati Kapuas Nomor 564 /0RG Tahun 2022 tentang Penetapan Penyusunan
Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dilihat pada
gambar peta proses bisnis level 0 dikabupaten Kapuas terdiri dari proses utama dan
proses pendukung, sesuai pada Gambar 3.5.

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PROSES UTAMA
INPUT KPS01 KPS.02 KPS.03 ouTPUT
a kualitas dan pemerat Meningkataya derajat nasyarakat Meningkatnya kesejahtersan PMKS

pendidilan masyarakat masyarakat

> KPS.04 KPS.05 KPS.06 |
Meningkatnya peran perempuan dalam Meningkatnya tenaga kerja berkualitas yang Meningkatnya Ketahanan ekonomi, —>
b, I orodul 3 bet Vi g 0 0 =3
PEMERINTAH produktif, dan berdaya saing ekologi dan sosial desa PEMERINTAH
KPS.07 KPs.08 KPS.09 —>
Kebijokan/regulasi Meningkatnya kun!l ibusi sektor w:xuuun r-lunlnx:glauuf)-J kuxIU|!.lu:i subsektor k‘-l.‘nuuuv Meningkatnya ketahanan pangan
dalam perekonomian daerah dan perikanan terhadap perekonomian daerah masyarakat
Akuntabilitas/
KPs.10 KPS.11 KPS.12 toporan
Meningkatnya kontribusi subsektor Meningkatnya penanaman modal daerah Terjaganya kualitas lingkungan hidup

Industri dan perdagangan serta ekonomi
kerakyatan terhadap perekanomian

daerah
KPS13 | KPS.14 KPS.15
Terwujudnya kelestarian budaya dayak Meningkatkannya akses Masyarakat terbadap Meningkatnya pelayanan angkutan yang

Infrastruktur dasar

murah, mudah, aman, lancar dan
MASYARAKAT R J terjanglau 5| MASYARAKAT
i KPS 16 KPS17 KPS.18 |

. . Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Terwujudnya Birokrasi yang bersth dan Terwujudnya Birokrasl yang efekuf dan
Permintaan informasi, elayanan publik berkualitas yuntabel efesien Layonan Perizinan,
konsultesi dan loyanan
KPS.19 Pendidikan, Kesehatan dif

Meningkatnya keterbukaan intormasi
publik dalam penyelenggaraan
pemerintaban berbasis elektronik

PROSES PENDUKUNG
SWASTA / [ KPs.20 KPS21 KPS$.22 SWASTA /
PELAKU USAHA [ Pengelolaan Pm;amv:n Perundang Pengelolaan Anggaran Pengelalaan Akuntabilitas =» peLaku usanA
Permintaan Informasl, _—. KPs.23 KPS24 >
Pengelolaan Teknologi Informasi Pengelolaan Kualitas Pelayanan Publik Layanan Perizinan, dil

konsuitesi dan layanan

Gambar 3.5 Peta Proses Bisnis Kapuas Eksisting

Hasil dari laporan hasil evaluasi pada indikator 14 yaitu Tingkat
kematangan inovasi proses bisnis dari Kabupaten Kapuas mendapat nilai 2 yang
berati masih berati dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah belum memenuhi
standar dan perlu meningkatkan nilai tersebut sesuai rekomendasi yang dimuat
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pada Buku 2 Arsitektur Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berikut
merupakan hasil penilaian terhadap proses bisnis yang ada di Kabupaten Kapuas
pada Gambar 3.6..

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

Nilai Tingkat

Indikator Kematangan
2023

1 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 2
2  |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 1
3 [Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data 1
4 ITingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE 1
5 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data 2
6 [|Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi 2
7 [Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan 1
8 [Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi 1
9 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK 1
10 |Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah 3
11 [Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 2
12 |Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 1
13 |Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE 1
14 |Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE 2

Gambar 3.6 Nilai dari Inovasi Proses Bisnis

3.6 Urusan Pemerintahan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah menjelaskan bahwa Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Urusan
Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum.
Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten.

Mengacu pada referensi arsitektur SPBE Nasional yang terdapat pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional jenis urusan
yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dipetakan sesuai dengan
kode referensi proses bisnis. Terdapat 42 PD beserta urusannya sesuai pada Tabel
3.3.

Tabel 3.3 Daftar Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Kode Referensi

Kelompok . Urusan Nama PD Arsitektur Proses
Urusan isni
Bisnis
Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan RAB.06.01 Pendidikan
Pemerintahan|Kesehatan Dinas Kesehatan RAB.04.01 Kesehatan
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Kelompok

Urusan

Nama Urusan

Nama PD

Kode Referensi
Arsitektur Proses

Bisnis

Wa]1b.yang Rumah Sakit Umum Da.erah dr. H. RAB.04.01 Kesehatan
berkaitan Soemarno Sosroatmodjo
dengan Puskesmas Selat RAB.04.01 Kesehatan
gelayanan Puskesmas Melati RAB.04.01 Kesehatan
asar Puskesmas Pulau Telo RAB.04.01 Kesehatan
Pekerjaan Umum |Dinas Pekerjaan Umum, Penataan RAB.03.01 Pekerjaan
dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Umum
Ruang Permukiman dan Pertanahan
Perumahan dan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Kawasan Ruang, Perumahan, Kawasan RAB.03.04 Perumahan
Pemukiman Permukiman dan Pertanahan
Ketentraman dan |Satuan Polisi Pamong Praja dan
Ketertiban Umum |[Pemadam Kebakaran RAB.05.02 Keamanan
serta Badan P 1 B
Perlindungan adan Fenanhgguiangan Bencana \p ap 04.02 Sosial
Daerah
Masyarakat
Sosial Dinas Sosial RAB.04.02 Sosial
Dinas Transmigrasi dan Tenaga |RAB.06.02
Tenaga Kerja Kerja Ketenagakerjaan
Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Perempuan,
. . |RAB.04.03
Perempuan dan |Perlindungan Anak, Pengendalian
. Pemberdayaan
Perlindungan Penduduk dan Keluarga
Perempuan
Anak Berencana
Pangan Dm?S Ketahanan Pangan dan RAB.02.03 Pertanian
Perikanan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Pertanahan Ruang, Perumahan Kawasan dan |RAB.03.06 Pertanahan
Pertanahan
Urusan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan RAB.O7.05 Lingkungan
Pemerintahan Kehutanan Hidup
Wajib yang  |Administrasi
tidak Kependudukan Dinas Kependudukan dan RAB.09.01 Dalam
berkaitan dan Pencatatan Pencatatan Sipil Negeri
dengan Sipil
Pelayanan RAB.03.05
Pemberdayaan .
Dasar Dinas Pemberdayaan Masyarakat |Pembangunan
Masyarakat dan
dan Desa Kawasan atau Daerah
Desa .
Tertinggal
Pengendalian Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Penduduk dan Perlindungan Anak, Pengendalian|RAB.03.07
Keluarga Penduduk dan Keluarga Kependudukan
Berencana Berencana
Perhubungan Dinas Perhubungan RAB.03.03 .
Transportasi
Komunikasi dan |Dinas Komunikasi, Informatika, |RAB.09.04 Komunikasi
Informatika Persandian dan Statistik RAB.09.03 Informasi
RAB.02.09 Koperasi
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Kelompok

Urusan

Nama Urusan

Nama PD

Kode Referensi
Arsitektur Proses

Koperasi, Usaha

Dinas Perdagangan,

Bisnis

RAB.02.10 Usaha Kecil

Kecil dan Perindustrian, Koperasi dan Dan Meneneah
Menengah Usaha Kecil Menengah 5
Dinas Penanaman Modal dan .
Penanaman Modal . RAB.02.08 Investasi
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepemudaan dan |Dinas Pariwisata, Kebudayaan, |RAB.06.04 Pemuda

Olahraga Kepemudaan dan Olahraga RAB.06.05 Olahraga
- Dinas Komunikasi, Informatika, .
Statistik Persandian dan Statistik RAB.09.03 Informasi
Kebudavaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, RAB.08.02
y Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan
Dinas Kearsipan dan RAB.09.06 Aparatur
Perpustakaan
Perpustakaan Negara
. Dinas Kearsipan dan RAB.09.06 Aparatur
Kearsipan
Perpustakaan Negara
Kelz.iutan dan Dlngs Ketahanan Pangan dan RAB.02.06 Perikanan
Perikanan Perikanan
Pariwisata Dinas Pariwisata, Kebudayaan, RAB.02.11 Pariwisata
Kepemudaan dan Olahraga
Pertanian Dinas Pertanian RAB.02.03 Pertanian
Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup dan RAB.O7.05 Lingkungan
Urusan Kehutanan Hidup
Pemerintahan .
o Dinas Perdagangan,
Pilihan Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan Eg‘%gzégzan
Usaha Kecil Menengah §ang
Dinas Perdagangan,
Perindustrian Perindustrian, Koperasi dan RAB.02.01 Industri
Usaha Kecil Menengah
. . Dinas Transmigrasi dan Tenaga |RAB.03.02
Transmigrasi - . .
Kerja Transmigrasi
Bagian Pengadaan Barang/Jasa |RAB 09.02 Keuangan
Bagian Perekonomian dan
Unsur Sumber Daya Alam RAB 09.02 Keuangan
Pendukung |Sekretariat
Urusan Daerah RAB 09.05
Pemerintahan Bagian Administrasi Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Nasional

Bagian Pemerintahan

RAB 09.01 Dalam
Negeri
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Kelompok

Urusan

Nama Urusan

Nama PD

Kode Referensi
Arsitektur Proses

Bisnis

RAB.03.01 Pekerjaan
Umum

Bagian Kesejahteraan Rakyat

RAB 09.06 Aparatur
Negara

RAB 08.01 Agama

RAB.04.02 Sosial

Bagian Hukum

RAB 05.01 Hukum

Bagian Umum

RAB 09.06 Aparatur
Negara

Bagian Organisasi

RAB 09.06 Aparatur
Negara

Bagian Perencanaan Dan
Keuangan

RAB 09.05
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

RAB 09.01 Dalam
Negeri

RAB.09.02 Keuangan

Bagian Protokol Dan Komunikasi RAB 09.07 .
Lo Kesekretariatan
Pimpinan
Negara
Sekreta?lat Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan RAB.09.07 .
Perwakilan Rakvat Daerah Kesekretariatan
Rakyat Daerah y Negara
Badan Perencanaan RAB.09.05
. Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian
Unsur dan Pengembangan Pembangunan
Penunjang & & Nasional
Urusan
Pemerintahan
Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah |RAB.09.02 Keuangan
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Kode Referensi

Kelompok Nama Urusan Nama PD Arsitektur Proses
Urusan S
Bisnis
Badan Pendapatan Daerah RAB.09.02 Keuangan
_ Badan Kepegawaian dan RAB.09.06 Aparatur
Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
. Negara
Manusia
Pendidikan dan Badan Kepegawaian dan RAB.09.06 Aparatur
. Pengembangan Sumber Daya
Pelatihan . Negara
Manusia
. Badan Perencanaan RAB.06.03 Ilmu
Penelitian dan .
Pengembanean Pembangunan Daerah, Penelitian |Pengetahuan dan
& & dan Pengembangan Teknologi
Unsur
Pengawasan |Inspektorat Inspektorat Daerah RAB.09.06 Aparatur
Urusan Daerah Negara
Pemerintahan
Kecamatan Selat RAB'0.9'01 Dalam
Negeri
Unsur Kecamatan
Kewilayahan
Kecamatan Kapuas Hilir RAB'0.9'01 Dalam
Negeri
Unsur . Kesatuan Bangsa |Badan Kesatuan Bangsa dan RAB.09.07 .
Pemerintahan . i Kesekretariatan
dan Politik Politik
Umum Negara

Data pengelompokan jenis urusan PDpada tabel dibawah ini berasal dari
analisis urusan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten
Kapuas Tahun 2024-2026. Berikut merupakan kesimpulan jumlah urusan dan
PDsetiap kelompok urusan yang dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Daftar Jumlah Urusan PD Kabupaten Kapuas

Kelompok Urusan {;‘I:;:E Jumlah PD

Urusan Pemerintahan Wajib yang 6 10
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak 17 13
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Pilihan 7 5
Unsur Pendukung Urusan

: 2 11
Pemerintahan
Unsur Penunjang Urusan

: 5 4
Pemerintahan
Unsur Pengawasan Urusan

: 1 1
Pemerintahan
Unsur Kewilayahan 1 2
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Jumlah

Kelompok Urusan Jumlah PD
Urusan
Urusan Pemerintahan Wajib yang 6 10
berkaitan dengan Pelayanan Dasar
Unsur Pemerintahan Umum 1 1

Berdasarkan Tabel 3.4 daftar jumlah urusan PDKabupaten Kapuas dapat
diketahui bahwa terdapat 8 kelompok jenis urusan yang ada pada Pemerintah
Kabupaten Kapuas yang diampu oleh 42 PD yaitu:

- Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,
terdapat 6 urusan yang ditangani oleh 10 PD. Hal ini menunjukkan bahwa
urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan,
dan pelayanan publik lainnya, melibatkan beberapa PD yang bekerja sama.
Koordinasi antar PD ini sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat
mendapatkan pelayanan dasar yang optimal dan terintegrasi.

- Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar
terdiri dari 17 urusan yang dikelola oleh 13 PD. Di sini, meskipun jumlah urusan
lebih banyak dibandingkan pelayanan dasar, jumlah PD yang terlibat lebih
sedikit. Ini mengindikasikan bahwa beberapa PD menangani lebih dari satu
urusan, atau terdapat efisiensi dalam pembagian tugas di antara PD-PD tersebut.

- Urusan Pemerintahan Pilihan, terdapat 7 urusan yang ditangani oleh 5 PD.
Jumlah PD yang lebih sedikit dibandingkan jumlah urusan menandakan bahwa
PD yang terlibat dalam urusan pilihan memiliki cakupan tanggung jawab yang
lebih luas, menangani lebih dari satu urusan. Hal ini bisa mencerminkan
penggunaan sumber daya yang efisien, atau pengkhususan PD dalam menangani
urusan-urusan tertentu yang bersifat pilihan.

- Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meskipun hanya terdapat 2 urusan,
11 PD dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa urusan pendukung, yang mungkin
terkait dengan fungsi administrasi, keuangan, atau sumber daya manusia,
memerlukan Kketerlibatan dari banyak PD untuk memastikan kelancaran
operasional pemerintahan secara keseluruhan.

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, ada 5 urusan yang dikelola oleh 4
PD. Seperti halnya urusan pilihan, ini juga menunjukkan adanya efisiensi dalam
pembagian tanggung jawab, di mana satu PD mungkin menangani lebih dari satu
urusan penunjang.

- Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan hanya terdiri dari 1 urusan, yang
ditangani oleh 1 PD, menunjukkan fokus yang jelas dan pembagian tanggung
jawab yang spesifik dalam bidang pengawasan. Untuk Unsur Kewilayahan,
meskipun hanya ada 1 urusan, 2 PD dilibatkan. Hal ini menunjukkan bahwa
penanganan urusan kewilayahan memerlukan koordinasi antara lebih dari satu
PD untuk memastikan aspek kewilayahan dikelola dengan baik.

- Unsur Pemerintahan Umum terdiri dari 1 urusan yang dikelola oleh 1 PD,
mencerminkan struktur yang sederhana dan efisien dalam pelaksanaan urusan
umum pemerintahan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa
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jumlah PD yang menangani setiap urusan bervariasi tergantung pada sifat dan
kompleksitas urusan tersebut. Beberapa urusan memerlukan keterlibatan
banyak PD untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik, sementara urusan
lain dapat ditangani oleh PD yang lebih sedikit, yang menunjukkan efisiensi
dalam pengelolaan dan pembagian tugas di lingkungan pemerintahan.

3.7 Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan dokumen formal yang
berisi panduan tertulis mengenai langkah-langkah yang harus diikuti dalam
menjalankan tugas atau kegiatan tertentu di suatu organisasi. Berdasarkan
pengertian SOP, SOP di pemerintahan daerah berperan penting sebagai panduan
tertulis dalam menjalankan tugas, wewenang, dan proses administratif secara
konsisten kepada masyarakat sebagai pemangku pelayanan publik. Selain itu, SOP
dapat membantu seluruh pegawai dan pejabat mengikuti prosedur yang sama
dalam menjalankan tugas, sehingga mencegah terjadinya ketidakjelasan atau
inkonsistensi yang dapat mempengaruhi pelayanan publik dan pelaksanaan
kebijakan. SOP juga dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam
jalannya Pemerintahan. Setiap tindakan administrasi yang dilakukan dapat
dipantau dan diaudit, sehingga pegawai lebih bertanggung jawab terhadap
tindakannya. Di samping itu, SOP berperan dalam mendukung peningkatan kualitas
pelayanan publik dengan memastikan bahwa proses pelayanan lebih cepat, efisien,
dan responsif. SOP Pemerintahan telah memiliki regulasi yang di atur oleh Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Salah satu dari regulasi
tersebut terdapat kebijakan yang mengatur SOP adalah Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan. Kebijakan SOP ini memuat pedoman tentang cara
penyusunan SOP, termasuk dalam format, isi, dan prosedur penyusunannya, yang
bertujuan untuk memastikan bahwa SOP dapat diterapkan secara efektif dan
konsisten di seluruh instansi pemerintah.

Kemudian, setelah mengetahui pentingnya SOP dalam jalananya
Pemerintahan. Melihat dari kondisi eksisting Pemerintah Kabupaten Kapuas,
terdapat 533 SOP eksisting dari 42 PD yang menjadi sampling. Masih, terdapat 4
PD yang belum memiliki SOP yang sesuai dengan tupoksi tugas dan fungsi PD yaitu
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintahan, dan Bagian Protokol Dan
Komunikasi Pimpinan. Hal ini, terjadi karena PD tersebut tidak melengkapi
dokumen saat kegiatan survei yang dilakukan. SOP eksisting yang dimiliki terdiri
dari 132 SOP untuk mendukung layanan administrasi dan 401 SOP untuk
mendukung layanan publik. SOP eksisting yang ada di Pemerintah Kabupaten
Kapuas telah mencakup bagian sekretariat maupun di masing-masing bidang di
setiap PD. Detail SOP eksisting Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Jumlah SOP
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1 Inspektorat Daerah 10
2 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik 9
3 Dinas Pendidikan 29
4 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 4
5 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 8
6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 0
7 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 21
8 Dinas Pertanian 7
9 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 30
10 Dinas P_ekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan 49
Pemukiman dan Pertanahan
11 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja 20
12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 13
13 Dinas Sosial 8
14 Dinas Kesehatan 44
15 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 3
Penduduk dan Keluarga Berencana
16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 14
17 Dinas Perhubungan 12
18 Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil 15
Menengah
19 Badan Keuangan dan Aset Daerah 8
20 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2
21 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 18
22 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 13
23 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan 2
Pengembangan
24 Badan Pendapatan Daerah 16
25 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 6
26 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 7
27 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo 43
28 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 8
29 Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 0
30 Bagian Administrasi Pembangunan 3
31 Bagian Pemerintahan 0
32 Bagian Kesejahteraan Rakyat 2
33 Bagian Hukum 3
34 Bagian Umum 4
35 Bagian Organisasi 14
36 Bagian Perencanaan Dan Keuangan 3
37 Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan 0
38 Kecamatan Selat 17
39 Kecamatan Kapuas Hilir 1
40 Puskesmas Selat
41 Puskesmas Melati 52
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Nama PD

42 Puskesmas Pulau Telo 7

Berdasarkan Tabel 3.5 dapat dilihat PD yang memiliki jumlah SOP terbanyak
dimiliki oleh Puskesmas Melati sebanyak 52 SOP yang mendukung pelayanan
kesehatan di seluruh bidang, termasuk pelayanan kesekretariatan, pelayanan
medik, pelayanan keperawatan, serta pelayanan penunjang medik dan non-medik.
Sedangkan, PD yang memiliki jumlah SOP terkecil dimiliki oleh Kecamatan Kapuas
Hilir sebanyak 1 SOP. Hal ini, dikarenakan Kecamatan Kapuas Hilir membuat SOP
yang dapat mencangkup seluruh pelayanan dalam mendukung kegiatan tupoksinya.

Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki 486 layanan di 42 PD. Dari jumlah
tersebut, 426 layanan telah didukung oleh SOP untuk memfasilitasi pelaksanaan
layanan, termasuk yang memanfaatkan SOP dari Pemerintah Pusat atau Daerah.
SOP Pemerntah Pusat menjadi acuan dalam menjalankan berbagai prosedur dan
kegiatan sehingga setiap proses kerja dapat ditelusuri. Hal ini meningkatkan
transparansi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan, serta memudahkan
pengawasan. Dengan SOP, setiap tindakan pegawai dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh dari sop pusat yang
mengcakup aplikasi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Namun, terdapat 60
layanan yang masih belum memiliki dukungan SOP, dari hasil analisis kemungkinan
disebabkan oleh kurangnya koordinasi antar bidang dalam penyusunan SOP.
Berdasarkan kondisi eksisting disarankan disusunnya SOP untuk mendukung
pelaksanaan layanan, baik layanan utama maupun layanan penunjang, di seluruh
PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

3.8 Analisis GAP

Analisis GAP terhadap peta proses bisnis dan SOP adalah langkah krusial
untuk menilai perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan.
Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan area yang perlu ditingkatkan agar
sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan. Hasil evaluasi ini menjadi
landasan untuk rekomendasi perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.
Dengan begitu, analisis GAP ini berperan penting dalam memastikan kesesuaian
proses bisnis dan SOP di lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 3.6 Hasil Analisis GAP

Parameter KOPdESI Kondisi Ideal
Eksisting

Pemerintah Urusan Pemerintahan .
. . Urusan pemerintahan yang
Kabupaten yang dilaksanakan di N .
. dimiliki Pemerintahan
Kapuas Pemerintah
Urusan e Kabupaten Kapuas telah
. memiliki 8 Kabupaten Kapuas .
Pemerintah . sesuai dengan Undang-
kelompok telah sesuai dengan .
an Undang Republik
urusan dan 40 | Undang-Undang .
: . Indonesia Nomor 23
sektor urusan | Republik Indonesia Tahun 2014 tentan
pemerintahan | Nomor 23 Tahun g
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Parameter

Kondisi

Kondisi Ideal

Eksisting

2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pemerintahan Pasal 12
Daerah Pasal 12 yang
telah disesuaikan
dengan kebutuhan
dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas
Seluruh PD di
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
telah memiliki peta
proses bisnis sesuai
dengan Peraturan
Ketersediaa Terdapat 29 Menteri PD yang belum memiliki
PD yang sudah | Pendayagunaan oo
n Proses s Proses bisnis yaitu 13 PD
o memiliki Aparatur Negara dan
Bisnis - C s :
proses bisnis Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun
2018 tentang
Penyusunan Peta
Proses Bisnis Instansi
Pemerintah
Hanya ada 1
PD yang telah
menyusun
peta proses
bisnis dan .
Pemerintah
telah mengacu
pada Kabu_pgt_en Kapuas
Peraturan memlllkl pe'Fa proses Terdapat 41 PD yang belum
. bisnis sesuai dengan
Menteri .| mengacu pada Peraturan
ketentuan yang ada di .
Pendayaguna . Menteri Pendayagunaan
Peraturan Menteri
. an Aparatur Aparatur Negara dan
Kesesuaian Pendayagunaan o .
Negara dan Reformasi Birokrasi
Proses . Aparatur Negara . .
o Reformasi . Republik Indonesia
Bisnis . . dan Reformasi
Birokrasi . . . Nomor 19 Tahun 2018
. Birokrasi Republik
Republik . tentang Penyusunan Peta
. Indonesia Nomor 19 L .
Indonesia Proses Bisnis Instansi
Tahun 2018 tentang .
Nomor 19 Pemerintah
Penyusunan Peta
Tahun 2018 L.
tentang Proses Bisnis
Instansi Pemerintah
Penyusunan
Peta Proses
Bisnis
Instansi
Pemerintah
. 1. Dari42 PD Seluruh PD di 1. Terdapat 4 PD yang
Ketersediaa . . A
yang Pemerintah masih belum memiliki
n Standar 1
. menjadi Kabupaten Kapuas SOP untuk mendukung
Operasional . o s
Prosedur sampling, sudah memiliki layanan yang dimiliki.
(SOP) terdapat 38 | layanan terkait 2. Terdapat 60 layanan
PD yang layanan administrasi yang belum didukung
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Kondisi

Parameter e Kondisi Ideal
Eksisting
memiliki pemerintahan oleh SOP untuk
SOP untuk maupun layanan menunjang
mendukung | publik yang telah pelaksanaan pelayanan
layanan didukung oleh yang di miliki terkait
. Darijumlah | Standar Operasional layanan administrasi
total 486 Prosedur (SOP) pemerintahan maupun
layanan dengan mengacu pada layanan publik.
pada42 PD | Peraturan Menteri
di Pendayagunaan
Pemerintah | Aparatur Negara
Kabupaten | gan Reformasi
Ka%uas’ Birokrasi Nomor
wre T | 35 Tahun 2012
layanan tentang Pedoman
yang telah Penyusunan
didukung Standar
dengan Operasional
sop Prosedur
Administrasi
Pemerintahan
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BAB 4
KONDISI EKSISTING DATA DAN INFORMASI SERTA ANALISIS GAP

Bab 4 menjelaskan terkait kondisi eksisting Data dan Informasi pada
pemerintah Kabupaten Kapuas, serta Analisis GAP antara kondisi eksisting Data dan
Informasi Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan pada bab ini meliputi
Pengertian Data dan Informasi, Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi,
Referensi Arsitektur Data dan Informasi, Metadata Data dan Informasi, Kondisi
Eksisting Data dan Informasi, Permasalahan Data dan Informasi, dan Analisis GAP.

4.1 Pengertian Data dan Informasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Data dan Informasi mencakup semua jenis
data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/
atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak Ilain.
Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data
dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan
berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan
pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi. Hal ini juga berkaitan
pada Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Satu Data
Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas, Data adalah catatan atas kumpulan fakta
atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka,
karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang
merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek,
kondisi, atau situasi.

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional Satu Data
Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data
yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah
diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui
pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, serta menggunakan
kode referensi dan data induk. Hal tersebut selaras dengan amanat Presiden pada
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, yang menyatakan bahwa SPBE mendukung pelaksanaan tata
kelola data dalam Satu Data Indonesia dengan pemberian dukungan teknologi
informasi dan komunikasi baik melalui pengembangan atau pengembangan
aplikasi maupun pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
berbagi pakai yang dibutuhkan. Salah satu kegiatan pelaksanaan Satu Data
Indonesia adalah dengan membentuk Forum Satu Data. Menurut Peraturan
Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, menyatakan
bahwa Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi
Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data
Indonesia. Satu Data Indonesia dilaksanakan untuk memberikan acuan,
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mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggung jawabkan, mudah diakses dan di bagiapakaikan antar Instansi Pusat
dan Instansi Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

Pada penggunaannya, domain data dan informasi berkaitan dengan domain
proses bisnis sebagai sumber data dan informasi, dan domain arsitektur
infrastruktur SPBE dimana di klasifikasikan pada media penyimpanan data. Semua
data dan informasi di simpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan
informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE yang
sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset
yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur
dan ditetapkan oleh stadndar arsitektur keamanan, relasi langsung dengan domain
data dan informasi di ilustrasikan pada Gambar 4.1 berikut.

Domain Proses Bisnis Y Domain Layanan SPBE U

Domain Aplikasi SPBE l

I’|| \ i Referensi Arsitektur
[ .

Domain Keamanan SPBE ] Domain Data dan informasi

\ u
Interaksi Interaksi |

|

|

V| / Data dan Informasi

Domain Infrastruktur SPBE

Gambar 4.1 Keterkaitan Domain Data dan Informasi

4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD) merupakan kumpulan
prinsip, pedoman, standar, dan model yang digunakan untuk merancang,
mengembangkan, dan mengelola, dan mengintegrasikan data dan informasi di
dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan dari hal ini adalah untuk
meningkatkan kualitas, interoperabilitas, keamanan dan ketersediaan data dan
informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Interoperabilitas yang dimiliki oleh data
dan informasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memungkinkan
adanya asas berbagi pakai data dan informasi secara lintas instansi, serta menjadi
acuan dalam pengolahan data dan informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik bagi Pemerintah Daerah. Struktur dari Referensi Arsitektur Data dan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional terdiri atas 2 tingkat,
yaitu:

1) Data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan
pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1
(pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional,

2) Data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatlan oleh undang-
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undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan
uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi
struktur ditingkat nasional.

3) Data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat
nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), yang selanjutnya Instansi Ptrsat dan
Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan
sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan
merelasikan ke tingkat nasional.

4) Data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat
4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menJrusun pada
struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam
membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital
nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.

Selanjutnya proses klasifikasi dan identifikasi pada struktur domain di
tingkat nasional, akan menjadi arah kebijakan Arsitektur SPBE Nasional, melalui
referensi arsitektur data dan informasi serta menjadi acuan pada pembentukan
Arsitektur SPBE. Dibawah ini merupakan bagan struktur Referensi Arsitektur Data
dan Informasi.

Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

S ional
[ Tingkat 1 (Data Pokok t] SPBE Nasional
[ Tingkat 2 (Data Tematik I

[ Tingkat 3 (Data Topik) l I
SPBE Instansi Pusat . L . ]
SPBE Pemerintah Daerah [ Tingkat 4 (Data Sub Topik ]

Gambar 4.2 Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

4.3 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Berdasarkan Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional, Referensi Arsitektur Data dan Informasi memfasilitasi proses
identifikasi dan pengkategorian data yang dibutuhkan untuk berbagai proses bisnis
dan layanan pemerintahan. Metode berbagi pakai data dengan menggunakan
standar yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh,
menghindari terjadinya duplikasi atau redudansi data, sehingga terwujud layanan
pemerintah yang terientegrasi. Referensi Arsitektur Data dan Informasi SPBE
Nasional terdiri dari 10 data pokok di tingkat 1 dan 49 data tematik di tingkat 2.
Pemerintah Daerah, dalam menyusun RAD masing-masing mengacu pada RAD
SPBE Nasional, serta melengkapi RAD pada tingkat di bawahnya. Berikut
merupakan Referensi Arsitektur Data dan Informasi pada Tabel 4.1.
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Tabel 4.1 Referensi Arsitektur Data dan Informasi

Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan
Informasi

Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)

Kode Referensi Arsitektur

Data yang merepresentasikan bidang

01.01 Data pertahanan
pertahanan negara

Data hubungan luar Data yang merepresentasikan bidang hubungan

01.02 . .
negeri luar negeri

Informasi Ekonomi dan Industri (02)

Data yang merepresentasikan bidang

02.01 Data industri . .
pengelolaan industri

Data yang merepresentasikan bidang

02.02 Data perdagangan pengelolaan perdagangan

Data yang merepresentasikan bidang

02.03 Data pertanian .
pengelolaan pertanian

Data yang merepresentasikan bidang

02.04 Data perkebunan pengelolaan perkebunan

Data yang merepresentasikan bidang

02.05 Data peternakan pengelolaan peternakan

Data yang merepresentasikan bidang

02.06 Data perikanan .
pengelolaan perikanan

Data badan usaha milik | Data yang merepresentasikan bidang

02.07
negara pengelolaan negara

Data yang merepresentasikan bidang

02.08 Data investasi - .
pengelolaan investasi

Data yang merepresentasikan bidang

02.09 Data koperasi .
pengelolaan koperasi

Data usaha kecil dan Data yang merepresentasikan bidang

02.10 menengah pengelolaan menengah

Data yang merepresentasikan bidang
pengelolaan Kepariwisataan

Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)

02.11 Data Pariwisata

Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan

03.01 Data pekerjaan umum
umum

Data yang merepresentasikan bidang

03.02 Data transmigrasi . .
transmigrasi

Data yang merepresentasikan bidang

03.03 Data transportasi .
transportasi

Data yang merepresentasikan bidang

03.04 Data perumahan
perumahan

Data pembangunan
03.05 kawasan atau daerah
tertinggal

Data yang merepresentasikan bidang
pembangunan kawasan atau daerah tertinggal

Data yang merepresentasikan bidang

03.06 Data pertanahan pertanahan

Data yang merepresentasikan bidang
kependudukan

Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)

03.07 Data kependudukan
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Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan

Kode Referensi Arsitektur :
Informasi
04.01 Data kesehatan Data yang merepresentasikan bidang kesehatan
04.02 Data sosial Data yang merepresentasikan bidang sosial
04.03 Data pemberdayaan Data yang merepresentasikan bidang
' perempuan pemberdayaan perempuan
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)
05.01 Data hukum Data yang merepresentasikan bidang hukum
05.02 Data keamanan Data yang merepresentasikan bidang keamanan
05.03 Data hak asasi manusia Data yang merepresentasikan bidang hak asasi
manusia
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)
06.01 Data pendidikan Data yang merepresentasikan bidang pendidikan
06.02 Data ketenagakerjaan Data yang m_erepresenta51kan bidang
ketenagakerjaan
Data ilmu pengetahuan Data yang merepresentasikan bidang ilmu
06.03 : :
dan teknologi pengetahuan dan teknologi
06.04 Data pemuda Data yang merepresentasikan bidang pemuda
06.05 Data olahraga Data yang merepresentasikan bidang olahraga
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)
07.01 Data pertambangan Data yang merepresentasikan bidang
pertambangan
07.02 Data energi Data yang merepresentasikan bidang energi
07.03 Data kehutanan Data yang merepresentasikan bidang kehutanan
07.04 Data kelautan Data yang merepresentasikan bidang kelautan
07.05 Data lingkungan hidup D.ata yang merepresentasikan bidang lingkungan
hidup
Informasi Budaya dan Agama (08)
08.01 Data agama Data yang merepresentasikan bidang agama
08.02 Data kebudayaan Data yang merepresentasikan bidang
kebudayaan
Informasi Pemerintahan Umum (09)
09.01 Data dalam negeri Data yang merepresentasikan bidang dalam
negeri
09.02 Data keuangan Data yang merepresentasikan bidang keuangan
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Deskripsi Referensi Arsitektur Data dan

Kode Referensi Arsitektur :
Informasi
09.03 Data informasi Data yang merepresentasikan bidang informasi
09.04 Data komunikasi Data yang merepresentamkan bidang
komunikasi
09.05 Data perencanaan Data yang merepresentasikan bidang
' pembangunan nasional pembangunan nasional
09.06 Data aparatur negara Data yang merepresentasikan bidang aparatur
negara
09.07 Data kesektariatan Data yang merepresentasikan bidang
' negara kesektariatan negara
Data Pendukung Umum (10)
Data kebijakan Data yang merepresentasikan informasi terkait
10.01 . " :
pemerintah kebijakan pemerintah
10.02 Data manajemen Data yang merepresentasikan informasi terkait
' kegiatan manajemen kegiatan
10.03 Data kewilayahan Data_ yang merepresentasikan informasi
kewilayahan
. Data yang merepresentasikan informasi yang
10.04 Data dukung lainnya tidak tercakup dalam definisi lainnya

4.4 Metadata Data dan Informasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Penyadagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, Metadata merupakan model terstruktur yang digunakan untuk
merepresentasikan hubungan antar domain yang terdapat pada arsitektur SPBE
secara lebih jelas. Metadata memudahkan dalam mengelola, mengidentifikasi, dan
melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap domain
arsitekturnya. Metadata Data dan Informasi pada dasarnya hanya terhubung
dengan media penyimpan, sebelum selanjutnya digunakan dalam aplikasi.

Atribut metadata pada arsitektur SPBE merupakan suatu ciri yang
mengidentifikasikan karakteristik dari metadata suatu arsitektur SPBE. Atribut
tersebut berfungsi sebagai pembeda antara metadata arsitektur SPBE dengan
metadata lainnya. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Penyadagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional Melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, atribut metadata data dan informasi terdiri dari ID, nama data,
uraian data, tujuan data, kode model referensi data, sifat data, jenis data, validitas
data, penghasil data/produsen data, penanggung jawab data/wali data, informasi
yang terkait (output), informasi yang terkait (input), interoperabilitas, serta ID
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metadata terkait. Detail metadata data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Lampiran 4.1 Metadata Data dan
Informasi. Atribut metadata data dan informasi dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Metadata Data dan Informasi

No Nama Atribut Keterangan
1 |ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 | Nama Data Merupakan data yang dikelola oleh unit kerja /
perangkat daerah
. Merupakan penjelasan atau keterangan dari data,
3 | Uraian Data terutama mengenai ciri khas dari data tersebut
4 | Tujuan Data Merupakan tujuan dari pemanfaatan data
5 Kode Model Referensi Merupakan pilihan kode model referensi data yang
Data sesuai dengan data yang dipilih
6 | Sifat Data Merupakan klasifikasi data berdasarkan kerahasiaan
konten data
. Merupakan klasifikasi data berdasarkan bentuk
7 | Jenis Data
datanya
8 | Validitas Data Merupakan tanggal berlakuknya data
Penghasil Data / .
9 Produsen Data Merupakan penghasil data
Penanggung Jawab Data .
10 / Wali Data Merupakan penanggung jawab data
11 Informasi Terkait Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang
(Output) dihasilkan
Informasi Terkait Merupakan keterhubungan terhadap informasi yang
12 .
(Input) dibutuhkan
. Merupakan penjelasan apakah terdapat
13 | Interoperabilitas interoperabilitas data dengan data yang lain
14 | ID Metadata Terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

4.5 Kondisi Eksisting Data dan Informasi

Bagian ini memaparkan mengenai kondisi saat ini dari data dan informasi
pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan
pada 42 PD dan hasil analisis diketahui terdapat 467 data dan informasi yang
dikelola oleh dan diakses oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan lebih
detail terkait daftar data pada masing-masing PD beserta hasil analisis referensi
arsitektur data dan informasi dapat dilihat pada Buku 3 Arsitektur Data dan
Informasi, dan Layanan SPBE Kabupaten Kapuas.

4.5.1 Identifikasi Referensi Data dan Informasi

Bagian ini menjelaskan pencapaian Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam
memenuhi Referensi Arsitektur Data dan Informasi (RAD). Berdasarkan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, terdapat total 49 RAD yang
harus dipenuhi oleh setiap pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Kapuas
telah memenuhi 34 RAD dari 49 RAD yang ditetapkan. Terdapat 12 RAD yang
belum diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas karena PDpada
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Pemerintah Kabupaten Kapuas belum mengelola data atau layanan yang
berkaitan dengan RAD tersebut. Di antaranya adalah RAD.01.01 Data Pertahanan,
RAD.01.02 Data Urusan Luar Negeri, RAD.02.04 Data Perkebunan, RAD.03.06 Data
Pertanahan, RAD.05.03 Data Hak Asasi Manusia, RAD.06.04 Data Pemuda,
RAD.06.05 Data Olahraga, RAD.07.01 Data Pertambangan, RAD.07.02 Data Energji,
RAD.07.03 Data Kehutanan, RAD.07.04 Data Kelautan, RAD.10.01 Data Kebijakan
Pemerintah, RAD.10.02 Data Manajemen Kegiatan, RAD.10.03 Data Kewilayahan,
RAD.10.04 Data Dukung Lainnya. Penjelasan lebih detail terkait daftar data pada
masing-masing PD beserta hasil analisis referensi arsitektur data dan informasi
dapat dilihat pada Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi serta Layanan SPBE
Subab 3.1 tentang Identifikasi Referensi Arsitektur Data dan Informasi.

4.5.2 Karakteristik Data

Karakteristik data dapat diartikan sebagai sifat-sifat yang membedakan data
satu dengan lainnya, karakteristik data digunakan untuk memastikan data yang
digunakan mudah dipahami, berkualitas, dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut.
Karakteristik data pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dibagi menjadi
beberapa kategori yaitu, Sifat Data, Jenis Data, dan Validitas Data.

4.5.2.1 Sifat Data

Sifat data adalah pengelompokan data berdasarkan kerahasiaan konten data.
Pengelompokkan data dan informasi berdasarkan sifat data terbagi menjadi 3
kategori, yaitu terbatas, tertutup, dan terbuka. Tipe sifat data terbatas adalah
konten yang dapat diakses terbatas oleh beberapa bagian data dan terbatas
pemangku kepentingan. Tipe sifat data tertutup adalah konten yang dapat diakses
tertutup hanya untuk internal pemangku kepentingan. Tipe sifat data terbuka
adalah konten yang dapat diakses secara publik. Berdasarkan hasil survei yang telah
dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas diketahui terdapat 467 data dan
informasi berdasarkan sifat datanya adalah sebagai berikut.

e 221 data dan informasi (48%) memiliki sifat data terbatas.
e 171 data dan informasi (36%) memiliki sifat data terbuka.
e 75 data dan informasi (16%) memiliki sifat data tertutup.

Berikut merupakan tampilan secara visual mengenai persentase sifat data
dan informasi Kabupaten Kapuas pada Gambar 4.3
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SIFAT DATA

W Terbatas mTerbuka mTertutup

Gambar 4.3 Persentase Sifat Data

Berdasarkan Gambar 4.3, sifat data yang paling dominan adalah sifat data
terbatas, Dari 42 PD di Kabupaten Kapuas terdapat 7 PD yang sama sekali tidak
memiliki data dan informasi dengan sifat data terbatas yaitu Dinas Pendidikan,
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan,
Kecamatan Selat dan Kecamatan Kapuas Hilir Dari hasil analisis yang telah
dilakukan, beberapa PD yang tidak memiliki sifat data terbatas karena dari urusan
PD tersebut merupakan urusan yang berhubungan langsung dengang publik
sehingga mayoritas dari 7 PD yang tidak memiliki data terbatas namun memiliki
data publik. Salah satu sifat data terbatas adalah Data Permohonan Mutasi Pendidik
Kontrak milik Dinas Pendidikan. Dimana data tersebut hanya bisa diakses oleh
beberapa pihak yang bersangkutan dengan Data Permohonan Mutasi Pendidik
Kontrak.

Sedangkan sifat data dengan jumlah terkecil adalah sifat data tertutup,
terdapat 12 PD dari 42 PD yang memiliki data dan informasi dengan sifat data
tertutup, contohnya adalah Data ruang tindakan Puskesmas Pulau Telo milik
Puskesmas Pulau Telo yang digunakan untuk pelaksanaan prosedur medis dan
tindakan darurat guna mendukung proses diagnosis dan perawatan pasien. Hal ini
menunjukkan bahwa data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Kapuas masih bersifat sektoral per PD sehingga data dan informasi yang dikelola
belum bisa dibagipakaikan secara luas atau hanya dapat diakses oleh pihak-pihak
terkait.

4.5.2.2 Jenis Data

Jenis data adalah klasifikasi data berdasarkan bentuk datanya.
Pengelompokkan data dan informasi berdasarkan jenis data terbagi menjadi 4
kategori, yaitu Data Geospasial, Data Keuangan, Data Statistik, dan Data Lainnya.
Jenis data geospasial adalah data yang mencakup informasi yang berkaitan
dengan lokasi dan atribut geografis di permukaan bumi. Data ini digunakan untuk
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memetakan objek, posisi, bentuk, luas, ketinggian, tata guna lahan, dan fitur-fitur
lainnya ke area geografis tertentu yang diidentifikasi menggunakan koordinat garis
lintang dan bujur.

Jenis data keuangan adalah mencakup informasi tentang penerimaan
negara, belanja pemerintah, utang publik, anggaran, investasi, subsidi, dan transaksi
keuangan lainnya yang melibatkan pemerintah. Jenis data statistik adalah data
yang merujuk pada kumpulan informasi numerik yang diperoleh dari pengukuran,
pengamatan, atau studi populasi atau sampel tertentu. Jenis data lainnya adalah
data yang dikelola oleh PDdan bukan termasuk dari ketiga jenis data lainnya.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas
diketahui terdapat 467 data dan informasi berdasarkan jenis data adalah sebagai
berikut.

e 15 data dan informasi (3%) memiliki jenis data data geospasial
e 36 data dan informasi (8%) memiliki jenis data data keuangan

e 13 data dan informasi (3%) memiliki jenis data data statistik

e 403 data dan informasi (86%) memiliki jenis data data lainnya

Berikut merupakan tampilan secara visual mengenai persentase jenis data
dan informasi Kabupaten Kapuas berdasarkan jenis data pada Gambar 4.4.

JENIS DATA

M Data Geospasial W Data Keuangan Data Statistik Data Lainnya

Gambar 4.4 Persentase Jenis Data

Berdasarkan Gambar 4.4 didapatkan bahwa jenis data lainnya adalah jenis
data yang paling banyak digunakan pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Seluruh
PD pada Pemerintah Kabupaten Kapuas mimiliki setidaknya 1 data dan informasi
dengan jenis data lainnya. PD dengan jenis data lainnya terbanyak adalah Dinas
Kesehatan yang memiliki sebanyak 46 data dan informasi, contohnya adalah Data
Penderita Tuberkulosis yang digunakan untuk memberikan informasi terkait
pemberantasan penyakit menular khususnya TB serta memberikan informasi
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terkait hasil uji silang dari LRI di Kabupaten Kapuas. Sedangkan jenis data paling
sedikit dikelola adalah jenis data statistik, contohnya adalah Data analisa produk
hasil perikanan milik Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang digunakan
untuk merekapitulasi data produk hasil perikanan sebagai bahan pelaporan
bulanan bagi PD. Klasifikasi data dan informasi berdasarkan jenis data bertujuan
untuk memudahkan pengelompokan data sektoral mengikuti Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data indonesia.

4.5.2.3 Validitas Data

Validitas data adalah tanggal berlakunya data atau klasifikasi data
berdasarkan waktu perubahan. Pengelompokkan data dan informasi berdasarkan
validitas data terbagi menjadi 10 kategori, yaitu Realtime, Harian, Mingguan,
Bulanan, Tiga Bulanan, Enam Bulanan, Tahunan, Dua Tahunan, Tiga Tahunan dan
Lima Tahunan. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD di
Kabupaten Kapuas diketahui terdapat 467 data dan informasi berdasarkan
validitas data adalah sebagai berikut.

e 305 data dan informasi (65%) memiliki validitas data realtime

e 8 data dan informasi (10%) memiliki validitas data harian

e 6 data dan informasi (1%) memiliki validitas data mingguan

e 65 data dan informasi (5%) memiliki validitas data bulanan

e 7 data dan informasi (4%) memiliki validitas data tiga bulanan

e 5 data dan informasi (1%) memiliki validitas data enam bulanan
e 69 data dan informasi (28%) memiliki validitas data tahunan

e (0 data dan informasi (0%) memiliki validitas data dua tahunan

e 1 data dan informasi (1%) memiliki validitas data tiga tahunan

e 1 data dan informasi (1%) memiliki validitas data lima tahunan

Berikut merupakan tampilan secara visual mengenai persentase validitas data
dan informasi Kabupaten Kapuas berdasarkan validitas data pada Gambar 4.5.

VALIDITAS DATA

M Realtime m Harian m Mingguan Bulanan W Tiga Bulanan
m Enam Bulanan m Tahunan m Dua Tahunan mTiga Tahunan mLima Tahunan
1% 1% 0%

1% 28%

1%/

Gambar 4.5 Persentase Validitas Data
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Dari Gambar 4.5 didapatkan bahwa data dan informasi dengan validitas
realtime memiliki jumlah terbanyak yaitu 305 data dan informasi, Contoh data dan
informasi dengan validitas data realtime adalah Data transmigran milik Dinas
Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang digunakan untuk menyusun Kerjasama Antar
Daerah (KSAD). Sedangkan terdapat 6 PD yang tidak memiliki data dan informasi
dengan validitas data realtime, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas
Pertanian, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan
Bagian Administrasi Pembangunan. Contoh data dan informasi dari PD tersebut
adalah Data Industri Kabupaten Kapuas milik Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dengan validitas data bulanan yang digunakan
untuk memberikan informasi hasil pengelolaan data industri di Kabupaten Kapuas.
Validitas data dan informasi yang diolah oleh PD tersebut tidak realtime karena
secara kegiatan pelaksanaan data yang dihimpun perlu diakumulasikan terlebih
dahulu dengan beberapa rentan waktu.

Sedangkan data dan informasi dengan jumlah terkecil adalah data dengan
validitas tiga tahunan, contohnya adalah Data Permohonan [jin Operasional milik
Dinas Pendidikan yang digunakan untuk memberikan izin operasional untuk Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), serta
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk memastikan lembaga-lembaga ini
berfungsi sesuai dengan regulasi. Sedangkan data dan informasi dengan jumlah
terkecil adalah data dengan validitas tiga tahunan, contohnya adalah Data
Permohonan Izin Operasional milik Dinas Pendidikan yang digunakan untuk
memberikan izin operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga
Kursus dan Pelatihan (LKP) serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang
memastikan lembaga ini berfungsi sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan.

Selain itu juga, data dan informasi dengan jumlah terkecil adalah data dengan
validitas lima tahunan, contohnya adalah Data Susunan Pengurus PKG milik Dinas
Pendidikan yang digunakan untuk menyusun dan menerbitkan Surat Keputusan
(SK) Penilaian Kinerja Guru (PKG) guna memastikan evaluasi dan penilaian kinerja
guru dilakukan secara resmi dan tepat waktu. Dari Gambar 4.5 menunjukkan
bahwa mayoritas data dan informasi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten
Kapuas memiliki validitas data realtime, dimana hal tersebut adalah langkah awal
untuk mengintegrasikan data dengan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah yang
mendukung tujuan dari Satu Data Indonesia.

4.5.3 Interoperabilitas Data dan Informasi

Pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
Indonesia dijelaskan bahwa Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data
pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan
Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data,
dan menggunakan kode referensi dan data induk. Menurut Peraturan Presiden
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Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia dijelaskan bahwa
Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem
elektronik yang saling berinteraksi. Hal ini diperkuat dengan Draft Peraturan
Bupati Kapuas Nomor X Tahun X Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang menyebutkan
bahwa pengelolaan data dan informasi harus mengatur seluruh rangkaian proses
pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan
interoperabilitas data, dan didukung oleh Draft Peraturan Bupati Kapuas Nomor
X Tahun 2024 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas yang
menyebutkan bahwa untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data maka data
harus konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi/penyajian, dan
semantik/artikulasi keterbacaan, serta disimpan dalam format terbuka yang dapat
dibaca sistem elektronik. Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PD
di Kabupaten Kapuas diketahui terdapat 467 data dan informasi berdasarkan
interoperabilitas data adalah sebagai berikut.

e 62 data dan informasi (13%) dengan interoperabilitas ya
e 405 data dan informasi (87%) dengan interoperabilitas tidak

INTEROPERABILITAS

HYa MWTidak

Gambar 4.6 Persentase Interoperabilitas Data

Berdasarkan Gambar 4.6 didapatkan bahwa data dan informasi yang
dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas masih sedikit data yang telah
terhubung yaitu sebanyak 62 data dan informasi. Dikarenakan interoperabilitas
data memiliki standar teknis yang sama sehingga memudahkan dalam
mensinkronkan sistem satu dengan system lainnya saling berkaitan. Apabila suatu
PD belum mengadopsi standar teknis yang sudah disediakan, maka implementasi
interoperabilitas menjadi sulit. Selain itu juga keterbatasan infrastruktur teknologi
yang efektif menjadi salahsatu faktor masih sedikitnya PD yang memiliki
interoperabilitas data. Contohnya data dari Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan yaitu Data Budidaya Perikanan yang terhubung dengan Data alur
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permohonan bantuan sarana dan prasaran perikanan budidaya, Data lapangan
milik pelaku usaha budidaya ikan, Data Sertifikat Cara Budidaya lkan yang Baik
(CBIB), Data analisa produk hasil perikanan, Data lapangan produk hasil perikanan,
Data pengecekan penyakit atau hama ikan, Data pengecekan kualitas pH air pada
kolam, Data Pasar lkan dan Sentra Penyedia produk perikanan. Berdasarkan
Gambar 4.5 tentang validitas data dan Gambar 4.6 tentang interoperabilitas data,
Pemerintah Kabupaten Kapuas hanya perlu menambahkan penggunaan SPLP / API
antar apliksi Instansi Pusat atau antar aplikasi Pemerintah Daerah agar data dan
informasi dapat dibagipakaikan.

4.5.4 Tata Kelola Data dan Informasi

Tata kelola Data dan Informasi adalah serangkaian kebijakan, proses, dan
praktik yang digunakan untuk mengelola dan memastikan ketersediaan, kualitas,
konsistensi, keamanan, dan keandalan data dan informasi yang digunakan. Merujuk
pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia,
Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk
menghasilkan data yang akurat ~mutakhir, terpadu, dan dapat
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi
Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi,
dan pengendalian pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memiliki kebijakan terkait tata kelola
data dan informasi yaitu Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomo X Tahun X tentang
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas. Kegiatan pelaksanaan Satu
Data Indonesia yang telah disebutkan, Kabupaten Kapuas sudah menetapkan
Surat Keputusan (SK) tentang Forum Satu Data yaitu Keputusan Bupati
Kapuas Nomor: 174 /Bappelitbangda Tahun 2024 Tentang Penetapan Tim
Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas
yang Mengacu pada dokumen Petunjuk Pelaksanaan Nomor 10 /
Juklak/Sesmen/12/2022 tentang Penyusunan Regulasi dan Pembentukan
Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah, penyelenggara Satu Data
Tingkat Kabupaten Kapuas telah sesuai yaitu terdiri dari Pembina Data, Walidata,
Walidata Pendukung, dan Produsen Data.

Berdasarkan Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun X tentang
Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kapuas, penyelenggaraan Satu Data
Kabupaten Kapuas tediri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan data, pengumpulan
data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data. Terkait implementasi 4 tahap
penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kapuas, perencanaan data telah dilakukan
setiap tahun pada Forum Satu Data Kabupaten Kapuas, pengumpulan data telah
dilakukan oleh seluruh PDPemerintah Kabupaten Kapuas dan telah di periksai oleh
Walidata yaitu Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Kabupaten Kapuas.
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4.6 Permasalahan Data dan Informasi

Pemerintah Kabupaten Kapuas mengalami beberapa permasalahan pada
pelaksanaan SPBE terkait penerapan dan pengelolaan data dan informasi.
Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, didapatkan beberapa permasalahan
terkait data dan informasi yang sering dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten
Kapuas, yaitu:

Standarisasi tidak komplit Database belum diupdate secara berkala

Aplikasi sering error, sehingga membuat operasional layanan terganggu

Data dikelola masih manual dan terpisah

Data hilang dan data redundant

Dokumen belum lengkap dari pemohon

Kemungkinan data hilang / rusak, dikarenakan pengisian formulir masih
manual

o1 Wi

Permasalahan yang sering dialami oleh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas
adalah Aplikasi sering error, sehingga membuat operasional layanan terganggu. Ada
14 PD yang mengalami masalah tersebut yaitu Inspektorat Daerah, Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno
Sosroatmodjo, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Puskesmas Selat,
Puskesmas Melati, dan Puskesmas Pulau Telo. Hal ini bisa disebabkan oleh belum
terintegrasinya aplikasi dengan aplikasi lain. Kemudian terdapat permasalahan
pada website yang sulit diakses dan traffic website yang disebabkan oleh padatnya
pengguna aplikasi pada satu waktu. Selain permasalahan pada pengelolaan data
dan informasi dari setiap Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas juga
mengalami permasalahan terkait Pelaksanaan Satu Data, yaitu kurangnya
kesadaran PDtugas dan tanggung jawab sebagai Produsen Data. Oleh karena itu,
diperlukan evaluasi dan perbaikan dalam mekanisme koordinasi dan pengelolaan
data untuk memastikan bahwa penerapan Satu Data dapat berjalan efektif dan
mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

4.7 Analisis GAP

Analisis GAP merupakan proses perbandingan antara keadaan yang
seharusnya dengan keadaaan yang sebenarnya. Dalam hal ini, analisis gap data dan
informasi menggambarkan perbandingan gap data dan informasi berdasarkan
parameter dan referensi nasional, menilai dari kondisi eksisting dan kondisi ideal.
Analisis ini bertujuan untuk menentukan tingkat kesenjangan atau Gap,
memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi Pemerintah
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Kabupaten Kapuas. Dibawah ini menggambarkan analisis gap data dan informasi
dari Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Identifikasi GAP Data dan Informasi

Parameter

Kondhisi Eksisting

Kondisi Ideal
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
memiliki
peraturan tentang
tata kelola data
dan informasi atau
peraturan tentang
satu data yang
mengacu pada

Peraturan o
. Kondisi Ideal belum
o . Menteri :
Saat ini pemerintah terpenuhi karena
Perencanaan .
Kabupaten Kapuas Pemerintah
Pembangunan

baru memiliki

Nasional / Kepala

Kabupaten Kapuas

Kapuas Nomor X

Kabupaten Kapuas

Ketersediaan peraturan terkait Satu belum
. Badan
peraturan Data yaitu berbentuk mengesahkan Draf
. | Perencanaan -
tentang Tata Draf Peraturan Bupati Peraturan Bupati
Pembangunan
Kelola Data Kapuas Nomor X Nasional Kapuas Nomor X
dan Informasi | Tahun 2024 Tentang . Tahun X Tentang
. Republik
Satu Data Indonesia . Satu Data
. Indonesia Nomor P
Tingkat Kabupaten Indonesia Tingkat
16 Tahun 2020
Kapuas Kabupaten
Tentang Kapuas
Manajemen Data P
Sistem
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik dan
Peraturan
Presiden Nomor
39 Tahun 2019
Tentang Satu
Data Indonesia
Peraturan yang L
Terdapat Draf dimiliki oleh Kondisi 1(_1eal belum
. ) terpenuhi,
Peraturan Bupati Pemerintah .
Pemerintah

Kabupaten Kapuas

Kesesuaian Tahun X Tentang Satu | telah sesuai
. belum
Peraturan Data Indonesia dengan Peraturan
. . mengesahkan Draf
Tata Kelola Tingkat Kabupaten Presiden Nomor Peraturan Bubati
Data dan Kapuas Bagian Ketiga 39 Tahun 2019 P
. Kapuas Nomor X
Informasi tentang pengumpulan tentang Satu data
o . Tahun X Tentang
data berisi tentang asal | Indonesia pada
Satu Data
atau cara pengumpulan | BAB IV pasal 32 P
Indonesia Tingkat
data tentang
Kabupaten Kapuas
pengumpulan data
Pemerintah Kabupaten | Pemerintah Kondisi Ideal telah
Pelaksanaan .
Kapuas telah Kabupaten Kapuas | terpenuhi,
Satu Data .
Indonesia melaksanakan 4 telah Pemerintah
prinsip Satu Data melaksanakan 4 Kabupaten Kapuas
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Parameter

Kondhisi Eksisting
Indonesia menurut
Draf Peraturan Bupati

Kondisi Ideal
prinsip SDI sesuai
dengan Peraturan

telah melaksanakan
4 prinsip SDI dan

Forum Satu Data dan

Regulasi dan

Kapuas Nomor X Presiden Nomor penyelenggaraan
Tahun X Tentang Satu | 39 Tahun 2019 sesuai
Data Indonesia tentang Satu Data
Tingkat Kabupaten Indonesia pada
Kapuas BAB IV Pasal 25
yang berisikan
Penyelenggaraan
SDI yaitu
Perencanaan
data
Pengumpulan
data
Pemeriksaan
data
Penyebarluasan
data
Dari keempat
prinsip tersebut,
telah
diimplementasika
n dalam aplikasi
Satu Data
Indonesia tingkat
Daerah Kabupaten
Kapuas
Pemerintah Kondisi Ideal telah
Kabupaten Kapuas .
N terpenuhi karena
) telah mengikuti .
Pemerintah Kabupaten . Pemerintah
g Petunjuk
Kapuas saat ini telah Kabupaten Kapuas
o Pelaksanaan N
memiliki peraturan telah memiliki Tim
: Nomor
terkait Forum Satu Forum Satu Data
10/Juklak/Sesme
Data yang telah yang telah
. n/12/2022 .
ditetapkan pada ditetapkan pada
. Tentang .
. Keputusan Bupati Keputusan Bupati
Ketersediaan Penyusunan
Forum Satu Kapuas Nomor: Regulasi dan Kapuas Nomor:
Data 174 /Bappelitbangda Pembentukan 174 /Bappelitbang
Tahun 2024 Tentang da Tahun 2024
. Kelembagaan
Penetapan Tim Tentang
Satu Data .
Forum Satu Data dan L. Penetapan Tim
. Indonesia Di
Informasi . Forum Satu Data
Instansi Daerah .
Pembangunan denoan dan Informasi
Daerah Kabupaten eng Pembangunan
ditetapkannya
Kapuas . Daerah
Keputusan Bupati
. Kabupaten
terkait forum satu Kapuas
data P
Keputusan Bupati Pada Petunjuk Kondisi ideal belum
Kesesuaian Kapuas Nomor: Pelaksana Nomor | tercapai, karena
Peraturan 174 /Bappelitbangda 10 Tahun 2022 penyusunan
Forum Satu Tahun 2024 Tentang tentang dokumen
Data Penetapan Tim Penyusunan Keputusan Bupati

Kabupaten Kapuas
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Parameter

Kondhisi Eksisting

Informasi
Pembangunan
Daerah Kabupaten

Kapuas hanya memuat

5 diktum

Kondisi Ideal
Pembentukan
Kelembagaan
Satu Data
Indonesia di
Instansi Daerah
pada BAB III poin
B terdapat
Kerangka
instrumen
Keputusan berisi
Kerangka
Keputusan Kepala
Daerah Bupati
yang menyebutkan
bahwa terdapat 17
Diktum dan 1
lampiran susunan
keanggotaan
Forum Satu Data
yang membahas
tugas dan fungsi
masing-masing
jabatan dalam
Forum Satu Data

tentang Tim
Koordinasi Forum
Satu Data belum
sesuai dengan
Petunjuk
Pelaksanaan
Nomor 10 Tahun
2022 yang
membahas
tentang Kerangka
Instrumen
Keputusan Kepala
Daerah Bupati

Indonesia
Pada Pada
Petunjuk
. Pelaksana Nomor
Pada Lampiran 1 _ 10 Tahun 2022
Keputusan Bupati
tentang
Kapuas Nomor: Penyusunan
174/Bappelitbangda Regulasi dan Kondisi ideal belum
Tahun 2024 Tentang -
. Pembentukan tercapai, Tim
Penetapan Tim o
Kelembagaan Koordinasi Forum
Forum Satu Data dan
. Satu Data Satu Data yang
Informasi L o .
Indonesia di dimiliki Pemerintah
Pembangunan

Daerah Kabupaten
Kapuas, terkait

susunan keanggotaan
Tim Koordinasi Forum

Satu Data Indonesia
Tingkat Kabupaten

Kapuas tertulis terdiri

dari Pembina,

Pengarah, Koordinator,
Sekretariat, Walidata

dan Produsen Data

Instansi Daerah
susunan
keanggotaan
forum satu data
indonesia tingkat
daerah terdiri dari:
penanggung
jawab,
koordinator
forum satu data,
walidata daerah,

Kabupaten Kapuas
belum memiliki dan
belum tertuang
pada keputusan
Bupati terkait
Penanggung
jawab, dan
produsen data

walidata
pendukung,
produsen data
Ketersediaan Terdapat total Seluruh KOIldlSl.ldeal telah
sebanyak 467 data dan . tercapai, seluruh
Data dan . . . Pemerintah
Informasi informasi yang dikelola Daerah memiliki PD pada
oleh 42 PD Pemerintah Daerah
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Parameter Kondhisi Eksisting Kondisi Ideal
dan mengelola Kabupaten Kapuas
data dan informasi | telah mengelola
data dan informasi
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BAB 5
KONDISI EKSISTING LAYANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab ini akan menjelaskan kondisi eksisting dan alaisis gap dari layanan SPBE
milik Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan pada bab ini akan
mendefinisikan layanan SPBE, stuktur arsitektur layanan SPBE, referensi arsitektur
layanan SPBE, Metadata layanan beserta atributnya, dan kondisi eksting layanan
SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kemudian, akan dijelaskan hasil
analisa dari kondisi eksisting layanan SPBE berdasarkan ketersedian layanan pada
PD, ketersedian layanan berdasarkan referensi arsitektur layanan, dan ketersedian
layanan terhadap progam RPD milik Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026.
Selanjutnya, bab ini akan menjelaskan permasalahan yang sering terjadi dalam
pelaksanaan layanan yang ada di setiap PD dan membahas hasil gap yang
didapatkan dari perbandingan kondisi eksting dengan kondisi ideal layanan SPBE.

5.1 Pengertian Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
pengertian layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses
bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan
tertentu. Kemudian, diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program
nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Layanan
SPBE juga di atur pada regulasi pusat yaitu pada Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik yang menjelaskan layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.
Selanjutnya, pengertian layanan SPBE juga tertuang pada Draf Peraturan Bupati
Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, bahwa layanan SPBE
adalah keluaran yang dihasilkan oleh satu atau beberapa fungsi Aplikasi SPBE dan
yang memiliki nilai manfaat.

Layanan administrasi berbasis elektronik masih dalam bagian dari Layan
SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan
kinerja dan akuntabillitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Layanan administrasi berbasis elektonik ini mecangkup beberapa aspek layanan
yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan,
pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik
negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan
kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. Kemudian, Layanan publik berbasis
elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan
publik di Pemerintah Daerah. Layanan publik berbasis elektronik mencakup
beberapa aspek layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,
lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,
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sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Sektor yang terdapat
pada Layanan publik berbasis elektronik ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan
pelayanan publik yang terdapat di Pemerintah Daerah.

Dalam pentingnya Layanan SPBE, perlu dilakukan pengelompokan atau
klasifikasi yang sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Pengelompokan ini
akan mempermudah evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh
sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE.
Evaluasi akan menghilangkan duplikasi melalui berbagi pakai aplikasi dalam
penyediaan layanan yang ada antar instansi pemerintahan, yang terbentuk dari
domain proses bisnis, sehingga inovasi layanan baru untuk mendukung visi dan
misi SPBE. Kemudian layanan terintegrasi pemerintah, juga akan memerlukan
pengelolaan data dan informasi yang terdapat pada domain data dan informasi,
maka dapat terlihat relasi langsung pada domain layanan SPBE yang dapat dilihat
pada Gambar 5.1.

Referensi Arsitektur
Layanan

il

Domain Layanan SPBE

Domain Aplikasi SPBE | |

f Interaksi
Interaksi Interaksi |

' Domain Data dan informasi

Gambar 5.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE dalam melakukan identifikasi layanan
pemerintah ini dapat mempercepat terwujudnya agenda pembangunan untuk
melakukan transformasi pelayanan publik menuju layanan digital pemerintah
terintegrasi. Penerapan domain arsitektur Layanan SPBE juga dapat mempercepat
tersedianya infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar melalui pelayanan
secara komprehensif. Arsitektur layanan SPBE yang mendukung arah kebijakan
nasional, substansi layanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur
referensi arsitektur layanan SPBE yang terdiri dari empat tingkat, yaitu:

a. Domain Layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam
domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi
struktur di tingkat nasional,

b. Area Layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan
target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2
(kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional,

c. KategoriLayanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan
layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
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Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki,
dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai
tingkat 3 (ketiga), dan

d. Sub Kategori Layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan
sebagai tingkat 4 (keempat). Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat
mennyusun pada struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung
pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

Proses klasifikasi dan identifikasi di domain layanan sebagai tingkat 1 dan
area layanan sebagai tingkat 2 akan menjadi landasan bagi kebijakan Arsitektur
SPBE Nasional. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat mendefinisikan
struktur arsitektur layanan SPBE di tingkat 3 dan tingkat 4 sebagai dasar untuk
menyusun arsitektur SPBE yang akan mencapai tujuan dan sasaran SPBE.
Keterkaitan struktur arsitektur layanan SPBE pada kerangka kerja SPBE yang dapat
dilihat pada Gambar 5.1.

OO

, , SPBE Nasional
Tingkat 1 (Domain Layanan)
[Tingkat 2 (Area Layanan) J
[Tingkat 3 (Kategori Layanan) J
SPBE Instansi Pusat [Tingkat 4 (Sub Kategori Layanan) ]
SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 5.1 Struktur Arsitektur Layanan SPBE

5.2 Referensi Arsitektur Layanan SPBE (RAL)

Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, Referensi Arsitektur Layanan (RAL) merupakan sistem yang
mengklasifikasikan layanan pemerintah yang dihasilkan oleh proses bisnis tertentu.
Referensi Arsitektur Layanan (RAL) didasari oleh fungsi yang terdapat di
lingkungan pemerintahan yang dapat mengidentifikasi dan mengelompokan
layanan pemerintah yang ada. Sehingga, menjadi layanan pemerintah terintegrasi.
Dengan adanya pengelompokan akan lebih mudah menghindari terjadinya
duplikasi dan memberikan layanan pemerintah secara komprehensif.

Referensi Arsitektur Layanan (RAL) terdiri dari dua domain layanan di Tingkat
pertama dan 53 area layanan di tingkat kedua. Penyusunan Referensi Arsitektur
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Layanan (RAL), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah mengacu pada RAL SPBE
Nasional. Kemudian, melengkapi Referensi Arsitektur Layanan (RAL) pada tingkat
bawahnya sebagaimana yang di tunjukkan pada Gambar 5.2. Berbagai layanan
yang diklasifikasikan dalam RAL akan memenuhi tujuan dan sasaran SPBE. Rincian
mengenai taksonomi RAL akan dijelaskan pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Layanan Publik (01)

Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan
negara.

Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan
luar negeri.

Kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelavanan kenegaraan.

Kegiatan pelayanan dalam bidang

01.01 | Pertahanan

01.02 | Hubungan Luar Negeri

01.03 | Kenegaraan

01.04 | Ekonomi

perekonomian.

01.05 | Industri Keglatap pelayanan dalam bidang pengelolaan
industri.

01.06 | Perdagangan Kegiatan pelayanan dalam bidang
perdagangan.

01.07 | Pertanian Keiatan pelavanan dalam bidang pertanian.

01.08 | Perkebunan Kegiatan pelayanan dalam bidang
perkebunan.

01.09 | Peternakan Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.

01.10 | Perikanan Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.

Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan
badan usaha milik negara.

Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan
penanaman modal.

Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan
koperasi.

Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan
usaha kecil dan menengah.

Kegiatan pelayanan dalam bidang
kepariwisataan.

Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan
01.17 | Pekerjaan Umum termasuk di dalamnya pengelolaan
infrastruktur pekerjaan umum.

Kegiatan pelayanan dalam bidang

01.11 | Badan Usaha Milik Negara

01.12 | Investasi

01.13 | Koperasi

01.14 | Usaha Kecil dan Menengah

01.15 | Pariwisata

01.16 | Perizinan dan Akreditasi

01.18 | Transmigrasi

transmigrasi.

01.19 | Transportasi Kegiatan pe.layanan dalam bidang
transportasi.

01.20 | Perumahan Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.

Kegiatan pelayanan dalam bidang
pembangunan kawasan atau daerah
tertinggal.

01.22 | Pertanahan Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanahan.

Pembangunan Kawasan atau

01.21 Daerah Tertinggal
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01.23 | Kependudukan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kependudukan.

01.24 | Pemerintah Daerah Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan kepada masyarakat secara umum.

01.25 | Kesehatan Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.

01.26 | Sosial Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.

01.27 | Pemberdayaan Perempuan Kegiatan pelayanan dalam bidang
pemberdayaan perempuan.

01.28 | Hukum Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.

01.29 | Keamanan Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.

0130 | Hak Asasi Manusia Keglatz.m pelayanan dalam bidang hak asasi
manusia.

01.31 | Pendidikan Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.

01.32 | Ketenagakerjaan Kegiatan pelfayanan dalam bidang
ketenagakerjaan.

[Imu Pengetahuan dan Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu
01.33 ; :
Teknologi pengetahuan dan teknologi.

0134 | Pemuda Kegiatan pelayanan dalam bidang
pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

01.35 | Olahraga Kegiatan pelayanan dalam bidang
keolahragaan.

01.36 | Pertambangan Kegiatan pelayanan dalam bidang
pertambangan.

01.37 | Energi Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.

01.38 | Kehutanan Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.

01.39 | Kelautan Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.

01.40 | Lingkungan Hidup }lfiedgli;tan pelayanan dalam bidang lingkungan

01.41 | Agama Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.

01.42 | Kebudayaan Kegiatan pelayanan dalam bidang
kebudayaan.

01.43 | Informasi Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44 | Komunikasi Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)

02.01 | Dalam Negeri Kegla'Fan pelayanan dalam bidang dalam
negeri.
02.02 | Keuangan Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan
negara.
02.03 Perencanaan Pembangunan Kegiatan pelayanan dalam bidang
' Nasional perencanaan pembangunan nasional.
02.04 | Aparatur Negara Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan
aparatur negara.
02.05 | Kesekretariatan Negara Kegiatan pglayanan dalam bidang
kesekretariatan negara.
Dukungan Operasional Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan
02.06 2 kebutuhan pelayanan yang mendukung
Organisasi . LT .
operasional organisasi/instansi
Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan
02.07 | Akuntabilitas Kinerja kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas
kinerja.
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Deskripsi Referensi Arsitektur Layanan

Kode Referensi Arsitektur SPBE
Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan
02.08 | Organisasi dan Tata Kelola kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan

dan tata Kelola kelembagaan
Data dan Informasi Kegiatan pelayanan dalam r.angka pemenuhan
02.09 - kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data
Pemerintahan . . .
dan informasi pemerintahan.

5.3 Metadata Layanan SPBE

Metadata adalah informasi terstruktur yang menggambarkan, menjelaskan,
menempatkan, atau setidaknya membuat informasi mudah ditemukan, digunakan,
atau dikelola. Metadata disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang
informasi. Metadata layanan adalah kumpulan informasi deskriptif yang
memberikan konteks, struktur, dan makna tentang layanan yang disediakan. Dalam
konteks layanan publik atau sistem pemerintahan, metadata layanan
menggambarkan atribut, karakteristik, dan struktur dari setiap layanan yang
ditawarkan, baik itu layanan administrasi maupun layanan publik berbasis
elektronik. Menurut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 tentang Keterpaduan Layanan
Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE,
metadata layanan SPBE terdiri dari 15 atribut medata. Penjelasan lebih detail
terkait atribut metadata layanan SPBE ditunjukkan pada Tabel 5.2. Deskripsi
metadata layanan dapat menunjukkan bahwa layanan yang dikelola memenubhi
referensi SPBE nasional. Kondisi metadata layanan eksisting dapat dilihat di
Lampiran 5.1 Metadata Layanan.

Tabel 5.2 Atribut Metadata Layanan SPBE

No. Nama Atribut Keterangan

Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata.

Merupakan nama dari layanan yang dihasilkan
oleh unit kerja/perangkat daerah.

3 Tujuan Layanan Merupakan penjelasan tujuan dari layanan
Merupakan uraian penjelasan dari fungsi-
fungsi yang terdapat dalam layanan
Merupakan kode model referensi SPBE yang
sesuai dengan nama layanan yang dipilih
Merupakan unit kerja/PDyang melaksanakan

1 ID

2 Nama Layanan

4 Fungsi Layanan

5 Model Referensi Layanan

6 Unit Pelaksana

layanan
v Kementerian/Lembaga Merupakan kementerian/lembaga terkait
terkait dengan layanan
8 Urusan Pemerintahan Terkait Merupakan urusan pemerintahan yang terkait
dengan layanan
9 Target Layanan Merupakan target pengguna layanan
10 Metode Layanan Merupakan model dari layanan

Merupakan manfaat yang diperoleh dalam

11 Potensi Manfaat penerapan layanan SPBE baik untuk
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kebutuhan internal instansi pusat dan
pemerintah daerah, serta kepentingan
eksternal, para pemangku kepentingan, hingga
nasional (a.l.: meningkatkan kualitas layanan
pemerintah, mempercepat proses pemberian
layanan, peningkatan akurasi dan kualitas
data, meningkatkan efisiensi operasional dll).
Merupakan kuantifikasi potensi manfaat yang
diperoleh dalam penerapan layanan SPBE
Merupakan potensi risiko yang akan terjadi
dalam penerapan layanan SPBE

Merupakan mitigasi penanganan potensi

12 Potensi Ekonomi

13 Potensi Risiko

14 Mitigasi Risiko risiko yang dihadapi dalam penerapan layanan
SPBE
15 ID Metadata Terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

5.4 Kondisi Eksisting Layanan SPBE

Pada sub bab ini akan membahas mengenai kondisi eksisting dari layanan
SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan dimulai dengan penjabaran
kondisi layanan dari segi ketersediaan, target layanan, metode layanan dan jenis
layanan. Dilanjutkan dengan pembahasan terkait layanan administrasi dan layanan
publik yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pembahasan diakhiri dengan
analisa ketersediaan layanan yang mendukung program yang tertuang pada
dokumen RPD Pemerintah Kabupaten Kapuas tahun 2024-2026.

5.4.1 Ketersediaan Layanan pada PD

Berdasarkan dari hasil pengumpulan data eksiting atau survei yang di
lakukan pada 42 PD yang menjadi sampling di Pemerintah Kabupaten Kapuas,
sudah mencangkup Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Rumah Sakit Umum Daerah,
Puskesmas serta Kecamatan. Hasil survei eksisting yang telah dilakukan terdapat
486 layanan yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kapuas. Layanan eksisting ini
telah mencakup layanan administrai pemerintahan dan layanan publik pada 42 PD
yang menjadi sampling. Terdapat PD dengan jumlah layanan terbanyak yaitu
Puskemas Melati dengan total 60 layanan. Layanan yang dikelola Puskesmas Melati
kebanyakan layanan publik yang mencakup bidang kesehatan masyarakat. Hal ini
memungkinkan Pusekemas Melati memiliki layanan yang lebih banyak dari PD yang
lainnya. Kemudian, dari total 486 layanan eksisitng tersebut telah dilakukan
identifikasi target dan metode layanan yang dijabarkan pada pembahasan berkut.

5.4.1.1 Target Layanan

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 Tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, target layanan adalah target pengguna layanan yang dimiliki oleh
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PD. Mengacu pada hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, target dari layanan
dikelompokkan menjadi:

a) Targetlayanan yang digunakan oleh PD layanan yang merujuk pada tujuan
atau sasaran yang ingin dicapai, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
diperuntukkan untuk internal PDataupun PDlain.

b) Target layanan yang digunakan oleh publik yaitu layanan yang merujuk
pada tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang diperuntukkan untuk masyarakat umum.

Berdasarkan hasil survei, detail jumlah dan persentase target layanan dari
total 486 layanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dintunjukkan
dalam Gambar 5.2 sebagai berikut.

TARGET LAYANAN

W Publik mInternal PD

Gambar 5.2 Target Layanan

Berdasarkan pada Gambar 5.2 diketahui dari total 486 layanan yang ada di
Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat 367 layanan (76%) yang ditunjukkan
untuk digunakan oleh publik. Kemudian, 119 layanan (24%) lainnya ditunjukkan
untuk digunakan untuk kebutuhan internal dari PD yang ada di Pemerintah
Kabupaten Kapuas. Dari 367 layanan, PDyang memiliki jumlah layanan publik
terbanyak dimiliki oleh Puskemas Melati dengan jumlah 60 layanan. Kemudian, target
layanan ini menunjukkan bahwa fokus utama layanan pada Pemerintah Kabupaten
Kapuas untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

5.4.1.2 Metode Layanan

Mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 tahun 2021 Tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, metode layanan adalah metode yang digunakan pada layanan yang
dimiliki oleh PD. Metode dari layanan dikelompokkan menjadi elektronik, dan non
elektronik dijelaskan sebagai berikut :
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a. Non Elektronik, dimana pelayanan yang dilakukan masih menggunakan cara
konvensional tanpa dibantu oleh aplikasi atau masih menggunakan formulir
kertas untuk pelayanan.

b. Elektronik, dimana pelayanan telah didukung oleh aplikasi sehingga
pelayanan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, detail jumlah dan persentase
target layanan dari total 486 layanan yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas
dintunjukkan dalam Gambar 5.3 sebagai berikut.

METODE LAYANAN

m Elektronik  m Non Elektronik

Gambar 5.3 Target Layanan

Berdasarkan Gambar 5.3, dapat diketahui layanan eksisting berdasarkan
metode dari total 486 layanan yang di Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat 248
layanan (51%) telah dilakukan secara elektronik, menunjukkan penggunaan
teknologi ataupun aplikasi yang signifikan dalam penyelenggaraan layanan sesuai
dengan regulasi yang berlaku. Namun, masih terdapat 238 layanan (49%) yang
dilakukan secara konvensional tanpa bantuan aplikasi atau non elektronik,
menunjukkan adanya untuk peningkatan digitalisasi layanan Pemerintah
Kabupaten Kapuas. Kemudian, dari 248 layanan yang telah dilakukan secara
elektronik sebanyak 27 layanan milik Puskesmas Melati telah menggunakan
aplikasi milik pusat maupun daerah sebagai penunjang layanan.

5.4.2 Ketersediaan Layanan Berdasarkan Referensi Arsitektur Layanan

Mengacu pada penjelasan sebelumnya mengenai Referensi Arsitektur
Layanan (RAL), proses analisa pada domain layanan SPBE dilakukan dengan
mengidentifikasi layanan berdasarkan layanan administrasi pemerintah berbasis
elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Menurut Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
layanan administrasi pemerintahan memiliki total 10 jenis layanan, serta pada
layanan publik memiliki total 3 jenis layanan publik dan 33 jenis layanan publik
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sektoral. Kondisi eksisiting layanan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas telah
memiliki 486 layanan yang terbagi menjadi layanan administrasi pemerintahan
dan layanan publik. Kondisi eksisting layanan terdapat 106 layanan yang termasuk
kedalam jenis layanan adminitrasi pemerintahan. Selanjutnya, layanan publik
terbagi menjadi 7 layanan pada jenis layanan publik dan 373 layanan pada jenis
layanan publik sektoral. Selanjutnya, pembahasan di sub sub bab selanjutnya
akan menjabarkan sacara detail hasil pemetaan dari 486 layanan yang terdapat
pada 42 PD sampling di Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan dari kedua
Referensi Arsitektur Layanan (RAL).

5.4.2.1 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik adalah layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal
birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas kinerja Pemerintah
Daerah. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan satu
hal yang dinilai dalam SPBE yang termasuk dalam domain layanan SPBE dan aspek
layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, telah
diatur bahwa proses penilaian SPBE pada aspek layanan administrasi
pemerintahan berbasis elektronik dilihat dari nilai tingkat kematangan SPBE pada
10 indikator layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Indikator
pada layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik digunakan sebagai
dasar untuk mengelompokkan jenis layanan administrasi pemerintahan. Indikator
ini menjadi acuan dalam pemetaan layanan eksisting yang berjumlah 486 layanan
yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas didasari oleh referensi layanan
administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Detail mengenai indikator pada
aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di tunjukkan pada
Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Aspek/Indikator Nama Indikator Domain Layanan SPBE

Indikator 32 Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan

Indikator 33 Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran

Indikator 34 Tingkat Kematangan Layanan Keuangan

Indikator 35 Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Indikator 36 Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian

Indikator 37 Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis

Indikator 38 Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Indikator 39 Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah

Indikator 40 Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi
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Aspek/Indikator

Nama Indikator Domain Layanan SPBE

Indikator 41

Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai

Indikator referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
yang terdapat pada Tabel 5.3, merupakan acuan dalam pengelompokan pada
layanan eksisting yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Layanan administrasi
berbasis elektronik ini menerapkan pemanfaatan aplikasi umum yang telah
tersedia di Pemerintah Pusat maupun daerah, untuk mendukung jenis layanan
administrasi di lingkungan pemerintahan. Detail pemetaan layanan eksisting
berdasarkan referensi layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
dijelaskan pada Tabel 5.4.

Tabel 5.4 Ketersediaan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

No Jenis Layanan

Nama Layanan Eksisting

Metode
Layanan

PD Pemilik
Layanan

1 |Perencanaan |Layanan perencanaan Elektronik Bagian Perencanaan
Dan Keuangan
Layanan Perencanaan Badan Badan Perencanaan
1 |Perencanaan Perencanaan Pembangunan Non Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Elektronik |Daerah, Penelitian
Pengembangan dan Pengembangan
1 |Perencanaan Layanan fasililitasi penyusunan Elektronik Bagian Administrasi
program pembangunan Pembangunan
Layanan pengendalian dan .. |Bagian Administrasi
1 |Perencanaan : Elektronik
evaluasi program pembangunan Pembangunan
Layanan evaluasi dan pelaporan  |Bagian Administrasi
1 |Perencanaan |pelaksanaan pembangunan Elektronik
Pembangunan
pembangunan
2 |Pencaneearan Layanan penyusunan Rencana Non Badan Keuangan
§angs Kerja dan Anggaran Elektronik |dan Aset Daerah
Non Badan Keuangan
3 [Keuangan Layanan pembuatan SKPP Elektronik |dan Aset Daerah
. Non Badan Keuangan
3 [Keuangan Layanan Penerbitan SP2D Elektronik |dan Aset Daerah
3 |Keuanean Layanan Penyusunan Laporan Non Badan Keuangan
5 Keuangan Perangkat Daerah Elektronik |dan Aset Daerah
3 [Keuangan Layanan keuangan Elektronik Bagian Perencanaan
Dan Keuangan
Layanan Inventaris dan .. |Badan Keuangan
3 |Keuangan pengelolaan Aset Elektronik dan Aset Daerah
.. |Badan Keuangan
3 |Keuangan Layanan Keuangan daerah Elektronik dan Aset Daerah
Pengadaan Layanan Pengadaan Secara .. |Bagian Pengadaan
4 barang dan jasa | Elektronik (LPSE) Elektronik Barang dan Jasa
4 Pengadaan . Layanan Pengadaan barang dan Elektronik Bagian Pengadaan
barang dan jasa [Jasa Barang dan Jasa
4 Pengadaan . Layanan Perencanaan Pengadaan Elektronik Bagian Pengadaan
barang dan jasa [Barang dan Jasa Barang dan Jasa

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028

71




No Jenis Layanan

Pengadaan

4 barang dan jasa

Nama Layanan Eksisting

Layanan Pengelolaan Penyedia

Metode
Layanan

Elektronik

PD Pemilik
Layanan
Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa

5 [Kepegawaian

Layanan Usul Mutasi Internal
BKPSDM

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Usul Kenaikan Pangkat
PNS

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Jabatan Struktural

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Jabatan Fungsional

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Pelantikan

Non
Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Sasaran Kerja Pegawai

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Usul CPNS

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Usul PNS/Penghapusan
CPNS

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Penerbitan SK Pensiun

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Hukuman Disiplin PNS

Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Ijin Perceraian PNS

Non
Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Usul Penerbitan Kartu
Taspen

Non
Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

5 [Kepegawaian

Layanan Usul Penerbitan
Karis/Karsu

Non
Elektronik

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
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No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting LG e
Layanan Layanan
Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
. .. |dan Pengembangan
5 [Kepegawaian |Layanan Usul Satyalancana Elektronik Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
. . Non dan Pengembangan
5 [Kepegawaian |Layanan Tugas Belajar PNS Elektronik |Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
. . . Non dan Pengembangan
5 [Kepegawaian |Layanan Diklat Fungsional PNS Elektronik |Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
5 |Kepegawaian Layanan Pendidikan dan Pelatihan [Non dan Pengembangan
beg Prajabatan bagi CPNS Daerah Elektronik |Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
. Layanan Penerbitan SK .. |dan Pengembangan
> |Kepegawaian Pencantuman Gelar Elektronik Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
. Layanan Pengendalian Internal .. |dan Pengembangan
5 [Kepegawaian SDM PD Elektronik Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
5 [Kepegawaian |Layanan Rekomendasi Mutasi PNS |Elektronik dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Badan Kepegawaian
Pengawasan . .
Layanan perhitungan angka kredit .. |dan Pengembangan
8 (Internal y . Elektronik
. pejabat fungsional tertentu Sumber Daya
Pemerintah :
Manusia
6 Kgarmpan Layanan Pengelolaan Arsip Elektronik Dinas Kearsipan dan
Dinamis Perpustakaan
6 Kearsipan Layanan Permintaan Non Dinas Kearsipan dan
Dinamis Pemeliharaan Arsip Elektronik |Perpustakaan
7 E:?agr?lorljﬁirll{ Layanan Penyusunan Standar Non Badan Keuangan
5 Harga Elektronik |dan Aset Daerah
Daerah
Pengelolaan
o Non Badan Keuangan
7 |barang milik Layanan Penyusunan RKBMD Elektronik |dan Aset Daerah
Daerah
7 E:?agr?lorljﬁirll{ Layanan Pembuatan Surat Bebas |Non Badan Keuangan
& Aset Elektronik |dan Aset Daerah
Daerah
7 E:?agr?lorljﬁirll{ Layanan Non Badan Keuangan
5 Penghapusan,Pengamanan BMD  |Elektronik [dan Aset Daerah
Daerah
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No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting Metode FD Pemilik
Layanan Layanan
Pengelolaan Layanan reviu kemajuan fisik dan
o . . .. |Badan Keuangan
7 |barang milik  [keuangan pekerjaan fisik Elektronik dan Aset Daerah
Daerah bersumber dana DAK
Pengelolaan Bagian Perencanaan
7 |barang milik Layanan Aset Elektronik |-o8
Dan Keuangan
Daerah
Pengelolaan o Bagian
7 |barang milik La.y.anan Monitoring Badan Usaha Elektronik |Perekonomian dan
Milik daerah
Daerah Sumber Daya Alam
Pengelolaan Layanan pelaporan pemanfaatan Bagian
7 |barang milik dan penggunaan produk dalam Elektronik |Perekonomian dan
Daerah negeri Sumber Daya Alam
Pengelolaan . .
. Layanan Persedian Barang milik ., |Badan Keuangan
7 |barang milik Pemerintah Daerah Elektronik dan Aset Daerah
Daerah
Pengawasan .
8 |Internal Layanan Pemberian Surat Elektronik |Inspektorat Daerah
- Keterangan Bebas Temuan
Pemerintah
Pengawasan e s .
Layanan Fasilitasi / Konsultasi .
8 lntern;ill LHKPN dan LHKASN Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah
Pengawasan Layanan Pendampingan /
. : Non
8 |Internal Asistensi Penyelenggaraan Elektronik Inspektorat Daerah
Pemerintah Pemerintah Daerah dan Desa
Pengawasan Layanan Penatausahaan Dokumen
8 |Internal Laporan Pengawasan (Audit, Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah Pengawasan, Reviu dan Evaluasi)
Pengawasan .
8 (Internal La_lyan.an Audit dan Pengawasan Elektronik |Inspektorat Daerah
- Kinerja PD
Pemerintah
Pengawasan Layanan Pemeriksaan Reguler
8 |Internal Berdasarkan PKPT (Audit, Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah Pengawasan, Reviu dan Evaluasi)
Pengawasan .
8 (Internal Layana_n Penerbitan Surat Tugas Elektronik |Inspektorat Daerah
. Pemeriksaan
Pemerintah
Pengawasan Layanan sinkronisasi pelaporan
8 |Internal penyelesaian tindak lanjut temuan | Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah BPKRI
Pengawasan Layanan pelaporan harta
8 |Internal kekayaan pejabat penyelenggara |Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah Negara
Pengawasan Layanan pelaporan gratifikasi
8 |Internal yang diterima oleh pejabat Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah penyelenggara Negara
Pengawasan g
8 |Internal Liﬁalel?ennperall{fﬁg i(ieks SPI Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah penyelensgs 5
Pengawasan Layanan sinkronisasi
8 |Internal penyelesaian tindak lanjut temuan | Elektronik [Inspektorat Daerah
Pemerintah APIP
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No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting LG e
Layanan Layanan
Pengawasan .
8 (Internal Layfanan penerbitan Surat Elektronik |Inspektorat Daerah
. Perintah Tugas dan SPPD
Pemerintah
Pengawasan .
8 (Internal Layfanan penerbitan Surat Elektronik |Inspektorat Daerah
. Perintah Tugas dan SPPD
Pemerintah
Pengawasan Layanan evaluasi capaian kinerja
8 |Internal PDy p )2 | Elektronik Inspektorat Daerah
Pemerintah
Pengawasan Layanan pemantauan kinerja
8 |Internal pelayanan publik pada 8 area Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah perubahan
Pengawasan Layanan sinkronisasi penilaian
8 |Internal maturitas SPIP dan Kapabilitas Elektronik |Inspektorat Daerah
Pemerintah APIP
Pengawasan Layanan penjaminan kualitas
8 (Internal yanatl peny Elektronik |Inspektorat Daerah
. kapabilitas APIP
Pemerintah
Pengawasan Layanan penilaian kinerja standar
8 (Internal Y peniia ) Elektronik |Inspektorat Daerah
. pelayanan minimal
Pemerintah
Akuntabilitas |Layanan Pembuatan/Perubahan
o o Non . .
9 |kinerja Peraturan Daerah Organisasi .. |Bagian Organisasi
o Elektronik
organisasi Perangkat Daerah
Akuntabilitas |Layanan Pembuatan/Perubahan Non
9 |kinerja Peraturan Bupati Tugas Pokok Elektronik Bagian Organisasi
organisasi dan Fungsi (TUPOKSI)
Akuntabilitas |Layanan Penyusunan Laporan
9 |kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten
Akuntabilitas |Layanan Penyusunan Rencana
9 |kinerja Kinerja Tahunan (RKT) Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi Kabupaten
Akuntabilitas )
9 |kinerja Layanan Penyusunan Indikator Elektronik |Bagian Organisasi
o Kinerja Utama (IKU) Kabupaten
organisasi
Akuntabilitas Layanan Penyusunan Penetapan
9 klner]fi . Kinerja Sekretariat Daerah Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi
Akuntabilitas |Layanan Inventarisasi Data Target
9 |kinerja dan capaian Kinerja Satuan Kerja [Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi Perangkat Daerah
9 ﬁil:llle?'.c:bllltas Layanan Penyusunan Tata Naskah |Non Basian Oreanisasi
a Dinas Elektronik & &
organisasi
Akuntabilitas | L2Yanan Penyusunan Pedoman
9 |Kkineria Standarisasi Pakaian Dinas di Non Bagian Oreanisasi
a Lingkungan Pemerintah Elektronik |28 &
organisasi
Kabupaten
9 ﬁil;ue?'.c:blhtas Layanan Penyusunan Standar Non Basian Oreanisasi
a Operasional Prosedur Elektronik & &
organisasi
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No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting LG e
Layanan Layanan
Administrasi Pemerintahan (SOP
AP) di Sekretariat Daerah
Akuntabilitas Layanan Evaluasi Pelayanan
9 (kinerja yal Y Elektronik |Bagian Organisasi
o Publik
organisasi
Akuntabilitas
. Layanan Pengelolaan Data . . L
9 |kinerja Elektronik |Bagian Organisasi
o Layanan Perangkat Daerah
organisasi
Akuntabilitas |Layanan Pengajuan Proposal
9 |kinerja Kompetisi Inovasi Pelayanan Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi Publik
Akuntabilitas |Layanan Pengelolaan Data
9 |kinerja Analisis Jabatan dan Analisis Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi Beban Kerja
Akuntabilitas |Layanan Laporan Bagian
9 |kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan |Elektronik Peﬁlerintahan
organisasi Daerah (LPPD)
9 ﬁil;ue?'.c:blhtas Layanan Pelaporan Standar Elektronik Bagian
a Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintahan
organisasi
A.k un'Fabllltas Layanan Proses Hibah dan Non Bagl?n
9 (kinerja . .. |Kesejahteraan
o Bantuan Sosial Elektronik
organisasi Rakyat
Akuntabilitas |Layanan Beasiswa bagi Non Bagian
9 |kinerja mahasiswa berprestasi dan tidak .. |Kesejahteraan
C Elektronik
organisasi mampu Rakyat
Akuntabilitas
L Layanan pengadaan perlengkapan |Non .
9 (kinerja o .. |Bagian Umum
o Pimpinan Elektronik
organisasi
Akuntabilitas |Layanan pengelolaan,
o . Non .
9 |kinerja penggunaan, pengendalian dan .. |Bagian Umum
o . . Elektronik
organisasi pemeliharaan kendaraan dinas
Akuntabilitas |Layanan Pengadaan Barang dan Non
9 |kinerja Pemeliharaan Kantor dan Rumah .. |Bagian Umum
o Elektronik
organisasi Jabatan
Akuntabilitas .
L Layanan penyiapan sarana dan Non .
9 (kinerja . o .. |Bagian Umum
o prasarana kegiatan Pimpinan Elektronik
organisasi
A.k un'Fabllltas Layanan kepada Pimpinan dan Non .
9 (kinerja o .. |Bagian Umum
o Tamu Pimpinan Elektronik
organisasi
Akuntabilitas Non Bagian Protokol Dan
9 |kinerja Layanan Fasilitasi Keprotokolan .. |Komunikasi
o Elektronik | .
organisasi Pimpinan
A.k un'Fabllltas Layanan Fasilitasi Komunikasi Non Bagian .Prot.okol Dan
9 (kinerja T .. |Komunikasi
o Pimpinan Elektronik | . "
organisasi Pimpinan
A.k un'Fabllltas Layanan Fasilitasi Dokumentasi |Non Bagian .Prot.okol Dan
9 (kinerja T .. |Komunikasi
o Pimpinan Elektronik | .~ "
organisasi Pimpinan
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No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting LG e
Layanan Layanan
Akuntabilitas |Layanan Pelaksanaan Rapat Sekretariat Dewan
S ) . . Non .

9 (kinerja Paripurna biasa dan Istimewa Elektronik Perwakilan Rakyat
organisasi DPRD Kab. Kapuas Daerah
Akuntabilitas |Layanan Pelaksanaan Rapat Non Sekretariat Dewan

9 |kinerja Badan Musyawarah DPRD Kab. .. |Perwakilan Rakyat

o Elektronik
organisasi Kapuas Daerah
A.k un'Fabllltas Layanan Pelaksanaan Website Non Sekretatlat Dewan
9 (kinerja .. |Perwakilan Rakyat
o Tata Usaha Elektronik
organisasi Daerah
A.k un'Fabllltas Layanan Pelaksanaan Usul Non Sekreta?lat Dewan
9 (kinerja : .. |Perwakilan Rakyat
o Kenaikan Pangkat Elektronik
organisasi Daerah
Akuntabilitas Lavanan Pelaksanaan Sekretariat Dewan
9 |kinerja Y Elektronik |Perwakilan Rakyat
o Pembahasan Raperda
organisasi Daerah
Akuntabilitas e Sekretariat Dewan
L Layanan Pelaksanaan Fasilitasi . .
9 |kinerja Elektronik |Perwakilan Rakyat
o Pembentukan Propemperda
organisasi Daerah
Akuntabilitas |Layanan penilaian mandiri Badan Kepegawaian
. s . .. |dan Pengembangan
9 |kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi |Elektronik
o Sumber Daya
organisasi oleh suatu lembaga .
Manusia
Akuntabilitas |Layanan Evaluasi dan monitoring Bagian

9 |kinerja kinerja Tim Percepatan Akses Elektronik |Perekonomian dan
organisasi Keuangan Daerah Sumber Daya Alam
Akuntabilitas Layanan evaluasi capaian kinerja

9 klner]fi . PD pada SAKIP Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi
Akuntabilitas

9 (kinerja Layanan Penyusunan LKjIP Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi
Akuntabilitas

9 |kinerja Layanan Penyusunan Renja PD Elektronik |Bagian Organisasi
organisasi
Akuntabilitas Layanan Evaluasi Pelayanan

9 |kinerja yal y Elektronik |Bagian Organisasi

o Publik

organisasi

. Badan Kepegawaian
Kinerja Layanan penyusunan Analisis dan Pengembangan

10 . Jabatan dan Analisis Beban Elektronik
Pegawali S Sumber Daya
Kinerja .
Manusia

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
pada Tahun 2023, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik
memperoleh nilai indeks sebesar 3,60 dengan predikat “Sangat Baik” Aspek
layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik memiliki 10 indikator yang
dinilai kematangan pada penerapan setiap jenis layanan yaitu pada indikator 32-
41. Melihat perolehan nilai indikator pada layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik rata-rata sudah mencapai nilai 4 dengan total 6 indikator
yaitu Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan
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Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, dan Layanan Kearsipan
Dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas sudah
memiliki Layanan yang dapat berkolaborasi dengan layanan SPBE lainnya, seperti
layanan perencanaan, keuangan, dan/atau layanan penganggaran Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah lainnya.

Sedangkan, prolehan nilai 3 dengan total 4 indikator yaitu Layanan
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Layanan Pengawasan Internal
Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja
Pegawai. Hasil perolehan ini menujukkan Pemerintah Kabupaten Kapuas telah
menggunakan aplikasi berbagi pakai seperti Layanan administrasi Pemerintahan
Berbasis Elektronik yaitu SIPD yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas
sudah mampu memberikan layanan kolaborasi dengan layanan SPBE lainnya.

Melihat kondisi eksisting dari Tabel 5.4, dari 486 layanan yang ada di
Pemerintah Kabupaten Kapuas terdapat 106 layanan administrasi berbasis
elektronik berdasarkan jenisnya. Kondisi eksisting tersebut yang sudah
menggunakan aplikasi atau elektronik sebanyak 69 layanan, aplikasi yang
digunakan merupakan apalikasi umum maupun aplikasi khusus. Namun, masih
terdapat 37 layanan yang masih dilakaksanakan secara non-elektronik. Hasil ini
masih menunjukkan bahwa masih terdapat layanan administrasi pemerintahan
yang belum didukung oleh aplikasi untuk pelaksanaannya. Perlu adanya
peningkatan pelayanan dalam hal digitalisasi layanan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil pemetaan transformasi layanan atau usulan
aplikasi berdasarkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat
dilihat pada Buku 4 Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
dalam Subbab 4.1.2.1 Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

5.4.2.2 Layanan Publik Berbasis Elektronik

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, salah
satu proses dari penilaian SPBE ada pada aspek layanan publik berbasis elektronik.
Melihat dari nilai Tingkat kematanagan SPBE pada 6 indikator layanan publik
berbasis elektronik, digunakan sebagai dasar pengelompokkan jenis layanan
publik. Indikator ini menjadi acuan dalam pemetaan layanan yang ada di
Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan referensi layanan publik berbasis
elektronik. Penjelasan detail tentang indicator pada aspek layanan publik berbasis
elektronik ditunjukkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.5 Indikator Layanan Publik Berbasis Elektronik

Aspek/Indikator Nama Indikator Domain Layanan SPBE

Indikator 42 Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Indikator 43 Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka
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Aspek/Indikator Nama Indikator Domain Layanan SPBE

. Tingkat Kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Indikator 44 Hukum (JDIH)
Indikator 45 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1

Indikator 46 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2

Indikator 47 Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3

Layanan publik berbasis elektronik dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
pelayanan publik di suatu pemerintah daerah. Dari hasil analisa sinkronisasi
layanan dengan aplikasi menunjukkan penerapan layanan publik berbasis
elektronik harus mengutamakan penggunaan aplikasi umum yang disediakan oleh
Instansi Pusat maupun daerah. Namun, jika Pemerintah Daerah memerlukan
aplikasi khusus untuk melaksanakan layanan yang dimiliki, maka Pemerintah
Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sesuai
dengan kebutuhan.

Berdasarkan pada Tabel 5.5, diketahui bahwa terdapat 3 jenis layanan publik
yaitu pengaduan layanan publik, data terbuka, dan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum (JDIH), serta terdapat juga 3 kelompok layanan publik sektor yang
jika dijabarkan menjadi 33 jenis layanan publik sektoral. Contoh jenis layanan
publik sektoral antara lain pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat
tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,
energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan lain-lain.
Secara lebih detail, pemetaan layanan eksisting berdasarkan referensi layanan
publik berbasis elektronik dijabarkan pada Tabel 5.6 berikut.

Tabel 5.6 Ketersediaan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Metode

PD Pemilik Layanan
Layanan

No Jenis Layanan Nama Layanan EKksisting

Layanan Publik

Dinas Komunikasi,
Pengaduan Layanan Aspirasi Pengaduan Elektronik Informatika,
Layanan Publik  [Masyarakat Online Persandian dan
Statistik

Dinas Komunikasi,
Non Informatika,
Elektronik |Persandian dan
Statistik

Dinas Komunikasi,
Layanan Satudata Kabupaten Elektronik Informa'Fika,
Kapuas Persandian dan
Statistik

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik

2 |Data Terbuka Layanan Data Statistik Sektoral

2 |Data Terbuka

2 |Data Terbuka Layanan Satudata Indonesia Elektronik
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Dinas Komunikasi,
Layanan Informasi Geospasial .. |Informatika,
2 |Data Terbuka Pemerintah Kabupaten Kapuas Elektronik Persandian dan
Statistik
Jaringan
3 [Dokumentasi dan |Layanan informasi hukum Elektronik |Bagian Hukum
Informasi Hukum
Jaringan . e
3 |Dokumentasi dan Layanan P.epdar_npmgan litigasi | Non .. |Bagian Hukum
. dan non Litigasi Elektronik
Informasi Hukum
Jaringan e
3 |Dokumentasi dan Layanan fasilitasi penyusunan |Non  |Bagian Hukum
: produk hukum Elektronik
Informasi Hukum
Layanan Publik Sektoral
1 |Pendidikan Layanan Pembuatan SK PKG Non .. |Dinas Pendidikan
Elektronik
. Layanan Legalisir Ijazah Paket |Non . .
1 [Pendidikan A B, dan C Elektronik Dinas Pendidikan
Layanan Pemberian Surat
Keterangan Non
1 |Pendidikan Kehilangan/Salah/Rusak Elektronik Dinas Pendidikan
Penulisan ljazah Paket A, B, dan
C
Layanan Pemberian
. Rekomendasi atas Usulan Non . .
1 |Pendidikan Bantuan Gugus, PKBM, LKP, Elektronik Dinas Pendidikan
PAUD
Layanan Satuan Pendidikan Non
1 |Pendidikan yang Menggunakan Kurikulum .. |Dinas Pendidikan
Elektronik
2013
o Layanan Legalisir Non . o
1 |Pendidikan liazah/SKHUN Elektronik Dinas Pendidikan
o Layanan Pengganti Non . o
1 |Pendidikan liazah/SKHUN Elektronik Dinas Pendidikan
- . Non . -
1 |Pendidikan Layanan Ujian Sekolah Elektronik Dinas Pendidikan
1 |Pendidikan Layanan Perubahan Nama Elektronik |Dinas Pendidikan
Sekolah Dasar
1 |Pendidikan Layanan Usulan Rehab dan Non .. |Dinas Pendidikan
Bangun Baru Elektronik
1 |Pendidikan Layana_n Izin Pendirian dan Elektronik |Dinas Pendidikan
Operasional Sekolah Dasar
1 |Pendidikan Layanan Pengelolaan Dana BOS Elektronik |Dinas Pendidikan
Sekolah Dasar
1 |Pendidikan Layanan Pindah Siswa Sekolah | Non .. |Dinas Pendidikan
Dasar Elektronik
1 |Pendidikan Bz;}:;t;an PIP Jenjang Sekolah Elektronik |Dinas Pendidikan
- . Non . -
1 |Pendidikan Layanan Mutasi Siswa Elektronik Dinas Pendidikan
. Layanan Pengajuan Tambah . . .
1 |Pendidikan PTK dan NUPTK Elektronik |Dinas Pendidikan
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No Jenis Layanan

Nama Layanan Eksisting

Metode
Layanan

PD Pemilik Layanan

Layanan Beasiswa bagi Non Bagian
1 |Pendidikan mahasiswa berprestasi dan .. |Kesejahteraan
. Elektronik
tidak mampu Rakyat
. Layanan Administrasi dan Non . .
2 |Pengajaran Keuangan Guru Kontrak Elektronik Dinas Pendidikan
. Layanan Pindah Tugas Guru Non . .
2 |Pengajaran Ko}rlltrak & Elektronik Dinas Pendidikan
Layanan Pembuatan SK dan
2 |Pengajaran Penyaluran Tunjangan Khusus |Elektronik |Dinas Pendidikan
Guru PAUD, SD dan SMP
2 |Pengajaran Layanan Penyaluran Tambahan Elektronik |Dinas Pendidikan
Penghasilan Guru PNS
. Layanan Permohonan Penilaian |[Non . -
2 |Pengajaran SK}IIJ Guru PAUD Elektronik Dinas Pendidikan
Layanan Pendataan Pendidik
2 |Pengajaran dan Tenaga Kependidikan PNS |Elektronik |Dinas Pendidikan
/ Non PNS
2 |Pengajaran Laygnan Pemba_y.arar? Elektronik |Dinas Pendidikan
Tunjangan Sertifikasi Guru
2 |Pengajaran szﬁa;l:ansfggzI;tjﬁg;:lislf;gna Elektronik |Dinas Pendidikan
3 Pekerjaan dan Layanan AK1 Pencari Kerja Elektronik Dinas Transmlgram
Usaha Dan Tenaga Kerja
3 Pekerjaan dan Layanan Rekomendasi Izin Non Dinas Transmigrasi
Usaha Lembaga Pelatihan Swasta Elektronik |Dan Tenaga Kerja
3 Pekerjaan dan Layanan Izin Perpanjangan Non Dinas Transmigrasi
Usaha IMTA Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Pekerjaan dan . Non Dinas Transmigrasi
3 Usaha] Layanan Rekomendasi AKAD Elektronik |Dan Tenaga Ke%ja
Pekerjaan dan . Non Dinas Transmigrasi
3 Usaha] Layanan Rekomendasi PMI Elektronik |Dan Tenaga Ke%ja
3 Pekerjaan dan Layanan Pengesahan Lembaga |Non Dinas Transmigrasi
Usaha Kerjasama Bipartite Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Pekerjaan dan Layanan Pengesz.iha.r.l . Non Dinas Transmigrasi
3 Usaha Pendaftaran Perjanjian Kerja Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Bersama (PKB)
3 Pekerjaan dan Layanan Pengesahan Perjanjian |Non Dinas Transmigrasi
Usaha Kerja Waktu Tertentu (PKWT) |Elektronik |Dan Tenaga Kerja
3 Pekerjaan dan Layanan Pengesahan Peraturan |Non Dinas Transmigrasi
Usaha Perusahaan(PP) Elektronik |Dan Tenaga Kerja
3 Pekerjaan dan Layanan Penyelesaian Kasus Non Dinas Transmigrasi
Usaha PHI/ PHK Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Dinas Perdagangan,
3 Pekerjaan dan Layanan pemberdayaan usaha |Non Perindustrian,
Usaha kecil Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
3 Pekerjaan dan Layanan pendataan usaha kecil Elektronik Perindus.trian,
Usaha menengah Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
4 |Tempat Tinggal Layanan Perumahan, Kawasan |Non Dinas Pekerjaan
Permukiman, dan PSU Elektronik |Umum, Penataan

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028

81




Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Ruang, Perumahan
Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan |Layanan Informasi dan Elektronik Informatika,
Informasi Dokumentasi Publik Persandian dan
Statistik
. . . Dinas Komunikasi,
I Layanan informasi Kegiatan .
Komunikasi dan . .. |Informatika,
5 ) Pemerintahan Daerah Elektronik )
Informasi Kabupaten Kapuas Persandian dan
p p Statistik
o Layanan Domain, Hosting dan Dinas Ko_mumkasL
Komunikasi dan . . Non Informatika,
5 ) Email Pemerintahan Daerah . )
Informasi Kabupaten Kapuas Elektronik |Persandian dan
p p Statistik
Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan |Layanan Permintaan Fasilitasi |Non Informatika,
Informasi Zoom Meeting Elektronik | Persandian dan
Statistik
. Dinas Komunikasi,
o Layanan Rekomendasi .
Komunikasi dan Non Informatika,
5 . Pembangunan Menara . .
Informasi o Elektronik |Persandian dan
Telekomunikasi ..
Statistik
Dinas Komunikasi,
Komunikasi dan . . Non Informatika,
5 Informasi Layanan Sertifikat Elektronik Elektronik |Persandian dan
Statistik
Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan |Layanan Pengacak Sinyal Non Informatika,
Informasi (Jamming) Elektronik | Persandian dan
Statistik
Dinas Komunikasi,
I Layanan Penyusunan Daftar .
Komunikasi dan . . Non Informatika,
5 ) Informasi Dan Dokumentasi . )
Informasi . Elektronik |Persandian dan
Publik ..
Statistik
Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan |Layanan Permohonan Non Informatika,
Informasi Informasi Publik Elektronik |Persandian dan
Statistik
Dinas Komunikasi,
Komunikasi dan |Layanan Informasi Publik .. |Informatika,
5 ) Elektronik )
Informasi Kabupaten Kapuas Persandian dan
Statistik
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik
5 . Inspektorat Daerah Kabupaten |Elektronik |Inspektorat Daerah
Informasi
Kapuas
o Layanan Informasi Publik Dinas Dinas Lingkungan
Komunikasi dan ) . . .
5 Informasi Lingkungan Hidup dan Elektronik |Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Kapuas Kehutanan
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Dinas .. |Dinas Pemberdayaan
5 . Pemberdayaan Masyarakat dan |Elektronik
Informasi Masyarakat dan Desa
Desa Kabupaten Kapuas
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Komunikasi dan Layanan [nformasi Publik Dinas .._|Dinas Kependudukan
5 . Kependudukan dan Pencatatan |Elektronik .
Informasi Sipil dan Pencatatan Sipil
Layanan Informasi Publik Dinas Dinas Pekerjaan
I . Umum, Penataan
Komunikasi dan |Pekerjaan Umum, Penataan .
5 ) Elektronik |Ruang, Perumahan
Informasi Ruang, Perumahan Kawasan )
. Kawasan Pemukiman
Pemukiman dan Pertanahan
dan Pertanahan
Komunikasi dan Layanfa n Informasi Publik Dinas .. |Dinas Kearsipan dan
5 . Kearsipan dan Perpustakaan Elektronik
Informasi Perpustakaan
Kabupaten Kapuas
5 Komumk.am dan Layfanan Informasi Publik Dinas Elektronik |Dinas Sosial
Informasi Sosial Kabupaten Kapuas
5 Komumk.am dan |Layanan Informasi Publik Dinas Elektronik |Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan Kabupaten Kapuas
Layanan Informasi Publik Dinas Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan, Perempuan,
Komunikasi dan |Perlindungan Anak, .. | Perlindungan Anak,
5 . i Elektronik i
Informasi Pengendalian Penduduk dan Pengendalian
Keluarga Berencana Kabupaten Penduduk dan
Kapuas Keluarga Berencana
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Dinas Dinas Penanaman
5 Informasi Penanaman Modal dan Elektronik |Modal dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Satuan Polisi
5 Informasi Satuan Polisi Pamong Praja dan |Elektronik |Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik gggz}}i ]S;kg Umum
5 . Rumah Sakit Umum Daerah Dr. |Elektronik T
Informasi . Soemarno
H. Soemarno Sosroatmodjo .
Sosroatmodjo
5 Komumkjcm dan |Layanan Informasi Publik Elektronik | Kecamatan Selat
Informasi Kecamatan Selat
Layanan Informasi Publik Badan Kepegawaian
Komunikasi dan |Badan Kepegawaian dan .. |dan Pengembangan
5 . Elektronik
Informasi Pengembangan Sumber Daya Sumber Daya
Manusia Manusia
5 Komumk.am dan |Layanan lpforma51 Nama Elektronik Baglan_
Informasi Rupabumi Pemerintahan
Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan |Layanan Informasi Publik Elektronik Informatika,
Informasi Seketariat Daerah Persandian dan
Statistik
5 Komumk.am dan Layana_n Informasi Publik Dinas Elektronik |Dinas Pertanian
Informasi Pertanian
5 Komumk.am dan |Layanan Informasi dan humas Elektronik |Dinas Kesehatan
Informasi Kesehatan
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik .. |Badan Kesatuan
5 ) Badan Kesatuan Bangsa dan Elektronik ",
Informasi L Bangsa dan Politik
Politik
o Layanan Informasi Publik Badan
Komunikasi dan .
5 . Badan Penanggulangan Elektronik |Penanggulangan
Informasi
Bencana Daerah Bencana Daerah
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No Jenis Layanan

Nama Layanan Eksisting

Metode

PD Pemilik Layanan

Layanan
Komunikasi dan Layanan Informasi Publik Sekretariat Dewan
5 . Sekretariat Dewan Perwakilan |Elektronik |Perwakilan Rakyat
Informasi
Rakyat Daerah Daerah
5 Komumk.am dan La_lyanan .Infor.ma51 Reformasi Elektronik | Bagian Organisasi
Informasi Birokrasi Nasional
. . . Dinas Lingkungan
6 Ll.ngkungan Layanan Pengujian Sampel Air, Elektronik |Hidup dan
Hidup Tanah dan Udara
Kehutanan
6 Lingkungan Layanan Pengendalian Bahan |Non I]-)Iigis I:ilzr;;;kungan
Hidup Berbahaya dan Beracun (B3) Elektronik p
Kehutanan
Lingkungan Layanan Pengelolaan Non Dl.nas Lingkungan
6 | .. .. |Hidup dan
Hidup Persampahan Elektronik
Kehutanan
Lingkungan Layanan Perencanaan Non Dl.nas Lingkungan
6 Hidu Lingkungan Hidu Elektronik Hidup dan
P giuns P Kehutanan
Lingkungan Layanan Pembinaan dan Non Dl.nas Lingkungan
6 |, .. |Hidup dan
Hidup Pengawasan PPLH Elektronik
Kehutanan
Layanan Pengakuan . .
6 Lingkungan Keberadaan Masyarakat Non I]-)Iigis I:ilzr;;;kungan
Hidup Hukum Adat, Kearifan Lokal Elektronik Kehulzanan
dan Hak terkait PPLH
Lingkungan Ljayanan Penghargaan Non Dl.nas Lingkungan
6 Hidu Lingkungan Hidup untuk Elektronik Hidup dan
p Masyarakat Kehutanan
Lingkungan Layanan Penangan Pengaduan |Non Dl.nas Lingkungan
6 Hidu Lingkungan Hidu Elektronik Hidup dan
P giuns P Kehutanan
7 |Kesehatan Layanap Pemberantasan Elektronik |Dinas Kesehatan
Penyakit Menular
Layanan Pemberantasan
7 |Kesehatan Penyakit Tidak Menular dan Elektronik |Dinas Kesehatan
Kesehatan Jiwa
7 |Kesehatan Layan_an Survellance dan Non .. |Dinas Kesehatan
Imunisasi Elektronik
. Non .
7 |Kesehatan Layanan kefarmasian Elektronik Dinas Kesehatan
7 |Kesehatan Layanan sarana prasarana dan Elektronik |Dinas Kesehatan
alat kesehatan
Layanan sumber daya manusia |Non .
7 |Kesehatan Kkesehatan Elektronik Dinas Kesehatan
Layanan mutu akreditasi dan |Non .
7 |Kesehatan pembiayaan kesehatan Elektronik Dinas Kesehatan
. Non .
7 |Kesehatan Layanan penanganan rujukan Elektronik Dinas Kesehatan
7 |Kesehatan Laya.n_an kesehatan primer dan Elektronik |Dinas Kesehatan
tradisional
7 |Kesehatan Layanan kesehatan linglungan, Elektronik |Dinas Kesehatan
kesehatan kerja dan olahraga
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
. Non .
7 |Kesehatan Layanan promosi kesehatan Elektronik Dinas Kesehatan
7 |Kesehatan Layangp kesehatan keluarga Elektronik |Dinas Kesehatan
dan gizi
7 |Kesehatan Layanan Program Informasi Elektronik |Dinas Kesehatan
dan Humas Kesehatan
7 |Kesehatan Layanan Pendaftaran Pasien Elektronik |Dinas Kesehatan
7 |Kesehatan Layanan ANC Terpadu Elektronik |Dinas Kesehatan
7 |Kesehatan L.ayar?zm pengelolaan kualitas Elektronik |Dinas Kesehatan
air minum
7 |Kesehatan Layanan Dana Alokasi Khusus Elektronik |Dinas Kesehatan
Kesahatan
7 |Kesehatan Layanan Dana Puskesmas Elektronik |Dinas Kesehatan
Rumah Sakit Umum
. ., |Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Rekam Medik Elektronik
Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Rawat Inap Elektronik | Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
e ., |Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Rawat Jalan Poliklinik |Elektronik
Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
. Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Operasi Kamar Elektronik | Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
. . Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Intensive Care Unit Elektronik | Soemarno
Sosroatmodjo
Layanan Penunjang Medis Rumah Sakit Umum
. . . Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan (Laboratorium, Radiologi, .
Elektronik |Soemarno
CSSD, IPSRs, Laundry) .
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
. . Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Unit Tranfusi Darah Elektronik |Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
1 Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Hemodialisa Elektronik |Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
7 |Kesehatan Layanan Rehab Non Daerah Dr. H.
Medik/Fisioterapi Elektronik |Soemarno
Sosroatmodjo
Non Rumah Sakit Umum
7 |Kesehatan Layanan Pemulasaran Jenazah Elektronik | Daerah Dr. H.
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
o Non Daerah Dr. H.
7 |Kesehatan Layanan Instalasi Gizi Elektronik |Soemarno
Sosroatmodjo
Rumah Sakit Umum
7 |Kesehatan Layanar.l Instal.a51 Elektronik Daerah Dr. H.
Farmasi/Apotik Soemarno
Sosroatmodjo
Layanan Kesehatan Pasien di gggjﬁ ]S;kg Umum
7 |Kesehatan RSUD Dr. H. Soemarno Elektronik T
. Soemarno
Sosroatmodjo .
Sosroatmodjo
7 |Kesehatan Layanan Pendaftaran Pasien Elektronik | Puskesmas Selat
7 |Kesehatan Layanan Ruang Pemeriksaan Elektronik | Puskesmas Selat
Umum
Layanan Kesehatan Gigi dan Non
7 |Kesehatan Mulut Elektronik Puskesmas Selat
7 |Kesehatan Layanan Farmasi Elektronik | Puskesmas Selat
7 |Kesehatan Layanan Laboratorium Elektronik | Puskesmas Selat
7 |Kesehatan Layanan Kesehatan [bu anak Elektronik | Puskesmas Selat
dan KB
7 |Kesehatan Layanan ANC Terpadu Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Kelas Ibu Balita Non .. |Puskesmas Melati
Elektronik
. . [Non .
7 |Kesehatan Layanan Pemantaun Bayi Resti Elektronik Puskesmas Melati
. Non .
7 |Kesehatan Layanan Lokakarya MIni Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pencatatan dan Elektronik |Puskesmas Melati
Pelaporan
Layanan Komunikaasi dan Non
7 |Kesehatan Koordinasi Lintas Program dan .. |Puskesmas Melati
. Elektronik
Lintas Sektor
7 |Kesehatan Layanan Identifikasi Pasien Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Informed Consent Non .. |Puskesmas Melati
Elektronik
Non .
7 |Kesehatan Layanan TRIASE Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Rujukan Elektronik | Puskesmas Melati
" .. |Non .
7 |Kesehatan Layanan Pengkajian Awal Klinis Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Penanganan Gawat Non .. | Puskesmas Melati
Darurat Elektronik
Layanan Pemulangan dan Non .
7 |Kesehatan Tindak Lanjut Pasien Elektronik Puskesmas Melati
Layanan Kajian Ulang Kondisi |Non .
7 |Kesehatan Pasien Rujuk Balik FKTRL Elektronik Puskesmas Melati
Layanan Pelimpahan Non .
7 |Kesehatan Wewenang Elektronik Puskesmas Melati
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No Jenis Layanan

Nama Layanan Eksisting

Metode
Layanan

PD Pemilik Layanan

Layanan Kajian Resep dan Non .
7 |Kesehatan Pemberian Obat Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan B?)};inan Pelayanan Informasi Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan. Tentang Pelayanan Non .. | Puskesmas Melati
Anestasi Elektronik
Layanan Pemeriksaan Tes Non .
7 |Kesehatan Kehamilan Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pemeriksaan HIV Elektronik | Puskesmas Melati
: . .. |[Non .
7 |Kesehatan Layanan Pemeriksaan Syiphilis Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pemeriksaan HBsAg |Elektronik |Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pemeriksaan Narkoba |Elektronik |Puskesmas Melati
Layanan Pemeriksaan Non .
7 |Kesehatan Golongan Darah Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan hagsnan Pemeriksaan Glukosa Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pemeriksaan Glukosa Elektronik | Puskesmas Melati
Darah Sewaktu
7 |Kesehatan Layanan Pemeriksaan Gula Elektronik | Puskesmas Melati
Darah 2 Jam PP
Layanan Pemeriksaan Non .
7 |Kesehatan Hematology Analizer Duru Elektronik Puskesmas Melati
Layanan Pemeriksaan Cepat Non .
7 |Kesehatan RDT Covid Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pembuatan Sediaan Elektronik |Puskesmas Melati
Sputum BTA
Layanan Kimia Darah Non .
7 |Kesehatan Fotometer Elektronik Puskesmas Melati
Layanan Pemeriksaan Non .
7 |Kesehatan Pengambilan Darah Kapiler Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Ea;’yanan Pengelolaan Limbah Elektronik | Puskesmas Melati
Layanan Pengambilan Sampel |Non .
7 |Kesehatan Darah Vena dengan Spuit Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pendaftaran Pasien Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layat.lan Penulisan RM Jika Non .. | Puskesmas Melati
Nyeri Elektronik
7 |Kesehatan Layanan Rekam Medis Elektronik | Puskesmas Melati
. Non .
7 |Kesehatan Layanan Umpan Balik Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layat.lan Pengumpulan dan Elektronik | Puskesmas Melati
Penyimpanan Data
7 |Kesehatan Layanan Pengendalian Elektronik | Puskesmas Melati
Dokumen
Layanan Pengelolaan dan Non .
7 |Kesehatan Pelaksanaan UKM Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Pendegelasian Non .. | Puskesmas Melati
Wewenang Elektronik
7 |Kesehatan Layanan Penataan Dokumen Non .. | Puskesmas Melati
Elektronik

87

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028




Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Layanan Pemeliharaan Alat Non .
7 |Kesehatan Kesehatan Elektronik Puskesmas Melati
Layanan Pelaporan dan Non .
7 |Kesehatan Penanganan Dilema Etik Elektronik Puskesmas Melati
Layanan Pelaksanaan Sistem Non
7 |Kesehatan Utilitas dan Sistem dan .. |Puskesmas Melati
- . Elektronik
Penunjang Lainnya
Non .
7 |Kesehatan Layanan KMP Elektronik Puskesmas Melati
. Non .
7 |Kesehatan Layanan Kepuasan Pasien Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Keluhan Pelanggan Elektronik | Puskesmas Melati
s Non .
7 |Kesehatan Layanan Inspeksi Fasilitas Elektronik Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Dokumen Puskesmas |Elektronik |Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Distribusi Dokumen Non .. | Puskesmas Melati
Elektronik
7 |Kesehatan Layanan Kasus Kematian Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanar.l Skrining Hypertiroid Elektronik | Puskesmas Melati
Kongenital
7 |Kesehatan Layanan Imunisasi Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan ISPA Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Kesehatan Jiwa Elektronik | Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Hygiene Sanitasi Elektronik | Puskesmas Melati
Pangan
7 |Kesehatan Layanan Kelola Limbah Medis |Elektronik |Puskesmas Melati
7 |Kesehatan Layanan Penanganan dz_in Elektronik | Puskesmas Melati
Penanggulangan Infeksi
7 |Kesehatan Layanan Pendaftaran Elektronik Puskesmas Pulau
Puskesmas Pulau Telo Telo
7 |Kesehatan Layanan Ruang Pemeriksaan Elektronik Puskesmas Pulau
Umum Telo
Layanan Kesehatan Gigi dan Non Puskesmas Pulau
7 |Kesehatan Mulut Elektronik |Telo
7 |Kesehatan Layanan Farmasi Elektronik 'l;gls;)kesmas Pulau
7 |Kesehatan Layanan Laboratorium Elektronik 'l;gls;)kesmas Pulau
7 |Kesehatan Layanan Kesehatan Ibu anak Elektronik Puskesmas Pulau
dan KB Telo
7 |Kesehatan Layanan P2 Elektronik 'l;gls;)kesmas Pulau
. Non Puskesmas Pulau
7 |Kesehatan Layanan ruang tindakan Elektronik |Telo
7 |Kesehatan Layanan Monitoring air bersih Elektronik Puskesmas Pulau
rumah tangga Telo
Layanan Pemberian Non
8 |Jaminan Sosial Rekomendasi Kartu Indonesia .._|Dinas Sosial
. Elektronik
Pintar (KIP)
8 |Jaminan Sosial Layanan Rekomendasi Jaminan |Non Dinas Sosial
Kesehatan Daerah (JAMKESDA) | Elektronik
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No Jenis Layanan

Nama Layanan Eksisting

Metode
Layanan

PD Pemilik Layanan

Layanan Usulan Penerima
Jaminan Sosial Bantuan [uran (PBI) BPJS APBD | Elektronik |Dinas Sosial
dari Desa
Layanan Rekomendasi Non
aminan Sosial Pengumpulan Uang atau .,_|Dinas Sosial
gump 8 Elektronik
Barang (PUB)

. . Layanan Penerbitan Surat . . .
Jaminan Sosial Keterangan DTKS Elektronik |Dinas Sosial
Jaminan Sosial Layanan Penerbitan Tanda Non Dinas Sosial

Daftar LKS Elektronik
. . Layanan Rumah Singgah Orang |Non . .
Jaminan Sosial Terlantar Elektronik Dinas Sosial
Layanan Penyaluran Bantuan Non
aminan Sosial Logistik Korban Bencana Alam .,_|Dinas Sosial
g Elektronik
dan Sosial
Jaminan Sosial Layanan hasil pelaksanaan Non Esgzg ulanean
identifikasi potensi bencana Elektronik 58 &
Bencana Daerah
Layanan pelaksanaan Non Badan
aminan Sosial sosialisasi pencegahan ... |Penanggulangan
p g g8 g
Elektronik
penanggulangan bencana Bencana Daerah
Jaminan Sosial Layanan kesiapsiagaan Non Esgzrrllggulangan
penanggulangan bencana Elektronik Bencana Daerah

. . Layanan kesiapsiagaan dan Non Badan

Jaminan Sosial oL .. | Penanggulangan
mitigasi bencana Elektronik
Bencana Daerah
Badan
Jaminan Sosial Layanan penangan bencana 2123 Ill<tronik Penanggulangan
Bencana Daerah

. . Layanan pembentukan pos Non Badan

Jaminan Sosial .. | Penanggulangan
komando Elektronik
Bencana Daerah

. . Layanan identifikasi lokasi Non Badan

Jaminan Sosial .. | Penanggulangan
bencana Elektronik
Bencana Daerah

. . Layanan identifikasi korban Non Badan

Jaminan Sosial .. | Penanggulangan
bencana Elektronik
Bencana Daerah
. . Layanan pendistribusian Non Badan
Jaminan Sosial - .. |Penanggulangan
logistik Elektronik
Bencana Daerah
Jaminan Sosial Layanan pengelolaan gudang | Non Esgzﬁ ulangan
BPBD Elektronik ssuang
Bencana Daerah
. . Layanan penghapusan logistik |Non Badan
Jaminan Sosial .. | Penanggulangan
dan peralatan Elektronik
Bencana Daerah
Jaminan Sosial Layanan rehabilitasi dan Non Eggzg ulanean
rekonstruksi Elektronik 58 &
Bencana Daerah
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
. . Layanan identifikasi kerusakan |Non Badan
8 |Jaminan Sosial .. | Penanggulangan
pasca bencana Elektronik
Bencana Daerah
9 |Energi Tidak ada
10 |Perbankan Tidak ada
Perhubungan dan Layanan Pen_erblta_n Dokumen Non .
11 Lalu Lintas Rekomendasi Pertimbangan Elektronik Dinas Perhubungan
Teknis (TUKS)
Perhubungan dan |Layanan Penerbitan Dokumen [Non .
11 Lalu Lintas Pelabuhan Sungai Elektronik Dinas Perhubungan
11 Perhubungan dan Layanan Uji Berkala Pertama |Elektronik |Dinas Perhubungan
Lalu Lintas
Perhubungan dan |Layanan Perpanjangan Masa . .
11 Lalu Lintas Berlaku Bukti Lulus Uji Elektronik | Dinas Perhubungan
Perhubungan dan |Layanan Pengajuan Keberatan . .
11 Lalu Lintas terhadap Hasil Uji Elektronik |Dinas Perhubungan
Perhubungan dan . . .
11 Lalu Lintas Layanan Pengujian Ulang Elektronik |Dinas Perhubungan
Perhubungan dan " . .
11 Lalu Lintas Layanan Numpang Uji Keluar |Elektronik |Dinas Perhubungan
Perhubungan dan " . .
11 Lalu Lintas Layanan Numpang Uji Masuk |Elektronik |Dinas Perhubungan
11 Perhubungan dan Layanan Mutasi Uji Keluar Elektronik |Dinas Perhubungan
Lalu Lintas
11 Perhubungan dan Layanan Mutasi Uji Masuk Elektronik |Dinas Perhubungan
Lalu Lintas
Layanan Pengelola,
11 Perhubungan dan Pengawasan, dan Pemeliharaan Non .. |Dinas Perhubungan
Lalu Lintas Elektronik
Penerangan Jalan Umum
12 Sumber Daya Tidak ada
Alam
Dinas Pariwisata,
13 |Pariwisata Laygn_an Pendaftaran Elektronik Kebudayaan,
Pariwisata Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum Umum, Penataan
14 |dan Penataan Layanan Sumber Daya Air Elektronik |Ruang, Perumahan
Ruang Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum Umum, Penataan
14 |dan Penataan Layanan Bina Marga Elektronik |Ruang, Perumahan
Ruang Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum Non Umum, Penataan
14 |dan Penataan Layanan Cipta Karya .. |Ruang, Perumahan
Elektronik )
Ruang Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum Umum, Penataan
Layanan Perumahan, Kawasan |Non
14 |dan Penataan . .. |Ruang, Perumahan
Permukiman, dan PSU Elektronik )
Ruang Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum Umum, Penataan
14 |dan Penataan Layanan Bina Konstruksi Elektronik |Ruang, Perumahan
Ruang Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum Satuan Polisi
Layanan pengamanan dan Non .
15 [serta encawalan Elektronik Pamong Praja dan
Perlindungan pens Pemadam Kebakaran
Masyarakat
Ketentraman dan
Ketertiban Umum Layanan Penegakan Perda dan |Non Satuan POhS.l
15 |serta Perkada Elektronik Pamong Praja dan
Perlindungan Pemadam Kebakaran
Masyarakat
Ketentraman dan
Ketertiban Umum Satuan Polisi
Layanan penyelamatan dan Non .
15 |serta : .. |Pamong Praja dan
. evakuasi korban kebakaran Elektronik

Perlindungan Pemadam Kebakaran

Masyarakat

Ketentraman dan

Ketertiban Umum Satuan Polisi
Layanan ketentraman dan . .

15 [serta Ketertiban umum Elektronik |Pamong Praja dan
Perlindungan Pemadam Kebakaran
Masyarakat
Ketentraman dan

15 E::te;tlban Umum Layanan Pembuatan [jin Non Badan Kesatuan
Perlindungan Penelitian Elektronik | Bangsa dan Politik
Masyarakat
Ketentraman dan

15 E::te;tlban Umum Layanan Penyediaan Dana Non Badan Kesatuan
Perlindungan Bantuan Parpol Elektronik | Bangsa dan Politik
Masyarakat
Ketentraman dan
Ketertiban Umum Layanan Pemantauan Harian ., |Badan Kesatuan

15 [serta . Elektronik .
Perlindungan Politik Bangsa dan Politik
Masyarakat

Dinas Pemberdayaan
Layanan pengaduan,
Pemberdayaan . Perempuan,
penjangkauan, pengelolaan .
Perempuan dan .. | Perlindungan Anak,

16 . kasus, akses penampunga Elektronik i

Perlindungan . Pengendalian
sementara, mediasi,
Anak endampinean korban Penduduk dan
p ping Keluarga Berencana
16 Pemberdayaan Layanan Puspaga Elektronik Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perempuan,
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Perlindungan Perlindungan Anak,
Anak Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan,
Perempuan dan . .. | Perlindungan Anak,
16 . Layanan Manajemen Dana PPA |Elektronik >
Perlindungan Pengendalian
Anak Penduduk dan
Keluarga Berencana
Layanan Sosialisasi Dinas Ketahanan
17 |Pangan Penganekaragaman Konsumsi |Elektronik |Pangan dan
Pangan B2SA Perikanan
Layanan Penyelenggaraan Dinas Ketahanan
17 |Pangan yanai tenyeienss Elektronik |Pangan dan
Sosialisasi Keamanan pangan ;
Perikanan
Layanan Penyelenggaraan Dinas Ketahanan
17 |Pangan Sosialisasi dan Edukasi Elektronik |Pangan dan
kegiatan Desa B2SA Perikanan
17 |Pangan 5 5 Elektronik |Pangan dan
sampel pangan segar asal ;
Perikanan
tumbuhan
Layanan pelaksanaan Analisa Dinas Ketahanan
17 |Pangan dan penyusunan skor PPH Elektronik |Pangan dan
Konsumsi Perikanan
Dinas Ketahanan
17 |Pangan Layanan Penyelenggaraan GPM |Non Pangan dan
(Gerakan Pangan Murah) Elektronik ;
Perikanan
Layanan pelaksanaan kegiatan
dan Pengumpulan Data dan Dinas Ketahanan
17 |Pangan Informasi rantai pasok gabah  |Elektronik |Pangan dan
dan jaringan distibusi beras Perikanan
pada RMU
Layanan Pengelolaan Sumber Non Dinas Ketahanan
17 |Pangan Daya Ekonomi Kedaulatan dan .._|Pangan dan
. Elektronik .
Kemandirian Pangan Perikanan
Layanan Penanganan Dinas Ketahanan
17 |Pangan Y & Elektronik |Pangan dan
Kerawanan Pangan ;
Perikanan
Dinas Pekerjaan
Layanan Tata Ruang dan Umum, Penataan
18 |Pertanahan y g Elektronik |Ruang, Perumahan
Pertanahan .
Kawasan Pemukiman
dan Pertanahan
Administrasi Dinas Kependudukan
19 |[Kependudukan |Layanan Pendaftaran Penduduk|Elektronik b ..
L. dan Pencatatan Sipil
Catatan Sipil
Administrasi .
19 [Kependudukan |Layanan Pencatatan Sipil Elektronik Dinas Kependudu.kgn
L. dan Pencatatan Sipil
Catatan Sipil
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
. . Layanan Pemanfaatan Data dan
Administrasi . . .
Inovasi Pelayanan Dinas .._|Dinas Kependudukan
19 |Kependudukan Elektronik ..
g Kependudukan dan Pencatatan dan Pencatatan Sipil
Catatan Sipil L
Sipil
Administrasi ) .
19 | Kependudukan Layapa_n Pen.gelolaan Informasi Elektronik Dinas Kependudu.kgn
g Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Catatan Sipil
Administrasi Non
19 |[Kependudukan |Layanan Pengesahan SKPT .. |Kecamatan Selat
L. Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi .
19 |Kependudukan Laygnan Penerbitan Akta Jual | Non .. |Kecamatan Selat
g Beli Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi Non
19 |[Kependudukan |Layanan Penerbitan Akta Hibah .. |Kecamatan Selat
g Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi Layanan Legalisasi Surat Non
19 |Kependudukan Y & .. |Kecamatan Selat
L. Keterangan Pindah/ datang Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi L
19 |Kependudukan Layanan Legahsa51.Surat Non .. |Kecamatan Selat
L. Keterangan Kematian Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi L .
19 |Kependudukan Layanan Legalisasi Penerbitan |Non .. |Kecamatan Selat
g Daftar Susunan Keluarga Elektronik
Catatan Sipil
. . Layanan Rekomendasi
Administrasi
Penanaman dan Perubahan Non
19 |Kependudukan .. | Kecamatan Selat
.. Nama Jalan, Jembatan dan Elektronik
Catatan Sipil
Bangunan
Administrasi Layanan Rekomendasi ljin Non
19 |[Kependudukan |Usaha Penyebrangan Sungai/ .. |Kecamatan Selat
L. Elektronik
Catatan Sipil Danau
Administrasi Layanan Rekomendasi ljin Non
19 [Kependudukan |Pendiririan Pemancar Radio Elektronik Kecamatan Selat
Catatan Sipil dan Telekomunikasi
Administrasi .
19 |Kependudukan Layanan Rekomendasi Bantuan |Non .. |Kecamatan Selat
g Pembangunan Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi Layanan Domisili Perijinan Non
19 |Kependudukan yaha ) .. |Kecamatan Selat
g Pendirian Sekolah Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi Layanan Pembuatan Surat Non
19 [Kependudukan |Rekomendasi ljin Praktek Elektronik Kecamatan Selat
Catatan Sipil untuk Tenaga Kesehatan
Administrasi .
19 |Kependudukan Layanan_Pembuatan Suratljin - |Non .. |Kecamatan Selat
L. Usaha Mikro Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi . .
19 |Kependudukan La}yanan Pembuatan Dispensasi | Non .. |Kecamatan Selat
g Nikah Elektronik
Catatan Sipil
Administrasi
Layanan Legalisasi Pengaduan |Non
19 Kependudukan Subsidi Listrik Rumah Tangga |Elektronik Kecamatan Selat

Catatan Sipil
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Administrasi Layanan Pembuatan Non

19 [Kependudukan |Rekomendasi Dana Bantuan Elektronik Kecamatan Selat
Catatan Sipil Rumah Ibadah
Administrasi Non Kecamatan Kapuas

19 |[Kependudukan |Layanan PATEN . - P

L Elektronik |Hilir
Catatan Sipil
Rekomendasi SKTM bagi warga
Administrasi tergolgng Masya.r_a kat ren tan
yang tidak memiliki Jaminan Non Kecamatan Kapuas
19 |Kependudukan : . s
L. Kesehatan nasional dan Elektronik |Hilir
Catatan Sipil
memerlukan perawatan
Kesehatan
Administrasi Perijinan Pengumpulan Non Kecamatan Kapuas
19 |Kependudukan . -
L. Uang/Barang skala kecamatan. |Elektronik |Hilir
Catatan Sipil
. . Layanan Surat Keterangan
Administrasi i
19 |Kependudukan Miskin , Masyarakat yang Non Kecamatan Kapuas
L. masuk DTKS dan Bantuan Elektronik |Hilir
Catatan Sipil . i
Sosial lainnya
Administrasi Lgyanan Sur.at. I_(eterangan
Pindah Domisili antar Non Kecamatan Kapuas
19 |Kependudukan . -
L. kecamatan dalam satu Elektronik |Hilir
Catatan Sipil
kabupaten
Administrasi Layanan Penerbitan Surat Non Kecamatan Kapuas

19 [Kependudukan |Keterangan Ahli Waris dan Elektronik |Hilir p
Catatan Sipil Surat Kuasa Ahli Waris
Administrasi Layanan Penerbitan Surat

I Non Kecamatan Kapuas

19 |[Kependudukan |Domisili/Keterangan Elektronik |Hilir

Catatan Sipil Bertempat Tinggal

. . Layanan Rekomendasi

Administrasi

Pembentukan, Penghapusan, |Non Kecamatan Kapuas
19 |Kependudukan . -
g penggabungan Desa/ Elektronik |Hilir

Catatan Sipil
Kelurahan.

Pemberdayaan Layanan Penyaluran Dana Desa Dinas Pemberdavaan

20 |Masyarakat dan |(DD) dan Alokasi Dana Desa Elektronik y

Masyarakat dan Desa
Desa (ADD)
Pemberdayaan Layanan Pembentukan dan Dinas Pemberdavaan

20 |Masyarakat dan |Pengangkatan Anggota Badan |Elektronik y

Masyarakat dan Desa
Desa Permusyawaratan Desa (BPD)
Pemberdayaan Layanan Pemberhentian dan .._|Dinas Pemberdayaan

20 |Masyarakat dan Elektronik
Desa Pengangkatan Kepala Desa Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan .

20 |Masyarakat dan Layanan Penetapan dan Elektronik Dinas Pemberdayaan
Desa Penegasan Batas Desa Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan

20 |Masyarakat dan |Layanan Pendataan Desa Elektronik y
Desa Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan Layanan Pembuatan SK Non Dinas Pemberdayaan

20 [Masyarakat dan |Pengangkatan Kelembagaan .

Elektronik |Masyarakat dan Desa
Desa Adat Desa
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Pemberdayaan ) .

20 |Masyarakat dan Layanan Profil Desa dan Elektronik Dinas Pemberdayaan
Desa Kelurahan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan . .

20 |Masyarakat dan Layanan Evaluasi Desa dan Elektronik Dinas Pemberdayaan
Desa Kelurahan Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan .

20 |Masyarakat dan Layanan Indeks Ketahanan Elektronik Dinas Pemberdayaan

Desa Masyarakat dan Desa
Desa

20 ll\)/Ieansqbaer;dl?a}fca;:n Layanan Inovasi Teknologi Non Dinas Pemberdayaan
Desa}ll Tepat Guna Elektronik |Masyarakat dan Desa

20 ;egb;r;fia;‘:n Layanan Pembinaan Badan Non Dinas Pemberdayaan
Desa}ll Usaha Milik Desa (BUMDES) Elektronik |Masyarakat dan Desa
Pemberdayaan . .

20 |Masyarakat dan Layanan .Pen_gmputan Elektronik Dinas Pemberdayaan
Desa Inventarisasi Aset Desa Masyarakat dan Desa

. Dinas Pemberdayaan
. Layanan Promosi dan
Pengendalian N Perempuan,
Sosialisasi Ketahanan Keluarga .
Penduduk dan . . .. |Perlindungan Anak,
21 Keluarea melalui Kelompok Kegiatan Elektronik Pencendalian
5 (BKB, BKR, BKL, PIK R, UPPKA, &
Berencana Penduduk dan
PPKS)
Keluarga Berencana
. . Dinas Pemberdayaan
. Layanan Orentasi Pelatihan
Pengendalian . Perempuan,
Teknis Pelaksana/ Kader .
Penduduk dan . Non Perlindungan Anak,

21 Ketahanan dan Kesejahteraan . >
Keluarga Elektronik | Pengendalian
Berencana Keluarga (BKB, BKR, BKL, Penduduk dan

PPKS, PIK R dan UPPKA)
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan
Pengendalian . Perempuan,
Penduduk dan Layanan Pendamplnga.n dan . .. | Perlindungan Anak,

21 Pemantauan data dan informasi|Elektronik i
Keluarga keluarga beresiko stuntin Pengendalian
Berencana & & Penduduk dan

Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan
Pengendalian Perempuan,
Penduduk dan Layanan pendistribusian Alat .. | Perlindungan Anak,

21 Keluarga dan Obat Kontrasepsi Elektronik Pengendalian

Berencana Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Pemberdayaan

Pengendalian Perempuan,

Penduduk dan Layanan KB Bergerak dan .. | Perlindungan Anak,

21 Keluarga pelayanan KB MK]JP gratis Elektronik Pengendalian
Berencana Penduduk dan

Keluarga Berencana
Pengendalian Dinas Pemberdayaan

21 Penduduk dan Layanan TPMB dan KB Elektronik Perempuan,
Keluarga y Perlindungan Anak,
Berencana Pengendalian
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No

Jenis Layanan

Nama Layanan Eksisting

Metode
Layanan

PD Pemilik Layanan

Penduduk dan
Keluarga Berencana

Dinas Pemberdayaan

Modal

Pengendalian Perempuan,

21 Penduduk dan Layanan Persm_pan Catin dan Elektronik Perllndungan Anak,
Keluarga Calon Ibu Hamil Pengendalian
Berencana Penduduk dan

Keluarga Berencana
Penanaman Dinas Penanaman
22 Layanan Perizinan berusaha Elektronik |Modal dan Pelayanan
Modal .
Terpadu Satu Pintu
Layanan Persetujuan Bangunan Dinas Penanaman
Penanaman . . .

22 dan gedung, Sertifikat Laik Elektronik |Modal dan Pelayanan

Modal . X
Fungsi Terpadu Satu Pintu
Penanaman Layanan ljin reklame, Dinas Penanaman
22 penumpukan dan operasional |Elektronik |Modal dan Pelayanan
Modal .
puskesmas Terpadu Satu Pintu
Penanaman Layanan Perizinan praktik Dinas Penanaman
22 Modal tenaga medis dan tenaga Elektronik |Modal dan Pelayanan
kesehatan Terpadu Satu Pintu
Penanaman Dinas Penanaman

22 Layanan Media Publikasi Elektronik |Modal dan Pelayanan

Modal .
Terpadu Satu Pintu
Penanaman Layanan Pengawasan Dinas Penanaman
22 Y & Elektronik |Modal dan Pelayanan
Modal Penanaman Modal .
Terpadu Satu Pintu
Layanan Pelaporan dana DAK- Dinas Penanaman
Penanaman .. e .
22 Modal Nonfisik Fasilitasi Penanaman |Elektronik |Modal dan Pelayanan
Modal Terpadu Satu Pintu
Layanan Pelaporan dana DAK- Dinas Penanaman
Penanaman .. e .
22 Modal Nonfisik Fasilitasi Penanaman |Elektronik |Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Dinas Pariwisata,

Kepemudaan dan |Layanan Retribusi Tempat .._|Kebudayaan,
23 Olahraga Rekreasi dan Olahraga Elektronik Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Pariwisata,
Kepemudaan dan |Layanan pendaftaran Pelaku .. | Kebudayaan,
23 Olahraga Ekonomi Kreatif Elektronik Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Pariwisata,
Layanan Retribusi Pemakaian .._|Kebudayaan,
24 |Kebudayaan kekayaan Daerah Elektronik Kepemudaan dan
Olahraga
. Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Layanan Pemeliharaan Buku Elektronik | Perpustakaan
. Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Layanan Pojok Baca Elektronik | Perpustakaan
Layanan Peminjaman Buku Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Sirkulasi Elektronik | Perpustakaan
. Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Layanan Baca ditempat Elektronik | Perpustakaan
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
2t | Perpustakaan Layanan Peminjaman Koleksi |Non Dinas Kearsipan dan
p Refrensi Untuk dibaca ditempat | Elektronik |Perpustakaan
25 |Perpustakaan (Iizﬁa;z?l Peel;gzg%gflhgg EEIIEE Non Dinas Kearsipan dan
p . | berpanjansg Elektronik |Perpustakaan
sirkulasi
- Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Layanan Perpustakaan Keliling Elektronik | Perpustakaan
Layanan Pembuatan Kartu, . .
. Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Perpanjangan Kartu, dan .
. Elektronik |Perpustakaan
Pergantian Kartu Rusak
25 |Perpustakaan Layanan Pengolahan Buku Elektronik Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan
Layanan Penggantian Buku Non Dinas Kearsipan dan
25 |Perpustakaan Hilang Elektronik | Perpustakaan
Layanan Legalisasi dan Non
26 |Kearsipan Pengarsipan Surat Keterangan .. |Kecamatan Selat
; ; Elektronik
Ahli waris
Layanan arsip permohonan :
26 |Kearsipan penerbitan dokumen Elektronik Dinas Kependudu.kgn
dan Pencatatan Sipil
kependudukan
Dinas Ketahanan
Kelautan dan Layanan Pelaksanaan Non
27 . .._|Pangan dan
Perikanan Penyerahan Proposal Elektronik ;
Perikanan
27 Kelautan dan Layanan Verifikasi Lapangan Non E;rllla;ll(e(:it;lllanan
Perikanan Proposal KUB Elektronik &
Perikanan
Layanan Pepyusunan Rencana Dinas Ketahanan
Kelautan dan Anggaran Biaya Pengadaan .
27 . Elektronik |Pangan dan
Perikanan Sarana dan Prasarana ;
. Perikanan
Perikanan Tangkap
La}yanan Penyerahan Bantuan Dinas Ketahanan
Kelautan dan Hibah Sarana Prasarana .
27 . . Elektronik |Pangan dan
Perikanan Perikanan Tangkap ke ;
Perikanan
Masyarakat
27 Kelautan dan Layanan Pengolahan Data Non E;rllla;ll(e(:it;:anan
Perikanan Perikanan Budidaya Elektronik &
Perikanan
27 Kelautan dan Layanan Bantuan Saranadan |Non E;rllla;ll(e(:it;:anan
Perikanan Prasarana Perikanan Budidaya |Elektronik &
Perikanan
Layanan Pencatatan dan Dinas Ketahanan
Kelautan dan . Non
27 . Pengumpulan Data Perikanan .. |Pangan dan
Perikanan ; Elektronik ;
Budidaya Perikanan
Layanan Penerbitan Sertifikat Dinas Ketahanan
Kelautan dan . . Non
27 . Cara Budidaya Ikan yang Baik .. |Pangan dan
Perikanan Elektronik ;
(CBIB) Perikanan
Kelautan dan Laya_nan Pengolahan dan . Non Dinas Ketahanan
27 Perikanan Analisa Data dan Informasi Elektronik Pangan dan
Produk Hasil Perikanan Perikanan
Kelautan dan Layanan Pengumpulan Da'Fa Non Dinas Ketahanan
27 . dan Informasi Produk Hasil .._|Pangan dan
Perikanan . Elektronik ;
Perikanan Perikanan
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Dinas Ketahanan
27 Kelautan dan Layanan Pemantauan Hama Non Panean dan
Perikanan Penyakit [kan Elektronik &
Perikanan
Kelautan dan Layanan Pemantauan Kualitas |Non Dinas Ketahanan
27 . . .._|Pangan dan
Perikanan Air Elektronik |
Perikanan
27 Kelautan dan Layanan Penginputan Data Non E;rlllasalll(e(:it;lllanan
Perikanan Perikanan Budidaya Elektronik &
Perikanan
Layanan Monitoring dan .
27 Kelautan dan Pembinaan Mutu Pasar Ikan Non E;rlllasalll(e(:it;:anan
Perikanan dan Sentra Penyedia Produk Elektronik &
. Perikanan
Perikanan
28 |Pertanian Layanan Pestisidan dan Obat- \Non .. |Dinas Pertanian
obatan Elektronik
Layanan Penerbitan Surat
. Tanda Register Unit Non . .
28 |Pertanian Pengolahan dan Pemasaran Elektronik Dinas Pertanian
Bokar (STR-UPPB)
29 |Perkebunanan Tidak Ada
Non . .
30 |Peternakan Layanan Pengobatan Hewan Elektronik Dinas Pertanian
30 |Peternakan Layanan Vaksinasi Hewan Non ... |Dinas Pertanian
Elektronik
Layanan Pemerikasaan Post Non
30 |Peternakan Mortem dan Penanganan ... |Dinas Pertanian
. Elektronik
Daging
Layanan Pemerikasaan Ante Non . .
30 |Peternakan Mortem Hewan Elektronik Dinas Pertanian
Non . .
30 |Peternakan Layanan Rumah Potong Hewan Elektronik Dinas Pertanian
Dinas Perdagangan,
Non Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan Tera/Tera Ulang Elektronik | Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
Non Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan Pengawasan UTTP Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
Non Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan Pengawasan BDKT Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
Layanan Pengawasan . .
31 |Perdagangan Perdagangan Produk Non Perindustrian,
gang sang Elektronik |Koperasi dan Usaha
Bersubsidi .
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
.. | Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan SKA Elektronik Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Layanan Monitoring Harga E;rrllans diiﬁ;fmgan’
31 |Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok Dan |Elektronik . '
Barang Penting Kop.era51 dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
Non Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan Pasar Murah Elektronik | Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Layanan Pembuatan Surat D1n.as Perdggangan,
31 |Perdagangan Rekomendasi Ijin Usaha Non . Perlndus.trlan,
Perdagangan Elektronik Kop.era51 dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 |Perdagangan Layanan Rekomendasi dan Non Perindustrian,
Pembinaan IKM Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 {Perdagangan Layanz_m pe.nfiampingar.l Elektronik Perindus.trian,
pengajuan izin koperasi Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
. .. | Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan pendataan koperasi Elektronik Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Layanan pemeriksaan, Dln.as Perdggangan,
31 |Perdagangan pengawasan dan Non . Perlndus.trlan,
pemeringkatan koperasi Elektronik Kop.era51 dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 |Perdagangan Layanan pendidikan dan Non Perindustrian,
pelatihan perkoperasian Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 |Perdagangan Layanan pemberdayaan dan Non Perindustrian,
perlindungan koperasi Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 |Perdagangan Layanan Peningkatan Sarana Non Perindustrian,
Distribusi Perdagangan Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 |Perdagangan Layanan Standarisasi dan Non Perindustrian,
Perlindungan Konsumen Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 |Perdagangan Layanan Penilaian Kesehatan |Non Perindustrian,
KSP/USP Koperasi Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
Non Perindustrian,
31 |Perdagangan Layanan Pengembangan UMKM Elektronik | Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
Dinas Perdagangan,
31 | Perdacanean Layanan Pengendaliam Izin Non Perindustrian,
§ang Usaha Industri Elektronik |Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
. . Layanan Pengelolaan Data ., |Perindustrian,
32 |Perindustrian Industri di Kab Kapuas Elektronik Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Layanan Pelatihan Pengolahan . . .
33 | Transmigrasi hasil Pertanian (PHP) bagi Non Dinas Transmigrasi
& . & Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Transmigran
33 | Transmierasi Layanan Perpindahan, Non Dinas Transmigrasi
& Penataan dan Adaptasi Elektronik |Dan Tenaga Kerja
33 | Transmierasi Layanan Penyusunan Pedoman |Non Dinas Transmigrasi
& Penataan dan Adaptasi Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Layanan Perencanaan dan . . .
. . . Non Dinas Transmigrasi
33 |Transmigrasi Penyusunan Kerjasama Antar Elektronik | Dan Tenaea Keria
Daerah (KSAD) 5a et
Layanan Pengolahan Data dan
Informasi Pembangunan dan . . .
. . Non Dinas Transmigrasi
33 |Transmigrasi Pengembangan Prasarana, Elektronik | Dan Tenaea Keria
Sarana, dan Mobilitas di 8 J
kawasan Transmigrasi
Layanan Perencanaan,
Penyusunan, Pelaksanaan . . .
. . Non Dinas Transmigrasi
33 | Transmigrasi Pembangunan dan . .
Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Pengembangan Kawasan
Transmigrasi
Layanan Perencanaan,
. . Penyusup an, Penyelesz.nan, Non Dinas Transmigrasi
33 | Transmigrasi Investasi dan Advokasi . .
. Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Pertanahan di Kawasan
Transmigrasi
Layanan Pemberian Bantuan
33 | Transmierasi Stimulan Kepada Kelompok Non Dinas Transmigrasi
& Wirausaha, apabila ada Elektronik |Dan Tenaga Kerja
Proposal yang masuk
. Bagian
34 |Agama Layanan Pro.ses Hibah dan Non | Kesejahteraan
Bantuan Sosial Elektronik
Rakyat
Layanan Penerbitan Surat
35 |Pajak Teguran Pajak Dan Retribusi Elektronik Badan Pendapatan
Daerah
Daerah
Layanan Penyuluhan/
35 |Pajak Sosialisasi Pajak dan Retribusi Non . Badan Pendapatan
Elektronik |Daerah
Daerah
35 |Pajak Layanan Pajak Daerah Elektronik Badan Pendapatan
Daerah
Layanan Penerbitan Kartu
35 |Pajak Nomor Pokok Wajib Pajak Elektronik Badan Pendapatan
Daerah
Daerah
35 |Pajak Layanan Pembayaran Pajak Elektronik Badan Pendapatan
Daerah Daerah
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Metode

No Jenis Layanan Nama Layanan Eksisting PD Pemilik Layanan
Layanan
. Layanan Administrasi Potensi .. |Badan Pendapatan
35| Pajak Pajak dan Retribusi Elektronik Daerah
Layanan Penyusunan Peraturan
35 | Paiak Daerah dan Peraturan Kepala |Non Badan Pendapatan
J Daerah tentang Pajak & Elektronik |Daerah
Retribusi Daerah
35 |Pajak Layanan BPHTB Elektronik Badan Pendapatan
Daerah
35 |Pajak Layanan PBB-P2 Elektronik Badan Pendapatan
Daerah
Layanan Permohonan
35 |Pajak Penerbitan Surat Keterangan  |Elektronik Badan Pendapatan
NJOP Daerah

Berdasarkan pada Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten
Kapuas pada Tahun 2023, aspek dari layanan publik berbasis elektronik
memperoleh nilai indeks sebesar 2,83 dengan predikat “Baik”. Kemudian, aspek
layanan publik berbasis elektronik memiliki 6 indikator yang dinilai kematangan
SPBE pada penerapan setiap jenis layanan yaitu pada indikator 42-47. Perolehan
nilai indikator pada layanan publik berbasis elektronik yang mendapatkan nilai 4
terdapat pada 3 indikator yaitu Layanan Pengaduan Pelayana Publik, Layanan
Publik Sektor 2, dan Layanan Publik Sektor 3. Selanjutnya, terdapat nilai 2 yang
terdapat pada indikator Layanan Data Terbuka dan Layanan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum (JDIH). Namun, masih ada nilai 1 pada indikator Layanan
Publik Sektor 1.

Hasil penilai mendapatkan kekuatan dan kelemahan dari layanan publik
berbasis elektronik yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Adapun indikator
yang menjadi kekuatan untuk aspek layanan publik berbasis elektronik adalah
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Publik Sektor 2 dan Layanan Publik
Sektor 2. Pada pengaduan pelayanan publik sudah menggunakan aplikasi berbagi
pakai yaitu aplikasi SP4N LAPOR yang dibuktikan dengan data dukung tangkapan
layar penggunaan aplikasi ini. Untuk indikator layanan publik sektor 2 dan 3.
Adapun aplikasi diajukan sebagai indikator pelayanan publik sektor 2 adalah
aplikasi OSS dan aplikasi SICANTIK yang telah memiliki proses kolaborasi dan
integrasi dengan aplikasi SPBE lainnya. Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten
Kapuas masih belum memiliki Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan
Pelayanan Publik pada indikator Layanan Publik Sektor 1, Tingkat Kematangan
Layanan Data Terbuka dan indikator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH). Pada Indikator Layanan Publik Sektor 1, Berdasarkan data dukung yang
diberikan, IPPD melampirkan tampilan layar aplikasi milik PUPR yang Bernama
SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung). Aplikasi ini bertujuan untuk
membantu masyarakat dan juga IPPD dalam perizinan bangunan Gedung. Perlu
konfirmasi lebih lanjut terkait aplikasi ini apakah memang merupakan aplikasi yang
memang diterapkan di IPPD. Karena berdasarkan data dukung hanya menunjukkan
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bahwa IPPD sekedar hanya sebagai usersaja. Indikator tingkat kematangan data
terbuka Pemerintah Kabupaten Kapuas menerapkan tangkapan layar aplikasi KIP
Aplikasi sudah memenuhi level unggah dan unduh. Namun aplikasi belum
menunjukkan telah memenuhi level transaksi sehingga tidak memenuhi level 3.
Indikator Tingkat kematangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Berdasarkan data dukung menunjukkan bahwa IPPD telah menerpkan Aplikasi
JDIH yang diterapkan sudah memiliki kemampuan melayani unggah, file produk
hukum, unduh data produk hukum, pencarian produk hukum. Namun JDIH belum
memiliki fitur transaksi dan terintegrasi dengan aplikasi SPBE lainnya.

Berdasarkan dari hasil eksisting yang telah dipetakan pada Tabel 5.6,
diketahui bahwa terdapat 8 layanan pada jenis layanan publik dan 372 layanan
pada jenis publik sektoral. Kondisi eksisting menunjukkan dari 3 jenis layanan
publik yang telah di sebutkan di atas, telah terpenuhi oleh layanan publik yang
dimiliki oleh Pemertintah Kabupaten Kapuas. Jenis layanan yang ada pada layanan
publik terbagi menjadi pengaduan layanan publik dengan 1 layanan, data terbuka
dengan 3 layanan, dan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum dengan 3
layanan. Hasil pemetaan ini masih ada 3 layanan dari 7 layanan yang bersih non-
elektronik. Sedangkan, 4 layanan sudah menggunakan aplikasi atau elektronik
baik menggunakan aplikasi pusat maupun khusus.

Sedangkan, dari 35 jenis layanan publik sektoral terdapat 31 jenis layanan
publik sektoral yang telah terpenuhi oleh 373 layanan eksisting. Namun, 4 jenis
layanan publik sektoral yang belum terpetakan oleh layanan eksisting yang ada di
Pemerintah Kabupaten Kapuas, kemepat jenis layanan itu adalah Energi,
Perbankan, Sumber Daya Alam, dan Perkebunanan. Hal ini dapat dimungkinkan
karena Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak mengampu urusan pemerintahan yang
sesuai dengan keempat jenis layanan tersebut. Kondisi eksisting ini terdapat jenis
layanan yang memiliki layanan terbanyak yaitu Kesehatan dengan total 106
layanan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Soemarno Sosroatmodjo, Puskesmas Melati, dan Puskesmas Pulau Telo. Sedangkan,
untuk jenis layan yang memiliki layanan eksisting paling sedikit yaitu pariwisata
dengan 1 layanan yang di miliki oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga.

Kondisi eksisting layanan publik sektoral terdapat 373 layanan terdapat
167 layanan yang dilaksanakan secara elektronik atau telah didukung oleh
aplikasi umum maupun aplikasi khusus. Namun, masih 206 layanan yang masih
dilakukan secaea non elektronik atau tanpa bantuan aplikasi. Hal ini menujukkan
bahwa meskipun terdapat kemajuan digitalisasi layanan, masih terdapat lebih dari
setengah jumlah layanan publik sektoral yang memperlukan peningkatan dalam hal
penerapan teknologi untuk efisiensi dan efektivitas layanan yang ada di Pemerintah
Kabupaten Kapuas. Hasil pemetaan transformasi layanan atau usulan aplikasi
berdasarkan layanan publik berbasis elektronik dapat dilihat pada Buku 4
Arsitektur Aplikasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam Subbab 4.1.2.2
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Identifikasi Usulan Aplikasi Berdasarkan Layanan Publik Pemerintahan
Berbasis Elektronik.

5.5 Permasalahan Layanan SPBE

Pelaksanaan layanan di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terindentifikasi
sejumlah permasalahan yang kerap dihadapi berdasarkan hasil survei. Beberapa
masalah yang sering terjadi dalam penyelenggaraan layanan tersebut meliputi:

1. Keterbatasan Kapasitas dan Kapabilitas SDM masih belum memadai.

2. Persyaratan pengajuan dalam pemenuhan pelayanan kurang dari pihak pengaju
atau masyarakat.

3. Keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan program terkait pelayanan belum
memadai.

4. Kurangnya SDM yang melakukan pendataan secara rutin untuk mendapatkan
informasi.

5. Masih belum sinkronnya dokumen dikarenakan konsultan yang mengerjakan
survei kondisi tersebut berbeda dengan pelayanan.

Secara hasil keseluruhan, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
layaan di Pemerintah Kabupaten Kapuas menunjukkan bahwa terdapat tantangan
yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan
masyarakat terhadap layanan publik. Mengatasi permasalahan ini diperlukan
strategis untuk memperbaiki komitmen, efisiensi pengelolaan SDM, alokasi
anggaran yang memadai, dan peningkatan pemahaman serta kepatuhan terhadap
prosedur layanan.

5.6 Analisis GAP

Hasil analisa kondisi layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah
dibahas sebelumnya, dilakukan analisis perbandingan antara kondisi saat ini
dengan kondisi ideal dari layanan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil
analisis GAP layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel
5.7.

Tabel 5.7 Analisis GAP Layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas

Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal
Kondisi ideal telah
Dari 42 PD di terpenuhi, seluruh
Pemerintah Seluruh PDmemiliki | PD telah memiliki
. Kabupaten Kapuas, | layanan dan atau layanan baik
Ketersediaan .
seluruh PD telah mendukung digunakan secara
Layanan pada PD e :
memiliki layanan layanan pada internal PD maupun
sebanyak 486 PDlain. digunakan secara
layanan. bagi pakai dengan
PD lain.
Ketersediaan Pemerintah Seluruh layanan Masih terdapat 37
Layanan Kabupaten Kapuas | didukung oleh layanan yang masih
Administrasi telah memiliki 106 | aplikasi umum yang | dilakukan secara
Pemerintahan layanan dibangun dan non-elektronik atau
Berbasis Elektronik | administrasi dikembangkan oleh | pelaksanaannya
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
pemerintahan yang | Instansi Pusatdan | belum didukung
terpetakan pada 10 | Pemerintah Daerah | dengan aplikasi
jenis layanan
administrasi
pemerintahan.

Dimana, 69 layanan

diantaranya telah

dilaksanakan secara

elektronik

Dari 35 jenis Terdapat 4 jepis

layanan publik, layanan pub_l l.k yang

Pemerintah belum memiliki .

Kabupaten Kapuas Seluruh layanan layanan yang sesuai

telah memiliki 373 did}lkupg oleh dengan pemgtaan
Ketersediaan layanan publik yang apl¥kas% umum atau | layanan publik.
Layanan Publik terpetakan pada 31 aphkas.l khusus Namun, terdapat
Berbasis Elektronik | jenis layanan yang dibangun dan | juga 206 l_ayanan

publik. Dimana, 167 dlkemb?ngkan oleh yang masih

layanan ’ Instansi Pusat dan dilakukan secara

diantaranya telah Pemerintah Daerah | non-elektronik atau

dilaksanakan secara pelaksar}aannya

elektronik belum didukung

dengan aplikasi
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BAB 6
KONDISI EKSISTING APLIKASI SPBE DAN ANALISIS GAP

Pada bab 6 memberikan penjelasan mengenai kondisi eksisting aplikasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikelola oleh Pemerintah
Kabupaten Kapuas dan melakukan analisis gap terkait penerapan aplikasi yang
sudah dilakukan. Penjelasan pada bab ini mencakup pengertian aplikasi SPBE,
struktur aplikasi SPBE, Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA), metadata aplikasi
SPBE, kondisi eksisting aplikasi SPBE, permasalahan aplikasi SPBE dan analisis gap.

6.1 Pengertian Aplikasi SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektron dijelaskan bahwa
Aplikasi SPBE adalah perangkat lunak atau serangkaian program komputer yang
dirancang untuk melaksanakan tugas atau fungsi layanan dalam SPBE. Aplikasi
SPBE terbagi menjadi dua kategori, yaitu Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus.
Aplikasi Umum merupakan aplikasi yang seragam, memiliki standar tertentu, dan
dapat digunakan bersama oleh instansi pusat maupun pemerintah daerah.
Penggunaan Aplikasi Umum ini diwajibkan bagi setiap instansi pusat dan
pemerintah daerah untuk mendukung berbagai layanan pemerintahan, seperti
perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, akuntabilitas kinerja,
monitoring, evaluasi, kearsipan, kepegawaian, serta penanganan pengaduan
pelayanan publik. Sementara itu, Aplikasi Khusus adalah aplikasi yang dirancang,
dikembangkan, serta dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu
guna memenuhi kebutuhan spesifik yang tidak relevan untuk instansi lainnya.
Sebelum membangun atau mengembangkan Aplikasi Khusus, instansi pusat atau
pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri yang
bertanggung jawab atas administrasi negara. Pada Draf Peraturan Bupati Kapuas
Nomor X Tahun 2023 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas dijelaskan bahwa pembangunan
dan pengembangan aplikasi SPBE pada setiap PDdi Pemerintah Kabupaten Kapuas
dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE setelah mendapatkan pertimbangan dari
menteri terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE ini dikoordinasikan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas pada penggunaan kode
sumber terbuka. Namun, dalam beberapa situasi, penggunaan kode sumber
tertutup juga diizinkan, asalkan persetujuan dari kementerian terkait telah
diperoleh.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dijelaskan
bahwa layanan elektronik SPBE dijalankan melalui aplikasi yang dirancang untuk
mendukung berbagai fungsi pelayanan pemerintahan dan publik. Aplikasi ini dapat
berupa satu aplikasi tunggal atau penggabungan beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE
wajib terhubung dan berkolaborasi dengan berbagai sektor pemerintahan,
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sehingga dalam pengembangannya harus mematuhi aturan yang berlaku untuk
memudahkan pengelolaan aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.
Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE bertujuan untuk mengelompokkan
dan memetakan aplikasi yang ada. Langkah ini dilakukan agar selaras dengan
kebijakan nasional, dalam rangka menciptakan layanan pemerintahan yang
terintegrasi. Pemetaan ini juga membantu mengidentifikasi dan menghindari
aplikasi yang memiliki fungsi serupa, serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi
yang sudah ada wuntuk digunakan secara bersama. Faktor-faktor yang
dipertimbangkan dalam penyusunan arsitektur aplikasi SPBE meliputi: Struktur
aplikasi yang fleksibel, memungkinkan integrasi atau penambahan fungsi baru
sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, Aplikasi yang
berorientasi pada pelayanan, Penyusunan aplikasi dalam bentuk hierarki
komponen atau tingkatan, Desain aplikasi yang mudah digunakan, diakses, dan
diolah, Penggunaan kode sumber terbuka (open source) yang dapat diakses oleh
masyarakat, Keterkaitan aplikasi dengan domain layanan SPBE, serta domain data
dan informasi, yang didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan keamanan SPBE,
sebagaimana terlihat dalam relasi langsung pada domain aplikasi SPBE di Gambar
6.1.

[ : Domain Layanan SPBE i)

Interaksi Interaksi

Do e PB Domain Aplikasi SFBE Dc .

Interass

Z
Referensi Arsitektur 7 interaisi nteraksi

Aplikasi

Gambar 6.1 Keterkaitan antara Domain Aplikasi SPBE

Gambar 6.1 di atas menggambarkan keterkaitan antara Domain Aplikasi
SPBE dengan domain lain dalam arsitektur SPBE. Domain Aplikasi SPBE berperan
sebagai pusat integrasi yang menghubungkan Domain Layanan SPBE, Domain
Data dan Informasi, Domain Infrastruktur SPBE, serta Domain Keamanan
SPBE. Domain Layanan SPBE bekerja sama dengan Domain Aplikasi dalam
menyediakan berbagai layanan pemerintahan bagi masyarakat dan instansi terkait.
Sehingga, aplikasi SPBE memiliki peran krusial dalam mendukung berbagai fungsi
layanan. Domain Data dan Informasi terintegrasi dengan Domain Aplikasi SPBE
untuk menyediakan serta mengelola data yang diperlukan aplikasi. Integrasi
tersebut memungkinkan aplikasi untuk mengakses dan memanfaatkan data secara
optimal dalam operasional serta pengambilan keputusan. Kemudian, Domain
Infrastruktur SPBE menyediakan semua fasilitas teknologi yang dibutuhkan untuk
mendukung kinerja aplikasi SPBE, termasuk server, jaringan, serta perangkat keras
lain yang memastikan kelancaran dan efisiensi aplikasi. Terakhir, Domain
Keamanan SPBE bertanggung jawab melindungi aplikasi dari ancaman keamanan
siber. Domain Keamanan SPBE mencakup kebijakan, SOP, serta teknologi yang
diterapkan untuk menjaga keamanan data dan aplikasi dari akses yang tidak sah
serta ancaman lainnya. Secara keseluruhan, keterhubungan antara aplikasi SPBE
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dan domain lainnya menunjukkan bahwa setiap domain saling berperan dan
mendukung kelancaran operasional SPBE yang aman dan efisien.

6.2 Struktur Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur SPBE merupakan kerangka kerja dasar yang mendeskripsikan
integrasi antara proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi
SPBE, serta keamanan SPBE untuk menciptakan layanan SPBE yang terintegrasi. Hal
ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, sejalan dengan Peraturan
Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Nasional, arsitektur aplikasi SPBE diterapkan untuk
memastikan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara efisien
dan berbagi pakai, guna mendukung layanan SPBE. Aplikasi SPBE diklasifikasikan
berdasarkan struktur referensi arsitektur aplikasi (RAA) ke dalam empat tingkat,
yaitu:

1. Domain aplikasi, yang berada pada tingkat pertama. Aplikasi SPBE
dikelompokkan ke dalam dua domain aplikasi yang berfungsi sebagai
kerangka kerja arsitektur di tingkat nasional.

2. Area aplikasi, yang berada pada tingkat kedua. Aplikasi SPBE
dikelompokkan ke dalam area aplikasi yang sesuai dengan domain
aplikasinya, dan juga berperan sebagai struktur nasional.

3. Kategori aplikasi, yang berada pada tingkat ketiga. Aplikasi SPBE
diklasifikasikan lebih lanjut sesuai dengan layanan spesifik yang dimiliki
oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Kategori aplikasi ini
berhubungan dengan area layanan di tingkat nasional, sesuai dengan tugas,
fungsi, serta kewenangan instansi yang bersangkutan.

4. Subkategori aplikasi, yang berada pada tingkat keempat. subkategori
aplikasi memberikan rincian lebih mendalam dari kategori aplikasi yang
sebelumnya. Pada tahap ini, instansi pusat dan pemerintah daerah dapat
menyusun struktur sesuai kebutuhan untuk mendukung pembangunan
layanan yang terintegrasi secara nasional.

i . I SPBE Nasional
Tingkat 1 (Domain Aplikasi)
[Tingkat 2 (Area Aplikasi) J
‘TingkatS (Kategori Aplikasi) | J
SPBE Instansi Pusat (Tingkat 4 (Sub Kategori Aplikasi) ]

SPBE Pemerintah Daerah

Gambar 6.2 Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE
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Gambar 6.2 menunjukkan bagaimana struktur arsitektur aplikasi SPBE ini
berhubungan dalam kerangka kerja SPBE. Proses klasifikasi dan identifikasi di
tingkat domain aplikasi (tingkat pertama) dan area aplikasi (tingkat kedua) menjadi
dasar utama bagi kebijakan arsitektur SPBE nasional. Kebijakan tersebut akan
merujuk pada referensi arsitektur aplikasi sebagai pedoman bagi instansi pusat dan
pemerintah daerah dalam menyusun arsitektur SPBE di wilayahnya masing-masing.
6.3 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA)

Penyusunan Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan
klasifikasi aplikasi serta komponennya melalui pemetaan yang selaras dengan
kebijakan nasional untuk menciptakan layanan pemerintah yang terintegrasi.
Langkah tersebut membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk menghindari
duplikasi aplikasi sekaligus memanfaatkan aplikasi yang dapat digunakan bersama.
Dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 mengenai Keterpaduan Layanan Digital
Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
menegaskan bahwa Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE (RAA) menjadi pedoman
bagi penyusunan domain arsitektur aplikasi, baik di tingkat nasional maupun di
tingkat instansi pusat dan pemerintah daerah (IPPD). RAA juga menjadi dasar
dalam menentukan kebutuhan penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi (TIK), yang selanjutnya diuraikan dalam Referensi Arsitektur
Infrastruktur (RAI). RAA terdiri dari dua domain aplikasi pada tingkat pertama dan
empat area aplikasi pada tingkat kedua, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Kode Referensi Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)
Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan
01.01 Aplikasi Layanan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh
Publik Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk

mendukuns pelayanan publik.

Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan
Aplikasi Administrasi standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh
Pemerintahan Instansi Rrsat dan Pemerintah Daerah untuk
mendukung administrasi pemerintahan.

Aplikasi Khusus (02)

Aplikasi  yang  dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi
02.01 Aplikasi Misi Tertentu Prrsat dan Pemerintah Daerah lain, untuk
mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi
layanan publik dan/atau aplikasi administrasi
pemerintahan untuk misi khusus pada instansi
pemerintahan tertentu.

Aplikasi  yang  dibangun, dikembangkan,

01.02

02.02 Aplikasi Fungsi digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan
' Tertentu Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi
fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan
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Kode Referensi Arsitektur

Deskripsi Referensi Arsitektur
Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi
layanan publik dan/atau aplikasi administrasi
pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi
pemerintahan tertentu.

6.4 Metadata Aplikasi SPBE

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Aplikasi berfungsi
sebagai entitas yang menggunakan data dan informasi untuk menghasilkan layanan
yang diperlukan. Aplikasi membutuhkan platform berupa domain infrastruktur
agar dapat dijalankan. Meskipun entitas Metadata Arsitektur Aplikasi memiliki
banyak keterkaitan dengan entitas lainnya, entitas ini tidak memiliki hubungan
internal, sehingga tidak memerlukan proses dekomposisi. Atribut yang digunakan
dalam penyusunan metadata Aplikasi SPBE dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2 Atribut Penyusunan Metadata Aplikasi SPBE

No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas
metadata

2 Nama Aplikasi Nama aplikasi yang digunakan atau dimiliki

3 Uraian Aplikasi Berisi uraian atau deskripsi secara umum dari
aplikasi

4 Fungsi Aplikasi Berisi keterangan fungsi dari aplikasi terhadap
layanan yang didukung

5 Kode Model Referensi SPBE | Kode model referensi yang terkait dengan
aplikasi

6 Layanan yang Didukung Layanan yang didukung oleh aplikasi, pilihan
layanan yang didukung didapat dari metadata
layanan

7 Data yang Digunakan Data yang disimpan pada media penyimpanan
data, pilihan data yang digunakan didapat dari
metadata data

8 Luaran Merupakan hasil-hasil yang diperoleh dari
aplikasi yang dimiliki atau digunakan

9 Inputan Data Merupakan identifikasi terhadap data yang
dibutuhkan (diinput)

10 Supplier Data Merupakan identifikasi terhadap nama penghasil
data

11 Luaran Data Merupakan identifikasi terhadap data yang
dihasilkan

12 Customer Data Merupakan identifikasi terhadap pengguna data

13 Basis Aplikasi Basis dari aplikasi (Desktop, Web, Cloud, atau
Mobile)

14 Server Aplikasi Server yang digunakan oleh aplikasi, pilihan
server yang digunakan didapat dari metadata
perangkat keras server

109

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028




No. Nama Atribut Keterangan

15 Tipe Lisensi Bahasa Tipe lisensi dari aplikasi (Open
Pemrograman Source/Proprietary)

16 Bahasa Pemrograman Bahasa pemrograman yang digunakan oleh
aplikasi

17 Kerangka Pengembangan Kerangka atau Framework yang digunakan oleh
aplikas

18 Basis Data Basis data yang digunakan oleh aplikas

19 Unit Pengembang Unit yang melakukan pembangunan dan
pengembangan aplikasi

20 Unit Operasional Teknologi Unit yang melakukan operasional teknologi
layanan

21 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

6.5 Kondisi Eksisting Aplikasi SPBE

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan pada 42 PDPemerintah
Kabupaten Kapuas, yang meliputi Inspektorat Daerah, sekretariat DPRD, badan,
dinas, satuan polisi pamong praja, rumah sakit umum daerah, dan kecamatan,
diapatkan jumlah keseluruhan aplikasi SPBE yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Kapuas adalah 229 aplikasi. Dari 42 PD, diketahui terdapat 34 PD yang telah
memiliki aplikasi, sedangkan 8 PD lainnya belum memiliki aplikasi. [lustrasi
Gambar 6.3 menunjukkan persentase kepemilikan aplikasi dari Pemerintah
Kabupaten Kapuas.

KETERSEDIAAN APLIKASI SPBE

B OPD yang memiliki aplikasi M OPD yang tidak memiliki aplikasi

Gambar 6.3 Ketersediaan Aplikasi SPBE

Berdasarkan pada Gambar 6.3, sebagian besar PD yang ada di Kabupaten
Kapuas telah memiliki aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan
layanan yang ada. Dari 42 PD, terdapat 8 PD yang belum memiliki aplikasi untuk
mendukung pelaksanaan layanan maupun tugas dan fungsi yang diampu, yaitu
Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Bagian Perencanaan Dan
Keuangan, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, Kecamatan Kapuas
Hilir, Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, dan Puskesmas Pulau Telo. Hal itu
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dikarenakan pada 8 PD tersebut pelaksanaan layanan maupun tugas dan fungsi
yang diampu memanfaatkan aplikasi bagi pakai yang dimiliki oleh PD lain, sehingga
tidak ada pertimbangan yang mendesak untuk 8 PD tersebut memiliki aplikasi
internal PD.

Dari total 226 aplikasi yang ada, terdapat 8 aplikasi yang dapat diakses,
namun masih dalam tahap pengembangan untuk memenuhi kebutuhan yang
belum terpenuhi dan meningkatkan efisiensi layanan seperti penambahan dan
peleburan fitur. Selain itu, terdapat 3 aplikasi yang tidak digunakan, yaitu Arsip
BKPSDM dan SIMPEG milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia, serta Website Resmi Dinas Pendidikan milik Dinas Pendidikan. Dengan
demikian, saat ini terdapat 226 aplikasi yang dimiliki dan digunakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam mendukung pelaksanaan pelayanan.
Selanjutnya, aplikasi ini akan diuraikan lebih lanjut berdasarkan detail masing-
masing. Seluruh aplikasi juga akan diklasifikasikan berdasarkan ketersediaan
aplikasi pendukung layanan, aplikasi pada layanan adminstrasi pemerintahan,
aplikasi pada layanan publik, aplikasi di bidang masing-masing PD, serta
infrastruktur pengembang aplikasi. Berikut penjelasan rinci mengenai
pengklasifikasian tersebut.

6.5.1 Ketersediaan Aplikasi Pendukung Layanan

Pemerintah daerah memanfaatkan Aplikasi SPBE untuk menyediakan
layanan yang berbasis elektronik. Aplikasi tersebut diharapkan mampu
mengakomodasi berbagai fungsi yang diperlukan guna menghasilkan layanan,
sehingga dapat mendukung kebijakan nasional dalam menciptakan layanan
pemerintah yang terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Saat
ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas mengoperasikan sebanyak 226 aplikasi yang
berperan dalam mendukung beragam layanan, baik untuk administrasi
pemerintahan maupun layanan publik. Dari total 486 layanan yang tersedia di
Kabupaten Kapuas, sebanyak 248 layanan sudah memanfaatkan aplikasi dalam
mendukung operasional pelayanan, sedangkan 238 layanan lainnya masih
dilakukan secara manual atau non-elektronik. Kondisi tersebut menggambarkan
perlunya usaha lebih lanjut untuk meningkatkan dan mendigitalisasi layanan, demi
tercapainya pelayanan yang lebih optimal.

6.5.2 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Administrasi
Berbasis Elektronik merupakan layanan internal yang bertujuan mendukung tata
kelola birokrasi untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas di Instansi Pusat
maupun Pemerintah Daerah. Implementasi layanan administrasi pemerintahan
berbasis elektronik dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi.
Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini memiliki 223 aplikasi, dengan 71 aplikasi
di antaranya difungsikan untuk mendukung Layanan Administrasi Pemerintahan.
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Aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menunjang Layanan Administrasi
Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat dilihat pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Administrasi Pemerintahan

No | Jenis Layanan

Nama Aplikasi

PD Pemilik

Kode Referensi

Eksisting

Layanan

Layanan

Layanan Administrasi Pemerintahan
Badan Perencanaan
1 |Perencanaan SIPD (Sistem Informasi |Pembangunan RAL.02.04
Pemerintahan Daerah) |Daerah, Penelitian |Aparatur Negara
dan Pengembangan
KRISNA (Kolaborasi Badan Perencanaan
1 |Perencanaan Perencanaan dan Pembangunan RAL.02.04
Informasi Kinerja Daerah, Penelitian |Aparatur Negara
Anggaran) dan Pengembangan
SITEPRA (Sistem .
. . Bagian
Informasi Evaluasi dan .. . RAL.02.01 Dalam
2 |Penganggaran . . |Administrasi .
Pengawasan Realisasi Negeri
Pembangunan
Anggaran)
Aladin (Aplikasi Alokasi Badan Keuangan RAL.02.02
2 |Penganggaran |Pelaporan DAK Non
o dan Aset Daerah Keuangan
Fisik)
OM SPAN (Online
2 | Peneaneearan Monitoring - Sistem Badan Keuangan RAL.02.02
§angs Pembendaharaan dan  |dan Aset Daerah Keuangan
Anggaran Negara)
Aplikasi Evaluasi PAPB]
2 | Peneaneearan (Penyerapan Anggaran |Badan Keuangan RAL.02.02
§angs & Pengadaan Barang dan Aset Daerah Keuangan
dan Jasa)
Aplikasi APIK - P3DN
BPKP
(Aparat Pengailwasan Badan Keuangan RAL.02.02
2 |Penganggaran |Intern Pemerintah -
. dan Aset Daerah Keuangan
Peningkatan
Penggunaan Produk
Dalam Negeri)
E-RENGGAR : RAL.02.02
2 |Penganggaran |(https://e-renggar- Dinas Kesehatan Keuanean
boksalurkemkes.go.id/) 5
Badan Keuangan RAL.02.02
3 |Keuangan MPN Kemenkeu dan Aset Daerah Keuangan
3 | Keuanean SIDAK (Sistem Informasi|Badan Keuangan RAL.02.02
5 Dana Alokasi Khusus ) |dan Aset Daerah Keuangan
3 |Keuanean e-monitoring DAK (Dana|Badan Keuangan RAL.02.02
5 Alokasi Khusus) dan Aset Daerah Keuangan
SIKD (Sistem Informasi
3 |Keuanean Keuangan Daerah) Badan Keuangan RAL.02.02
& (https://sikd.djpk.keme |dan Aset Daerah Keuangan
nkeu.go.id/)
DigiPeD (Digitalisasi Badan Keuangan RAL.02.02
3 |Keuangan Perbendaharaan
dan Aset Daerah Keuangan
Daerah)
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. Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
No | Jenis Layanan s
Eksisting Layanan Layanan
https://perbendaharaan
kapuaskab.go.id /login
SIM ASET (Sistem
Informasi Management Badan Keuangan RAL.02.02
3 |Keuangan Aset) dan Aset Daerah Keuangan
http://aset.kapuaskab.g &
o.id/
Slmpatda. (Sistem Badan Pendapatan [RAL.02.02
3 |Keuangan Informasi Pendapatan Daerah Keuanean
Asli Daerah) &
SIM PBB (SlsFem . Badan Pendapatan [RAL.02.02
3 |Keuangan Informasi Pajak Bumi
Daerah Keuangan
dan Bangunan)
E-BPHTB (Bea Badan Pendapatan [RAL.02.02
3 |Keuangan Perolehan Hak atas
Daerah Keuangan
Tanah dan Bangunan)
E-SPPT _(Surat . Badan Pendapatan [RAL.02.02
3 |Keuangan Pemberitahuan Pajak
Daerah Keuangan
Terutang)
3 |Keuangan E-POTENSI Badan Pendapatan [RAL.02.02
Daerah Keuangan
3 | Keuanean e-Bupot Unifikasi - Badan Pendapatan [(RAL.02.02
5 Dirjen Pajak Daerah Keuangan
E-SPTPD (Elet.ronlk Badan Pendapatan [RAL.02.02
3 |Keuangan Surat Pemberitahuan Daerah Keuanean
Pajak Daerah) &
3 | Keuanean DJP (Direktorat Jenderal |[Badan Pendapatan |RAL.02.02
5 Pajak) Online Daerah Keuangan
3 |Keuangan E-PAHARI Badan Pendapatan [RAL.02.02
Daerah Keuangan
Dinas RAL.01.21
3 |Keuanean SISKEUDES (Sistem Pemberdayaan Pembangunan
& Keuangan Desa) Masyarakat dan Kawasan atau
Desa Daerah Tertinggal
SiTPAKD (Sistem Basian
Informasi Tim & _ RAL.02.02
3 |Keuangan Perekonomian dan
Percepatan Akses Keuangan
Sumber Daya Alam
Keuangan Daerah)
Pengadaan LPSE (Layanan Bagian Pengadaan [RAL.02.02
4 barang dan jasa Pengadaan Secara Barang dan Jasa Keuangan
& J Elektronik) & 5
Pengadaan SIRUP (Sistem Informasi Bagian Pengadaan [RAL.02.02
4 barang dan jasa Rencana Umum Barang dan Jasa Keuangan
& J Pengadaan) & &
SIKAP (Sistem Informasi
4 Pengadaan Kinerja Penyedia) Bagian Pengadaan [RAL.02.02
barang dan jasa |(https://sikap.lkpp.go.id |Barang dan Jasa Keuangan
/)
4 Pengadaan E-KATALOG (https://e- |Bagian Pengadaan |RAL.02.02
barang dan jasa |katalog.lkpp.go.id/) Barang dan Jasa Keuangan
4 Pengadaan SIREnaksi PPB] (Sistem [Bagian Pengadaan |RAL.02.02
barang dan jasa |Informasi Rencana Aksi |Barang dan Jasa Keuangan
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No | Jenis Layanan

Nama Aplikasi

PD Pemilik

Kode Referensi

Eksisting
Pemenuhan Pengelola
Pengadaan Barang/Jasa)

Layanan

Layanan

SIUKPB]J (Sistem

5 |Kepegawaian

Informasi Gaji)

Pengadaan C . Bagian Pengadaan [RAL.02.02

4 barang dan jasa Informasi Unit Kerja Barang dan Jasa Keuangan
Pengadaan Barang/Jasa)

4 Pengadaan Si Perpindahan Barang |Bagian Pengadaan |RAL.02.02

barang dan jasa [dan Jasa Barang dan Jasa Keuangan

4 Pengadaan Aplikasi Monitoring Bagian Pengadaan [RAL.02.02

barang dan jasa |[Evaluasi AMEL LKPP Barang dan Jasa Keuangan

Badan Kepegawaian
SIMGaji (Sistem dan Pengembangan [RAL.02.04

Sumber Daya
Manusia

Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

DISPAKATI (Digitalisasi
Sistem Penilaian Angka
Kredit Konvensional ke

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

Integrasi) Manusia
SIASN (Sistem Informasi Badan Kepesawaian
Aparatur Sipil Negara) beg

https://siasn.bkn.go.id/
(Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara)

dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

Integrated Dicipline

BKN https://idis-

siasn.bkn.go.id/

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

MYASN

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

SIAPBOS

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

PMPRB(Penilaian
Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi)
Online

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

SIOLA (Sistem Informasi
Online Layanan
Administrasi)

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya
Manusia

RAL.02.04
Aparatur Negara

5 |Kepegawaian

SPIP (Sistem
Pengendalian Intern

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan
Sumber Daya

RAL.02.04
Aparatur Negara

Pemerintah) Manusia
Badan Kepegawaian
5 |Kepegawaian BKN Layanan dan Pengembangan [RAL.02.04
Perencanaan Sumber Daya Aparatur Negara

Manusia

5 |Kepegawaian

Badan Kepegawaian
dan Pengembangan

RAL.02.04
Aparatur Negara
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: Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
No | Jenis Layanan s
Eksisting Layanan Layanan
Sumber Daya
Aplikasi Otentikasi Manusia
Pensiun (TASPEN)
. Badan Kepegawaian
. MY.SAP.K (Sistem dan Pengembangan [RAL.02.04
5 |Kepegawaian Aplikasi Pelayanan
- Sumber Daya Aparatur Negara
Kepegawaian) .
Manusia
Badan Kepegawaian
Portal Pendaftaran ASN
. dan Pengembangan [RAL.02.04
5 |Kepegawaian https://daftar-
. Sumber Daya Aparatur Negara
sscasn.bkn.go.id/ .
Manusia
Kearsipan Srikandi (Slstem Dinas Kearsipan RAL.02.04
6 ) . Informasi Kearsipan
Dinamis . . . . dan Perpustakaan [Aparatur Negara
Dinamis Terintegrasi)
Pencelolaan SIMDA BMD (Sistem
- baragn milik Informasi Manajemen |Badan Keuangan RAL.02.02
& Daerah - Barang Milik  |dan Aset Daerah Keuangan
Daerah
Daerah)
Pengelolafip E- RKBMD (Rencana ... |Badan Keuangan RAL.02.02
7 |barang milik Kebutuhan Barang Milik
dan Aset Daerah Keuangan
Daerah Daerah)
Pencelolaan Dinas RAL.01.21
5 . SIPADES (Sistem Pemberdayaan Pembangunan
7 |barang milik
Pengelolaan Aset Desa) |Masyarakat dan Kawasan atau
Daerah .
Desa Daerah Tertinggal
Aplikasi E - Auditee /
Peneawasan SIPTL (Sistem Informasi
5 Pemantauan Tindak RAL.02.04
8 |Internal . Inspektorat Daerah
Pemerintah Lanjut) Aparatur Negara
https://eauditee.bpk.go.
id/
Pengawasan Aplikasi E-WASTLHP
. . RAL.02.04
8 |Internal (Tindak Lanjut Laporan |Inspektorat Daerah
- . Aparatur Negara
Pemerintah Hasil Pengawasan)
Pengawasan Aplikasi MCP
8 |Internal (Monlto_r ing, Care & Inspektorat Daerah RAL.02.04
Pemerintah Prevention ) Aparatur Negara
https://jaga.id
Peneawasan Aplikasi PK APIP BPKP
5 (Penilaian Kapabilitas RAL.02.04
8 |Internal Inspektorat Daerah
- Aparat Pengawasan Aparatur Negara
Pemerintah .
Intern Pemerintah)
e-SiPasti (Sistem
Pengawasan lnforrpam Penga.wasan RAL.02.04
8 |Internal dan Tindak Lanjut) Inspektorat Daerah Aparatur Nesara
Pemerintah https://esipasti.kalteng. p &
go.id/
Peneawasan SIERA BPKP (Sistem
5 Informasi Evaluasi RAL.02.04
8 |Internal Inspektorat Daerah
- Perencanaan dan Aparatur Negara
Pemerintah
Penganggaran)
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: Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
No | Jenis Layanan s
Eksisting Layanan Layanan
Aplikasi E LHKPN
A_l<un'Fab111tas (Laporan Harta RAL 02.04
9 [kinerja Kekayaan Penyelenggara [ Inspektorat Daerah
o Aparatur Negara
organisasi Negara)
https://elhkpn.kpk.go.id
Akuntabilitas Aplikasi Permohonan
o RAL.02.04
9 [kinerja Surat Keterangan Bebas |Inspektorat Daerah
o Aparatur Negara
organisasi Temuan
Akuntabilitas |\ yasi SPI (Survei RAL.02.04
9 |kinerja o . Inspektorat Daerah
o Penilaian Integritas) Aparatur Negara
organisasi
Akuntabilitas Aplikasi Surat Tugas dan RAL.02.04
9 [kinerja SPPD (Surat Perintah Inspektorat Daerah U
- . . Aparatur Negara
organisasi Perjalanan Dinas)
E-SAKIP (Sistem
. Akuntabilitas Kinerja
A.k un'Fabllltas Instansi Pemerintah . . . |RAL.02.04
9 |kinerja . Bagian Organisasi
oreanisasi secara elektronik) Aparatur Negara
& http://v2.esakip.kapuas
kab.go.id/
SIPPN (Sistem Informasi
A_l<un'Fab111tas Pela.yanan Publik _  |RAL02.04
9 [kinerja Nasional) Bagian Organisasi
- . Aparatur Negara
organisasi (https://sippn.menpan.
go.id/)
Aluntabilitas gy oy1x _  |rAL.02.04
9 |kinerja - . Bagian Organisasi
o (sinovik.menpan.go.id) Aparatur Negara
organisasi
. E-ANJAB-ABK SIMONA
Akuntabilitas o) /aniababk- _ . |RAL.02.04
9 |kinerja . . . |Bagian Organisasi
o simona.kemendagri.go.i Aparatur Negara
organisasi
d/)
Sistem Layanan
A_l<un'Fab111tas Informasi Laporan Bagian RAL 02.01 Dalam
9 [kinerja Penyelenggaraan . .
o . Pemerintahan Negeri
organisasi Pemerintahan Daerah
(SILPPD)
Akuntabilitas |\ pasi SINAR Bagian RAL.02.01 Dalam
9 |kinerja . . . . .
o (sinarbig.go.id) Pemerintahan Negeri
organisasi
. E-SPM (Standar
A.k un'Fabllltas Pelayanan Minimal) Bagian RAL.02.01 Dalam
9 [kinerja . .
o (https://spm.bangda.ke |Pemerintahan Negeri
organisasi o
mendagri.go.id/)
A_l<un'Fab111tas e-SAKIP reviu . _ ~ |RAB 09.06
9 [kinerja https://esrmenpan.go.i |Bagian Organisasi
o Aparatur Negara
organisasi d/
Badan Kepegawaian
L . dan Pengembangan [RAL.02.04
10 |(Kinerja Pegawai |E-KINERJA BKN Sumber Daya Aparatur Negara
Manusia
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Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi

Jenis Layanan

Eksisting Layanan Layanan
PEKPPP (Pemantauan
dan Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Bagian Organisasi RAB 09.06
Pelayanan Publik) Aparatur Negara
https://evaluasi.menpa
n.go.id/admin/login

10 |Kinerja Pegawai

Berdasarkan Tabel 6.3, dari total 226 aplikasi yang dimiliki oleh
Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 71 aplikasi yang digunakan untuk
mendukung layanan administrasi pemerintahan. Dari jumlah tersebut, terdapat 71
aplikasi yang mendukung 10 jenis layanan administrasi pemerintahan berikut
merupakan pemetaan aplikasi yang mendukung 10 jenis layanan administrasi
pemerintahan, yaitu:

Layanan perencanaan didukung oleh 2 aplikasi

Layanan penganggaran didukung oleh 6 aplikasi

Layanan keuangan didukung oleh 17 aplikasi

Layanan pengadaan barang dan jasa didukung oleh 8 aplikasi
Layanan kepegawaian didukung oleh 13 aplikasi

Layanan kearsipan dinamis didukung oleh 1 aplikasi

Layanan pengelolaan barang milik daerah didukung oleh 4 aplikasi
Layanan pengawasan internal pemerintah didukung oleh 6 aplikasi
. Layanan akuntabilitas kinerja organisasi didukung oleh 12 aplikasi
10 Layanan kinerja pegawai didukung oleh 2 aplikasi.

O 0NN

6.5.3 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Layanan Publik
merupakan bagian dari SPBE yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik
di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Penerapan layanan publik dilakukan
dengan mengutamakan penggunaan aplikasi umum. Namun, apabila layanan publik
yang tersedia belum didukung oleh aplikasi umum, pemerintah daerah
diperbolehkan untuk membangun dan mengembangkan aplikasi khusus.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki total 226 aplikasi, di mana 155 aplikasi
di antaranya digunakan untuk mendukung layanan publik. Rincian aplikasi yang
mendukung Layanan Publik Berbasis Elektronik dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4 Ketersediaan Aplikasi pada Layanan Publik

Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan

Layanan Publik
SP4N Lapor (Sistem Dinas Komunikasi,
1 Pengaduan Pengelolaan Pengaduan |Informatika, RAL.01.43
Layanan Publik |Pelayanan Publik Persandian dan Informasi
Nasional) Statistik
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No | Jenis Layanan

Nama Aplikasi
Eksisting

PD Pemilik
Layanan

Kode Referensi
Layanan

(https://www.lapor.go.i
d/)
Pengaduan Apm.(aSl G.OL (Pelaporan RAL.02.04
1 Lavanan Publik Gratifikasi Online) Inspektorat Daerah Aparatur Neara
Y https://gol.kpk.go.id/ P 5
SATU DATA KKP Dinas Ketahanan RAL.01.10
2 |Data Terbuka https://satudata.kkp.go. | Pangan dan o
. ; Perikanan
id/ Perikanan
D Pt | o114 v
2 |Data Terbuka Satu Data KUKM . ’ Kecil dan
Koperasi dan Usaha Meneneah
Kecil Menengah &
SATU SEHAT
2 |Data Terbuka (https://satusehat.kemk|Dinas Kesehatan RAL.0L.25
. Kesehatan
es.go.id/sdmk)
Satu Data Kabupaten Dinas Komunikasi,
Kapuas Informatika, RAL.01.43
2 |Data Terbuka https://satudata.kapuas | Persandian dan Informasi
kab.go.id/ Statistik
Dinas Komunikasi,
2 |Data Terbuka Satu Data Indonesia Informatika, RAL.01.43
http://data.go.id Persandian dan Informasi
Statistik
Dinas Komunikasi
Geoportal Kabupaten . ’
2 |Data Terbuka Kapuas(http://kapuask Informa'gka, RAL'01'4$
ab.ina-sdi.orid ) Persandian dan Informasi
) o Statistik
Jaringan
Dokumentasi JDIH .
3 dan Informasi (jdih.kapuaskab.go.id) Bagian Hukum RAL.01.28 Hukum
Hukum
Layanan Publik Sektoral
DAPODIK (Data Pokok
. Pendidikan) . . RAL.01.31
1 [Pendidikan https://dapo.kemdikbud. Dinas Pendidikan Pendidikan
go.id/
VERVAL SP (Verifikasi
1 |Pendidikan dan Validasi Satuan Dinas Pendidikan RAL.(.)l..31
. Pendidikan
Pendidikan)
. VERVA[: PD.(Verlflka51 . . RAL01.31
1 |Pendidikan dan Validasi Peserta Dinas Pendidikan -
- Pendidikan
Didik)
MARKAS (Manajemen
)Aplikasi Rencana
o Kegiatan Anggaran . o RAL.01.31
1 |Pendidikan Sekolah) Dinas Pendidikan Pendidikan
https://arkas.kemdikbud
.go.id/
SIPINTAR (Sistem
. Informasi Indonesia . . RAL.01.31
1 |Pendidikan Pintar) Dinas Pendidikan Pendidikan
pip.kemdikbud.go.id
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No | Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan
- VERYALSARPRAS. . : - RAL.01.31
1 |Pendidikan (Verifikasi dan Validasi |Dinas Pendidikan .-
Pendidikan
Sarana dan Prasana)
. SIM Aneka Tunjangan N . RAL01.31
2 [Pengajaran https://antun.gtk.kemdikDinas Pendidikan .-
. Pendidikan
bud.go.id/
SIM Tunjangan
2 |Pengajaran https://simtun.gtk.kemdiDinas Pendidikan RAL'(.)l.'g !
. Pendidikan
kbud.go.id/
VERVAL PTK (Verifikasi
dan Validasi Pendidik
. dan Tenaga . . RAL.01.31
2 [Pengajaran Kependidikan) Dinas Pendidikan Pendidikan
http://vervalptk.data.ke
mdikbud.go.id/
)Aplikasi Kenaikan Gaji
. Berkala (Aplikasi . . RAL.01.31
2 |Pengajaran Internal Dinas Dinas Pendidikan Pendidikan
Pendidikan)
. Aplikasi SPT Disdik . . RAL.01.31
2 |Pengajaran (Aplikasi Internal Dinas |Dinas Pendidikan .-
1 Pendidikan
Pendidikan)
SISKA (Sistem Informasi
. Ketenagaan) . . RAL.01.31
2 [Pengajaran (Aplikasi Internal Dinas Dinas Pendidikan Pendidikan
Pendidikan)
SIDAMEK (Aplikasi Data
. Mandiri Elektronik . . RAL01.31
2 |Pengajaran Ketenagaan) Dinas Pendidikan .-
. Pendidikan
https://www.sidamek.m
id/
. SIMBAR (Sistem : - RAL.01.31
2 [Pengajaran Informasi Pembayaran) Dinas Pendidikan Pendidikan
Pekerjaan dan . Dinas Transmigrasi [RAL.01.32
3 Usaha SlAPkerja Dan Tenaga Kerja  [Ketenagakerjaan
Pekerjaan dan  [e-BUMD (Badan Usaha Bagian . RAL.02.02
3 Usaha Milik Daerah) Perekonomian dan Keuangan
Sumber Daya Alam 5
4 [Tempat Tinggal [Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Website Resmi
Komunikasi dan Inspektorat Daerah RAL.01.43
5 Informasi Kabupaten Kapuas Inspektorat Daerah Informasi
https://Inspektorat
Daerah.kapuaskab.go.id
‘Website Resmi Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan [Kabupaten Kapuas Informatika, RAL.01.43
[nformasi (https://kapuaskab.go.id |Persandian dan [nformasi
/web/) Statistik
Website Resmi Dinas Dinas Linekunean
Komunikasi dan [Lingkungan Hidup dan . skung RAL.01.43
5 . Hidup dan .
[nformasi Kehutanan Kabupaten [nformasi
Kehutanan

Kapuas
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No | Jenis Layanan

Nama Aplikasi

PD Pemilik

Kode Referensi

Eksisting
https://dlh.kapuaskab.go
.id

Layanan

Layanan

'Website Resmi Dinas

Pemberdayaan Dinas
5 Komunikasi dan [Masyarakat dan Desa Pemberdayaan RAL.01.43
[nformasi Kabupaten Kapuas Masyarakat dan [nformasi
https://dpmd.kapuaskab|Desa
.go.id
Website Dinas
Kependudukan dan Dinas
5 Komunikasi dan [Pencatatan Sipil K dudukan d RAL.01.43
. : . ependudukan dan :
[nformasi (https://disdukcapil.kap Pencatatan Sipil [nformasi
uaskab.go.id/index1.php
?modul=home)
Website Resmi Dinas
Pekerjaan Umum, Dinas Pekerjaan
Penataan Ruang, Umum, Penataan
5 Komunikasi dan [Perumahan Kawasan Ruang, Perumahan [RAL.01.43
Informasi Pemukiman dan Kawasan Informasi
Pertanahan Pemukiman dan
(https://dpuprpkp.kapu [Pertanahan
askab.go.id/web/)
Website Resmi Dinas
Komunikasi dan Kearsipan dan Dinas Kearsipan dan [RAL.01.43
> [nformasi Perpustakaan Kabupaten Perpustakaan [nformasi
Kapuas(https://disarpus
taka.kapuaskab.go.id /)
Website Resmi Dinas
5 Komunikasi dan [Sosial Kabupaten Kapuas Dinas Sosial RAL.01.43
[nformasi (https://dissos.kapuaska [nformasi
b.go.id/)
Website Resmi Dinas
5 Komunikasi dan [Kesehatan Dinas Kesehatan RAL.01.43
[nformasi https://dinkes.kapuaska [nformasi
b.go.id/web/
Website Resmi Dinas
Pemberdayaan Dinas
Perempuan, Pemberdayaan
o Perlindungan Anak, Perempuan,
5 Komumk.am dan Pengendalian Penduduk |Perlindungan Anak, RAL'01'4.3
Informasi i Informasi
dan Keluarga Berencana |Pengendalian
Kabupaten Kapuas Penduduk dan
(https://dp3appkb.kapu [Keluarga Berencana
askab.go.id/)
Website Resmi Dinas
Penanaman Modal dan  |Dinas Penanaman
5 Komunikasi dan [Pelayanan Terpadu Satu [Modal dan RAL.01.43
[nformasi Pintu Pelayanan Terpadu [Informasi
(https://dpmptsp.kapuas|Satu Pintu
kab.go.id/)
Komunikasi dan Website R?Sml Badan Badan Kepegawaian RAL.01.43
5 . Kepegawaian dan .
[nformasi dan Pengembangan [Informasi
Pengembangan Sumber
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No | Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
Eksisting Layanan Layanan
Daya Sumber Daya
Manusia(https://bkpsdmManusia
.kapuaskab.go.id/)

Website Resmi Satuan
Polisi Pamong Praja dan

Satuan Polisi

Kapuas

5 Komunikasi dan |Pemadam Pamong Prajadan [RAL.01.43
[nformasi Kebakaran(https://polpp|Pemadam [nformasi
damkar.kapuaskab.go.id/|Kebakaran
Website Resmi Rumah
Sakit Umum Daerah Dr.  |Rumah Sakit Umum
5 Komunikasi dan [H. Soemarno Daerah dr. H. RAL.01.43
[nformasi Sosroatmodjo Soemarno [nformasi
(http://rsud.kapuaskab.g[Sosroatmodjo
0.id/)
Website Resmi
I Kecamatan
5 ﬁlofg::;l::Sl dan Selat(https://kec- Kecamatan Selat Frﬁj)‘r(r);ailg
selat.kapuaskab.go.id/pk
/)
KIP (Kapuas Infokom Dinas Komunikasi,
5 Komunikasi dan [Publik) Informatika, RAL.01.43
[nformasi https://kip.kapuaskab.go|Persandian dan [nformasi
.id Statistik
. Dinas Komunikasi,
Komunikasi dan PPID ( Pe.]abat Pengelola Informatika, RAL.01.43
5 . Informasi dan . .
[nformasi . Persandian dan [nformasi
Dokumentasi) -
Statistik
Website Resmi Sekretaris| .. N
Daerah Kabupaten Dinas Komunikasi,
Komunikasi dan p Informatika, RAB.09.03
> [nformasi Kapuas Persandian dan [nformasi
https: //setda.kapuaskab. Statistik
go.id
Website Resmi Badan
Komunikasi dan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan [RAL.01.43
> [nformasi Kabupaten Kapuas Daerah [nformasi
https://bpprd.kapuaskab
.go.id/
Website Resmi
Sekretariat Dewan
Komunikasi dan Perwakilan Rakyat Sekreta?lat Dewan RAL 01.43
5 . Daerah Kabupaten Perwakilan Rakyat .
[nformasi [nformasi
Kapuas Daerah
https://tu.setwan.kapuas
kab.go.id/
Website Resmi Badan
Komunikasi dan Badan Kgsatuan Bangsa Badan Kesatuan RAL.01.43
> [nformasi dan Politik Bangsa dan Politik [[nformasi
https://kesbangpol.kapu &
askab.go.id/
Komunikasi dan Web51t_e Resmi Dinas . . RAL.01.43
5 . Pertanian Kabupaten Dinas Pertanian .
[nformasi [nformasi
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No | Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan
https://distan.kapuaskab
.go.id/
Website Resmi Badan
Komunikasi dan Penanggulangan BencanaBadan RAL 01.43
5 Informasi Daerah Kapuas Penanggulangan Informasi
https://bpbd.kapuaskab. |Bencana Daerah
go.id/
[KLH (Indeks Kualitas Dinas Linekunean
Lingkungan Lingkungan Hidup) . skung RAL.01.40
6 Hidu https://ppkl.menlhk.go.i Hidup dan Lingkungan Hidu
p d/ ps://PPXL. 80! IKehutanan gXung p
7 |Kesehatan [nsentif Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan RAL.01.25
Masyarakat Kesehatan
Komdat Kemkes
(Komunikasi Data
7 [Kesehatan Kementerian Kesehatan) [Dinas Kesehatan E?;eg;tii
https://komdatkesmas.k
emkes.go.id/"
SIPTM (Sistem Informasi | .. RAL.01.25
7 [Kesehatan Penyakit Tidak Menular) Dinas Kesehatan Kesehatan
DASHBOARD KTR : RAL.01.25
7 [Kesehatan (Kawasan Tanpa Rokok) Dinas Kesehatan Kesehatan
SIMKESWA (Sistem : RAL.01.25
7 [Kesehatan Kesehatan Jiwa) Dinas Kesehatan Kesehatan
SISKOHATKES (Sistem
Komputerisasi Haji . RAL.01.25
7 [Kesehatan Terpadu Bidang Dinas Kesehatan Kesehatan
Kesehatan)
SITB (Sistem Informasi . RAL.01.25
7 [Kesehatan Tuberkulosis) Dinas Kesehatan Kesehatan
7 |Kesehatan E-TB 12 Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
Sihepi (Sistem Informasi
7 |Kesehatan Hepatitis dan Infeksi Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
Saluran Pencernaan)
Silantor 2.0 (Sistem
7 |Kesehatan Informasi Surveilans dan [Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
Vektor)
[KK Pengendalian Vektor
https://link.kemkes.go.id| .. RAL.01.25
7 [Kesehatan /multi/Links/lists/input Dinas Kesehatan Kesehatan
dataikkvbpp2024
SIHA 2.1 (Sistem : RAL.01.25
7 [Kesehatan Informasi HIV AIDS) Dinas Kesehatan Kesehatan
7 |Kesehatan La_lpor Frambusia (_)nhne Dinas Kesehatan RAL.01.25
s.id/laporframbusia Kesehatan
SIPK (Sistem Informasi . RAL.01.25
7 [Kesehatan Penyakit Kusta) Dinas Kesehatan Kesehatan
Sigizi Terpadu (ePPGBM -
Pencatatan dan . RAL.01.25
7 [Kesehatan Pelaporan Gizi Berbasis Dinas Kesehatan Kesehatan
Masyarakat)
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No | Jenis Layanan

Nama Aplikasi

PD Pemilik

Kode Referensi

Eksisting

Layanan

Layanan

MPDN (Maternal
7 [Kesehatan Perinatal Death Dinas Kesehatan RAL.01.25
e Kesehatan
Notification)
SIHALO (Sistem
7 [Kesehatan Informasi Hasil Dinas Kesehatan RAL.01.25
: Kesehatan
Laboratorium)
Sikelim (Sistem . RAL.01.25
7 [Kesehatan Informasi Kelola Limbah) Dinas Kesehatan Kesehatan
Sipekam ( Sistem
7 [Kesehatan Informasi Pengawasan |Dinas Kesehatan RAL.01.25
. o Kesehatan
Kualitas Air Minum)
SiSTBM (Sistem
7 [Kesehatan Informasi Sanitasi Total |Dinas Kesehatan RAL.01.25
. Kesehatan
Berbasis Masyarakat)
Emonev HSP/TPP . RAL.01.25
7 [Kesehatan (Hygiene Sanitasi Dinas Kesehatan
Kesehatan
Pangan)
Emonev TFU (Tempat . RAL.01.25
7 [Kesehatan dan Fasilitas Umum) Dinas Kesehatan Kesehatan
SITKO (Sistem lnformasg . RAL.01.25
7 [Kesehatan Terpadu Kesehatan Kerja |Dinas Kesehatan
Kesehatan
dan Olahraga)
RENBUT (Perencanaan
Kebutuhan SDMK) . RAL.01.25
7 [Kesehatan (https:// renbut.kemkes.gDlnas Kesehatan Kesehatan
0.id/)
7 [Kesehatan SMARTPOM . Dinas Kesehatan RAL.01.25
smartpom.pom.go.id Kesehatan
SPPIRT (Sertifikat
7 |Kesehatan Produksi Pangan Industri Dinas Kesehatan RAL.01.25
Rumah Tangga) Kesehatan
sppirt.pom.go.id
SIMADA FARMALKES
(Sistem Manajemen Data | .. RAL.01.25
7 [Kesehatan Kefarmasian dan Alat Dinas Kesehatan Kesehatan
Kesehatan)
SIMONA KEMKES
(Sistem Monitoring . RAL.01.25
7 [Kesehatan Evaluasi Analisa Jabatan Dinas Kesehatan Kesehatan
Kementerian Kesehatan)
SMILE (Sistem
7 |Kesehatan MOIlltEOI‘lr.lg LOng'Flk Dinas Kesehatan RAL.01.25
Imunisasi berbasis Kesehatan
Elektronik)
SIPNAP (Sistem
Informasi Pelaporan . RAL.01.25
7 [Kesehatan Narkotika & Psikotropika Dinas Kesehatan Kesehatan
Nasional)
RME (Rekam Medis . RAL.01.25
7 [Kesehatan Elektronik) Dinas Kesehatan Kesehatan
SEHAT INDONESIAKU RAL.01.25
7 [Kesehatan (https://sehatindonesiak{Dinas Kesehatan Lo
. Kesehatan
u.kemkes.go.id/)
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No | Jenis Layanan

Nama Aplikasi

PD Pemilik

Kode Referensi

Eksisting

Layanan

Layanan

SIP ISPA (Aplikasi sistem
. ) . RAL.01.25
7 [Kesehatan pakar diagnosis penyakit |Dinas Kesehatan
. Kesehatan
ispa )
PPI (Pencegahan dan . RAL.01.25
7 [Kesehatan Pengendalian Infeksi) Dinas Kesehatan Kesehatan
SI SDMK (Sistem
[Informasi Sumber Daya
7 [Kesehatan Manusia Kesehatan) Dinas Kesehatan E?;eg;tii
(https://sisdmk.kemkes.
go.id/)
Kak Skamrt
Kes!lng(kerangka acuan | RAL 01.25
7 [Kesehatan kegiatan pengawasan Dinas Kesehatan
. Kesehatan
dan pengendalian
kualitas air )
SISRUTE (Sistem ) RAL.01.25
7 [Kesehatan Rujukan Terintegrasi) Dinas Kesehatan Kesehatan
IASPAK (Aplikasi Sarana,
7 |Kesehatan Prasarana, dan Alat Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
Kesehatan)
7 [Kesehatan PSC (Public Safety Dinas Kesehatan RAL.01.25
Center) Kesehatan
7 |Kesehatan KOMEN Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan KS 2.0 (Keluarga Sehat) |Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan Registrasi Puskesmas Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan Registrasi Fasyankes Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan DFC.) (Data Fayankes Dinas Kesehatan RAL.01.25
Online) Kesehatan
7 |Kesehatan Mutu Fasyankes Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan Database JKN Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
E-Dabu (Elektronik Data | .. RAL.01.25
7 [Kesehatan Badan Usaha) Dinas Kesehatan Kesehatan
7 |Kesehatan P CARE Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan E. KOHORT Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
SELENA (Sistem
7 IKesehatan Elektronik Pengelolaan Dinas Kesehatan RAL.01.25
dan Pelayanan Kesehatan
Kefarmasian)
7 |Kesehatan ESISMAL Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan LAYAK HAMIL Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
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No | Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan
PIS PK (Program
7 [Kesehatan Indonesia Sehat dengan [Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
Pendekatan Keluarga)
7 [Kesehatan Microsite Promkes Dinas Kesehatan RAL.01.25
Kesehatan
7 |Kesehatan INM (Indikator Nasional Dinas Kesehatan RAL.01.25
Mutu) Kesehatan
Rumah Sakit Umum
7 [Kesehatan SIMRS KHANZA Daerah dr. H. RAL.01.25
Soemarno Kesehatan
Sosroatmodjo
VCLAIM (Virtual Claim  |Rumah Sakit Umum
7 |Kesehatan BP]S) Daerah dr. H. RAL.01.25
https://vclaim.bpjs- Soemarno Kesehatan
kesehatan.go.id/ Sosroatmodjo
ASIK CAKEF (Sistem
Informasi Kesehatan
yang Cepat, Akurat,
7 |Kesehatan Komprehensif, Efektif & [Dinas Kesehatan RAB.04.01
. Kesehatan
Fleksibel)
https://asik-
cakef kalteng.go.id/
SIKS-NG Online (Sistem
8 JJaminan Sosial |Informasi Kesejahteraan |Dinas Sosial RAL.01.26 Sosial

Sosial Next Generation)

)Aplikasi Pemanfaatan

14

dan Penataan
Ruang

Gedung)
https://simbg.pu.go.id/

Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

8 JJaminan Sosial | Dokumen Kependudukan|Dinas Sosial RAL.01.26 Sosial
untuk Bantuan Sosial
9 [Energi Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
10 |Perbankan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
Perhubungan dan PIM PIEB (Sistem . RAL.01.19
11 . Pengujian Kendaraan Dinas Perhubungan .
Lalu Lintas Transportasi
Bermotor)
12 pumberbaya pijok ada Tidak Ada Tidak Ada
Alam
SiBawi (Sistem Informasi|Dinas Pariwisata,
13 IPariwisata Budaya dan Pariwisata) |Kebudayaan, RAL.01.15
https://www.sibawi.com [Kepemudaan dan  [Pariwisata
Olahraga
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum SIMBG (Sistem Informasi |Umum, Penataan
Manajemen Bangunan  |Ruang, Perumahan |RAL.01.17

Pekerjaan Umum

14

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

SIMBPB (Sistem
[Informasi Manajemen
Bina Penataan
Bangunan)

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan

Pertanahan

RAL.01.17
Pekerjaan Umum
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No

14

Jenis Layanan

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

Nama Aplikasi
Eksisting

SIINSAN (Sistem
Informasi Insfrastruktur
Sanitasi)

PD Pemilik
Layanan

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

Kode Referensi
Layanan

RAL.01.17
Pekerjaan Umum

14

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

SIDARLING (Sistem
Informasi Sadar dan
Peduli Lingkungan)

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

RAL.01.17
Pekerjaan Umum

14

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

SIMSPAM (Sistem
Informasi Penyediaan Air
Minum)

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

RAL.01.17
Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

)Aplikasi Tata Ruang

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan

RAL.01.22

14 |dan Penataan (https:// tataruang.dpupr Kawasan Pertanahan
Ruang pkp.kapuaskab.go.id/) Pemukiman dan
Pertanahan
Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum SIPD]D (Sistem Umum, Penataan
Pengelolaan Database  |Ruang, Perumahan |RAL.01.17

14

dan Penataan
Ruang

Jalan Provinsi dan
Kabupaten/Kota)

Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

Pekerjaan Umum

14

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

SITIA (Sinergitas,
Transparansi, Integrasi
dan Akuntable)

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

RAL.01.17
Pekerjaan Umum

14

Pekerjaan Umum
dan Penataan
Ruang

E-PAKSI (Elektronik
Pengelolaan Aset dan
Kinerja Sistem Irigasi)

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan
Kawasan
Pemukiman dan
Pertanahan

RAL.01.17
Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan

14 |dan Penataan ESimpan Ruang, Perumahan [RAL.01.20
Ruan Kawasan Perumahan
g Pemukiman dan
Pertanahan
. . ) Dinas Pekerjaan
Pekerjaan Umum [Sistem Informasi
. . [Umum, Penataan RAL.01.20
14 |dan Penataan Pembina Jasa Konstruksi
Ruang, Perumahan [Perumahan

Ruang

(SIPJAKI)

Kawasan
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Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan
Pemukiman dan
Pertanahan
Ketentraman dan o
Ketertiban Umum Satuan Polisi
15 |serta SIM-SATPOL PP Pamong Prajadan |[RAL.01.29
. Pemadam Keamanan
Perlindungan Kebakaran
Masyarakat
Ketentraman dan .
Ketertiban Umum Satuan Polisi
15 |serta SIMLINMAS Pamong Prajadan |[RAL.01.29
. Pemadam Keamanan
Perlindungan
Kebakaran
Masyarakat
Dinas
Pemberdayaan Egrrr;};rfri:ﬁaan RAL.01.27
Perempuan dan [E-KONSELING (Aplikasi mpuan, o
16 . . Perlindungan Anak, [Pemberdayaan
Perlindungan Konseling Terpadu) i
Anak Pengendalian Perempuan
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas
. Pemberdayaan
Pemberdayaan [SIMFONI PPA (Sistem
. . Perempuan, RAL.01.27
Perempuan dan ([[nformasi Online .
16 . . Perlindungan Anak, Pemberdayaan
Perlindungan Perlindungan Perempuan >
Anak dan Anak) Pengendalian Perempuan
Penduduk dan
Keluarga Berencana
FSVA (Peta Ketahanan  [0.nas Ketahanan -y 49 o7
17 |Pangan Pangan dan .
dan Kerentanan Pangan) ; Pertanian
Perikanan
PPH (Pola Pangan Dinas Ketahanan =g\ 41 07
17 |Pangan Pangan dan .
Harapan) ; Pertanian
Perikanan
18 |Pertanahan Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
IAdministrasi SIAK (Sistem Informasi [Dinas
L : RAL.01.23
19 [Kependudukan |Administrasi Kependudukan dan Kependudukan
Catatan Sipil Kependudukan) Pencatatan Sipil p
)Administrasi Dinas
19 [Kependudukan [Bcard Kependudukan dan E?Lé?lﬁlzlgukan
Catatan Sipil Pencatatan Sipil p
IAdministrasi . Dinas
Catatan Sipil p 5 Pencatatan Sipil p
IAdministrasi Dinas
19 [Kependudukan |Benroller Kependudukan dan E?Lé?lﬁlzlgukan
Catatan Sipil Pencatatan Sipil p
IAdministrasi IAFIS (Automated Dinas RAL01.23
19 [Kependudukan [Fingerprint IdentificationKependudukan dan Ke e.:n d.u dukan
Catatan Sipil System) Pencatatan Sipil p
IAdministrasi Dinas
19 [Kependudukan [PETAK Kependudukan dan E?Lé?lﬁlzlgukan
Catatan Sipil Pencatatan Sipil p
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Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan
Pemberdavaan Dinas RAL.01.21
Y PRODESKEL (Profil Desa [Pemberdayaan Pembangunan
20 Masyarakat dan
dan Kelurahan) Masyarakat dan Kawasan atau
Desa .
Desa Daerah Tertinggal
Pemberdavaan Dinas RAL.01.21
Y EVDESKEL (Evaluasi Pemberdayaan Pembangunan
20 Masyarakat dan
Desa dan Kelurahan) Masyarakat dan Kawasan atau
Desa .
Desa Daerah Tertinggal
Pemberdavaan Dinas RAL.01.21
Y SIDARA (Sistem Data Pemberdayaan Pembangunan
20 Masyarakat dan
Sektoral) Masyarakat dan Kawasan atau
Desa :
Desa Daerah Tertinggal
SIAPDes ( Sistem Dinas RAL.01.21
Pemberdayaan .
20 IMasvarakat dan Informasi dan Pemberdayaan Pembangunan
Desg )Administrasi Pemerintah [Masyarakat dan Kawasan atau
Desa) (Aplikasi Provinsi) Desa Daerah Tertinggal
Pemberdavaan Dinas RAL.01.21
Y [DM (Indeks Desa Pemberdayaan Pembangunan
20 Masyarakat dan
Membangun) Masyarakat dan Kawasan atau
Desa .
Desa Daerah Tertinggal
Dinas
Pengendalian Eg?e}r)er:iaan
Penduduk dan  [SIRIKA (Sistem Informasi mpuan, RAL.01.23
21 . Perlindungan Anak,
Keluarga Rantai Pasok Alokon) i Kependudukan
Berencana Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas
Pengendalian —py perempuan,
21 Penduduk dan (Elektronik Siap Nikah  [Perlindungan Anak, RAL.01.23
Keluarga . > Kependudukan
Berencana dan Hamil) Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas

Pengendalian Eg?e}r)er:iaan
21 Penduduk dan  |[ALAMANDA (Aplikasi Perliné)un z;n Anak RAL.01.23
Keluarga Manajemen Dak NF-PPA) & " |Kependudukan
Berencana Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas

Pengendalian Egﬁﬁ;i:ﬁaan

21 Penduduk dan SIGA KB Perlindungan Anak, RAL.01.23
Keluarga i Kependudukan
Berencana Pengendalian

Penduduk dan
Keluarga Berencana
Dinas Penanaman

22 Penanaman MPP DIGITAL (Mal Modal dan RAL.01.12

Modal Pelayanan Publik) Pelayanan Terpadu ([[nvestasi
Satu Pintu
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No | Jenis Layanan Nama Aplikasi PD Pemilik Kode Referensi
y Eksisting Layanan Layanan
. .. Dinas Penanaman
Penanaman 0SS (Sistem P.erlzman_ Modal dan RAL.01.12
22 Berusaha Terintegrasi .
Modal : Pelayanan Terpadu [[nvestasi
Secara Elektronik) .
Satu Pintu
SICANTIK(Aplikasi Dinas Penanaman —p oy 01 16
Penanaman Modal dan .
22 Cerdas Layanan Perizinan dan
Modal . Pelayanan Terpadu o
Perizinan Terpadu) . IAkreditasi
Satu Pintu
SiMasBude (Sistem
[Informasi Manajemen Dinas Pariwisata,
23 Kepemudaan dan |Aset Dinas Kebudayaan, [Kebudayaan, RAL.01.34 Pemuda
Olahraga Kepemudaan dan Kepemudaan dan
Olahraga) Olahraga
https://simasbude.com/
24 [Kebudayaan Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
2t Perpustakaan [nlisLite (Integrated Dinas Kearsipan dan [RAL.01.42
p Library System Lite) Perpustakaan Kebudayaan
26 [Kearsipan Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
g7 [Relautandan o0 agg Tidak ada Tidak ada
Perikanan
28 |Pertanian Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
29 |Perkebunanan ([Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
30 |Peternakan Tidak Ada Tidak ada Tidak ada
SP2KP(Sistem Dinas Perdagangan,
31 IPerdacanean Pemberian Pelayanan Perindustrian, RAL.01.06
§ang Keperawatan Koperasi dan Usaha [Perdagangan
Profesional) Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
31 IPerdacanean ODS (Online Data Perindustrian, RAL.01.06
§ang System) Koperasi dan Usaha [Perdagangan
Kecil Menengah
. Dinas Perdagangan,
E_SK.A. (Electron.l C. Perindustrian, RAL.01.06
31 |Perdagangan Certificate of Origin .
. Koperasi dan Usaha [Perdagangan
Service) .
Kecil Menengah
[KMA Online (Industri Eérrllans dl:lil;(:?a,cgrilngan,
32 |Perindustrian Kecil, Menengah dan . ' RAL.01.05 Industri
Aneka) Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah
Dinas Perdagangan,
. . SIINAS(Sistem Informasi |Perindustrian, .
32 |Perindustrian Industri Nasional) Koperasi dan Usaha RAL.01.05 Industri
Kecil Menengah
33 [Transmigrasi Tidak Ada Tidak ada Tidak ada

Berdasarkan Tabel 6.4, dari total 155 aplikasi yang mendukung layanan
publik di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 8 aplikasi yang secara umum
mendukung layanan publik, serta 139 aplikasi yang mendukung layanan publik
sektoral. Masing-masing aplikasi telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan
operasional dan fungsional sesuai dengan jenis layanan yang dikelola. Rincian
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jumlah aplikasi yang digunakan untuk setiap jenis layanan publik di Pemerintah
Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel 6.5.

Tabel 6.5 Jumlah Aplikasi Berdasarkan Jenis Layanan Publik

No. Jenis Layanan ‘ Jumlah Aplikasi
Layanan Publik
1 Pengaduan Layanan Publik 2
2 Data Terbuka 6
3 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1
Layanan Publik Sektoral
1 Pendidikan 6
2 Pengajaran 8
3 Pekerjaan dan Usaha 2
4  |Tempat Tinggal 0
5 Komunikasi dan Informasi 23
6 Lingkungan Hidup 1
7 Kesehatan 58
8 Jaminan Sosial 2
9 Energi 0
10 |Perbankan 0
11 |Perhubungan dan Lalu Lintas 1
12 |Sumber Daya Alam 0
13 |Pariwisata 1
14 |Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 11
15 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 3
Perlindungan Masyarakat
16 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan )
Anak
17 |Pangan 2
18 |Pertanahan 0
19 |Administrasi Kependudukan Catatan Sipil 6
20 |Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5
21 Pengendalian Penduduk dan Keluarga 4
Berencana
22 |Penanaman Modal 3
23 |Kepemudaan dan Olahraga 1
24 |Kebudayaan 0
25 |Perpustakaan 1
26 |Kearsipan 0
27 |Kelautan dan Perikanan 0
28 |Pertanian 0
29 |Perkebunanan 0
30 |Peternakan 0
31 |Perdagangan 3
32 |Perindustrian 2
33 |Transmigrasi 0
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Berdasarkan Tabel 6.5, jenis layanan dengan jumlah aplikasi terbanyak
adalah Kesehatan dengan 58 aplikasi, diikuti oleh Komunikasi dan Informasi
dengan 23 aplikasi. Beberapa jenis layanan sektoral, seperti Tempat Tinggal,
Energi, Perbankan, Sumber Daya Alam, Kebudayaan, Kearsipan, Kelautan dan
Perikanan, Pertanian, Perkebunanan, Peternakan belum memiliki aplikasi yang
mendukung. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam
pengembangan dan pemanfaatan aplikasi di beberapa sektor layanan, sehingga
diperlukan upaya untuk membangun serta mengembangkan aplikasi pada sektor-
sektor tersebut. Hasil dari pemetaan usulan aplikasi berdasarkan layanan publik
berbasis elektronik dapat ditemukan pada Buku 3 Arsitektur Data dan Informasi
Serta Layanan Pemerintah Kabupaten Kapuas, tepatnya pada Subbab 4.5
Identifikasi Usulan Layanan SPBE.

6.5.4 Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD

Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini menggunakan total 226 aplikasi,
yang terdiri dari 217 aplikasi aktif dan 9 aplikasi dalam tahap pengembangan.
Selanjutnya, dari total 42 PD, 30 PDtelah memiliki aplikasi pendukung layanan
administrasi pemerintahan dan publik, sedangkan 12 PDmasih belum memiliki
aplikasi yang mendukung layanannya yaitu Dinas Pertanian, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bagian
Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum, Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Bagian
Protokol Dan Komunikasi PimpinanKecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir,
Puskesmas Selat, Puskesmas Melati, Puskesmas Pulau Telo. Berdasarkan hasil
analisis kondisi eksisting, dilakukan pemetaan aplikasi pada masing-masing bidang
di PD yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Pemetaan aplikasi pada masing-
masing bidang diuraikan pada Tabel 6.6 dibawah ini.

Tabel 6.6 Ketersediaan Aplikasi pada Bidang di Masing-masing PD

No Nama PD Jumlah Ketersediaan Aplikasi pada

Bidang Bidang
1 Inspektorat Daerah 5 Serf‘“a pidang telah didukung
aplikasi
Terdapat 1 bidang yang telah
2 Dinas Komunikasi, Informatika, 4 didukung aplikasi.
Persandian dan Statistik 3 bidang belum tersedia
aplikasi.
Terdapat 3 bidang yang telah
3 Dinas Pendidikan 4 didukung aplikasi.
1 bidang belum tersedia
aplikasi.
4 Dinas Pariwisata, Kebudayaan, 4 Semua bidang telah didukung
Kepemudaan dan Olahraga aplikasi
Terdapat 1 bidang yang telah
5 Dinas Lingkungan Hidup dan 4 didukung aplikasi.
Kehutanan 3 bidang belum tersedia
aplikasi.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Terdapat 3 bidang yang telah
6 4 ) N
dan Desa didukung aplikasi.
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Jumlah

Ketersediaan Aplikasi pada

No Nama £D Bidang Bidang
1 bidang belum tersedia
aplikasi
Terdapat 3 bidang yang telah
7 Dinas Ketahanan Pangan dan 4 didukung aplikasi.
Perikanan 1 bidang belum tersedia
aplikasi
. . Seluruh bidang belum
8 Dinas Pertanian 6 didukung aplikasi
9 Dinas Kependudukan dan 4 Seluruh bidang sudah
Pencatatan Sipil didukung aplikasi
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan '(Il‘grdapat > bl.dan.g yang telah
10 | Ruang, Perumahan Kawasan 6 1dE1kung aplikasi. .
Pemukiman dan Pertanahan 1 b.l dal.lg belum tersedia
aplikasi
Terdapat 1 bidang yang telah
11 Dinas Transmigrasi Dan Tenaga 4 didukung aplikasi.
Kerja 3 bidang belum tersedia
aplikasi
Terdapat 3 bidang yang telah
12 Dinas Kearsipan dan 4 didukung aplikasi.
Perpustakaan 1 bidang belum tersedia
aplikasi
Terdapat 1 bidang yang telah
. . didukung aplikasi.
13 | Dinas Sosial 3 3 bidang belum tersedia
aplikasi
. Semua bidang sudah
14 | Dinas Kesehatan 4 didukung aplikasi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Terdapat 3 bidang yang telah
15 Perlindungan Anak, Pengendalian 4 didukung aplikasi.
Penduduk dan Keluarga 1 bidang belum tersedia
Berencana aplikasi
16 Dinas Penanaman Modal dan 5 Semua bidang sudah
Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung aplikasi
Terdapat 1 bidang yang telah
. didukung aplikasi.
17| Dinas Perhubungan 3 2 bidang belum tersedia
aplikasi
Dinas Perdagangan, Tgrdapat 3 bi.dan.g yang telah
18 | Perindustrian, Koperasi dan 4 dldykung aplikasi. .
Usaha Kecil Menengah 1 b.l dal.lg belum tersedia
aplikasi
Terdapat 3 bidang yang telah
19 | Badan Keuangan dan Aset Daerah 4 glﬁ?(ll(:;lgg sgllllll;istle.:rse dia
aplikasi
Terdapat 1 bidang yang telah
20 Badan Kesatuan Bangsa dan 4 didukung aplikasi.
Politik 3 bidang belum tersedia
aplikasi
Badan Kepegawaian dan Semua bidang telah didukung
21 | Pengembangan Sumber Daya 3 .
. aplikasi
Manusia
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Jumlah

Ketersediaan Aplikasi pada

No Nama £D Bidang Bidang
Badan Penanggulangan Bencana Tidak terdapat aplikasi yang
22 3 .
Daerah mendukung bidang
Badan Perencanaan Tgrdapat 1 bl.dan.g yang telah
. didukung aplikasi.
23 | Pembangunan Daerah, Penelitian 4 . .
3 bidang belum tersedia
dan Pengembangan o
aplikasi
24 | Badan Pendapatan Daerah 4 Se“.““a pldang telah didukung
aplikasi
7t Sekretariat Dewan Perwakilan 4 Tidak ada aplikasi yang
Rakyat Daerah mendukung bidang
Terdapat 2 bidang yang telah
26 Satuan Polisi Pamong Praja dan 4 didukung aplikasi.
Pemadam Kebakaran 2 bidang belum tersedia
aplikasi
Terdapat 2 bidang yang telah
27 Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. 4 didukung aplikasi.
Soemarno Sosroatmodjo 2 bidang belum tersedia
aplikasi
. Semua bidang telah didukung
28 | Bagian Pengadaan Barang/Jasa 1 aplikasi
Bagian Perekonomian dan Semua bidang telah didukung
29 1 o
Sumber Daya Alam aplikasi
Bagian Administrasi Semua bidang telah didukung
30 1 o
Pembangunan aplikasi
31 | Bagian Pemerintahan 1 Semua pldang telah didukung
aplikasi
. . Tidak ada aplikasi yang
32 | Bagian Kesejahteraan Rakyat 1 mendukung bidang
33 | Bagian Hukum 1 Semua pldang telah didukung
aplikasi
. Tidak ada aplikasi yang
34 | Bagian Umum 1 mendukung bidang
35 | Bagian Organisasi 1 Semua pldang telah didukung
aplikasi
Bagian Perencanaan Dan Tidak ada aplikasi yang
36 1 .
Keuangan mendukung bidang
Bagian Protokol Dan Komunikasi Tidak ada aplikasi yang
37 Lo 1 :
Pimpinan mendukung bidang
Tidak ada
Peraturan
Bupati . I
38 | Kecamatan Selat mengenai 'rlr‘llgsl(;l?l?jnapll)lilg;i yang
SOTK gbicang
Kecamatan
Selat
39 | Kecamatan Kapuas Hilir 3 Tidak ada apll_ka51 yang
mendukung bidang
40 | Puskesmas Selat 1 Tidak ada aph_ka51 yang
mendukung bidang
41 | Puskesmas Melati 1 Tidak ada aph_ka51 yang
mendukung bidang
4?2 | Puskesmas Pulau Telo 1 Tidak ada aph_ka51 yang
mendukung bidang
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Berdasarkan Tabel 6.6, terdapat 13 PD yang seluruh bidang dan
sekretariatnya telah didukung oleh aplikasi, 17 PD yang hanya sebagian dari
bidangnya yang telah menggunakan aplikasi, serta 12 PD yang bidangnya belum
didukung oleh aplikasi, namun Sebagian secretariat dari PD tersebut sudah
menggunakan aplikasi. Selain itu, terdapat 12 PD yang belum menggunakan
aplikasi di seluruh bidangnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa, meskipun
sebagian besar PD telah memanfaatkan aplikasi secara menyeluruh, masih terdapat
PD yang memerlukan pengembangan lebih lanjut guna mencapai penerapan
aplikasi yang merata di seluruh bidang.

6.5.5 Infrastruktur Pengembangan Aplikasi

Infrastruktur untuk pengembangan aplikasi mencakup berbagai sumber
daya yang mendukung proses pengembangan, pengujian, implementasi, serta
pemeliharaan aplikasi. Dalam konteks SPBE, infrastruktur ini terdiri dari Basis
Aplikasi, Server Aplikasi, Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman, Bahasa Pemrograman,
Kerangka Pengembangan, Basis Data, serta Unit Pengembang. Semua komponen
tersebut berkolaborasi untuk memastikan proses pengembangan aplikasi
berlangsung secara efektif dan efisien.

6.5.5.1 Basis Aplikasi

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, aplikasi yang digunakan terbagi menjadi
empat basis utama, yaitu mobile, desktop, website, dan cloud. Namun, terdapat juga
aplikasi yang menggabungkan beberapa basis sekaligus, seperti aplikasi yang
berbasis website dan mobile. Aplikasi berbasis mobile adalah aplikasi yang
dirancang untuk digunakan pada perangkat seluler atau smartphone. Sementara itu,
aplikasi berbasis desktop adalah aplikasi yang berjalan pada satu atau lebih
komputer. Aplikasi berbasis website dikembangkan dengan bahasa pemrograman
yang berjalan di sisi client, sehingga memerlukan web server dan browser untuk
operasionalnya. Sedangkan, aplikasi berbasis cloud dikembangkan dengan
menggunakan teknologi komputasi awan (cloud). Persentase masing-masing basis
aplikasi dapat dilihat pada Gambar 6.4. Dari total 226 aplikasi yang ada, berikut
adalah detail jumlah dan persentasenya:

e 6 aplikasi (3%) berbasis Cloud

e 8 aplikasi (3%) berbasis Desktop

e 190 aplikasi (84%) berbasis Website

e 4 aplikasi (2%) berbasis Mobile

e 18 aplikasi (8%) berbasis Website & Mobile
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BASIS APLIKASI

mCloud mDesktop Website Mobile m Website & Mobile

Gambar 6.4 Basis Aplikasi

Dari Gambar 6.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang tersedia di
Pemerintah Kabupaten Kapuas didominasi oleh basis aplikasi website,
mencakup sebagian besar dari total aplikasi yang ada. Jumlah aplikasi berbasis
website mencapai 190 aplikasi, menunjukkan bahwa penggunaan platform web
merupakan pilihan utama dalam menyediakan layanan dan informasi kepada
masyarakat. Dinas Kesehatan adalah PD yang memiliki aplikasi dengan basis
website terbanyak. Salah satunya contohnya adalah ASPAK (Aplikasi Sarana,
Prasarana, dan Alat Kesehatan) yang digunakan untuk menghimpun data dan
menyajikan informasi mengenai sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada fasilitas
pelayanan Kesehatan. Sebaliknya, aplikasi berbasis desktop merupakan basis
aplikasi yang paling sedikit digunakan, yaitu dengan jumlah 4 aplikasi. Salah satu
aplikasi berbasis desktop yang dimiliki oleh Pemerintah Kapuas adalah E-PAHARI
yaitu aplikasi digital yang digunakan untuk pengelolaan dan pembayaran pajak
kendaraan bermotor secara online.

6.5.5.2 Server Aplikasi

Pengelompokan aplikasi berdasarkan lokasi server terbagi menjadi empat
kategori, yaitu Server Pusat, Server Kominfo, Server Internal, dan Server Pihak
Ketiga. Server Pusat merupakan server yang digunakan untuk menyimpan aplikasi
yang dikembangkan serta dikelola oleh kementerian atau instansi vertikal lainnya.
Server Kominfo adalah server yang digunakan untuk penyimpanan aplikasi yang
dibangun pada server milik Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik. Server Internal PD digunakan oleh PDyang memiliki infrastruktur server
tersendiri untuk menyimpan serta mengelola aplikasi yang mereka kembangkan
sendiri. Sementara itu, Server Pihak Ketiga merujuk pada server yang digunakan
oleh instansi eksternal Pemerintah Daerah untuk menyimpan dan mengelola
aplikasi.
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Berdasarkan hasil survei, persentase masing-masing server aplikasi dapat
dilihat pada Gambar 6.5. Rincian jumlah aplikasi serta persentasenya dari total
226 aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:

e 170 aplikasi (75%) berada pada Server Pusat,

e 25 aplikasi (11%) berada pada Server Kominfo,

e 19 aplikasi (9%) berada pada Server Internal,

e 12 aplikasi (5%) berada pada Server Pihak Ketiga.

SERVER APLIKASI

m Server Milik Kominfo ~ m Server Milik PD Server Pihak Ketiga Server Pusat

Gambar 6.5 Server Aplikasi

Berdasarkan Gambar 6.5, Server Pusat merupakan server aplikasi yang
paling banyak digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dinas Kesehatan
menjadi PDdengan penggunaan aplikasi terbanyak pada Server Pusat, yaitu
sebanyak 57 aplikasi, salah satunya adalah Aplikasi MPDN (Maternal Perinatal
Death Notification), yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaporan kematian
maternal dan perinatal secara elektronik, menyediakan data yang diperlukan untuk
analisis dan perbaikan program kesehatan, serta mendukung upaya pencegahan
dan penanganan kasus kematian ibu dan bayi. Sementara itu, server dengan jumlah
aplikasi terkecil adalah Server Pihak Ketiga. Sebagai contoh, aplikasi SITEPRA
(Sistem Informasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) yang dimiliki oleh
Bagian Administrasi Pembangunan dan berfungsi untuk memberikan alat yang
efektif dan efisien dalam mengelola dan mengawasi realisasi anggaran di
pemerintah daerah Kabupaten Kapuas.

6.5.5.3 Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman

Tipe lisensi bahasa pemrograman pada aplikasi terbagi menjadi dua
kategori, yaitu Open Source dan Proprietary. Lisensi Open Source merupakan jenis
lisensi yang menitikberatkan pada kolaborasi dan fleksibilitas, di mana source code
dipublikasikan secara terbuka sehingga siapa pun memiliki hak untuk
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menggunakan, menyalin, memodifikasi, serta mendistribusikannya. Sementara itu,
lisensi Proprietary adalah lisensi dengan source code yang bersifat tertutup, di
mana hak atas source code sepenuhnya dimiliki oleh pengembang.

Berdasarkan hasil survei, rincian jumlah dan persentase tipe lisensi bahasa
pemrograman dari total 226 aplikasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah
sebagai berikut:

e 217 aplikasi (96%) menggunakan lisensi Open Source,
e 9 aplikasi (4%) menggunakan lisensi Proprietary.

Secara visual, persentase tipe lisensi bahasa pemrograman di Kabupaten
Kapuas berdasarkan tipe lisensi bahasa pemrograman dapat dilihat pada Gambar
6.6.

TIPE LISENSI BAHASA PEMROGRAMAN

B Open Source M Propietary

4%

Gambar 6.6 Tipe Lisensi Bahasa Pemrograman

Berdasarkan Gambar 6.6, dapat diketahui bahwa jenis lisensi yang paling
banyak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah lisensi Open Source.
Dinas yang paling banyak menggunakan lisensi Open Source adalah Dinas
Kesehatan, dengan jumlah 58 aplikasi. Salah satu contoh aplikasi dengan lisensi
Open Source adalah Apliaksi PIS PK (Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan
Keluarga), yang berfungsi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui
pendekatan berbasis keluarga. Sedangkan, contoh aplikasi dengan lisensi
Proprietary adalah aplikasi DigiPeD (Digitalisasi Perbendaharaan Daerah) yang
dimiliki oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, yang berfungsi untuk
menghubungkan dan mempermudah akses penyampaian informasi dan layanan
digital perbendaharaan daerah.

6.5.5.4 Bahasa Pemrograman
Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar yang digunakan oleh
programmer untuk mengarahkan komputer dalam membangun sebuah aplikasi.
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Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan antara lain Java, yang
merupakan bahasa multi-platform dan berorientasi objek, sering digunakan dalam
pengembangan aplikasi desktop, mobile, dan website. Selain itu, PHP adalah bahasa
pemrograman open source yang banyak digunakan untuk pengembangan situs
website dinamis dan aplikasi berbasis web, sementara JavaScript adalah bahasa
pemrograman tingkat tinggi yang berfungsi untuk membuat halaman website lebih
interaktif, khususnya ketika digunakan bersama PHP di sisi klien. Node.js, sebuah
platform runtime berbasis JavaScript, memungkinkan pengembangan aplikasi
jaringan yang cepat dan skalabel di sisi server. Sementara itu, Python adalah bahasa
pemrograman tingkat tinggi yang sering digunakan untuk pengembangan aplikasi
website, analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan perangkat lunak
lainnya. Berdasarkan survei, dari total 226 aplikasi di Pemerintah Kabupaten
Kapuas, sebagian besar menggunakan beragam bahasa pemrograman ini dengan
rincian :

e 177 aplikasi (78,32%) menggunakan Bahasa Pemrograman Pusat

e 46 aplikasi (20,35%) menggunakan Bahasa Pemrograman PHP

e 1aplikasi (0,44%) menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan JavaScript

e 1 aplikasi (0,44%) menggunakan Bahasa Pemrograman Node.js dan
Python

e 1 aplikasi (0,44%) menggunakan Bahasa Pemrograman JAVA

Secara visual, persentase Bahasa pemrograman di Kabupaten Kapuas
berdasarkan tipe lisensi bahasa pemrograman dapat dilihat pada Gambar 6.7.

BAHASA PEMROGRAMAN

mJAVA mPHP mPusat mPHP danlJavaScript m Node.jsdan Python
0,44%
0,44°n 014400

Gambar 6.7 Bahasa Pemrograman

Berdasarkan Gambar 6.7, dapat disimpulkan bahwa bahasa pemrograman
yang paling banyak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah Bahasa
Pemrograman Pusat, dengan total 177 aplikasi, di mana Dinas Kesehatan
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menjadi instansi terbanyak yang memanfaatkan aplikasi pusat yaitu sebanyak 57
aplikasi. Contoh aplikasi yang menggunakan Bahasa pemrograman pusat adalah
DASHBOARD KTR (Kawasan Tanpa Rokok) yang berfungsi untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan terkait Pendataan Kawasan Tanpa Rokok lintas sektor.
Sementara itu, Bahasa Pemrograman PHP menempati urutan kedua, dengan 46
aplikasi. Selanjutnya, terdapat 1 aplikasi yang menggunakan Bahasa
Pemrograman Java. Penggunaan lainnya mencakup 1 aplikasi (1%) yang
memanfaatkan kombinasi PHP dan JavaScript, serta 1 aplikasi (1%) yang
menggunakan Node.js dan Python.

6.5.5.5 Kerangka Pengembangan
Kerangka aplikasi atau framework merupakan struktur perangkat lunak
yang dirancang untuk memudahkan proses pembuatan, pemeliharaan, dan
penskalaan aplikasi. Beberapa kerangka pengembangan aplikasi yang umum
digunakan mencakup Codelgniter (CI), CKAN, Flutter, Laravel, dan WordPress.
Codelgniter adalah kerangka kerja open source yang mendukung bahasa
pemrograman PHP, sedangkan CKAN adalah platform yang digunakan untuk
pengelolaan data terbuka. Flutter merupakan kerangka pengembangan yang
digunakan untuk menciptakan aplikasi mobile, sedangkan Laravel dikenal luas
sebagai kerangka pengembangan untuk membangun aplikasi website modern.
WordPress adalah platform yang umum digunakan untuk pengembangan situs
website dan blog. Berdasarkan hasil survei, berikut adalah rincian jumlah dan
persentase kerangka pengembangan dari total 226 aplikasi yang ada pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas:
e 176 aplikasi (77,88%) merupakan aplikasi Pusat
e 27 aplikasi (11,95%) menggunakan Laravel
e 20 aplikasi (8,85%) menggunakan CI
e 1 aplikasi (0,44%) menggunakan CKAN
e 1 aplikasi (0,44%) menggunakan Flutter
e 1 aplikasi (0,44%) menggunakan WordPress
Secara visual, persentase Kerangka Pengembangan di Kabupaten Kapuas
berdasarkan tipe lisensi bahasa pemrograman dapat dilihat pada Gambar 6.8.
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KERANGKA PENGEMBANGAN

mCl mCKAN mFlutter Laravel mPusat m Wordpress

0,44°o 0' 44%

11,95%

Gambar 6.8 Kerangka Pengembangan

Berdasarkan Gambar, 6.8 diketahui bahwa aplikasi dengan kerangka
pengembangan Pusat merupakan kerangka pengembangan yang paling banyak
diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas. Dinas Kesehatan
merupakan PDyang paling banyak dalam memanfaatkan aplikasi berbasis kerangka
pengembangan Pusat yaitu sebanyak 57 aplikasi. Salah satu contoh aplikasi seperti
Emonev TFU (Tempat dan Fasilitas Umum) yang berfungsi untuk memungkinkan
petugas kesehatan untuk melakukan pemantauan secara real-time terhadap
tempat-tempat seperti restoran, hotel, pasar, dan fasilitas umum lainnya,
menggunakan teknologi seperti CCTV, sensor, atau laporan mandiri, sehingga dapat
meningkatkan kepatuhan dan keamanan lingkungan bagi masyarakat. Sementara
itu, kerangka pengembangan yang paling sedikit digunakan di Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas adalah CKAN, Flutter, Laravel, Wordpress. Salah satu aplikasi
yang menggunakan Kerangka Pengembangan Flutter adalah aplikasi SIM PKB
(Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor) yang berfungsi untuk memfasilitasi
pendaftaran online pengujian kendaraan, memantau jumlah kendaraan yang diuji
pada hari tertentu, menampilkan retribusi harian dan bulanan, tarif pengujian, serta
persyaratan pengujian kendaraan bermotor

6.5.5.6 Basis Data

Basis data adalah sekumpulan data yang disusun secara sistematis dan
disimpan dalam format elektronik, sehingga dapat diolah atau dimodifikasi melalui
perangkat lunak atau program aplikasi untuk menghasilkan informasi. Beberapa
basis data yang umum digunakan dalam pengembangan aplikasi antara lain MySQL,
PostgreSQL, dan lainnya. MySQL adalah sistem basis data yang menggunakan
bahasa SQL untuk pengelolaan data, sedangkan PostgreSQL dikenal karena
kemampuannya dalam menangani data yang kompleks dan besar.
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Berdasarkan hasil survei, rincian jumlah dan persentase basis data dari total
226 aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai berikut:
e 170 aplikasi (75%) merupakan aplikasi Pusat
e 55 aplikasi (24%) menggunakan basis data MySQL
e 1 aplikasi (1%) menggunakan basis data PostgreSQL
Presentase aplikasi di Kabupaten Kapuas berdasarkan basis data dapat
dilihat pada Gambar 6.9 berikut.

BASIS DATA

HMySQL m PostgreSQL Pusat

Gambar 6.9 Basis Data

Berdasarkan Gambar 6.9, dapat diketahui bahwa basis data yang paling
banyak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah basis data yang
termasuk dalam kategori aplikasi Pusat, dengan total mencapai 170 aplikasi. Hal
ini menunjukkan bahwa sebagian besar aplikasi yang ada di Pemerintah Kabupaten
Kapuas menggunakan sistem basis data yang dikelola oleh pusat. Dinas Kesehatan
adalah PD yang menggunakan aplikasi dengan basis data pusat, yaitu sebanyak 52
aplikasi. Salah satu contoh aplikasi yang menggunakan basis data pusat adalah
SIMADA FARMALKES (Sistem Manajemen Data Kefarmasian dan Alat Kesehatan)
yang berfungsi untuk pemuktakhiran data fasyankes terkini. Sedangkan basis data
yang paling sedikit digunakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas adalah
PostgreSQL dengan jumlah 1 aplikasi, yaitu Satu Data Kabupaten Kapuas yang
berfungsi untuk mempermudah publik dalam mengakses data dan informasi
mengenai Kabupaten Kapuas.
6.5.5.7 Unit Pengembang

Unit pengembangan aplikasi terbagi menjadi empat kategori, yaitu aplikasi
yang dikembangkan oleh pusat, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik, pihak ketiga, dan internal PD. Aplikasi yang dibuat oleh pusat umumnya
merupakan aplikasi yang dihasilkan oleh kementerian atau pemerintah provinsi.
Aplikasi yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik adalah aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik
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suatu PD. Selain itu, aplikasi yang dihasilkan oleh pihak ketiga adalah aplikasi milik
PD yang proses pengembangannya dilakukan oleh pihak swasta. Terakhir, aplikasi
yang dibangun oleh internal PD adalah aplikasi yang dikembangkan oleh sumber
daya manusia di bidang teknologi informasi yang dimiliki oleh PD tersebut.
Berdasarkan hasil survei, rincian jumlah dan persentase unit pengembang dari total
226 aplikasi yang terdapat pada Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah sebagai
berikut:

e 175 aplikasi (77%) dikembangkan oleh pusat

e 28 aplikasi (12%) dikembangkan oleh Internal PD

e 17 aplikasi (8%) dikembangkan oleh pihak ketiga

e 6 aplikasi (3%) dikembangkan oleh Kominfo

Secara visual, presentasi unit pengembang aplikasi Kabupaten Kapuas

berdasarkan unit pengembang dapat dilihat pada Gambar 6.10 berikut.

UNIT PENGEMBANG

mInternal OPD  m Kominfo Pusat Pihak Ketiga

Gambar 6.10 Unit Pengembang

Berdasarkan Gambar 6.10, dapat disimpulkan bahwa unit pengembang
aplikasi yang paling dominan di Pemerintah Kabupaten Kapuas adalah unit
pengembang pusat. Sebanyak 175 aplikasi merupakan hasil pengembangan dari
pusat, dengan PD yang paling banyak menggunakan aplikasi dari unit pengembang
ini adalah Dinas Kesehatan, yang memiliki 57 aplikasi. Salah satu contohnya
adalah aplikasi DFO (Data Fayankes Online), yang berfungsi untuk meningkatkan
pelayanan pembaruan data dan laporan fasyankes seperti mendapatkan kode
fasyankes, Monitoring Proses Akreditasi, PPS Dinkes, Monitoring RME, Monitoring
Kesakitan dan Kematian serta Pasien Mudik. Sebaliknya, unit pengembang dengan
jumlah aplikasi paling sedikit adalah unit pengembang Kominfo, yang hanya
mencakup 6 aplikasi. Salah satu contoh aplikasi tersebut adalah Geoportal
Kabupaten Kapuas yang berfungsi untuk berfungsi sebagai alat bantu bagi
pemerintah daerah dan masyarakat umum dalam mengakses dan memanfaatkan
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data geospasial untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perencanaan
wilayah, tata ruang, dan pengelolaan sumber daya alam.

6.5.6 Penerapan Siklus Pengembangan Aplikasi

Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan yang mengacu pada
Standar Nasional Indonesia, sebagaimana diatur dalam Draft Kemenkominfo
tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan
Aplikasi SPBE pada Pasal 8 ayat (2). Siklus tersebut mencakup tahapan
pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terdiri atas:

Analisis kebutuhan
Perencanaan
Rancang bangun
Implementasi
Pengujian kelaikan
Pemeliharaan

N W

Evaluasi

Siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi yang diatur dalam pasal
tersebut dapat menggunakan salah satu metodologi yang telah tersedia, seperti
spiral, rapid application development, waterfall, atau agile development cycle. Setiap
metodologi ini dirancang untuk memastikan aplikasi yang dikembangkan
memenuhi kebutuhan pengguna, berfungsi dengan optimal, dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki kebijakan internal yang
secara khusus mengatur tentang pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE.
Namun, terdapat Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019
tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, yang mencakup sebagian aspek terkait pembangunan aplikasi SPBE.
Meskipun demikian, regulasi tersebut belum secara rinci menjelaskan mengenai
siklus pengembangan aplikasi atau Software Development Life Cycle (SDLC) yang
seharusnya diikuti oleh setiap Perangkat Daerah. Ketiadaan pedoman yang spesifik
menyebabkan belum adanya standar yang dapat dijadikan acuan dalam penilaian
proses pengembangan aplikasi di setiap Pemerintah Daerah. Selain itu, evaluasi
terhadap penilaian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) pada indikator 15 menunjukkan
perlunya kebijakan yang lebih terperinci untuk pembangunan aplikasi di Kabupaten
Kapuas.

6.5.7 Integrasi Aplikasi

Secara umum, integrasi aplikasi adalah proses yang memungkinkan dua
atau lebih aplikasi perangkat lunak untuk saling berkomunikasi. Proses ini
melibatkan pembuatan kerangka kerja komunikasi umum atau API, yang
memungkinkan satu aplikasi mengakses fungsi dari aplikasi lain. Dengan integrasi
aplikasi, data dapat digabungkan dan informasi dapat dikoordinasikan antar
aplikasi. Identifikasi integrasi aplikasi dibedakan menjadi tiga jenis berdasarkan
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jenis data yang diintegrasikan, yaitu Integrasi Aplikasi Kepegawaian, Integrasi
Aplikasi Keuangan, dan Integrasi Aplikasi GIS. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas,
telah dilakukan 7 integrasi aplikasi berdasarkan kondisi yang ada. Daftar integrasi
aplikasi di Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel 6.7 berikut.

Tabel 6.7 Daftar Integrasi Aplikasi

N PD yan
Nama PD Nama Aplikasi Nam? Aplikasi yang Dihzbuflgl
Dihubungkan
gkan
2 Dinas KIP  (Kapuas Infokom | Website Kalteng Pos Dinas
Komunika | Publik) https://www.kaltengpos.i | Komunika
si, https://kip.kapuaskab.go.i | nfo/ si,
Informati | d Informati
ka, ka,
Persandia Persandia
n dan n dan
Statistik Statistik
2 Dinas Satu Data  Kabupaten | Satu Data Indonesia Dinas
Komunika | Kapuas http://data.go.id Komunika
si, https://satudata.kapuaska si,
Informati | b.go.id/ Informati
ka, ka,
Persandia Persandia
n dan n dan
Statistik Statistik
6 Dinas SIDARA  (Sistem  Data | SIAPDes Sistem Informasi | Dinas
Pemberda | Sektoral) dan Administrasi | Pemberda
yaan (https://dpmd.kalteng.go.i | Pemerintah Desa) yaan
Masyarak | d/humaitah) (https://siapdes.dpmd.kal | Masyarak
at dan teng.go.id/) at dan
Desa Desa
9 Dinas Sistem Informasi | SIKS-NG Online (Sistem | Dinas
Kependud | Administrasi Informasi Kesejahteraan | Sosial
ukan dan | Kependudukan (SIAK) Sosial Next Generation)
Pencatata (https://siks.kemensos.go
n Sipil .id/)
14 | Dinas RME (Rekam Medis | P CARE Dinas
Kesehatan | Elektronik) https://pcarejkn.bpjs- Kesehata
kesehatan.go.id/ n
27 | Rumah VCLAIM  (Virtual Claim | SIMRS KHANZA Rumah
Sakit BP]JS) Sakit
Umum https://vclaim.bpjs- Umum
Daerah dr. | kesehatan.go.id/ Daerah
H. Dr. H.
Soemarno Soemarno
Sosroatm Sosroatm
odjo odjo
27 | Rumah SIMRS KHANZA Satu sehat Dinas
Sakit Kesehata
Umum n
Daerah dr.
H.
Soemarno
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Ko Nama Aplikasi yang PD yang

de NamaPD Nama Aplikasi Dihubungkan Dihubun
PD gkan
Sosroatm
odjo

6.6 Permasalahan Aplikasi SPBE

Selama pengoperasian aplikasi, seringkali muncul berbagai masalah. Dari
42 PD yang disurvei, 24 PD melaporkan adanya kendala saat mengoperasikan
aplikasi, sedangkan 18 PD lainnya tidak melaporkan masalah atau dapat dikatakan
bahwa pengoperasian aplikasi mereka berjalan lancar hingga pelaksanaan survei.
Berikut adalah beberapa masalah umum yang sering terjadi saat pengoperasian
aplikasi SPBE.

1. Akses website sering mengalami kesulitan.
2. Terdapat aplikasi yang masih menggunakan platform Google Form.

3. Database belum diperbarui secara rutin.

4. Terdapat redundansi data dan aplikasi masih dalam tahap pengembangan.

5. Jaringan internet sering mengalami gangguan atau tidak stabil, terutama di
desa-desa.

6. Diperlukan lebih banyak sosialisasi kepada pengguna.

7. Beberapa desa tidak memiliki jaringan internet, sehingga tidak dapat

menginput data karena basis aplikasi adalah web yang memerlukan akses
online.

8. Kurangnya perhatian dari pemerintah desa dalam penyampaian data.

9. Server sering mengalami gangguan atau down.

10. Beberapa masalah terkait jaringan berasal dari pusat.

11.Data aplikasi Insentif Upaya Kesehatan Masyarakat belum sinkron dengan
SISDMK dan belum digunakan secara efektif.

12. Aplikasi sering mengalami maintenance, menyebabkan keterbatasan akses,
serta alamat web kadang berubah-ubah.

13. Waktu pemuatan data (loading) pada aplikasi cenderung lambat, terutama
pada jam sibuk.

14. Sering diminta untuk memperbarui kata sandi.

15. Terkadang data hilang atau error karena masalah pada server pusat.

16. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kualifikasi yang sesuai.

17. Kapasitas upload dokumen untuk penyedia terlalu kecil.

18. Tampilan antarmuka pengguna (UI) tidak ramah pengguna (user friendly) dan
sulit dijangkau oleh semua kalangan.

19. Data pembangunan harus diinput secara manual karena belum terintegrasi
secara otomatis dalam aplikasi.

20. Aplikasi rentan terhadap serangan peretasan (hacking).

21. Pembaruan aplikasi tidak dilakukan secara berkala.
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Masalah yang sering dialami oleh PD dalam menggunakan aplikasi SPBE
antara lain adalah akses website yang sulit, jaringan internet yang tidak stabil
terutama di desa-desa, dan database yang tidak diperbarui secara rutin. Selain itu,
beberapa aplikasi masih menggunakan platform Google Form yang tidak ideal
untuk operasional SPBE, dan sering terjadi redundansi data karena aplikasi masih
dalam tahap pengembangan. Solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan
infrastruktur jaringan internet melalui kerja sama dengan penyedia layanan yang
handal serta penambahan bandwidth yang memadai, terutama di daerah terpencil.
Untuk mengatasi masalah redundansi data dan database yang tidak terupdate,
perlu dilakukan integrasi sistem dan pembaruan secara berkala agar data lebih
akurat dan sinkron. Selain itu, penggunaan teknologi penyimpanan cloud yang
scalable serta perbaikan platform aplikasi menjadi lebih user-friendly juga dapat
meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas aplikasi di kalangan PD. Implementasi
sistem keamanan yang kuat dan strategi backup yang komprehensif juga penting
untuk melindungi data dan menjaga keberlangsungan operasional aplikasi.

6.7 Analisis GAP

Identifikasi GAP Aplikasi SPBE dilakukan untuk mengetahui tingkat
kesenjangan penerapan Aplikasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas.
Identifikasi GAP dilakukan dengan melakukan komparasi antara kondisi eksisting
dengan kondisi ideal Aplikasi SPBE yang mengacu pada peraturan-peraturan yang
berlaku. Penjelasan secara detail mengenai hasil identifikasi GAP Aplikasi SPBE

yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 6.8 berikut.

Parameter

Tabel 6.8 Identifikasi GAP Aplikasi SPBE

\ Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal

Dari 42 PD, diketahui
bahwa di Kabupaten | Seluruh aplikasi
Kapuas yang digunakan Seluruh Aplikasi telah
Ketersediaan menggunakan telah mendukun.g mendukgng layan.an
Avlikasi sebanyak 226 Layanan sebagai elektronik sebagai
p aplikasi yang penunjang penunjang
Pendukung :
Lavanan digunakan untuk penyelenggaraan penyelenggaraan
y mendukung 248 pelayanan yang ada | pelayanan yang ada di
layanan elektronik di | di Kabupaten Pemerintah
Pemerintah Kapuas
Kabupaten Kapuas.
Dari 226 aplikasi Aplikasi yang
Ketersediaan Kabupaten Kapuas, digunakan telah
Aplikasi pada sebanyak 68 aplikasi | mendukung Seluruh aplikasi telah
Layanan telah mendukung Layanan
o . g . mendukung Layanan
Administrasi Layanan Administrasi .. .
. o . . Administrasi
Pemerintahan Administrasi Pemerintah, .
. . Pemerintahan, Layanan
Pemerintahan. Layanan Publik, .
; P . Publik, dan Layanan
Dari 226 aplikasi dan Layanan Publik . .
Publik Sektoral di
) Kabupaten Kapuas, Sektoral yang ada .
Ketersediaan . Pemerintah Kabupaten
o sebanyak 158 di Kabupaten
Aplikasi pada o K Kapuas
Layanan Publik aplikasi telah apuas
mendukung Layanan | (Peraturan
Publik. Presiden Nomor 95
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Parameter \ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal
Dari 226 aplikasi Tahun 2018
Kabupaten/Kota, tentang Sistem
sebanyak 150 Pemerintahan
aplikasi telah Berbasis
mendukung Layanan | Elektronik)
Publik Sektoral.
Dari 42 PD di Aplikasi yang
Pemerintah digunakan telah
Ketersediaan Kabupaten Kapuas, memenuhi Terdapat 29 PD yang
Aplikasi pada sebanyak 13 PD kebutuhan proses belum seluruh
Bidang di Masing- |seluruh bidangnya bisnis utama pada bidangnya didukung
masing PD telah didukung bidang di masing- dengan Aplikasi SPBE
dengan Aplikasi masing PD
SPBE. Kabupaten Kapuas.
Pembangunan dan
pengembangan
Aplikasi
dilaksanakan
berdasarkan sistem | Seluruh PD di
Pemerintah siklus Kabupaten Kapuas
Kabupaten Kapuas pengembangan belum melaksanakan
belurrI: mem ulil ai yang meliputi pembangunan aplikasi
eraturan ter:‘ka?fc tahapan, SPBE karena belum ada
pemban unan dan perencanaan, peraturan resmi yang
pen emgan an analisis, mengatur
g 1il%asi SPB%E pembangunan pengembangan
p dan/atau tersebut
Pembangunan pengembangan,
dan penerapan, dan
pengembangan pemeliharaan.
Aplikasi Pembangunan dan
pengembangan
Pada Pemerintah Aplikasi SPBE o
Kabupaten Kapuas mengutamakan Terdapat 9 aplikasi
terdapat 217 a likz’isi penggunaan kode milik daerah
dari sz 64 likazi sumber terbuka. Pemerintah Kabupaten
milik daerzh an (Peraturan Kapuas yang tidak
men unakar)l, " ge Presiden Nomor 95 | menggunakan tipe
lisengsfi;bahasa p Tahun 2018 lisensi bahasa
emroeraman Open tentang Sistem pemrograman Open
gourceg p Pemerintahan Source
' Berbasis
Elektronik Pasal 35
Ayat 1)
Pada Pemerintah Avlikasi Terdapat 15 aplikasi
Kabupaten Kapuas, dip 111naasliay1?ng dengan data
terdapat 16 aplikasi Pe%n erintah kepegawaian yang
dengan data Kabupaten,/Kota digunakan di
Integrasi Aplikasi |kepegawaian, dimana telah?nenera Kan Pemerintah Kabupaten
1 aplikasi telah rapxar Kapuas yang belum
terintegrasi adanya bagi pakai terintegrasi
- data di dalam
Pada Pemerintah aplikasi Terdapat 30 aplikasi
Kabupaten Kapuas, P ] dengan data keuangan
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Parameter

\ Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal

terdapat 30 aplikasi
yang menggunakan
data keuangan,
dimana tidak ada
aplikasi yang
terintegrasi

Pada Pemerintah
Kabupaten Kapuas,
terdapat 10 aplikasi
yang menggunakan
data geospasial,
dimana terdapat 2
aplikasi yang

terintegrasi

yang digunakan di
Pemerintah Kabupaten
Kapuas yang belum
terintegrasi

Terdapat 8 aplikasi
dengan data geospasial
yang digunakan di
Pemerintah Kabupaten
Kapuas yang belum
terintegrasi
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BAB 7
KONDISI EKSISTING INFRASTRUKTUR SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab 7 membahas kondisi eksisting infrastruktur SPBE di Pemerintah
Kabupaten Kapuas saat ini serta analisis GAP terhadap kondisi ideal infrastruktur
SPBE yang ingin dicapai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Pembahasan dimulai dengan pengertian Infrastruktur SPBE yang
dilengkapi dengan Struktur Arsitektur SPBE, Referensi Arsitektur Infrastruktur
(RAI), Metadata Arsitektur Infrastruktur SPBE, kondisi eksisting infrastruktur
SPBE, dan permasalahan infrastruktur. Penjelasan juga mencakup hasil analisis GAP
antara kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten
Kapuas.

7.1 Pengertian Infrastruktur SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, dijelaskan bahwa Infrastruktur SPBE
mencakup semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung
operasional sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data,
perangkat integrasi/penghubung, serta perangkat elektronik lainnya.
Penyelenggaraan infrastruktur SPBE meliputi Pusat Data Nasional, Jaringan Intra
Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Pusat Data Nasional
adalah kumpulan Pusat Data yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah, dan saling terhubung satu sama lain. Jaringan Intra
Pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul
jaringan di dalam pemerintahan. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
adalah perangkat integrasi yang berfungsi untuk menghubungkan dengan Sistem
Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan
pertukaran Layanan SPBE antara Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Penggunaan Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
dilakukan secara berbagi pakai di lingkungan masing-masing. Tujuan penggunaan
Infrastruktur SPBE oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah untuk
meningkatkan efisiensi, keamanan, serta kemudahan integrasi guna memenubhi
kebutuhan Infrastruktur SPBE di lingkungan internal. Untuk mencapai tujuan
tersebut, penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara mandiri,
terintegrasi, terstandarisasi, dan mencakup Instansi Pusat serta Pemerintah
Daerah. Hal ini dicapai melalui strategi, antara lain dengan memanfaatkan
infrastruktur SPBE yang sudah ada secara optimal dan menggunakan jaringan pita
lebar untuk meningkatkan aksesibilitas Infrastruktur SPBE.

Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas menjelaskan bahwa Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh PD yang
memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Seluruh
PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas diwajibkan untuk memanfaatkan
infrastruktur SPBE ini secara bagi pakai. Selain itu, pembangunan dan
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pengembangan infrastruktur SPBE harus sejalan dengan Arsitektur SPBE yang telah
ditetapkan untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Arsitektur SPBE Pemerintah
Kabupaten Kapuas dirancang untuk jangka waktu 5 tahun yaitu 2024-2028, dengan
reviu berkala pada pertengahan dan akhir masa pelaksanaan atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, PD
Kabupaten Kapuas diharapkan dapat melakukan pembaruan infrastruktur secara
tepat waktu dan terencana, sehingga terus mendukung tercapainya layanan
pemerintahan berbasis elektronik yang efektif dan efisien.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Asitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dijelaskan
bahwa Domain infrastruktur SPBE mencakup pemetaan semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang mendukung operasional sistem, aplikasi,
komunikasi data, pengolahan serta penyimpanan data, perangkat
integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya yang digunakan untuk
menyediakan layanan. Penyusunan referensi arsitektur dalam domain infrastruktur
SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengklasifikasikan teknologi
infrastruktur SPBE yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan SPBE. Domain
infrastruktur SPBE juga berperan dalam mendukung domain aplikasi SPBE serta
domain data dan informasi melalui hubungan yang terjalin, didukung oleh domain
keamanan SPBE. Relasi langsung domain infrastruktur SPBE ini dapat dilihat pada
Gambar 7.1.

Domain Aplikasi SPBE

Interaksi Interaksi

Domain Keamanan SPBE Domain Data dan Informasi

Interaksi

Referensi Arsitektur
Infrastruktur

Gambar 7.1 Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

7.2 Struktur Arsitektur Infrastruktur SPBE

Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE adalah sebuah kerangka
kerja yang berfungsi untuk mengorganisir dan menggambarkan komponen-
komponen utama dari arsitektur Infrastruktur SPBE. Struktur ini berperan penting
dalam membagi arsitektur Infrastruktur SPBE menjadi beberapa level atau lapisan,
sehingga memudahkan proses pemahaman, perencanaan, dan penerapan sistem
SPBE. Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang mendukung kebijakan
nasional, substansi infrastruktur SPBE diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan
struktur referensi arsitektur, yaitu:

1) Tingkat 1 (Domain infrastruktur) merupakan struktur RAI yang
mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur. Tujuan dari
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pengelompokkan ini adalah untuk menciptakan struktur yang jelas dan
terorganisir di tingkat nasional sehingga infrastruktur yang ada dapat dikelola
secara efektif sesuai dengan domainnya.

2) Tingkat 2 (Area infrastruktur) adalah struktur RAI yang menggambarkan
area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung
pengelolaan aplikasi serta data dan informasi. Tujuannya adalah untuk
memperinci fungsi infrastruktur di setiap area sehingga lebih spesifik dan
terstruktur di tingkat nasional.

3) Tingkat 3 (Kategori infrastruktur) merupakan struktur RAI yang
menjelaskan secara lebih rinci area infrastruktur. Tujuan dari
pengelompokkan ini adalah untuk membuat rincian yang lebih detail dan
komprehensif mengenai setiap kategori dari infrastruktur dan memastikan
setiap bagian berfungsi optimal dalam mendukung kebutuhan nasional.

[lustrasi struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE dapat dilihat pada
Gambar 7.2.

SPBE Nasional
Tingkat 1 (Domain Infrastruktur)
[Tingkat 2 (Area Infrastruktur) '

Gambar 7.2 Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur

[Tingkat 3 (Kategori Infrastruktur)

7.3 Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE (RAI)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, disebutkan bahwa tujuan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE
(RAI) adalah untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi
infrastruktur TIK yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi
ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur TIK yang digunakan
saat ini dan yang direncanakan ke dalam peta domain arsitektur infrastruktur SPBE.
Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur TIK yang dapat
digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi
dan utilisasinya. Tabel 7.1 menampilkan taksonomi referensi pada arsitektur
infrastruktur.
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Tabel 7.1 Taksonomi Referensi Arsitektur Infrastruktur

Kode Ref.eren51 Deskripsi Referensi Arsitektur SPBE
Arsitektur

Fasilitas Komputasi (01)
Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan,
01.01 Pusat Data Nasional penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan
data.
Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
01.02 Pusat Komputasi pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan
sistem komputasi tertentu.
Fasilitas yang digunakan untuk keperluan
01.03 Pusat Kendali pengendalian dan pengoperasian dari sebuah
lingkungan sistem.
istem Integrasi (02)
Jaringan tertutup yang menghubungkan antara

2]

Jaringan Intra

02.01 . subsistem atau simpul jaringan dalam satu
Pemerintah . o
sistem/organisasi.
Sistem Penghubung Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar
02.02 : o
Layanan Pemerintah | aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.
Platform (03)
Kerangka Perangkat keras dan perangkat lunak yang
03.01 Infrastruktur dan digunakan lingkungan kerja yang mendukung
Aplikasi aplikasi.
Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan
03.02 Komputasi Awan platform berdasarkan teknologi cloud untuk

lingkungan kerja aplikasi.

7.4 Metadata Infrastruktur SPBE

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE dijelaskan bahwa Entitas Metadata Arsitektur Infrastruktur
merupakan metadata yang menginformasikan teknologi yang dipergunakan.
Atribut yang digunakan untuk menyusun metadata infrastruktur SPBE meliputi
Atribut Metadata Komputasi Awan pada Tabel 7.2, Atribut Metadata Perangkat
Lunak Platform pada Tabel 7.3, Atribut Metadata Perangkat Keras Server pada
Tabel 7.4, Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan pada Tabel 7.5,
Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan pada Tabel 7.6, Atribut Metadata
Perangkat Keras Keamanan pada Tabel 7.7, Atribut Metadata Perangkat Keras
Perfiral pada Tabel 7.8, Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
pada Tabel 7.9, Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah pada Tabel 7.10, dan
Atribut Metadata Fasilitas Komputasi pada Tabel 7.11.

Rincian metadata Fasilitas Komputasi yang dimanfaatkan oleh PD
Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Lampiran 7.1 Metadata Fasilitas
Komputasi. Rincian metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang
digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada Lampiran 7.2 Metadata
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah. Metadata Jaringan Intra Pemerintah
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yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditampilkan pada Lampiran 7.3
Metadata Jaringan Intra Pemerintah. Informasi mengenai metadata Perangkat
Lunak Platform yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada
Lampiran 7.4 Metadata Perangkat Lunak Platform. Rincian Metadata Perangkat
Keras Server yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada
Lampiran 7.5 Metadata Perangkat Keras Server. Detail secara rinci terkait
Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan yang digunakan oleh PD Kabupaten
Kapuas ditampilkan pada Lampiran 7.6 Metadata Perangkat Keras Media
Penyimpanan. Infomasi terkait Metadata Perangkat Jaringan yang digunakan oleh
PD Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Lampiran 7.7 Metadata Perangkat
Jaringan. Detail terkait metadata Perangkat Keamanan yang digunakan oleh PD
Kabupaten Kapuas ditunjukkan pada Lampiran 7.8 Metadata Perangkat
Keamanan. Metadata Perangkat Periferal yang digunakan oleh PD Kabupaten
Kapuas ditampilkan pada Lampiran 7.9 Metadata Perangkat Periferal. Detail
terkait metadata Komputasi Awan yang digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas
dapat dilihat pada Lampiran 7.10 Metadata Komputasi Awan.

Tabel 7.2 Atribut Metadata Komputasi Awan

No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 Nama Government Cloud Nama Government Cloud yang digunakan
3 Deskripsi Government | Penjelasan dari Government Cloud yang digunakan
Cloud
4 Tipe Government Cloud Jenis dari Government Cloud yang digunakan (PaaS,
[aa$, SaaS$, BDaaS$, dan SecaaS)
5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari Government Cloud yang

digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah
Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)

6 Nama Pemilik Nama pemilik Government Cloud yang digunakan,
diisi jika pilihan pada status kepemilikan selain
milik sendiri.
7 Biaya Layanan Biaya yang dikeluarkan pemilik untuk layanan
Government Cloud
8 Unit Pengembang | Unit yang melakukan pembangunan dan
Government Cloud pengembangan Government Cloud

9 Unit Operasional | Unit operasional Government Cloud yang digunakan
Government Cloud

10 Jangka Waktu Pelayanan Periode penggunaan layanan Government Cloud

11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.3 Atribut Metadata Perangkat Lunak Platform

No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 Nama Perangkat Lunak Nama Perangkat Lunak yang digunakan
3 Deskripsi Perangkat | Penjelasan dari Perangkat Lunak yang digunakan
Lunak
4 Tipe Perangkat Lunak Jenis dari Perangkat Lunak yang digunakan (Sistem
Operasi, Sistem Utilitas, atau Sistem Database)
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No. Nama Atribut Keterangan

5 Jenis Sistem Operasi (jika | (Dos, Unix, MacOS, Windows, Networking 0S, atau
pilihan adalah 1 pada No. | Lainnya)
3)

6 Jenis Sistem Utilitas (jika
pilihan adalah 2 pada No.
3)

7 Jenis Sistem Database
(jika pilihan adalah 3 pada
No. 3)

8 Jenis lisensi Jenis Lisensi Perangkat Lunak yang digunakan
(Lisensi Seumur Hidup, Lisensi Periodik, atau Kode
Sumber Terbuka)

9 Nama Pemilik Lisensi Nama pemilik dari lisensi perangkat lunak

10 Validitas Lisensi | Penjelasan validitas dari lisensi perangkat lunak

Perangkat Lunak yang digunakan
11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.4 Atribut Metadata Perangkat Keras Server
No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

2 Nama Server Nama dari perangkat server yang digunakan.

3 Deskripsi Server Berisi deskripsi dari perangkat server yang
digunakan.

4 Jenis Penggunaan Server | Jenis penggunaan dari server yang digunakan, jenis
penggunaan tersebut a.l.: Web Server, Mail Server,
Aplikasi, Database, File Server, Active Directory,
keamanan informasi

5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari server yang digunakan
(Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah Lain, Milik
BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)

6 Nama Pemilik Nama pemilik server yang digunakan, diisi jika
pilihan pada status kepemilikan selain milik sendiri.

7 Unit Pengelola Server Unit pengelola server yang digunakan

8 Lokasi Perangkat Keras | Lokasi dari perangkat server yang digunakan,

Server pilihan lokasi didapat dari metadata fasilitas.
9 Perangkat Lunak yang | Perangkatlunak yang digunakan oleh server, pilihan
Digunakan perangkat lunak didapat dari metadata perangkat
lunak.

10 Kapasitas Memori Kapasitas memori atau Random Access Memory
(RAM) yang digunakan oleh server, satuan kapasitas
memori dalam GigaByte (GB).

11 Jenis Teknologi Prosesor | Jenis teknologi prosesor yang digunakan oleh
server, a.l.: High End, Mid End, Low End

12 Jumlah Kapasitas | Jumlah kapasitas penyimpanan pada server, satuan

Penyimpanan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte (GB).

13 Teknik Penyimpanan Teknik penyimpanan yang digunakan pada server
(RAID 1, RAID 3, RAID 5, atau non-RAID

14 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
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Tabel 7.5 Atribut Metadata Perangkat Keras Media Penyimpanan

No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

2 Nama Data Storage Nama dari data storage yang digunakan

3 Deskripsi Data Storage Berisi deskripsi dari data storage yang digunakan.

4 Data yang Digunakan Data yang disimpan pada media penyimpanan data,
pilihan data yang digunakan didapat dari metadata
data.

5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari data storage yang
digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah
Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)

6 Nama Pemilik Nama pemilik data storage yang digunakan, diisi
jika pilihan pada status kepemilikan selain milik
sendiri.

7 Unit  Pengelola  Data | Unit pengelola data storage yang digunakan.

Storage

8 Lokasi Data Storage Lokasi dari data storage yang digunakan, pilihan
lokasi didapat dari metadata fasilitas.

9 Perangkat Lunak yang | Perangkat lunak yang digunakan oleh data storage,

Digunakan pilihan perangkat lunak didapat dari metadata
perangkat lunak.

10 Kapasitas Penyimpanan Jumlah kapasitas penyimpanan pada data storage,
satuan kapasitas penyimpanan dalam Gigabyte
(GB).

11 Metode  Akses Data | Metode akses data sharing yang digunakan pada

Sharing data storage (Direct Attached Storage/DAS atau
Network Attached Storage /NAS)
12 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.6 Atribut Metadata Perangkat Keras Jaringan
No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 Nama Network / Nama Network/Communication Device yang
Communication Device digunakan
3 Deskripsi Network / Penjelasan dari Network/Communication Device
Communication Device yang digunakan
Jenis dari Network/Communication Device yang
4 Tipe Network / digunakan (Switch L2, Switch L3, Switch L4, Switch
Communication Device L7, Multilayer Switch, Router, Wireless equipment,
atau Transmission equipment)
Status kepemilikan dari Network/Communication
. Device yang digunakan (Milik Sendiri, Milik

3 Status Kepemilikan Instansi Pemerintah Lain, Milik BUMN, atau Milik
Pihak Ketiga)

Nama pemilik Network/ Communication Device

6 Nama Pemilik yang digunakan, diisi jika pilihan pada status
kepemilikan selain milik sendiri

7 Unit Pengelola Network / | Unit pengelola Network/ Communication Device

Communication Device yang digunakan
8 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
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Tabel 7.7 Atribut Metadata Perangkat Keras Keamanan

No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

2 Nama Security Device Nama dari Security Device yang digunakan

3 Deskripsi Security Device | Penjelasan dari Security Device yang digunakan

4 Tipe Security Device Jenis dari security device yang digunakan (Firewall,
Intrusion Detection System, Intrusion Prevention
System, Proxy, Load Balancer, Wireless Intrusion
Prevention and Detection System, Unified Threat
Management, atau Network Access Control)

5 Status Kepemilikan Status kepemilikan dari Security Device yang
digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah
Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)

6 Nama Pemilik Nama pemilik Security Device yang digunakan, diisi
jika pilihan pada status kepemilikan selain milik
sendiri.

7 Unit Pengelola Security | Unit pengelola Security Device yang digunakan

Device
8 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.8 Atribut Metadata Perangkat Keras Periferal
No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

2 Nama Periferal Nama Periferal yang digunakan

3 Deskripsi Periferal Penjelasan dari Periferal yang digunakan

4 Tipe Periferal Jenis dari Periferal yang digunakan (Input, Output,
Input/Output)

5 Lokasi penempatan | (mengacu pada metadata fasilitas)

Periferal
6 Unit Pengelola Network / | Unit pengelola Periferal yang digunakan
Communication Device
7 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait
Tabel 7.9 Atribut Metadata Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
No. Nama Atribut Keterangan

1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

2 Nama Sistem Penghubung | Nama sistem penghubung yang digunakan atau
dimiliki.

3 Deskripsi Sistem | Berisi deskripsi dari sistem penghubung yang

Penghubung digunakan.

4 Jenis Sistem Penghubung | Jenis sistem penghubung yang digunakan (Sistem
penghubung pemerintah/Sistem penghubung non
pemerintah)

5 Kepemilikan Status kepemilikan dari sistem penghubung yang
digunakan (Milik Sendiri, Milik Instansi Pemerintah
Lain, Milik BUMN, atau Milik Pihak Ketiga)
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No. Nama Atribut Keterangan

6 Nama Pemilik Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem
penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari
metadata jaringan intra.

7 Nama Jaringan Intra yang | Nama jaringan intra yang digunakan oleh sistem

Digunakan penghubung, pilihan jaringan intra didapat dari
metadata jaringan intra.

8 Aplikasi yang | Aplikasi yang  dihubungkan oleh sistem

Dihubungkan penghubung, pilihan aplikasi didapat dari metadata
aplikasi.

9 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.10 Atribut Metadata Jaringan Intra Pemerintah

No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 Nama Jaringan Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3 Deskripsi Jaringan Merupakan penjelasan dari jaringan
4 Jenis Jaringan Merupakan jenis jaringan yang digunakan
5 Kepemilikan Merupakan pemilik dari jaringan
6 Nama Pemilik Merupakan nama dari pemilik jaringan
7 Unit Kerja  Pengelola | Merupakan unit kerja/PDpengelola jaringan
Jaringan
8 Bandwidth Merupakan jumlah bandwidth yang tersedia
9 Tipe Media Jaringan Merupakan tipe dari media jaringan
10 Media Lainnya Merupakan tipe dari media jaringan
11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

Tabel 7.11 Atribut Metadata Fasilitas Komputasi

No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 Nama Fasilitas Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
3 Kode Model Referensi | Merupakan kode model referensi SPBE sesuai
SPBE dengan fasilitas yang dipilih
4 Bandwidth Intranet Merupakan jumlah bandwidth internet yang
tersedia selama 1 tahun
5 Bandwidth Internet Merupakan jumlah bandwidth internet yang
tersedia selama 1 tahun
6 Lokasi Merupakan lokasi dari fasilitas
7 Kepemilikan Merupakan unit pemilik dari fasilitas
8 Unit Kerja Penanggung | Merupakan unit kerja/PDyang bertanggungjawab
jawab atas fasilitas
9 Klasifikasi Tier Fasilitas Merupakan klasifikasi tier fasilitas
10 Sistem Pengamanan | Merupakan tipe pengaman fasilitas
Fasilitas
11 ID metadata terkait Mengacu kepada metadata SPBE terkait

7.5 Kondisi Eksisting Infrastruktur SPBE

Kondisi infrastruktur SPBE saat ini di Pemerintah Kabupaten Kapuas
merupakan hasil survei yang dilakukan pada 42 PD, baik secara daring maupun
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luring. Survei ini mengumpulkan data terkait penggunaan infrastruktur SPBE, yang
meliputi pemanfaatan fasilitas komputasi seperti Pusat Data Nasional, Pusat
Komputasi, dan Pusat Kendali. Selain itu, survei juga mencakup penerapan Sistem
Integrasi, termasuk Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dan Jaringan Intra
Pemerintah. Penggunaan platform dalam infrastruktur ini terbagi menjadi dua
bagian utama, yaitu kerangka infrastruktur dan aplikasi. Kerangka tersebut
mencakup perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat
penyimpanan, perangkat jaringan, perangkat keamanan, perangkat periferal, dan
penerapan komputasi awan. Penjelasan lebih lanjut mengenai setiap elemen ini
akan dijabarkan dalam subbab berikut.

7.5.1 Fasilitas Komputasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
Fasilitas Komputasi adalah infrastruktur dasar yang dimanfaatkan sebagai
penyimpanan, kendali, dan komputasi dari sistem nasional. Fasilitas komputasi
mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat kendali yang berskala
nasional. Fasilitas komputasi ini dapat dimiliki oleh Instansi Pusat maupun
Pemerintah Daerah yang telah diintegrasikan dengan fasilitas komputasi nasional.
Fasilitas komputasi berfungsi sebagai layanan infrastruktur dasar untuk
penyimpanan, pengendalian, dan pengolahan data dalam sistem nasional.

Mengacu pada hasil survei yang dilakukan secara daring dan luring,
diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki 3 fasilitas komputasi,
yaitu PDN dan server pusat komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta yang dikelola
oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta VPS (Virtual
Private Server) dari PT. Beon Intermedia yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum
Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

7.5.1.1 Pusat Data Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pusat Data Nasional merupakan kumpulan
Pusat Data yang dimanfaatkan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, dan saling terhubung satu sama lain. Tujuan pemanfaatan Pusat Data
Nasional yaitu untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya oleh
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah diwajibkan memanfaatkan Pusat Data Nasional dan dapat mengajukan
permohonan kapasitas sesuai kebutuhan kepada kementerian yang menangani
urusan komunikasi dan informatika.

Dari hasil survei baik daring maupun luring menunjukkan bahwa
Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memanfaatkan Pusat Data Nasional. Hal ini
ditandai dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang telah
memperoleh hak akses dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia. Namun, penggunaan Pusat Data Nasional masih belum maksimal karena
aplikasi atau website dijalankan melalui perangkat keras server milik Dinas
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Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, serta masing-masing PD yang
memiliki perangkat keras server. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Pusat
Data Nasional digunakan untuk menjalankan Website Resmi Kabupaten Kapuas
dengan link https://kapuaskab.go.id/web/.

7.5.1.2 Pusat Komputasi

Dengan merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, pusat komputasi adalah fasilitas yang yang digunakan untuk keperluan
pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu. Pada
hasil survei baik dari luring maupun daring, terdapat 2 PD Kabupaten Kapuas
yang memiliki pusat komputasi yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik, serta Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik menggunakan pusat
komputasi dari PT. Bandhawa Tri Tirta. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah
dr. H. Soemarno Sosroatmodjo memanfaatkan layanan VPS yang disediakan oleh PT.
Beon Intermedia untuk mendukung operasional. Dalam hal ini, PD yang belum
memiliki pusat komputasi, menggunakan pusat komputasi yang dimiliki oleh Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik jika domainnya adalah
kapuaskab.go.id.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pusat data atau ruang
server adalah fasilitas yang berfungsi sebagai tempat untuk menempatkan sistem
elektronik beserta komponen terkait lainnya guna keperluan penyimpanan,
pengolahan, dan pemulihan data. Salah satu indikator kesiapan atau kelayakan
sebuah ruang server untuk menjalankan fungsinya adalah terpenuhinya berbagai
aspek terkait ruang server. Aspek-aspek tersebut yang perlu diperhatikan dalam
perancangan dan pembangunan ruang server merujuk pada pedoman yang telah
diatur dalam Standar TIA-942. Pada Pemerintahan Kabupaten Kapuas terdapat 7
PD yang mengelola server secara mandiri sehingga memiliki ruang server yaitu
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Badan Keuangan dan Aset
Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno
Sosroatmodjo, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Rincian lengkap mengenai
aspek ruang server pada setiap PD dapat dilihat pada Tabel 7.12.

Tabel 7.12 Aspek Ruang Server

K L
ode Nama PD Hes Aspek Keterangan Spesifikasi

PD Area

Pintu masuk

Dinas 1,5m x lebih dari satu Tidak ada

Komunikasi, |2m

Informatika, Ruangan
khusus untuk

Jumlah 1, 1,5mx2m
Kondisi Baik
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KI(,)]()le Nama PD k‘::: Aspek Keterangan Spesifikasi
Persandian memonitoring
dan Statistik server
Raised floor Tidak ada
ICA UPS SE 2100
UPS Jumlah 1 Kapasitas 2000 VA
Kondisi Baik |https://icaups.co.id/se-
2100/
Cooling system Tidak ada
Pengamanan
:ﬁ:ﬂ;::ki Jumlah 1 unit |Kunci fisik
pusat data
Cadanean ICA UPS SE 2100
hstrik%  vep | Jumlah1  |Kapasitas 2000 VA
backu )p Kondisi Baik |https://icaups.co.id/se-
P 2100/
AC Jumlah 1 SHARP
Kondisi Baik
fgster slave Tidak ada
:::Izletekm Tidak ada
zg?detekm Tidak ada
i:ggilmg Tidak ada
Jumlah 1 IMOU
etV Kondisi Baik
Lemari/Rak Jumlah 1 IndoRack 45U
Server Kondisi Baik
APAR (Alat
pemadam api Tidak ada
ringan)
Terdapat
standar
keamanan
yang Tidak ada
digunakan
pada pusat
data
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Kode Luas e
PD Nama PD Area Aspek Keterangan Spesifikasi
Pintu masuk :
lebih dari satu Tidak ada
Ruangan Sx6m
khusus untuk .. Ce
o Jumlah 1 saat ini lokasi jadi satu
memonitoring
dengan ruang operator
server
Raised floor Ada
Jumlah 1 unit,
Kondisi Baik, .
UPS Posisi di Ruang Kapasitas Daya 1500 VA
Server
Cooling system Tidak ada
Pengamanan
sebelum jumlah 2 unit Kunci fisik
memasuki Smart Lock Door
pusat data
l(i:zg"?lr(l%azwer Jumlah 2 unit Kapasitas Daya 5500W
P dan 1000W
Dinas backup)
9 Kependudukan 5x6m Jumlah 2 unit,
dan Pencatatan Kondisi Baik
Sipil AC Posisi di Ruang SHARP 2 PK
Server
Master slave .
AC Jumlah 1 unit
Pendeteksi Tidak ada
asap
Pe?detekm Tidak ada
api
Labelling .
Kabel Tidak ada
CCTV Tidak ada
Jumlah 1 unit,
Lemari/Rak Kondisi Baik, |Rak Server Closed Rack
Server Posisi di Ruang |Dilengkapi kunci fisik
Server
APAR (Alat
pemadam api | Jumlah 1 unit
ringan)
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Kode Luas e
PD Nama PD Area Aspek Keterangan Spesifikasi
Terdapat
standar
keamanan
yang Tidak ada
digunakan
pada pusat
data
Pintu masuk .
lebih dari satu Tidak ada
Ruangan
khusus .untt.lk Jumlah 1 2X2m
memonitoring
server
Raised floor Tidak ada
Tipe: CP1400
.. |Input Voltage: 165-
] “mﬁzslih“mt' 250V, 50Hz
UPS Digunakan, Output Voltage: 220V,
Posisi di bawah >0Hz
server Kapasitas: 1400 VA
Nomor Seri (S/N):
1C1G62301356
Cooling system Tidak ada
Dinas. Pengamanan
12 | pearsipan dan | Zxim sebelum Jumlah 1 unit |Kunci fisik
Perpustakaan memasuki
pusat data
Cadangan
listrik (power Tidak ada
backup)
AC Tidak ada
Master slave .
AC Tidak ada
Pendeteksi Tidak ada
asap
Pe?detekm Tidak ada
api
Labelling .
Kabel Tidak ada
CCTV Jumlah 2 unit
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Kode Luas e
PD Nama PD Area Aspek Keterangan Spesifikasi
Lemari/Rak Tidak ada
Server
APAR (Alat
pemadam api Tidak ada
ringan)
Terdapat
standar
keamanan
yang Tidak ada
digunakan
pada pusat
data
Pm_t 4 ma.suk Tidak ada Pintu kaca
lebih dari satu
Ruangan
L5mx |khusus .untl.lk Jumlah 1 1,5m x 3m
3m memonitoring
server
Raised floor Tidak ada
Model: ICA On-Line UPS
Kapasitas VA: 3200 VA
Jumlah 1 unit |Kapasitas Watt (W):
UPS (masih bisa |2015W
digunakan) |Jenis: Online Double
Conversion UPS
Badan Single Phase
19 [Keuangan dan - :
Aset Daerah Cooling system Tidak ada
Pengamanan
sebelum . Jumlah 1 unit |Kunci fisik
memasuki
pusat data
(.Iada.mgan Jumlah 1 unit,
listrik (power o Genset
Kondisi Baik
backup)
Merk Panasonic,
AC Jumlah 1 unit, |Kapasitas11/2 PK
Kondisi Baik |Nomor seri CU-
PN12RK]
Master slave .
AC Tidak ada
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Kode Luas g .
PD Nama PD Area Aspek Keterangan Spesifikasi
Pendeteksi Tidak ada
asap
Pe?detekm Tidak ada
api
Labelling .
Kabel Tidak ada
CCTV Tidak ada
Lemari/Rak Jumlah 1 unit, Rak Server Closed Rack
o Indorack
Server Kondisi Baik .
19 inci
APichArljt j | Jumlah4unit, |, 400 2 besar
pemadamapl |y disi Baik |~ co! dan < besa
ringan)
Terdapat
standar
keamanan
yang Tidak ada
digunakan
pada pusat
data
Pintu masuk .
lebih dari satu Tidak ada
Ruangan
2,5x3m khusus .untl.lk Jumlah 1 2,5x3m

memonitoring
server
Raised floor Tidak ada
UPS Jumlah 2 unit, |UPS Merk ICA 2100

Badan Kondisi Baik |kapasitas 2000 VA

24 |Pendapatan Cooli
paerah o] Jumlah 2 unie, | 20019 ystem server
ooling syste Kondisi Baik ehyati dengan ra
server
Pengamanan
sebelum . Jumlah 1 unit |Kunci fisik
memasuki
pusat data
Cadangan
listrik (power Tidak ada
backup)
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Kode Luas e
PD Nama PD Area Aspek Keterangan Spesifikasi
Jumlah 1 unit,
AC Kondisi Baik LG DUAL converter 2 PK
Master slave :
AC Tidak ada
Pendeteksi Tidak ada
asap
Pepdetek51 Tidak ada
api
Labelling .
Kabel Tidak ada
CCTV Tidak ada
Lemari/Rak Jumlah 1 unit, |50 kg di
Server Kondisi Baik |lengkapi kunci fisik
APichArl;t i Jumlah 1 unit,
pemadam apl | "y, ndisi Baik
ringan)
Terdapat
standar
keamanan
yang Tidak ada
digunakan
pada pusat
data
Pintu masuk utama
jumlah 2 unit, roIIzng door (dengan
Kondisi Baik kunci manual), pintu
Pintu masuk masuk kedua dengan
lebih dari satu handle digital
3,2x6m
Eumah Sakit h Posisi tempat ada di
mum Daera : .
27 larn. 3.2x6m jumlah 1 sebelah pintu menuju
Ruangan server langsung dengan
Soemarno di khusus untuk penghubung kaca
Sosroatmodjo memonitoring supaya bisa memantau
server server
Raised floor Tidak ada
Jumlah 4 unit, |Tersedia 4 buah ups
UPS L
Kondisi Baik |untuk menopang server
Cooling system Tidak ada
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Kode Luas e
PD Nama PD Area Aspek Keterangan Spesifikasi
Pengamanan Jumlah 1 unit |Sebelum memasuki
sebelum L.
. handle digital |ruang server terdapat
memasuki ada pintu |handle digital
pusat data p p 9
Cadangan
listrik (power Tidak ada
backup)
AC jumiah 2 unit, |00 e
Kondisi Baik p
terus
Master slave .
AC Tidak ada
Pendeteksi Tidak ada
asap
Pe?detekm Tidak ada
api
. Di setiap Pada setiap jaringan
Labelling rinean yang akan mengarah
kabel : 5 keluar server diberi
terdapat label
label
Jumlah 2 unit,
Kondisi Baik,
CCTV Posisidi area |CCTV ALHUA
depan belakang
ruang server
Jumlah 1 unit, Mengeunakan
Lemari/Rak Kondisi Baik, abu%xg an kavu dan baia
Server Posisi di dalam g_ & y )
ringan.
ruang server
Jumlah 1 unit,
APAR (Alat Kondisi Baik, |Menggunakan APAR
pemadam api | Posisidiarea |tipe powder
ringan) sebelum masuk |3 kg
ruang server
Terdapat
standar
k:imanan SPO backup
y. & database SIMRS
digunakan
pada pusat
data
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Kode
PD

28

Nama PD

Bagian
Pengadaan
Barang dan
Jasa

Luas
Area

3x4m

Aspek Keterangan Spesifikasi
Pintu masuk :
lebih dari satu Tidak ada
Ruangan
khusus .untl.lk Jumlah 1 3x4m
memonitoring
server
Raised floor Tidak ada
UPS Tidak ada
Cooling system Tidak ada Terdapat di dalam
server

Pengamanan
sebelum Jumlah 1 unit, |Finger print dan deteksi
memasuki Kondisi baik |wajah
pusat data
Cadangan
listrik (power Tidak ada
backup)

Jumlah 3 unit,

Kondisi 1. baik, 1 2 unit Panasonic dan 1
AC rusak ringan wnit LG
(bocor), 1 rusak
berat

Master slave :
AC Tidak ada
Pendeteksi Tidak ada
asap
Pe?detekm Tidak ada
api
Labelling ?z;rsir(igjrl:
kabel terdapat label

Jumlah 1 unit,
CCTv Kondisi baik
Lemari/Rak Jumlah 1 unit,
Server Kondisi baik Open Rack
APiRéArljt i Jumlah 1 unit,
p_e acarap Kondisi baik
ringan)
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Kl())ge Nama PD k::: Aspek Keterangan Spesifikasi
Terdapat
standar
keamanan
yang Tidak ada
digunakan
pada pusat
data

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan diketahui
bahwa mayoritas PD Pemilik Server telah memiliki aspek ruang server yaitu UPS,
Lemari/Rak Server, AC, APAR (Alat pemadam api ringan), dan Genset. Berikut
pejelasan penggunaan masing masing perangkat aspek ruang server yang
masyoritas dimiliki oleh PD pemilik server.

1. UPS (Uninterruptible Power Supply) adalah alat yang menyediakan
cadangan listrik sementara untuk menjaga perangkat tetap beroperasi ketika
terjadi pemadaman listrik.

2. Lemari/Rak Server adalah struktur fisik yang digunakan untuk
menempatkan server dan peralatan jaringan lainnya secara terorganisir guna
menjaga ruang tetap rapi, memungkinkan aliran udara yang baik, dan
memudahkan pemeliharaan.

3. AC (Air Conditioner) adalah pendingin ruangan yang digunakan untuk
menjaga suhu di ruang server tetap stabil.

4. APAR (Alat pemadam api ringan) adalah alat pemadam kebakaran yang
dirancang untuk mengatasi kebakaran kecil di ruang server.

5. Genset adalah generator set yang menyediakan sumber daya listrik cadangan
selama pemadaman listrik jangka panjang.

7.5.1.3 Pusat Kendali

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
pusat kendali merupakan fasilitas yang digunakan untuk mengendalikan dan
mengoperasikan suatu sistem. Pusat kendali ini juga dapat berupa pusat kendali
jaringan (Network Operation Center/NoC) milik pemerintah yang terintegrasi
dengan pusat kendali jaringan yang dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki pusat
kendali atau Command Center.

7.5.2 Sistem Integrasi

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022, penyelenggaraan sistem
integrasi meliputi Jaringan Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan
Pemerintah. Infrastruktur ini dirancang untuk dapat dimanfaatkan secara berbagi
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pakai oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini akan
diuraikan secara rinci setiap aspek dari sistem integrasi tersebut, yaitu Jaringan
Intra Pemerintah dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

7.5.2.1 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132
Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, Sistem Penghubung Layanan merupakan salah satu implementasi yang
bertujuan untuk mendukung tercapainya integrasi sistem dan berfungsi sebagai
infrastruktur berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem penghubung
layanan pemerintah ini berperan sebagai platform yang mengintegrasikan berbagai
layanan dari berbagai instansi pemerintah, sehingga memungkinkan pertukaran
data dan informasi secara real-time. Sistem ini dirancang untuk mengurangi
duplikasi data serta proses, mempercepat pelayanan publik, mempermudah akses
informasi bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan koordinasi antar
instansi pemerintahan.

Dalam hal ini, Sistem Penghubung Layanan akan difokuskan pada Sistem
Penghubung Layanan Pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian
Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan hasil survei yang dikumpulkan secara
daring maupun luring, Pemerintah Kabupaten Kapuas belum memiliki akses
pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan, tetapi saat ini telah
menerapkan integrasi sistem penghubung layanan melalui penggunaan Web
API. Berikut ini adalah Tabel 7.13 yang mencantumkan PD yang telah melakukan
integrasi aplikasi beserta daftar aplikasi yang diintegrasikan.

Tabel 7.13 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Nama Sistem

Kode Penghubung o .
PD Nama PD Layanan Aplikasi yang dihubungkan
Pemerintah
Sistem
Dinas o Penghubung 1. KIP (Kapuas Infokom  Publik)
Komunikasi, KIP (Kapuas . .
. https://kip.kapuaskab.go.id
2 Informatika, Infokom .
. . 2. Website Kalteng Pos
Persandian Publik) dengan https://www.kaltengpos.info/
dan Statistik Website ps: ' EPOS:
Kalteng Pos
Sistem
Dinas o Penghubung 1. Satu Data Kabupaten Kapuas
Komunikasi, Satu Data .
. https://satudata.kapuaskab.go.id/
2 Informatika, Kabupaten i
. 2. Satu Data Indonesia
Persandian Kapuas dengan http://data.go.id
dan Statistik Satu Data p: -80-
Indonesia
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Kode
PD

Nama PD

Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa

Nama Sistem
Penghubung
Layanan
Pemerintah

Sistem
Penghubung
SIDARA (Sistem
Data Sektoral)
dengan
SIAPDes
(Sistem
Informasi dan
Administrasi
Pemerintah
Desa)

Aplikasi yang dihubungkan

1. SIDARA (Sistem Data Sektoral)
(https://dpmd.kalteng.go.id/humaitah)
2. SIAPDes (Sistem Informasi
Administrasi Pemerintah Desa)
(https://siapdes.dpmd.kalteng.go.id/)

dan

Dinas
Kependudukan
dan
Pencatatan
Sipil

Sistem
Penghubung
SIAK  (Sistem
Informasi
Administrasi
Kependudukan)
dengan SIKS-NG
Online (Sistem
Informasi
Kesejahteraan
Sosial Next
Generation)

1. SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan)

2. SIKS-NG Online (Sistem
Kesejahteraan Sosial Next
(https://siks.kemensos.go.id/)

Informasi
Generation)

14

Dinas
Kesehatan

Sistem
Penghubung
Layanan RME
(Rekam Medis
Elektronik)
dengan P CARE

1. RME (Rekam Medis Elektronik)
2. P CARE (https://pcarejkn.bpjs-
kesehatan.go.id/)

27

Rumah  Sakit
Umum Daerah
dr. H.
Soemarno
Sosroatmodjo

Sistem
Penghubung
VCLAIM
(Virtual Claim
BPJS) dengan
SIMRS KHANZA

1. VCLAIM  (Virtual Claim
https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/
2. SIMRS KHANZA

BPJS)

Sistem
Penghubung
SIMRS KHANZA
dengan Satu
Sehat

1. SIMRS KHANZA
2. Satu sehat

Berdasarkan Tabel 7.13 diketahui terdapat 5 PD yaitu Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, serta Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Mengacu pada Tabel 7.13, 5 PD
memanfaatkan penggunaan API dengan total 7 API dan total aplikasi yang
dihubungkan atau terintegrasi berjumlah 13 Aplikasi.
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7.5.2.2 Jaringan Intra Pemerintah

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Jaringan Intra
pemerintah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai simpul
jaringan di lingkungan pemerintahan. Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah
bertujuan untuk memastikan keamanan dalam koordinasi dan komunikasi
pemerintahan secara digital, baik berupa suara, file, teks, maupun format data
lainnya. Pembahasan terkait dengan jaringan intra pemerintah meliputi
ketersediaan topologi jaringan dan ketersediaan bandwidth yang terdapat pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah
menerapkan Jaringan Intra Pemerintah berbasis Virtual Private Network
(VPN) yang terhubung pada seluruh PD Kabupaten Kapuas. Penggunaan Jaringan
Intra Pemerintah (JIP) Kabupaten Kapuas dikhususkan untuk mengakses aplikasi
SIMDA BMD, SIMDA GA]JI, dan Siskeudes. Oleh karena itu, kebutuhan internet untuk
mendukung operasional dan layanan administrasi PD dilakukan pengadaan secara
mandiri oleh masing-masing PD. Penjabaran kondisi eksisting Jaringan Intra
Pemerintah di Kabupaten Kapuas dijelaskan pada subbab di bawah ini.

1. Topologi jaringan

Topologi Jaringan adalah konsep yang digunakan untuk
menggambarkan bagaimana hubungan antar komputer dalam sebuah
jaringan. Secara umum, topologi jaringan dibagi menjadi beberapa jenis,
seperti topologi cincin, bus, bintang, dan lainnya. Berdasarkan data yang
diperoleh dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik
Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kapuas telah
memiliki topologi jaringan yang terintegrasi menggunakan kabel fiber optic
yang terhubung pada 42 PD. Pengelolaan jaringan intra pemerintah
terpusat di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistika
Kabupaten Kapuas, yang bekerja sama dengan penyedia layanan jaringan
yaitu Astinet untuk memenuhi kebutuhan jaringan intra pemerintah di
wilayah Kabupaten Kapuas. Gambar 7.3 menunjukkan topologi jaringan
intra pemerintah Kabupaten Kapuas.
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Gambar 7.3 Topologi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistika yang
bertanggung jawab atas pengelolaan jaringan intra Pemerintah Kabupaten
Kapuas memanfaatkan layanan penyedia jaringan Astinet dengan bandwidth
sebesar 50 Mbps Dedicated. Untuk aspek keamanan, Pemerintah Kabupaten
Kapuas menggunakan perangkat mikrotik guna melindungi jaringan dari
ancaman serangan siber.

. Ketersediaan Bandwidth

Saat ini, belum ada sistem pengaturan atau manajemen
bandwidth yang terpusat, sehingga masing-masing PD mengelola
penggunaan bandwidth secara mandiri. Meskipun Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas telah menyediakan
bandwidth, beberapa PD tetap melakukan pengadaan bandwidth internet
secara mandiri untuk mendukung operasional dan layanan administrasi
mereka. Tabel 7.14 menyajikan rincian PD yang melakukan pengadaan
bandwidth internet secara mandiri.

Tabel 7.14 Pengadaan Bandwidth Mandiri

Kode Nama PD ~ Nama  Bandwidth Jumlah Alasan pengadaan
Jaringan (Mbps) |Pemasangan bandwidth mandiri

Penyediaan bandwidth

PT. Telkom secara mandiri digunakan
Inspektorat . .
1 Daerah Indonesia | 50 Mpbs 2 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
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Kode Nama PD Nama |Bandwidth| Jumlah Alasan pengadaan
PD Jaringan (Mbps) Pemasangan bandwidth mandiri
Dinas N PT. Telkom Jaringan ini digunakan
Komunikasi, .
. Indonesia untuk pemenuhan
2 |Informatika, . 10 Mbps 1
. (Astinet kebutuhan utama Server
Persandian dan Lite) 1:4 dan Backup Server
Statistik ) P
PT. Telkom Penyediaan l?a.nd.wzdth
Indonesia secara mandiri digunakan
3 [Dinas Pendidikan (Astinet 10 Mbps 1 untuk menunjang
. kebutuhan operasional
Lite) 1:4
PD
: o Penyediaan bandwidth
Dinas Pariwisata, e
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Kebudayaan, . .

4 Indonesia | 30 Mpbs 2 untuk menunjang
Kepemudaan dan . .
Olahraga (Indihome) kebutuhan operasional

PD
Penyediaan bandwidth
e —
Indonesia | 50 Mpbs 1 Jang
(Indihome) kebutuhan operasional
Dinas PD dan mempercepat

5 Lingkungan pelayanan elektronik
Hidup dan Penyediaan bandwidth
Kehutanan PT. Telkom lsleI:lctili? ;lneal?lil;r; I(lhgunalkan

Indonesia | 20 Mbps 1 Jang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD dan mempercepat
pelayanan elektronik
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom ok menunang
Indonesia | 30 Mpbs 1 Jang
(Indihome) kebutuhan operasional
Dinas PD dan mempercepat
6 Pemberdayaan pelayanan elektronik
Masyarakat dan Penyediaan bandwidth
Indonesia | 20 Mbps 2 jang.
(Indihome) kebutuhan operasional
PD dan mempercepat
pelayanan elektronik
Dinas Ketahanan
7 |Pangan dan Tidak ada
Perikanan
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
8 |Dinas Pertanian | Indonesia | 50 Mpbs 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
. PT. Telkom Penyediaan bandwidth
Dinas . o
Indonesia | 5 Mbps 1 secara mandiri digunakan
Kependudukan . .

9 (Indihome) untuk menunjang
dan Pencatatan .

Sipil PT. Telkom 5 Mbps 1 kebutuhan operasional
Indonesia PD
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Kode Nama PD Nama |Bandwidth| Jumlah Alasan pengadaan
PD Jaringan (Mbps) Pemasangan bandwidth mandiri
(Astinet
Lite)
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 10 Mpbs 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
dan administrasi PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 20 Mpbs 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
Dinas Pekerjaan dan administrasi PD
Umum, Penataan Penyediaan bandwidth
Ruang, PT. Telkom secara mandiri digunakan
10 |Perumahan Indonesia | 30 Mpbs 2 untuk menunjang
Kawasan (Indihome) kebutuhan operasional
Pemukiman dan dan administrasi PD
Pertanahan Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 100 Mbps 2 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
dan administrasi PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 20 Mbps 1 untuk menunjang
(Astinet) kebutuhan operasional
dan administrasi PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 10 Mpbs 1 untuk menunjang
. (Indihome) kebutuhan operasional
Dinas _ . PD
11 ']giln'?‘gzggzsll(erja Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 20 Mpbs 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 100 Mbps 1 untuk menunjang
, . (Indihome) kebutuhan operasional
Dinas Kearsipan PD
12 (lieel?pustakaan Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 100 Mbps 1 untuk menunjang
(Astinet) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
13 |Dinas Sosial Indonesia | 30 Mpbs 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
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Kode

Nama PD

Nama

Bandwidth

Jumlah

Alasan pengadaan

PD Jaringan (Mbps) Pemasangan bandwidth mandiri
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
14 |Dinas Kesehatan | Indonesia | 100 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Dinas
Eg;r;k;frgzzaan Penyediaan bandwidth
Perlin(i)ungz;n PT. Telkom secara mandiri digunakan
15 |Anak, Indonesia | 30 Mpbs 1 untuk menunjang .
. . kebutuhan operasional
Pengendalian (Indihome) R
Penduduk dan PD dan efisiensi
Keluarga pelayanan
Berencana
Penyediaan bandwidth
Dinas secara mandiri digunakan
Penanaman PT. Telkom untuk mendukung
Modal dan ) . operasional seluruh
16 Indonesia | 60 Mpbs 1 . .
Pelayanan (Indihome) kegiatan pada dinas
Terpadu Satu terutama dalam media
Pintu pengiriman data dan
informasi kedinasan.
Karena yang disediakan
PT. Telkom Pemda belum mencukupi,
17 Dinas Indonesia | 100 Mbps 1 sehingga Dinas
Perhubungan . Perhubungan
(Indihome)
menyediakan secara
mandiri
Penyediaan bandwidth
Dinas PT. Telkom secara mandiri digunakan
Perdagangan, Indonesia | 50 Mbps 1 untuk menunjang
18 Perindustrian, (Indihome) kebutuhan operasional
Koperasi dan PD
Usaha Kecil PT. Telkqm Bandwidth disediakan
Menengah Indonesia | 50 Mbps 1 .
(Indihome) kementrian untuk SKA
Penyediaan bandwidth
Badan Keuanean PT. Telkom secara mandiri digunakan
19 5 Indonesia | 50 Mbps 1 untuk menunjang
dan Aset Daerah
(Indihome) kebutuhan operasional
dan internal PD
Penyediaan bandwidth
Badan Kesatuan |PT. Telkom secard mandi.ri digunakan
20 |Bangsa dan Indonesia [ 50Mbps 1 untuk menunjang .
Politik (Astinet) kebutuhan operasional
PD dalam melakukan
layanan
Badan Penyediaan bandwidth
Kepegawaian dan|PT. Telkom secara mandiri digunakan
21 |Pengembangan Indonesia | 100 Mbps 1 untuk menunjang
Sumber Daya (Indihome) kebutuhan operasional
Manusia PD
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Hode Nama PD

Nama

Bandwidth

Jumlah

Alasan pengadaan

PD Jaringan (Mbps) Pemasangan bandwidth mandiri
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 50 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 30 Mbps 4 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 20 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Badan PT. Telkom secara mandiri digunakan
22 |Penanggulangan | Indonesia | 100 Mbps 1 untuk menunjang
Bencana Daerah |(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Badan Indonesia | 50 Mpbs 5 untuk menunjang
Perencanaan (Indihome) kebutuhan operasional
23 Pembangunan PD
Daerah, Penyediaan bandwidth
Penelitian dan PT. Telkom secara mandiri digunakan
Pengembangan Indonesia | 20 Mpbs 2 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
PT. Penyediaan bandwidth
Badan Indonesia secara mandiri digunakan
24 |Pendapatan Comnets 7 Mbps 1 untuk menunjang
Daerah Plus kebutuhan operasional
(Icon+) PD
Penyediaan bandwidth
secara mandiri digunakan
Sekretariat PT. Telkom untuk menunjang .
Dewan . kebutuhan operasional
25 ) Indonesia | 50 Mbps 1
Perwakilan (Indihome) PD dalam mengakses
Rakyat Daerah aplikasi yang
membutuhkan jaringan
internet
. Penyediaan bandwidth
Satuan Polisi L
Pamong Praja PT. Telkqm secara mandl.rl digunakan
26 Indonesia | 20 Mbps 1 untuk menunjang
dan Pemadam . .
(Indihome) kebutuhan operasional
Kebakaran PD
Rumah Sakit PT. Telkom Penyediaan l?a.nd.width
Umum Daerah . secara mandiri digunakan
27 Indonesia | 20 Mbps 1 .
Dr. H. Soemarno (Astinet) untuk menunjang
Sosroatmodjo kebutuhan operasional
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Nama PD

Kode Nama |Bandwidth| Jumlah Alasan pengadaan

PD Jaringan (Mbps) Pemasangan bandwidth mandiri
PD dalam melakukan
pelayanan
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandi.ri digunakan
Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang .
(Indihome) kebutuhan operasional
PD dalam melakukan
pelayanan
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
. (Astinet) kebutuhan operasional
Bagian PD
28 |Pengadaan
Baragng dan Jasa Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 50 Mbps 2 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
. Penyediaan bandwidth
Bagian R
. PT. Telkom secara mandiri digunakan
29 Perekonomian Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
dan Sumber Daya . :
Alam (Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Bagian PT. Telkom secara mandiri digunakan
30 |Administrasi Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
Pembangunan (Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Bagian PT. Telkom secara mandiri digunakan
31 Pemerintahan Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Bagian PT. Telkom secara mandiri digunakan
32 |Kesejahteraan Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
Rakyat (Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
33 |Bagian Hukum Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
34 |Bagian Umum Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Bagian PT. Telkom secara mandiri digunakan
35 Organisasi Indonesia | 50 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
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Kode

Nama PD

Nama

Bandwidth

Jumlah

Alasan pengadaan

PD Jaringan (Mbps) Pemasangan bandwidth mandiri
Penyediaan bandwidth
Bagian PT. Telkom secara mandiri digunakan
36 |Perencanaan Dan| Indonesia | 100 Mpbs 1 untuk menunjang
Keuangan (Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Bagian Protokol |PT. Telkom secara mandiri digunakan
37 |Dan Komunikasi | Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
Pimpinan (Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
38 |Kecamatan Selat | Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
Kecamatan PT. Telkom secara mandiri digunakan
39 Kapuas Hilir Indonesia | 50 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
40 |Puskesmas Selat | Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 30 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
41 Puskesmas PD
Melati Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Indonesia | 20 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD
Penyediaan bandwidth
PT. Telkom secara mandiri digunakan
Puskesmas Pulau . .
42 Telo Indonesia | 20 Mbps 1 untuk menunjang
(Indihome) kebutuhan operasional
PD

7.5.3 Platform

Berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022, penyelenggaraan
platform yang mencakup kerangka infrastruktur aplikasi dan komputasi awan
bertujuan untuk mewujudkan government cloud sebagai infrastruktur yang dapat
digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini akan
dijelaskan secara rinci mengenai setiap aspek dari platform tersebut, yaitu
kerangka infrastruktur dan aplikasi, serta komputasi awan.
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7.5.3.1 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi mencakup perangkat keras dan perangkat
lunak yang digunakan dalam lingkungan kerja untuk mendukung aplikasi. Dalam
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital
Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE,
disebutkan bahwa dalam domain Infrastruktur SPBE, Kerangka Infrastruktur dan
Aplikasi mencakup perangkat lunak platform, perangkat keras server, perangkat
keras media penyimpanan, perangkat keras jaringan, perangkat keras keamanan,
serta perangkat keras periferal. Penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing
komponen dari Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi akan dibahas dalam subbab
berikut.

7.5.3.1.1 Perangkat Lunak Platform

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dijelaskan bahwa salah satu
elemen penting dalam Infrastruktur SPBE adalah ketersediaan perangkat lunak.
Perangkat lunak diperlukan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari
guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas,
penggunaan perangkat lunak dikelompokkan menjadi 11 kategori, yaitu
pemrosesan kata, pemrosesan angka, pemrosesan visual, pengeditan foto, alat
pemrograman, manajemen basis data, pengeditan video, browser, konferensi video,
perangkat monitoring jaringan, dan sistem operasi. Hasil survei menunjukkan
bahwa sebagian besar PD Kabupaten Kapuas menggunakan Microsoft Office yaitu
seluruh PD menggunakan Microsoft Word, 41 PD menggunakan Microsoft
Excel, dan 39 PD menggunakan Microsoft Power Point. Penggunaan browser
pada Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu 39 PD menggunakan Mozilla Firefox,
41 PD menggunakan Google Chrome, dan 33 PD menggunakan Internet
Explorer. Kemudian, pada penggunaan aplikasi konferensi video di Pemerintah
Kabupaten Kapuas yaitu 39 PD menggunakan Zoom dan 19 PD menggunakan
Google Meet. Dalam hal ini, seluruh PD Kabupaten Kapuas belum menggunakan
perangkat lunak dengan lisensi berbayar. Tabel 7.15 memaparkan 54 perangkat
lunak yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 7.15 Perangkat Lunak Platform

Tipe Perangkat S . Validitas Lisensi
Nama Perangkat Lunak Lunak Jenis Lisensi ot sk

. . Kode Sumber Kode Sumber
Canva Sistem Utilitas Terbuka Terbuka
. . . Kode Sumber Kode Sumber
Sublime Sistem Utilitas Terbuka Terbuka
. . Kode Sumber Kode Sumber
MobaXtrem Sistem Utilitas Terbuka Terbuka
179

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028




Nama Perangkat Lunak

Tipe Perangkat
Lunak

Jenis Lisensi

Validitas Lisensi

Perangkat Lunak

Putty Sistem Utilitas Kol‘fgri‘fl‘;;’er Koggriirg:er
Filmora Sistem Utilitas Kogsriflil:er Koggri‘;rg:er
Google Chrome sistem vttias | 0 iU | etk
Lisensi
Opera Sistem Utilitas Seumur Seumur Hidup
Hidup
Capcut Sistem Utilitas Koggrilll;l?:er Koggril::}?:er
Brave Sistem Utilitas Koﬁgrifl?:er Korggri‘:il:er
Macromedia Sistem Utilitas Kode Sumber Kode Sumber
Dreamweaver Terbuka Terbuka
Camscanner Sistem Utilitas Koﬁgrifg’er Ko'ggr?)lglr(l:er
Mozilla Firefox Sistem Utilitas Koggritrlg’er Koggri‘:il:er
Jaspersoft Studio Sistem Utilitas Koﬁgritrg)er Koggri‘;rl?:er
VNC Viewer Sistem Utilitas Koﬁgritrlil;er Koggri‘;rl?:er
ARCGIS Sistem Utilitas K"]‘fgri‘;rlg’er Koggrﬁrl?:er
Kine Master Sistem Utilitas Koﬁgrifg’er Koggri‘;rl?:er
Microsoft Word Sistem Utilitas Koﬁgrifg’er Koggri‘;rl?:er
ooele P sisem utlias | P M rerbuta
Microsoft Excel Sistem Utilitas Koggrifl?:er Koggri‘;rg:er
Coogle Sheets sisem utlias | P M rerbutn
Microsoft Power Point Sistem Utilitas Koggritrlg’er Koggri‘:il:er
Google Slide Sistem Utilitas Koﬁgrifl?:er Ko'ggr?)lglr(l:er
Paint Sistem Utilitas Koggritrlg’er Koggri‘:il:er
Hhotoshop sisem utlias | T | M rerbutn
Corel Draw Sistem Utilitas Koﬁgrifg’er Koggri‘;rl?:er
Netbeans Sistem Utilitas Koﬁgrifg’er Ko'ggr?)lglr(l:er
ATOM Sistem Utilitas K"]‘fgri‘;rlg’er Koggrﬁrl?:er
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Nama Perangkat Lunak

Tipe Perangkat
Lunak

Jenis Lisensi

Validitas Lisensi

Perangkat Lunak

Visual Studio Code Sistem Utilitas Koﬁsrif}?;er Koggri‘;rl?:er
HTML5 Builder Sistem Utilitas Koﬁsrifg’er Ko'ggr?)lglr(l:er
Github Sistem Utilitas Kogsriflil:er Koggri‘;rg:er
Gitlab Sistem Utilitas Koﬁsrifg’er Ko'ggr?)lglr(l:er
Microsoft Access Sistem Database Koﬁeerifg’er Koggri‘;rg:er
SQL Server Sistem Database Koﬁsrilll;l?:er Koggri‘;rg:er
Oracle Sistem Database Koﬁsrif}?;er Koggri‘;rﬁ:er
MySQL Sistem Database Kogsrilll;l?:er Koggriirg:er
Posteree SQL sistem Database | “p00T | b
Adobe Premiere Sistem Utilitas Kogsriflil:er Koggri‘;rg:er
Windows Movie Maker Sistem Utilitas Koﬁsrifg’er Koggri‘;rl?:er
ony Vegas sistem Utiitas | P0G | rerbuka
Internet Explorer Sistem Utilitas Koﬁsrifg’er Koggri‘;rl?:er
Zoom Sistem Utilitas Kogsritrlil:er Koggri‘;rg:er
Google Meet Sistem Utilitas Koﬁsrillllrlil:er Koggrilg}?:er
windows server | sistem Operasi | “p2 B Ol
Windows 10 sistem Operasi | NG| M rerbuta
Windows 11 sistem Operasi | TN M rerbua
Linux Server Ubuntu Sistem Operasi Kode Sumber Kode Sumber
20.04 Terbuka Terbuka
Linux Server Ubuntu Sistem Operasi Kode Sumber Kode Sumber
22.04 Terbuka Terbuka
Linux Server CentOS 7.8 Sistem Operasi Kogsriflil:er Koggri‘;rg:er
Linux Server CentOS Sistem Operasi Koﬁsrifg’er Koggri‘;rl?:er
Winbox Sistem Utilitas Kogeerifg’er Koggri‘:il:er
Ruijie Network Sistem Utilitas Kode Sumber Kode Sumber
Commander Terbuka Terbuka
Router0s sistem Operasi | NG| M rerbuta
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Berdasarkan Tabel 7.15 diketahui terdapat 54 perangkat lunak yang
digunakan di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan 54 perangkat lunak
tersebut terbagi menjadi 11 jenis perangkat lunak yaitu 2 pemrosesan kata, 2
pemrosesan angka, 5 pemrosesan visual, 5 pengeditan foto, 10 alat pemrograman,
5 manajemen basis data, 4 pengeditan video, 6 browser, 2 konferensi video, 6
perangkat monitoring jaringan, dan 7 sistem operasi.

7.5.3.1.2 Perangkat Keras Server

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
perangkat keras server merupakan komponen fisik yang digunakan untuk berbagai
keperluan seperti Web Server, Mail Server, Aplikasi, Database, File Server, Active
Directory, serta keamanan informasi. Fungsi dari perangkat keras server mencakup
penempatan, penyimpanan, pengolahan, hingga pemulihan data. Berdasarkan
kondisi yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat 7 PD yang memiliki
perangkat Kkeras server. Rincian PD beserta kegunaan masing-masing server
dapat dilihat pada Tabel 7.16.

Tabel 7.16 Perangkat Keras Server

Kegunaan
Server
Kode (Aplikasi Software/ Aplikasi yang tersedia pada

pp | NamasServer " ccopyy Server

Kalibrasi
/ Backup)

SIM ASET (Sistem Informasi Management Aset)
http://aset.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
https://bkpsdm.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kapuas

Server Dinas https://bpbd.kapuaskab.go.id/

Komunlk_a o o Website Resmi Dinas Kesehatan
2 Informatika, Aplikasi https://dinkes.kapuaskab.go.id/web
Persandian dan ps: -Kap .go.
Statistik (1)

Website Resmi Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Kapuas
https://disarpustaka.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
https://disdukcapil. kapuaskab.go.id/

Website Resmi Dinas Sosial Kabupaten Kapuas
https://dissos.kapuaskab.go.id/

182

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028



Kegunaan
Server

Kode Nama Server (Aplikasi

PD / CCTV /
Kalibrasi

Software/ Aplikasi yang tersedia pada
Server

/ Backup)

Website Resmi Dinas Pertanian Kabupaten
Kapuas
https://distan.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Kabupaten Kapuas
https://dlh.kapuaskab.go.id

Website Resmi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten

Kapuas
https://dp3appkb.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas
https://dpmd.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan
https://dpuprpkp.kapuaskab.go.id/web/

E-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah secara elektronik)
http://v2.esakip.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Inspektorat Daerah Kabupaten
Kapuas
https://Inspektorat Daerah.kapuaskab.go.id/

JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum)
http://jdih.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Kabupaten Kapuas
https://kapuaskab.go.id/web/

Website Resmi Kecamatan Selat
https://kec-selat.kapuaskab.go.id/pkk/

Website Resmi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik
https://kesbangpol.kapuaskab.go.id/

KIP (Kapuas Infokom Publik)
https://kip.kapuaskab.go.id/
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Kegunaan
Server

Kode Nama Server (Aplikasi Software/ Aplikasi yang tersedia pada

PD / CCTV / Server
Kalibrasi
/ Backup)

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
http://Ipse.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Bagian Organisasi Sekretaris
Daerah Kabupaten Kapuas
https://org.setda.kapuaskab.go.id/

PAHARI (Aplikasi Pemantauan Harian)
https://pahari.kapuaskab.go.id/login

DigiPeD (Digitalisasi Perbendaharaan Daerah)
https://perbendaharaan.kapuaskab.go.id/login

siDIAS (Sistem Informasi Persediaan Barang
Kabupaten Kapuas)
https://persediaan.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
https://polppdamkar.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Rumah Sakit Umum Daerah dr.
H. Soemarno Sosroatmodjo
http://rsud.kapuaskab.go.id/

Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli
Daerah)
https://simpatda.kapuaskab.go.id/

Sistem Informasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Kapuas
http://sireform.esakip.kapuaskab.go.id/

Aplikasi Tata Ruang
https://tataruang.dpuprpkp.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas
https://tu.setwan.kapuaskab.go.id/

Website Resmi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
https://dpmptsp.kapuaskab.go.id/

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi) https://ppid.kapuaskab.go.id/

Satu Data Kabupaten Kapuas
https://satudata.kapuaskab.go.id/

184

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028




Kegunaan
Server
(Aplikasi

Kode Software/ Aplikasi yang tersedia pada

Nama Server
Server

PD / CCTV /
Kalibrasi
/ Backup)

E- RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah) https://rkbmd.kapuaskab.go.id

Server Dinas

Komunikasi, . SIAPBOS
Informatika, Aplikasi httos: //siapbos.k Kab.go.id
Persandian dan ps://siapbos.kapuaskab.go.id/
Statistik (2)
Server Dinas
Komunikasi,
Informatika, Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
Persandian dan
Statistik (3)
Server Dinas
Kependudukan S
darI: Pencatatan Aplikasi PETAK
Sipil (1)
Server Dinas
Kependudukan o BCard
9 darI: Pencatatan Aplikasi Benroller
Sipil (2)
server Dinas SIAK (Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan S
Aplikasi Kependudukan)
dan Pencatatan https://web.dukcapil. kemendagri.go.id/
Sipil (3) ) ) ] i
12 Ksee;:s?;;)rirzla;n Aplikasi InlisLite (.Int_eg.ra'Fed Library Systet_n Lite)
Perpustakaan https://inlislite.perpusnas.go.id/
Server Badan SIMGaji (Sistem Informasi Gaji)
S SIMDA BMD (Sistem Informasi Manajemen
19 Keuangan dan Aplikasi .
Aset Daerah Daerah - Barang Mllll? Daerah)
https://bmd-kapuas.simda.net/
Server Badan g Simpatda (Sistem Informasi Pendapatan Asli
Pendapatan Aplikasi Daerah)
Daerah (1)
Server Badan o E-BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
24 Pendapatan Aplikasi Bangunan)
Daerah (2)
Server Badan
Pendapatan Aplikasi E-POTENSI
Daerah (3)
Server Rumah
Sakit Umum
DaerahdrH. ) s SIMRS KHANZA
27 Soemarno.
Sosroatmodjo
(1)
Sg;ﬁftrtl};?;h Aplikasi SIMRS KHANZA
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Kegunaan

Server
(Aplikasi Software/ Aplikasi yang tersedia pada
Nama Server / CCTV / Server
Kalibrasi
/ Backup)
Daerah dr. H.
Soemarno
Sosroatmodjo
(2)
Server Rumah
Sakit Umum
Daerah dr. H. Aplikasi VCLAIM (Virtual Claim BPJS)
Soemarno https://vclaim.bpjs-kesehatan.go.id/
Sosroatmodjo
(3)
Server Bagian g LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
28 Pengadaan Aplikasi http://Ipse kapuaskab.go.id/
Barang dan Jasa ' ' e

Berdasarkan Tabel 7.16 diketahui bahwa dari 7 PD dengan total 15
perangkat keras server dengan kepemilikan setiap PD yaitu Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik memiliki 3 server, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memiliki 3 server, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki 1
server, Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 1 server, Badan Pendapatan
Daerah memiliki 3 server, Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno
Sosroatmodjo memiliki 3 server, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memiliki 1
server. Selain itu, terdapat penggunaan server virtual oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik dengan Pusat Data Nasional.

7.5.3.1.3 Perangkat Keras Media Penyimpanan

Perangkat keras penyimpanan adalah komponen fisik yang digunakan untuk
menyimpan data secara permanen atau sementara dalam suatu sistem komputer,
seperti Hard Disk Drive (HDD), Solid-State Drive (SSD), dan server penyimpanan
data. Perangkat ini berfungsi untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data
yang dibutuhkan oleh sistem atau aplikasi. Berdasarkan hasil survei, terdapat 20
PD yang memiliki perangkat keras media penyimpanan. Media penyimpanan
yang digunakan oleh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas terbagi menjadi 12 jenis
berdasarkan total kapasitas penyimpanan yaitu Harddisk Eksternal 500 GB,
Harddisk Eksternal 1 TB, Harddisk Eksternal 2 TB, Harddisk Eksternal 4 TB, Harddisk
Eksternal 5 TB, Harddisk Eksternal 48 TB, Harddisk Internal 2 TB, Harddisk Internal
4 TB, Server Penyimpanan Data 1 TB, Server Penyimpanan Data 1 TB, Server
Penyimpanan Data 2 TB, dan Server Penyimpanan Data 3 TB. Rincian perangkat
media penyimpanan yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas disajikan
dalam Tabel 7.17.

Tabel 7.17 Perangkat Keras Media Penyimpanan
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Kode Nama PD Nama Data Jumlah Kapasitas
PD Storage Perangkat Penyimpanan
Dinas Komunikasi, .
2 Informatika, Persandian dan Harddisk 1 1TB
. Eksternal 1 TB
Statistik
Dinas Komunikasi, .
2 Informatika, Persandian dan Harddisk 1 2TB
. Internal 2 TB
Statistik
Dinas Komunikasi, .
2 Informatika, Persandian dan Harddisk 1 4TB
. Internal 4 TB
Statistik
5 Dinas Lingkungan Hidup dan Harddisk 1 1TB
Kehutanan Eksternal 1 TB
6 Dinas Pemberdayaan Harddisk 1 1TB
Masyarakat dan Desa Eksternal 1 TB
7 Dinas Ketahanan Pangan dan Harddisk 4 1TB
Perikanan Eksternal 1 TB
. Server
o | Dnlependidiondsn | poryimpanan | 3|3
p Data 3 TB
9 Dinas Kependudukan dan Harddisk 3 1TB
Pencatatan Sipil Eksternal 1 TB
9 Dinas Kependudukan dan Harddisk 3 5 TR
Pencatatan Sipil Eksternal 5 TB
Dinas Pekerjaan Umum,
10 Penataan Ruang, Perumahan Harddisk 4 1TB
Kawasan Pemukiman dan Eksternal 1 TB
Pertanahan
Dinas Kearsipan dan Harddisk
12 Perpustakaan Eksternal 1 TB 2 LTB
. . Harddisk
13 Dinas Sosial Eksternal 1 TB 1 1TB
. Harddisk
14 Dinas Kesehatan Eksternal 2 TB 1 2TB
Server
17 Dinas Perhubungan Penyimpanan 1 1TB
Data1 TB
. Harddisk
17 Dinas Perhubungan Eksternal 1 TB 1 1TB
Badan Keuangan dan Aset Harddisk
19 Daerah Eksternal 1 TB 7 1T8B
Badan Kepegawaian dan .
Harddisk
21 Pengembangan S}lmber Daya Eksternal 1 TB 13 1TB
Manusia
Badan Penanggulangan Harddisk
22 Bencana Daerah Eksternal 4 TB 1 4TB
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerabh, Harddisk
23 Penelitian dan Eksternal 2 TB 3 2TB
Pengembangan
Badan Perencanaan .
Pemb D h Harddisk
23 embangunan Liaeran, Eksternal 500 16 500 GB
Penelitian dan
GB
Pengembangan
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Kode Nama PD Nama Data Jumlah Kapasitas
PD Storage Perangkat Penyimpanan
Sekretariat Dewan Harddisk
25 Perwakilan Rakyat Daerah Eksternal 48 TB 15 48TB
Rumah Sakit Umum Daerah Server
27 dr. H. Soemarno Penyimpanan 1 2TB
Sosroatmodjo Data 2 TB
. Server
28 Bagian ngialiizn Barang Penyimpanan 1 1TB
Data 1 TB
. . Harddisk
31 Bagian Pemerintahan Eksternal 1 TB 1 1TB
Harddisk
40 Puskesmas Selat Eksternal 1 TB 1 1TB
. Harddisk
41 Puskesmas Melati Eksternal 1 TB 1 1TB

Berdasarkan Tabel 7.17, diketahui bahwa sebagian besar perangkat media
penyimpanan dimiliki oleh PD Pemerintah Kabupaten Kapuas dan satu perangkat
keras media penyimpanan milik Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
yang digunakan oleh Dinas Perhubungan. Selain itu, terdapat 22 PD yang belum
memiliki media penyimpanan yaitu Inspektorat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas
Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Pertanian, Dinas
Transmigrasi Dan Tenaga Kerja, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pendapatan
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian
Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian
Perencanaan Dan Keuangan, Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan,
Kecamatan Selat, Kecamatan Kapuas Hilir, dan Puskesmas Pulau Telo. Rincian
jumlah perangkat media penyimpanan berdasarkan jumlah kapasitas penyimpanan
sebagai berikut.
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Penggunaan Perangkat Keras Media Penyimpanan

4

AN

m Harddisk Eksternal = Harddisk Internal Server Penyimpanan Data

Gambar 7.4 Penggunaan Perangkat Keras Media Penyimpanan

Berdasarkan Gambar 7.4, diketahui berdasarkan jenis perangkat keras
penyimanan yang digunakan pada Kabupaten Kapuas terdapat 3 jenis perangkat
penyimpanan yaitu 19 harddisk eksternal, 2 harddisk internal, dan 4 server
penyimpanan data. Berikut merupakan detail jumlah berdasarkan jenis perangkat
media penyimpanan dan kapasitasnya yaitu Harddisk Eksternal 500 GB dengan
jumlah 1 perangkat, Harddisk Eksternal 1 TB dengan jumlah 13 perangkat, Harddisk
Eksternal 2 TB dengan jumlah 2 perangkat, Harddisk Eksternal 4 TB dengan jumlah
1 perangkat, Harddisk Eksternal 5 TB dengan jumlah 1 perangkat, Harddisk
Eksternal 48 TB dengan jumlah 1 perangkat, Harddisk Internal 2 TB dengan jumlah
1 perangkat, Harddisk Internal 4 TB dengan jumlah 1 perangkat, Server
Penyimpanan Data 1 TB dengan jumlah 2 perangkat, Server Penyimpanan Data 2
TB dengan jumlah 1 perangkat, dan Server Penyimpanan Data 3 TB dengan jumlah
1 perangkat.

7.5.3.1.4 Perangkat Keras Jaringan

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dijelaskan bahwa
jaringan intra pemerintah adalah jaringan interkoneksi tertutup yang
menghubungkan jaringan intra antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk
memastikan jaringan intra pemerintah dapat berfungsi dengan baik, diperlukan
infrastruktur perangkat konektivitas seperti modem, hub/switch, gateway-router,
access point, repeater Wi-Fi, dan antena outdoor.

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah memusatkan pengelolaan jaringan
intra pemerintah di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik.
Namun, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten
Kapuas saat ini belum menyediakan perangkat keras jaringan seperti modem,
hub/switch, gateway-router, access point, repeater Wi-Fi, dan antena outdoor untuk
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PD karena menyesuaikan dengan pemanfaatan media VPN pada Jaringan Intra
Pemerintah Kabupaten Kapuas yang tidak memerlukan perangkat keras tambahan.
Oleh karena itu, masing-masing PD bertanggung jawab atas perangkat keras
jaringan yang mereka miliki. Berikut ini adalah daftar perangkat keras jaringan
yang dimiliki oleh setiap PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas beserta keterangan
kepemilikannya.

1. Perangkat Modem

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan
modem yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya. Sebanyak
22 PD menggunakan perangkat keras jaringan modem baik yang dimiliki secara
internal oleh PD maupun yang dimiliki oleh pihak ketiga, sementara 20 PD tidak
menggunakan perangkat Keras jaringan modem. Secara keseluruhan, terdapat
56 unit modem, dengan mayoritas berusia antara 1 hingga 5 tahun sebanyak 35 unit.
Rincian ketersediaan perangkat jaringan modem pada 22 PD yang memilikinya
disajikan dalam Tabel 7.18.

Tabel 7.18 Perangkat Keras Jaringan Modem

‘ Perangkat Keras Jaringan

‘ Modem
Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 | <1 o
dari 5 Jumlah Kepemilikan
tahun tahun
tahun
1 Inspektorat Daerah 1 0 0 1 Milik Pihak Ketiga
Dinas Komunikasi,
2 Informatika, o | 2| o 2 Milik PD sendiri
Persandian dan
Statistik
3 Dinas Pendidikan 4 0 0 4 Milik PD Sendiri
Dinas Pariwisata,
4 Kebudayaan, 1 0 1 2 Milik Pihak Ketiga
Kepemudaan dan
Olahraga
5 Dinas Lingkungan 3 0o | o 3 Milik PD Sendiri
Hidup dan Kehutanan
7 Dinas Ketahanan 1| 2 | 2 5 | Milik Pihak Ketiga
Pangan dan Perikanan
8 Dinas Pertanian 2 0 0 2 Milik Pihak Ketiga
9 Dinas Kependudukan | -, 0 0 2 Milik PD Sendiri
dan Pencatatan Sipil
12 Dinas Kearsipan dan 0 6 0 6 2 Milik Pihak Ketiga
Perpustakaan 4 Milik PD Sendiri
13 Dinas Sosial 0 4 0 4 Milik Pihak Ketiga
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, . o
15 Perlindungan Anak, 1 0 0 1 Milik PD Sendiri
Pengendalian
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Perangkat Keras Jaringan

Modem
Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 | <1 o
dari 5 Jumlah Kepemilikan
tahun tahun
tahun
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Penanaman
16 Modal dan Pelayanan 0 1 0 1 Milik PD Sendiri
Terpadu Satu Pintu
19 Badan Keuangandan |, 1 0 1 Milik PD Sendiri
Aset Daerah
1 Milik PD Sendiri
g0 |BadanKesatuan Bangsa| 1| 0 2 dan 1 Milik Pihak
dan Politik )
Ketiga
Badan Kepegawaian
21 dan Pengembangan 0 7 0 7 Milik Pihak Ketiga
Sumber Daya Manusia
24 Badan Pendapatan 1 o | o 1 Milik PD Sendiri
Daerah
Rumah Sakit Umum
27 Daerah dr. H. Soemarno| 0 3 0 3 Milik PD Sendiri
Sosroatmodjo
28 Bagian Pengadaan 0 4 0 4 Milik Pihak Ketiga
Barang dan Jasa
33 Bagian Hukum 0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga
35 Bagian Organisasi 1 0 0 1 Milik Pihak Ketiga
40 Puskesmas Selat 0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga
41 Puskesmas Melati 0 2 0 2 Milik PD Sendiri

2. Perangkat Hub/Switch

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan
Hub/Switch yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya.
Sebanyak 15 PD menggunakan perangkat Keras jaringan Hub/Switch, baik yang
dimiliki secara internal oleh PD maupun yang dimiliki oleh pihak ketiga. Sementara
itu, 27 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan Hub/Switch. Secara
keseluruhan, terdapat 36 unit Hub/Switch dengan mayoritas perangkat berusia
antara 1 hingga 5 tahun sebanyak 26 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan
Hub/Switch pada 15 PD yang memilikinya disajikan dalam Tabel 7.19.

Tabel 7.19 Perangkat Keras Jaringan Hub/Switch

Perangkat Keras Jaringan

Hub/Switch
Kode PD Nama PD Lebih
: 1-5 <1 -
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun tahun
tahun
1 Inspektorat Daerah 0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga
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Perangkat Keras Jaringan

Hub/Switch
Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 <1 -
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun tahun
tahun
Dinas Komunikasi,
2 Informatika, 0 1 0 1 | Milik PD sendiri
Persandian dan
Statistik
3 Dinas Pendidikan 0 2 0 2 Milik PD Sendiri
Dinas Lingkungan . o
5 Hidup dan Kehutanan 1 0 0 1 Milik PD Sendiri
8 Dinas Pertanian 0 1 0 1 Milik PD Sendiri
9 Dinas Kependudukan |, 0 0 4 | Milik PD Sendiri
dan Pencatatan Sipil
12 Dinas Kearsipan dan 0 4 0 4 Milik PD Sendiri
Perpustakaan
13 Dinas Sosial 0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga
14 Dinas Kesehatan 0 1 0 1 Milik PD Sendiri
19 Badan Keuangan dan 0 1 0 1 Milik PD Sendiri
Aset Daerah
g0 |PadanKesatuan Bangsa) 0 0 2 Milik PD Sendiri
dan Politik
Badan Kepegawaian
21 dan Pengembangan 0 2 0 2 Milik PD Sendiri
Sumber Daya Manusia
24 Badan Pendapatan 2 0 0 2 | Milik PD Sendiri
Daerah
Rumah Sakit Umum
27 Daerah dr. H. Soemarno 0 10 0 10 Milik PD Sendiri
Sosroatmodjo
28 Bagian Pengadaan 0 0 1 1 | Milik Pihak Ketiga
Barang dan Jasa

3. Perangkat Gateway-Router

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan
Gateway-Router yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya.
Sebanyak 29 PD menggunakan perangkat keras jaringan Gateway-Router
dengan kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga,
sementara 13 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan Gateway-
Router. Secara keseluruhan, terdapat 61 unit Gateway-Router, dengan mayoritas
berusia antara 1 hingga 5 tahun dan lebih dari 5 tahun sebanyak 56 unit. Rincian
ketersediaan perangkat jaringan Gateway-Router pada 29 PD yang memilikinya
disajikan dalam Tabel 7.20.

Tabel 7.20 Perangkat Keras Jaringan Gateway-Router
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Perangkat Keras Jaringan

Gateway-Router

Kode PD Nama PD Lebih
: 1-5 <1 o
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun tahun
tahun
Dinas Komunikasi,
2 Informatika, 0 3 | o0 Milik PD sendiri
Persandian dan
Statistik
3 Dinas Pendidikan 0 1 0 Milik PD Sendiri
Dinas Pariwisata,
4 Kebudayaan, 1 0 0 Milik Pihak ketiga
Kepemudaan dan
Olahraga
Dinas Lingkungan . o
5 Hidup dan Kehutanan 1 0 0 Milik PD Sendiri
Dinas Pemberdayaan N :
6 Masyarakat dan Desa 2 0 0 Milik Pihak Ketiga
Dinas Ketahanan A, .
7 Pangan dan Perikanan 2 1 0 Milik Pihak Ketiga
9 Dinas Kependudukan 1 0 0 Milik PD Sendiri
dan Pencatatan Sipil
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
10 Perumahan Kawasan 6 1 0 Milik PD Sendiri
Pemukiman dan
Pertanahan
11 |Dimas Transmigrasiban) 0 0 Milik Pihak Ketiga
Tenaga Kerja
12 Dinas Kearsipan dan 0 2 0 Milik PD Sendiri
Perpustakaan
13 Dinas Sosial 0 4 0 Milik Pihak Ketiga
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
15 Perlindungan Anak, 1 0 0 Milik PD Sendiri
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
Dinas Penanaman
16 Modal dan Pelayanan 0 1 0 Milik PD Sendiri
Terpadu Satu Pintu
17 Dinas Perhubungan 0 ? Milik Pihak Ketiga
Dinas Perdagangan,
Perindustrian, Koperasi e :
18 dan Usaha Kecil 0 2 0 Milik Pihak Ketiga
Menengah
19 Badan Keuangan dan 0 3 2 Milik PD Sendiri
Aset Daerah
g0 |BadanKesatuanBangsa| 3 0 Milik PD Sendiri
dan Politik
23 Badan Perencanaan 0 0 1 Milik PD sendiri
Pembangunan Daerah,
193

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028

-



Perangkat Keras Jaringan

Gateway-Router

Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 <1 o
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun tahun
tahun

Penelitian dan

Pengembangan
24 Badan Pendapatan 2 0 0 | 2 | Milik PD Sendiri

Daerah
Sekretariat Dewan
25 Perwakilan Rakyat 0 5 0 5 Milik PD Sendiri
Daerah
28 Bagian Pengadaan 0 0 2 2 | Milik Pihak Ketiga
Barang dan Jasa

30 Bagian Administrasi 0 1 0 1 |Milik Pihak Ketiga

Pembangunan
31 Bagian Pemerintahan 1 0 0 1 | Milik Pihak Ketiga
34 Bagian Umum 3 0 0 3 |Milik Pihak Ketiga
36 Bagian Perencanaan 1 0 0 1 |Milik Pihak Ketiga

Dan Keuangan
39 Kecamatan Kapuas Hilir 0 1 0 1 |Milik Pihak Ketiga
40 Puskesmas Selat 1 0 0 1 |Milik Pihak Ketiga
41 Puskesmas Melati 0 2 0 2 Milik PD Sendiri
42 Puskesmas Pulau Telo 2 0 0 2 |Milik Pihak Ketiga

4. Perangkat Access Point

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan
Access Point yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya.
Sebanyak 17 PD menggunakan perangkat keras jaringan Access Point dengan
kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga, sementara
25 PD tidak menggunakan perangkat Keras jaringan Access Point. Secara
keseluruhan, terdapat 67 unit Access Point, dengan mayoritas berusia antara 1
hingga 5 tahun sebanyak 45 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan Access
Point pada 17 PD yang memilikinya disajikan dalam Tabel 7.21.

Tabel 7.21 Perangkat Keras Jaringan Access Point

Perangkat Keras Jaringan

Access Point
Lebih
dari 5 S =1 Jumlah  Kepemilikan
tahun tahun
tahun
1 Inspektorat Daerah 1 0 0 1 Milik Pihak Ketiga
Dinas Komunikasi,
2 Informatika, 0 1 0 1 | Milik PD sendiri
Persandian dan
Statistik
3 Dinas Pendidikan 0 10 0 10 Milik PD sendiri
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Perangkat Keras Jaringan

Access Point
Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 <1 o
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun tahun
tahun
Dinas Lingkungan - L.
5 Hidup dan Kehutanan 1 0 0 1 Milik PD Sendiri
7 Dinas Ketahanan 1 0 0 1 | Milik Pihak Ketiga
Pangan dan Perikanan
8 Dinas Pertanian 0 3 0 3 Milik PD Sendiri
9 Dinas Kependudukan 7 0 0 7 | Milik PD Sendiri
dan Pencatatan Sipil
Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang,
10 Perumahan Kawasan 0 4 0 4 Milik PD Sendiri
Pemukiman dan
Pertanahan
Dinas Pemberdayaan
Perempuan,
15 Perlindungan Anak, 1 0 0 1 | Milik PD Sendiri
Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana
17 Dinas Perhubungan 0 3 0 3 Milik Pihak Ketiga
gp | BadanPenanggulangan| g 0 0 3 | Milik PD Sendiri
Bencana Daerah
Satuan Polisi Pamong
26 Praja dan Pemadam 2 3 0 5 Milik PD Sendiri
Kebakaran
Rumah Sakit Umum
27 Daerah dr. H. Soemarno 0 20 0 20 Milik PD Sendiri
Sosroatmodjo
32 Bagian Kesejahteraan 1 0 0 1 | Milik Pihak Ketiga
Rakyat
34 Bagian Umum 2 0 0 2 Milik Pihak Ketiga
35 Bagian Organisasi 1 0 0 1 Milik Pihak Ketiga
37 | [Baian Protokol Dan 0 1 0 1 | Milik Pihak Ketiga
Komunikasi Pimpinan

5. Perangkat Repeater Wi-Fi

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah

Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan
Repeater Wi-Fi yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia penggunaannya.
Sebanyak 3 PD menggunakan perangkat keras jaringan Repeater Wi-Fi dengan
kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik pihak ketiga, sementara
39 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan Repeater Wi-Fi. Secara
keseluruhan, terdapat 14 unit Repeater Wi-Fi, dengan mayoritas berusia antara 1
hingga 5 tahun sebanyak 11 unit. Rincian ketersediaan perangkat jaringan Repeater

Wi-Fi pada 3 PD yang memilikinya disajikan dalam Tabel 7.22.
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Tabel 7.22 Perangkat Keras Jaringan Repeater Wi-Fi

‘ Perangkat Keras Jaringan
\ Repeater Wi-Fi

Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 3 | e
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun | tahun
tahun
17 Dinas Perhubungan 0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga
Sekretariat Dewan
25 Perwakilan Rakyat 0 9 0 9 Milik PD Sendiri
Daerah

Bagian Perekonomian

29 dan Sumber Daya Alam

0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga

6. Perangkat Antena Outdoor Wireless

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas, diperoleh data mengenai jumlah perangkat keras jaringan
Antena Outdoor Wireless yang diklasifikasikan berdasarkan rentang usia
penggunaannya. Sebanyak 4 PD menggunakan perangkat keras jaringan Antena
Outdoor Wireless dengan kepemilikan yang terdiri dari milik internal PD dan milik
pihak ketiga, sementara 38 PD tidak menggunakan perangkat keras jaringan
Antena Outdoor Wireless. Secara keseluruhan, terdapat 4 unit Antena Outdoor
Wireless berusia antara 1 hingga 5 tahun dan lebih dari 5 tahun. Rincian
ketersediaan perangkat jaringan Antena Outdoor Wireless pada 4 PD yang
memilikinya disajikan dalam Tabel 7.23.

Tabel 7.23 Perangkat Keras Jaringan Antena Outdoor Wireless

Perangkat Keras Jaringan
Antena Outdoor Wireless

Kode PD Nama PD Lebih
. 1-5 <1 o
dari 5 Jumlah  Kepemilikan
tahun | tahun
tahun
3 Dinas Pendidikan 1 0 0 1 Milik PD Sendiri
Dinas Lingkungan . o
5 Hidup dan Kehutanan 1 0 0 1 Milik PD Sendiri
13 Dinas Sosial 0 1 0 1 Milik Pihak Ketiga
19 Badan Keuangan dan 0 1 0 1 Milik PD Sendiri
Aset Daerah

7.5.3.1.5 Perangkat Keras Keamanan

Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menerapkan beberapa langkah
keamanan teknis sebagai upaya untuk mendukung keamanan di ruang kantor, ruang
pelayanan publik, serta ruang server. Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap
42 PD di Kabupaten Kapuas, diketahui bahwa 23 PD telah menggunakan
perangkat keras keamanan. Rincian mengenai ketersediaan perangkat keras
keamanan di 23 PD tersebut disajikan dalam Tabel 7.24.
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Tabel 7.24 Perangkat Keras Keamanan

Nama

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
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Nama PD Security Joml el Stat.u >
: Perangkat Kepemilikan
Device
1 Inspektorat Daerah CCTV Ruang 4 Milik Sendiri
Kantor
_ . CCTV Ruang 5 Milik Sendiri
Dinas Komunikasi, Kantor
2 Informatika, P.ersandlan CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
dan Statistik Server
UPS 1 Milik Sendiri
3 Dinas Pendidikan CCTV Ruang 1 (Channel Milik Sendiri
Kantor 16)
Dinas Pemberdayaan . o
6 Masyarakat dan Desa Genset 1 Milik Sendiri
8 Dinas Pertanian CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
Kantor
UPS 1 Milik Sendiri
Genset 2 Milik Sendiri
CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
Kantor
ccvam || b
Dinas Kependudukan dan Integritas :
9 . Lain
Pencatatan Sipil
Firewall 1 Milik Sendiri
Smart Lock 1 Milik Sendiri
Door
APAR (Alat
Pemadam Api 1 Milik Sendiri
Ringan)
Dinas Pekerjaan Umum, UPS 4 Milik Sendiri
Penataan Ruang,
10 Perumahan Kawasan CCEV Ruang 1 Milik Sendiri
Pemukiman dan Pertanahan antor
11 Dinas Transmlgrz_m Dan CCTV Ruang 11 Milik Sendiri
Tenaga Kerja Kantor
CCTV Ruang 8 Milik Sendiri
Dinas Kearsipan dan Kantor
12 p UPS 1 Milik Sendiri
Perpustakaan CCTVR
uang 2 Milik Sendiri
Server
14 Dinas Kesehatan CCTV Ruang 8 titik (1 Milik Sendiri
Kantor channel)
Milik Instansi
Dinas Penanaman Modal CIICltTeV Ei(z;sa 1 buah Pemerintahan
16 dan Pelayanan Terpadu & Lain
Satu Pintu CCTV Ruang 1 Set Milik Sendiri
Kantor
CCTV Ruan 8 titik (1 . .
Dinas Perdagangan, Kantor 8 channe(l) Milik Sendiri
18 Permdustrlar.l, Koperasi dan Genset 5 Milik Sendiri
Usaha Kecil Menengah — —
UPS 1 Milik Sendiri
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Nama

Securi Jumlah Status
. ty Perangkat Kepemilikan
Device
UPS 1 Milik Sendiri
9 Badan Keuangan dan Aset Genset 1 Milik Sendiri
Daerah APAR (Alat
Pemadam Api 4 Milik Sendiri
Ringan)
Badan Kepegawaian dan
21 Pengembangan Sumber CCTV Ruang 2(8 Milik Sendiri
. Kantor Channel)
Daya Manusia
22 Badan Penanggulangan CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
Bencana Daerah Kantor
UPS 8 Milik Sendiri
APAR (Alat
24 Badan Pendapatan D h
adan fendapatan Laera Pemadam Api 3 Milik Sendiri
Ringan)
Sekretariat Dewan CCTV Ruang . .
25 Perwakilan Rakyat Daerah Kantor 21 Milik Sendiri
Satuan Polisi Pamong Praja CCTV Ruang . .
26 dan Pemadam Kebakaran Kantor 8 Milik Sendiri
CCTV Ruang 2 Milik Sendiri
Server
Smart Lock . .
Rumah Sakit Umum Daerah maDI;) Oroc 1 Milik Sendiri
27 dr. H. Soemarno UPS 4 Milik Sendiri
Sosroatmodjo
APAR (Alat
Pemadam Api 1 Milik Sendiri
Ringan)
CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
Kantor
Face
Recognition . o
) 1 Milik Sendiri
Bagian Pengad B dan Finger
2 | BogianPengadamBarang | pyiyy
CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
Server
APAR (Alat
Pemadam Api 1 Milik Sendiri
Ringan)
37 Baglan_ Pro_tol.<ol ]_)an CCTV Ruang 1 Milik Sendiri
Komunikasi Pimpinan Kantor
40 Puskesmas Selat CCTV Ruang 2 Milik Sendiri
Kantor
41 Puskesmas Melati CCTV Ruang > Titik 1 Milik Sendiri
Kantor Channel

Tabel 7.24 menunjukkan bahwa perangkat keras keamanan yang digunakan
di Pemerintah Kabupaten Kapuas diklasifikasikan menjadi 9 perangkat yang terdiri
dari 91 unit CCTV Ruang Kantor, 6 unit CCTV Ruang Server, 2 unit CCTV Zona
Integritas, 1 unit Firewall, 2 unit Smart Lock Door, 1 unit Face Recognition dan Finger
Print, 8 unit UPS, 4 unit Genset, dan 5 unit APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
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Sementara, 19 PD lainnya belum memiliki perangkat keras keamanan yaitu
Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Sosial, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Dinas Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian
Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Umum, Bagian
Organisasi, Bagian Perencanaan Dan Keuangan, Kecamatan Selat, Kecamatan
Kapuas Hilir, dan Puskesmas Pulau Telo.

7.5.3.1.6 Perangkat Keras Periferal

Perangkat keras periferal adalah perangkat tambahan yang terhubung ke
komputer yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan mendukung pekerjaan.
Perangkat ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu periferal utama dan periferal
lainnya. Periferal utama mencakup Personal Computer (PC), Laptop, dan Printer.
Sementara itu, periferal lainnya meliputi berbagai perangkat yang digunakan untuk
mendukung kegiatan operasional di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Perangkat
periferal lainnya yang tersedia di Pemerintah Kabupaten Kapuas yaitu LCD
Projector/Infocus, Smart TV, Scanner, Loudspeaker, Monitor, Display, Sound System,
Drone, Webcam, Handy Cam, Mesin Barcode, Microphone, Keyboard, Kamera Digital,
Kamera Video, LCD Monitor, Mesin Absensi, dan Pencacah Kertas.

Berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 42 PD di Kabupaten Kapuas,
diperoleh data mengenai ketersediaan perangkat keras periferal utama seperti PC,
Laptop, dan Printer, yang dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

1. Personal Computer (PC)
Perangkat PC berdasarkan tahun penggunaan dibagi menjadi tiga kategori
yaitu lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun, dengan
total 682 unit. Mayoritas perangkat berada dalam kategori lebih dari 5 tahun
yaitu sebanyak 344 unit. PD yang memiliki jumlah PC terbanyak adalah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dengan total 73 unit.

2. Laptop
Perangkat Laptop berdasarkan tahun penggunaan dibagi menjadi tiga kategori
yaitu lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun. Total
jumlah perangkat Laptop adalah 1099 unit, dengan mayoritas perangkat
berusia lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 616 unit. PD yang memiliki jumlah
Laptop terbanyak adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, dengan total 136 unit.

3. Printer
Perangkat Printer berdasarkan tahun penggunaan dibagi menjadi tiga
kategori, yaitu lebih dari 5 tahun, 1 hingga 5 tahun, dan kurang dari 1 tahun.
Total jumlah perangkat Printer adalah 1240 unit, dengan mayoritas perangkat
berusia lebih dari 5 tahun, yaitu sebanyak 677 unit. PD yang memiliki jumlah
Printer terbanyak adalah Dinas Kesehatan dengan total 209 unit.

199

Buku 1- Kondisi Eksisting Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas
Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Kapuas Tahun 2024 - 2028




Tabel 7.25 Perangkat Keras Periferal

Kode Nama Perangkat
PD Nama PD Periferal Jumlah Perangkat
14 (Mayoritas Usia 1-5
PC
tahun)
30 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Printer 16 (Mayoritas Usia >5
1 Inspektorat Daerah tahun)
nspektorat Daera LCD Projector/Infocus 1
Smart TV 2
Scanner 4
Sound System 1
Kamera Digital 1
Drone 1
pC 23 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
34 (Mayoritas Usia >5
Laptop ( }fcahun)
Printer 35 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
_ o Loudspeaker 2
Dinas Ko_mumkasL Monitor 5
2 L“form?;‘kaa LCD Monitor 1
ersandian dan LCD Projector/Infocus 3
Statistik
Webcam 1
Kamera Digital 2
Handy Cam 4
Kamera Video 4
Microphone 15
Smart TV 1
Sound System 2
pC 20 (Mayoritas Usia >5
tahun)
85 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Printer 47 (Mayoritas Usia >5
tahun)
Scanner 7
3 Dinas Pendidikan Loudspeaker 1
Smart TV 2
Sound System 7
Handy Cam 4
Microphone 3
Kamera Video 1
Drone 1
LCD Projector/Infocus 1
. . PC 9 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Dinas Pariwisata, ; ;
11 (Mayoritas Usia >5
Kebudayaan, Laptop
4 tahun)
Kepemudaan dan . ;
. 17 (Mayoritas Usia >5
Olahraga Printer tahun)
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Kl())]()le Nama PD Nan;::l:;:i:lgkat Jumlah Perangkat
Loudspeaker 5
LCD Projector/Infocus 1
Keyboard 3
Sound System 4
Handy Cam 2
PC 5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
21 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Dinas Lingkungan Printer 24 (Ma);(;gﬁis') Usia >5
Hidup dan LCD Projector/Infocus 1
Kehutanan -
Display 1
Loudspeaker 1
Sound System 3
Monitor 4
PC 3 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
18 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Dinas Printer 20 (Mayoritas Usia >5
Pemberdayaan tahun)
Masyarakat dan LCD Projector/Infocus 1
Desa LCD Monitor 1
Smart TV 2
Microphone 4
Webcam 1
19 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
42 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Printer 43 (Mayoritas Usia >5
tahun)
Dinas Ketahanan Scanner 2
Pangan dan LCD Projector/Infocus 1
Perikanan Sound System 2
Kamera Video 3
Handy Cam 1
Loudspeaker 1
Smart TV 1
Monitor 1
47 (Mayoritas Usia 1-5
PC
tahun)
46 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
_ _ Printer 79 (Mayoritas Usia 1-5
Dinas Pertanian tahun)
Scanner 3
LCD Projector/Infocus 3
Smart TV 13
Sound System 7
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Kl())]()le Nama PD Nan;::l:;:::lgkat Jumlah Perangkat
Kamera Video 2
Kamera Digital 3
PC 5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
15 (Mayoritas Usia >5
Laptop ( }fcahun)
Printer 23 (Mayoritas Usia >5
Dinas tahun)
9 Kependudukan dan Scanner 15
Pencatatan Sipil Monitor 2
Loudspeaker 1
Sound System 1
LCD Projector/Infocus 1
Microphone 2
29 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
Laptop 136 (Mayoritas Usia >5
Dinas Pekerjaan tahun)
Umum, Penataan . 47 (Mayoritas Usia >5
Printer
10 Ruang, Perumahan tahun)
Kawasan Scanner 4
Pemukiman dan LCD Projector/Infocus 2
Pertanahan
Drone 6
Smart TV 6
Sound System 9
PC 0
13 (Mayoritas Usia >5
Laptop ( }fcahun)
. 18 (Mayoritas Usia >5
11 Dinas Transmigrasi | Frinter tahun)
Dan Tenaga Kerja Scanner 2
LCD Projector/Infocus 1
Smart TV 3
Sound System 2
PC 6 (Mayoritas Usia >5 tahun)
11 (Mayoritas Usia >5
Laptop ( }fcahun)
Printer 4 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Kamera Video 1
12 Dinas Kearsipan Handy Cam 1
dan Perpustakaan Smart TV 4
LCD Projector/Infocus 1
Sound System 2
Scanner 2
Mesin Barcode 1
LCD Monitor 2
13 Dinas Sosial PC 6 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
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Kode Nama Perangkat
PD Nama PD Periferal Jumlah Perangkat
17 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Printer 16 (Mayoritas Usia >5
tahun)
LCD Projector/Infocus 1
Scanner 1
Smart TV 1
43 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
133 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Printer 209 (Mayoritas Usia >5
tahun)
14 Dinas Kesehatan Scanner 2
LCD Projector/Infocus 26
Handy Cam 1
Sound System 21
Loudspeaker 7
Drone 2
pC 34 (Mayoritas Usia >5
tahun)
Dinas Lapt 20 (Mayoritas Usia >5
Pemberdayaan aptop tahun)
Perempuan, Print 20 (Mayoritas Usia >5
15 Perlindungan Anak, rinter tahun)
Pengendalian LCD Projector/Infocus 27
Penduduk dan
Sound System 1
Keluarga Berencana
Webcam 1
Microphone 1
pC 10 (Mayoritas Usia >5
tahun)
13 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Dinas Penanaman . 20 (Mayoritas Usia >5
Printer
Modal dan tahun)
16
Pelayanan Terpadu | Kamera Video 1
Satu Pintu Loudspeaker 7
Microphone 1
Sound System 1
Scanner 2
PC 9 (Mayoritas Usia >5 tahun)
17 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
. 15 (Mayoritas Usia >5
17 Dinas Perhubungan | Printer tahun)
Scanner 1
Loudspeaker 1
Sound System 1
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Kode Nama Perangkat
PD Nama PD Periferal Jumlah Perangkat
Drone 1
Monitor 1
17 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
Laptop 26 (Mayoritas Usia >5
. tahun)
Dinas Perdagangan, 30 (M 25 Usia oG
18 Perindustrian, Printer ( ay01}‘11tas Sla >
Koperasi dan Usaha - tahun)
Kecil Menengah LCD Projector/Infocus 1
Smart TV 2
Sound System 1
Microphone 1
55 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
34 (Mayoritas Usia 1-5
Laptop tahun)
Printer 69 (Mayoritas Usia 1-5
19 Badan Keuangan tahun)
dan Aset Daerah Scanner 12
Webcam 1
Loudspeaker 1
Smart TV 2
Sound System 2
13 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
20 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
. 24 (Mayoritas Usia >5
20 Badan Kesatuan Printer tahun)
Bangsa dan Politik | LCD Projector/Infocus 2
Microphone 3
Kamera Elektronik 2
Sound System 1
Smart TV 2
22 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
27 (Mayoritas Usia 1-5
Laptop tahun)
Badan Kepegawaian Printer 23 (Mayoritas Usia >5
dan Pengembangan tahun)
21
Sumber Daya Scanner 7
Manusia Sound System 2
Microphone 2
Kamera Digital 1
Handy Cam 1
22 pC 17 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
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Kode Nama Perangkat
PD Nama PD Periferal Jumlah Perangkat
15 (Mayoritas Usia 1-5
Laptop tahun)
Badan Printer 31 (Mayoritas Usia 1-5
Penanggulangan tahun)
Bencana Daerah Monitor 1
Sound System 4
23 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
Laptop 27 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
Badan Perencanaan - -
- Pembangunan Printer 43 (Mayoritas Usia >5
Daerah, Penelitian tahun)
dan Pengembangan LCD Projector/Infocus 5
Scanner 5
Loudspeaker 2
Kamera Video 1
54 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
20 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Printer 89 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
24 Badan Pendapatan | LCD Projector/Infocus 2
Daerah Scanner 1
Sound System 2
Webcam 2
LCD Monitor 8
Keyboard 27
Microphone 1
33 (Mayoritas Usia 1-5
PC
tahun)
Laptop 30 (Mayor}lltas Usia 1-5
Sekretariat Dewan tahun)
25 Perwakilan Rakyat | printer 25 (Mayoritas Usia 1-5
Daerah tahun)
LCD Projector/Infocus 21
Loudspeaker 6
Monitor 23
PC 7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
16 (Mayoritas Usia >5
Laptop tahun)
Satuan Polisi Printer 9 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
26 Pamong Prajadan | 1cp projector/Infocus 1
Pemadam Sound System 3
Kebakaran 4
Smart TV 5
LCD Monitor 1
Microphone 1
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Kl())]()le Nama PD Nan;::l:;:i:lgkat Jumlah Perangkat
pC 73 (Mayoritas Usia >5
tahun)
Laptop 65 (Ma)gl}‘llliz;s) Usia >5
Rumah Sakit Umum : -
27 Daerah dr. H. Printer 31 (Maﬁ;ﬁf;s) Usia >
Soemarno
Sosroatmodjo Mesin Absensi 1
Sound System 8
Smart TV 2
Monitor 5
PC 5 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Laptop 10 (Mayoritas Usia 1-5
28 Bagian Pengadaan : : tahup)
Barang dan Jasa Printer 7 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
LCD Projector/Infocus 2
Kamera Digital 1
PC 7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
) Laptop 5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Bagian . . 12 (Mayoritas Usia >5
29 Perekonomian dan | Printer tahun)
Sumber Daya Alam -
LCD Projector/Infocus 2
Monitor 1
PC 0
Laptop 5 (Mayoritas Usia >5 tahun)
30 Bagian Administrasi | Printer 4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Pembangunan Sound System 1
Handy Cam 1
Scanner 1
PC 4 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Laptop 7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
i . 12 (Mayoritas Usia >5
31 E:ﬁiz?intahan Printer ( }fcahun)
Smart TV 1
LCD Projector/Infocus 2
PC 6 (Mayoritas Usia <1 tahun)
Laptop 14 (Ma)gl}‘llliz;s) Usia <1
Printer 17 (Ma);c;}‘llliz;s) Usia <1
Bagian Smart TV 2
32 Kesejahteraan Handy Cam 1
Rakyat Loudspeaker 1
Keyboard 1
LCD Projector/Infocus 2
Kamera Digital 1
Microphone 1
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Kl())]()le Nama PD Nan;::l:;:i:lgkat Jumlah Perangkat
PC 4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
33 Bagian Hukum Laptop 2 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Printer 4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
pC 14 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
12 (Mayoritas Usia 1-5
Laptop ( ytahun)
Printer 4 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
34 Bagian Umum Loudspeaker 1
Microphone 6
Smart TV 3
Sound System 1
Scanner 1
Webcam 1
PC 2 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Laptop 9 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Printer 3 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
35 Bagian Organisasi Webcam 1
LCD Projector/Infocus 1
Loudspeaker 1
Scanner 1
) PC 1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
36 Bagian Perencanaan Laptop 1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
Dan Keuangan - -
Printer 1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
PC 1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Bagian Protokol Laptop 1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
37 Dan Komunikasi Printer 1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Pimpinan Handy Cam 1
Kamera Digital 2
25 (Mayoritas Usia >5
PC
tahun)
44 (Mayoritas Usia >5
Laptop ( }fcahun)
38 Kecamatan Selat Printer 69 (Mayoritas Usia >5
tahun)
LCD Projector/Infocus 7
Sound System 13
Kamera Video 1
pC 12 (Mayoritas Usia >5
tahun)
Laptop 27 (Mayoritas Usia >5
39 Kecamatan Kapuas tah_un) :
Hilir Printer 36 (Mayoritas Usia >5
tahun)
Sound System 12
Loudspeaker 1
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Kode

Nama Perangkat

PD Nama PD Periferal Jumlah Perangkat
Kamera Video 1
Microphone 3
LCD Projector/Infocus 1
PC 1 (Mayoritas Usia <1 tahun)
Laptop 7 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Printer 12 (Mayoritas Usia 1-5
tahun)
40 Puskesmas Selat LCD Projector/Infocus 1
Microphone 1
Mesin Absensi 1
Mesin Barcode 1
Monitor 1
PC 3 (Mayoritas Usia <1 tahun)
Laptop 8 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Printer 8 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
41 Puskesmas Melati Mesin Barcode 1
Mesin Absensi 1
Sound System 3
Microphone 3
PC 1 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
Laptop 5 (Mayoritas Usia 1-5 tahun)
42 'l;:lsokesmas Pulau Printer 6 (Mayoritas Usia >5 tahun)
Sound System 1
Smart TV 1

Berdasarkan Tabel 7.26, diketahui bahwa terdapat 18 perangkat periferal
lainnya. Berikut ini adalah total jumlah masing-masing perangkat periferal di
Kabupaten Kapuas.

Tabel 7.26 Jumlah Perangkat Periferal seluruh PD

No Nama Perangkat Periferal lainnya Jumlah
1 LCD Projector/Infocus 29
2 Smart TV 19
3 Scanner 19
4 Loudspeaker 16
5 Monitor 13
6 Display 1
7 Sound System 29
8 Drone 5
9 Webcam 7

10 Handy Cam 10

11 Mesin Barcode 3

12 Microphone 16

13 Keyboard 3

14 Kamera Digital 14

15 Kamera Video 9
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No Nama Perangkat Periferal lainnya Jumlah

16 LCD Monitor 5
17 Mesin Absensi 3
18 Pencacah Kertas 11

7.5.3.2 Komputasi Awan

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE menyatakan bahwa komputasi awan adalah lingkungan dengan
virtualisasi sebagai layanan platform dengan teknologi cloud untuk mendukung
lingkungan kerja aplikasi. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Nasional, dijelaskan bahwa komputasi awan berperan sebagai layanan
infrastruktur SPBE berbagi pakai, seperti Infrastructure as a Service (1aaS), Platform
as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS). Data dan informasi di
dalamnya, diolah menggunakan Big Data as a Service (BDaaS), serta didukung aspek
keamanan untuk komputasi awan melalui Security as a Service (SecaaS). Selain itu,
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik juga menegaskan bahwa Pusat Data Nasional
diarahkan untuk menggunakan teknologi komputasi awan guna mendukung
penggunaan bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur.

Dari hasil pengumpulan data melalui survei yang dilakukan terhadap 42 PD
Pemerintah Kabupaten Kapuas, ditemukan bahwa hanya 1 PD yang telah
menerapkan komputasi awan, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Rincian
lebih lanjut mengenai PD yang menggunakan komputasi awan dapat dilihat pada
Tabel 7.27.

Tabel 7.27 Komputasi Awan

Deskripsi
Government Government Government
Cloud Cloud Cloud
Bagian Sarana
28 Pengadaan PT. Newton penyimpanan data Saas

Jakarta

Barang dan Jasa aplikasi LPSE

7.6 Permasalahan Infrastruktur SPBE

Berdasarkan dengan kondisi eksisting Infrastruktur SPBE Kabupaten
Kapuas yang didapatkan dari hasil survei yang dilakukan pada 42 PD Kabupaten
Kapuas, diketahui terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain
permasalahan fasilitas komputasi, sistem integrasi dan platform.

7.6.1 Permasalahan Fasilitas Komputasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
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fasilitas komputasi mencakup pusat data nasional, pusat komputasi, dan pusat
kendali yang bersifat nasional. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak
memiliki permasalahan terkait pusat data nasional. Namun, Pemerintah Kabupaten
Kapuas memiliki permasalahan pada pusat komputasi atau ruang server yang
mencakup gangguan jaringan, kabel yang belum tertata dengan baik, AC yang rusak
dan tidak dingin, pemadaman listrik, serta kegagalan UPS. Tabel 7.28 merinci
permasalahan yang terjadi di Ruang Server Pemerintah Kabupaten Kapuas.

Tabel 7.28 Permasalahan Pusat Data

Frekuensi
Permasalahan pusat o
terjadinya
data
masalah
9 Dinas Kependudukan dan Sering terjadi gangguan Tidak
Pencatatan Sipil pada jaringan Menentu
19 Badan Keuangan dan Aset Daerah AC tiba-tiba mati 65211{15;1
24 Badan Pendapatan Daerah Kabel belum tel.“tata
dengan rapi
. L 4 bulan
AC tidak dingin sekali
27 Rumah Sakit Umum Daerah_ dr. H. Pemadaman Listrik 6 bulap
Soemarno Sosroatmodjo sekali
12 bulan
Kegagalan pada UPS sekali
AC Rusak 1521}:11;1
28 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
. 1 tahun
Maintenance LPSE .
sekali

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kapuas
terkait pusat kendali adalah belum adanya command center.

7.6.2 Permasalahan Sistem Integrasi

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, diselenggarakan sistem integrasi berupa Jaringan Intra Pemerintah
dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang berfungsi sebagai infrastruktur
berbagi pakai untuk dimanfaatkan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah. Berdasarkan hasil survei, Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki
permasalahan pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang terjadi di 3 PD
yang meliputi gangguan koneksi ke server yang terputus. Rincian lebih lanjut
mengenai permasalahan pada Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dapat
dilihat pada Tabel 7.29.

Tabel 7.29 Permasalahan Sistem Terintegrasi
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Frekuensi terjadinya

[l ] Permasalahan Sistem

Penghubung Layanan Penghubung Layanan
Rumah Sakit Umum .
Koneksi ke server . .
27 Daerah dr. H. Soemarno 1 minggu sekali
: terputus
Sosroatmodjo
Bagian Pengadaan Data tidak dapat ditarik
28 Barang dan Jasa dari server 1 tahun sekali
37 Bagian Protokol Dan Koneksi ke server
Komunikasi Pimpinan terputus

Selanjutnya, hasil survei menunjukkan adanya permasalahan terkait
implementasi Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Kapuas yang dirinci dalam
beberapa poin sebagai berikut:

a. Pengaturan distribusi bandwidth masih dilakukan secara mandiri oleh masing-
masing PD.

b. Penggunaan JIP terbatas untuk aplikasi tertentu saja yaitu aplikasi SIMDA BMD,
SIMDA GA]JI, dan Siskeudes.

c. Seluruh PD melakukan pengadaan bandwidth secara mandiri untuk mendukung
kebutuhan operasional dan administrasi mereka karena belum disediakan oleh
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

d. Pada penggunaan JIP, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
belum menyediakan perangkat keras jaringan seperti modem untuk masing-
masing PD.

7.6.3 Permasalahan Platform

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, penyelenggaraan platform berupa kerangka infrastruktur aplikasi
dan komputasi awan bertujuan untuk mewujudkan government cloud sebagai
infrastruktur berbagi pakai yang dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah. Merujuk pada hasil pengumpulan data melalui survei diketahui
bahwa terdapat permasalahan mengenai Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi.
Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas mengenai
Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi meliputi kerusakan pada PC, laptop, printer,
keyboard, mouse, aplikasi perkantoran yang sering hang, serta sistem operasi yang
terlalu sering melakukan pembaruan. Tercatat bahwa kerusakan PC terjadidi 41 PD,
kerusakan laptop di 37 PD, kerusakan printer di 41 PD, serta kerusakan keyboard
dan mouse di 39 PD. Aplikasi perkantoran yang sering mengalami hang tercatat di
30 PD, sementara masalah terkait sistem operasi yang terlalu sering diperbarui
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ditemukan di 24 PD. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas tidak memiliki
permasalahan yang signifikan terkait komputasi awan.

7.7 Analisis GAP

Analisis kesenjangan (GAP) merupakan perbandingan antara kondisi
eksisting infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal
infrastruktur SPBE yang ingin dicapai. Rincian hasil analisis kesenjangan tersebut
dapat dilihat pada Tabel 7.30.

Tabel 7.30 Analisis GAP Infrastruktur Kabupaten Kapuas

\ Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal

Parameter

Fasilitas Komputasi

Hasil survei
menunjukkan bahwa
Pemerintah
Kabupaten Kapuas

Pemanfaatan Pusat
Data Nasional
bertujuan untuk
meningkatkan
efisiensi biaya
melalui penggunaan
bersama oleh
Pemerintah Daerah,

Pemanfaatan Pusat
Data Nasional belum

Egi?sl?:lta telah memanfaatkan | sehingga seluruh PD | dimanfaatkan ke
Pusat Data Nasional dapat memanfaatkan | seluruh PD
untuk menjalankan Pusat Data Nasional Kabupaten Kapuas.
website resmi dalam menjalankan
Kabupaten Kapuas. aplikasi melalui
Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian, dan
Statistik.
Dilakukan pemusatan
server pada Pusat
Data (Data Center)
sesuai dengan
Pada Pemerintah Peraturan Presiden Belum adanya
Nomor 95 Tahun pemusatan ruang
Kabupaten Kapuas .
terdapat 7 PD van 2018 dan server ke Dinas
Pusat P yang menyetarakan Komunikasi,
. mengelola server .
Komputasi . standar ruang server | Informatika,
secara mandiri . :
sehingga memiliki yang digunakan oleh | Persandian, dan
masing-masing PD Statistik dan belum
ruang server.
serta ada data center.
menghubungkan
server tersebut
dalam satu jaringan
yang sama.
Memiliki ruang pusat
Pemerintah kendali yang
berfungsi untuk Belum adanya
Kabupaten Kapuas . .
. e mengendalikan dan command center di
Pusat Kendali belum memiliki Pusat . .
. mengoperasikan pemerintah
Kendali atau .
suatu lingkungan Kabupaten Kapuas.
command center. . :
sistem yang didukung
oleh perangkat
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Parameter \

Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal
periferal dan
perangkat keamanan.
Pusat kendali ini juga
dapat berupa pusat
kendali jaringan
(Network Operation
Center/NoC) milik
pemerintah yang
terintegrasi dengan
seluruh pusat kendali
jaringan yang
dikelola oleh Instansi
Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Sistem Integrasi

Pemerintah
Kabupaten Kapuas
memiliki jaringan
intra pemerintah
berbasis VPN yang
terhubung ke seluruh
PD Kabupaten
Kapuas untuk
mengakses aplikasi
SIMDA BMD, SIMDA

Jaringan Intra
Pemerintah tersedia
dan tersebar di
seluruh PD untuk
memastikan
keamanan dalam
pengiriman data dan
informasi antar
Instansi Pusat
dan/atau Pemerintah

PD melakukan
pengadaan
bandwidth secara
mandiri karena
penggunaan Jaringan
Intra Pemerintah
Kabupaten Kapuas
yang terbatas pada
aplikasi tertentu

Pemerintah (SPLP)

sebagai infrastruktur
berbagi pakai yang

GAJI, dan Siskeudes. Daerah. saja.
Pemerintah Ca
Kabupaten Kapuas Topologi jaringan
telah memiliki menggambarkan
opoogaringn | A0V
Jaringan Intra | yang telah . 5 & )
. . . . Jaringan Intra Tidak Ada
Pemerintah terintegrasi melalui Pemerintah beserta
kabel fiber obtic yang eranckat
terhubung pada 42 p 5
PD Kabupaten penmghubung
Kapuas jaringan intra.
Penggunaan Jaringan
Kabupaten Kapuas | Alokast bandwideh | U8 EEEEED
tidaklinelakukgn dari Jaringan Intra zanghan a untuk
embagian distribusi Pemerintah telah a likasi};ertentu
gandwi%lth sehingga mencukupi untuk sghin a masing-
bandwidth yan % mendukung masirig gPD i
dida atkany aflga kebutuhan melakﬁkan
masiig-masli)ng PD operasional seluruh pengadaan
yaitu up to 50 Mbps. PD. bandwidth secara
mandiri.
Pemerintah Penyelenggaraan Pemerintah
. sistem integrasi Kabupaten Kapuas
Sistem Kabupaten Kapuas . s
e berupa Sistem belum memiliki
Penghubung belum memiliki akses .
Pemerintah Penghubung Layanan & 5 5

Layanan Pemerintah
(SPLP), serta belum
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Parameter

\ Kondisi Eksisting

Kondisi Ideal
dapat dimanfaatkan
oleh seluruh Instansi
Pusat dan
Pemerintah Daerah.

menerapkan Sistem
Penghubung
Layanan Pemerintah
(SPLP) atau belum
terdapat aplikasi
yang diintegrasikan.

Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi

Perangkat
Lunak Platform

Seluruh PD
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
masih menggunakan

Penggunaan
Perangkat Lunak
resmi berlisensi
untuk meningkatkan

Seluruh PD
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
belum melakukan
pembelian lisensi
perangkat lunak

Perangkat
Keras Server

perangkat lunak yang | kinerja dan seperti Microsoft

belum berlisensi. keamanan. Zoom, Adobe, dan
Antivirus.

Pada Pemerintah Perangkat keras

Kabupaten Kapuas
terdapat 9 PD yang
memiliki perangkat
keras server dengan
total jumlah 18
perangkat keras
server.

server dapat
digunakan atau dapat
menjalankan aplikasi
atau website yang di
operasikan dan tanpa
adanya kendala.

PD belum melakukan
pemeliharaan server
secara berkala.

Pada Pemerintah
Kabupaten Kapuas

terbagi menjadi 12 Melakukan backup Terdapat 22 PD yang
Perangkat S dokumen secara e
. jenis perangkat belum memiliki
Keras Media . , berkala pada .
. media penyimpanan . perangkat media
Penyimpanan perangkat media .
berdasarkan total . penyimpanan.
. penyimpanan.
kapasitas
penyimpanan.
Dinas Komunikasi, Pengadaan perangkat
Informatika, keras jaringan
Persandian, dan dilakukan terpusat
Statistik belum pada Dinas
menyediakan Komunikasi,
perangkat keras Informatika, PD bertanggung
jaringan kepada PD Persandian, dan jawab atas perangkat
Perangkat
. karena pemanfaatan | Statistik dengan keras jaringan yang
Keras Jaringan . . o
Jaringan Intra tujuan untuk dimiliki secara
Pemerintah yang mempermudah mandiri.
bersifat tertutup atau | dalam pengelolaan
menggunakan VPN perangkat keras
tidak memerlukan jaringan guna
perangkat keras mendukung Jaringan
jaringan tambahan. Intra Pemerintah.
Terdapat 23 PD telah
menggunakan Tersedianya
Perangkat perangkat keras y 19 PD lainnya belum
perangkat keras e
Keras keamanan. Jumlah . memiliki perangkat
. . keamanan di seluruh
Keamanan total masing-masing PD keras keamanan.
perangkat keras '
keamanan yang
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Parameter

Kondisi Eksisting
dimiliki PD adalah 91
unit CCTV Ruang
Kantor, 4 unit CCTV
Ruang Server, 2 unit
CCTV Zona Integritas,
1 unit Firewall, 1 unit
Handle Digital, 1 unit
Face Recognition dan
Finger Print, 8 unit
UPS, 4 unit Genset,

Kondisi Ideal

Perangkat
Keras Periferal

dan 4 unit APAR (Alat
Pemadam Api
Ringan).
. Belum adanya
. Pemeliharaan
Jumlah paling banyak pengadaan
. perangkat keras
perangkat periferal eriferal dan perangkat keras
utama yang meliputi p periferal bagi PD

PC, Laptop dan
Printer berada di
rentang usia lebih
dari 5 tahun.

melakukan
manjemen aset
dalam bentuk
inventarisasi aset
secara berkala.

yang mayoritas
dan/atau seluruh
perangkatnya
berusia di atas 5
tahun.

Komputasi
Awan

Terdapat 1 PD di
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
yang menerapkan
Komputasi Awan
yaitu Bagian
Pengadaan Barang
dan Jasa.

Merujuk pada
Peraturan Presiden
Republik Indonesia
Nomor 95 Tahun
2018 dijelaskan
bahwa Pusat Data
nasional diarahkan
menggunakan
teknologi komputasi
awan sehingga bagi
pakai data, aplikasi,
dan infrastruktur
dapat dilakukan.
Berdasarkan Surat
Edaran Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
Nomor 18 Tahun
2022 pada
Taksonomi Referensi
Arsitektur
Infrastruktur
menjelaskan bahwa
Komputasi Awan
merupakan
lingkungan dengan
virtualisasi sebagai
layanan platform
berdasarkan
teknologi cloud untuk
lingkungan kerja

Tidak Ada
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Parameter \ Kondisi Eksisting Kondisi Ideal
aplikasi. Oleh karena
itu, seluruh PD dapat
memanfaatkan
komputasi awan dari
Pusat Data Nasional
yang dikelola oleh
Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian, dan
Statistik.
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BAB 8
KONDISI EKSISTING KEAMANAN SPBE DAN ANALISIS GAP

Bab 8 membahas kondisi eksisting Keamanan SPBE di Pemerintah
Kabupaten Kapuas serta Analisis GAP terhadap kondisi ideal Keamanan SPBE yang
ingin dicapai. Bab ini mencakup penjelasan tentang Pengertian Keamanan SPBE,
Struktur Arsitektur Keamanan SPBE, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE, Kondisi
Eksisting Keamanan SPBE, Permasalahan Keamanan SPBE, dan Analisis GAP.

8.1 Pengertian Keamanan SPBE

Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Standar Teknis dan Prosedur,
dijelaskan bahwa Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang
terintegrasi dalam SPBE. Untuk menerapkan keamanan SPBE yang efektif, efisien,
dan berkelanjutan, serta mendukung layanan SPBE yang berkualitas, diperlukan
serangkaian proses Manajemen Keamanan SPBE. Area prioritas organisasi dalam
pelaksanaan keamanan informasi SPBE mencakup data dan informasi SPBE,
aplikasi SPBE, aset infrastruktur SPBE, serta kebijakan keamanan informasi SPBE
yang ada. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keamanan
SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan
kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang terkait dengan data dan
informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan
dilakukan melalui klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian
keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan dengan mendeteksi adanya
modifikasi. Penjaminan ketersediaan dicapai melalui penyediaan cadangan dan
mekanisme pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan dengan menyediakan
mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan dengan
menggunakan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui
sertifikat digital. Draf Peraturan Bupati Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kapuas menjelaskan bahwa seluruh PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas wajib
menerapkan Keamanan SPBE dengan memenuhi standar teknis serta prosedur
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional, dijelaskan
bahwa domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain yang mendeskripsikan
kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, serta
infrastruktur SPBE untuk mewujudkan layanan pemerintah yang terintegrasi.
Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menjelaskan keterkaitannya dengan
domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain
arsitektur infrastruktur SPBE. Relasi langsung antara domain Keamanan SPBE
dapat dilihat pada Gambar 8.1.
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..o Domain Infrastruktur SPBE - .
Interaksi Interaksi ||I! ||
| | |

=1 i

Domain Keamanan SPBE :‘ Domain Data dan Informasi
ATLAT % .

¥

Domain Aplikasi SPBE

Interaksi

Refereni Arsitektur
Keamanan

Gambar 8.1 Relasi Langsung pada Domain Keamanan SPBE

8.2 Struktur Arsitektur Keamanan SPBE

Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE merupakan sebuah kerangka
kerja yang berfungsi untuk mengorganisir dan menggambarkan komponen-
komponen utama dari arsitektur Keamanan SPBE. Struktur ini memiliki peranan
penting dalam mengelompokkan arsitektur Keamanan SPBE ke dalam beberapa
level atau lapisan, sehingga memudahkan pemahaman, perencanaan, dan
implementasi sistem SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
dijelaskan bahwa dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang mendukung arah
kebijakan nasional, substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan
struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan dua tingkat, yaitu:

1) Tingkat 1 (Domain keamanan) adalah struktur RAK yang mengelompokkan
keamanan SPBE ke dalam ke dalam domain keamanan terdiri dari standar
keamanan, penerapan keamanan, dan rekomendasi kelaikan keamanan.
Tujuan dari pengelompokkan ini adalah untuk menciptakan struktur yang
jelas dan terorganisir di tingkat nasional sehingga aspek keamanan yang ada
dapat dikelola secara efektif sesuai dengan domainnya.

2) Tingkat 2 (Area keamanan) adalah struktur RAK yang mengelompokkan
keamanan SPBE ke dalam area keamanan terkait data dan informasi, aplikasi
SPBE, serta infrastruktur SPBE. Tujuannya adalah untuk memperinci fungsi
aspek keamanan di setiap area sehingga lebih spesifik dan terstruktur di
tingkat nasional.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah akan mendefinisikan penerapan keamanan
SPBE melalui pedoman penyusunan Arsitektur SPBE. Ilustrasi struktur referensi
arsitektur keamanan SPBE dapat dilihat pada Gambar 8.2.

i ) SPBE Nasional
Tingkat 1 (Domain Keamanan)

[Tingkat 2 (Area Keamanan) ]

Gambar 8.2 Struktur Referensi Arsitektur Keamanan
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8.3 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK)

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan
Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE, Referensi Arsitektur Keamanan SPBE (RAK) disusun sebagai
kerangka dasar untuk menggambarkan pengendalian keamanan data dan
informasi, infrastruktur, serta aplikasi yang terintegrasi dalam SPBE nasional.
Kerangka dasar ini menjadi panduan dalam pengintegrasian keamanan data dan
informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE nasional dan juga menjadi acuan
bagi Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui
identifikasi program keamanan, pengujian kelaikan keamanan serta regulasi
keamanan yang komprehensif. RAK terdiri dari 3 domain keamanan pada tingkat
pertama dan 10 area keamanan pada tingkat kedua. Rincian Referensi Arsitektur
Keamanan SPBE dapat dilihat pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1 Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

Referensi o " ’
Kode Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)
Standar Teknis Peraturan terkait standar teknis dan prosedur

keamanan SPBE dari lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.
Standar Keamanan Standar internasional yang.digunakan sebagai
01.02 . pendukung dan untuk meningkatkan penerapan
Internasional

keamanan SPBE.
Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih
relevan selain dari peraturan terkait standar teknis
dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi
acuan dalam penerapan keamanan SPBE.

Penerapan Keamanan (02)

Edukasi kesadaran Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah

02.01 Keamanan SPBE Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan

01.01 dan Prosedur
Keamanan SPBE

01.03 Regulasi lainnya

SPBE.
Identifikasi Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah
02.02 kerentanan Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko
Keamanan SPBE keamanan SPBE.
02.03 Peningkatan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah
' Keamanan SPBE Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
Penanganan Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah
02.04 insiden Keamanan | Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan
SPBE memitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
. Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah
Audit Keamanan . .
02.05 Daerah untuk mengukur tingkat kesesuain
SPBE
penerapan standar keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)
. Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum
Kelaikan . . o
dilakukan melalui penilaian kerentanan secara
03.01 Keamanan L : .
o mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Aplikasi Umum

dan verifikasi di tingkat nasional. Qutput dari
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Referensi . . . .

Kode Arsitektur Deskripsi Referensi Arsitektur
kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah
mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.
Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE

. nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan
Kelaikan 1 . .
Keamanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah
03.02 Infrastruktur SPBE Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari

: kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE
Nasional . .

nasional yang telah mendapatkan rekomendasi

kelaikan keamanan.

8.4 Metadata Keamanan SPBE

Metadata Arsitektur Keamanan pada tahap awal pembangunan Arsitektur
SPBE didedikasikan untuk mengamankan domain data dan informasi, aplikasi, serta
infrastruktur. Dalam penerapannya, Metadata Arsitektur Manajemen Keamanan
merupakan penambahan atribut manajemen keamanan sebagai pelengkap
metadata Data dan Informasi, Aplikasi, serta Infrastruktur. Berdasarkan Surat
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui
Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE, dijelaskan bahwa Metadata
Keamanan SPBE memiliki atribut yaitu antara lain Atribut Metadata Standar Teknis
dan Prosedur Keamanan SPBE dalam Tabel 8.2, Atribut Metadata Edukasi
Kesadaran Keamanan SPBE dalam Tabel 8.3, Atribut Metadata Kerentanan
Keamanan SPBE dalam Tabel 8.4, Atribut Metadata Peningkatan Keamanan SPBE
dalam Tabel 8.5, Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE dalam
Tabel 8.6, Atribut Metadata Audit Keamanan SPBE dalam Tabel 8.7, dan Atribut
Metadata Kelaikan Keamanan SPBE dalam Tabel 8.8.

Rincian metadata terkait edukasi kesadaran keamanan SPBE yang
digunakan oleh PD Kabupaten Kapuas dapat ditemukan dalam Lampiran 8.1
Metadata Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE. Rincian metadata tentang
penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dapat dilihat pada
Lampiran 8.2 Metadata Penerapan Standar Teknis Dan Prosedur Keamanan
SPBE. Rincian metadata tentang kelaikan keamanan SPBE ditunjukkan pada
Lampiran 8.3 Metadata Kelaiakan Keamanan SPBE. Rincian metadata mengenai
penanganan insiden keamanan SPBE oleh PD Kabupaten Kapuas dijelaskan dalam
Lampiran 8.4 Metadata Penanganan Insiden Keamanan SPBE. Informasi
tentang metadata kerentanan keamanan SPBE yang digunakan oleh PD Kabupaten
Kapuas dapat dilihat pada Lampiran 8.5 Metadata Kerentanan Keamanan SPBE.
Rincian metadata mengenai peningkatan keamanan SPBE oleh PD Kabupaten
Kapuas terdapat dalam Lampiran 8.6 Metadata Peningkatan Keamanan SPBE.
Detail secara rinci tentang metadata audit keamanan SPBE ditampilkan pada
Lampiran 8.7 Metadata Audit Keamanan SPBE.

Tabel 8.2 Atribut Metadata Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
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No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
Merupakan nama dari Standar Teknis dan Prosedur
2 Nama Standar Keamanan SPBE, Standar Keamanan Internasional,
Keamanan atau Regulasi lainnya yang diacu dan menjadi
prioritas oleh setiap IPPD.
Jenis standar keamanan yang diacu dan menjadi
prioritas oleh setiap IPPD diantaranya:
1. Standar dan/atau Peraturan terkait teknis dan
3 Jenis Standar Keamanan prosedur keamanan SPBE,
2. Standar internasional terkait keamanan
informasi,
3. Regulasi lainnya.
4 Deskripsi Merupakan pen]glasan dari standar teknis dan
prosedur yang dimasukkan
. Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar
5 Tanggal Mulai Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar
Penerapan . Sy
Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
) Merupakan tanggal dimulainya penerapan Standar
6 Tanggal Akhir Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, Standar
Penerapan . s
Keamanan Internasional, atau Regulasi lainnya.
Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
7 ID Metadata Terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau
Infrastruktur).
Tabel 8.3 Atribut Metadata Edukasi Kesadaran Kemanan
No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
Nama Kegiatan Edukasi Merupakan judul dari kegiatan edukasi kesadaran
2 Kesadaran Keamanan
keamanan SPBE
SPBE
Deskripsi Kegiatan Merupakan penjelasan output, pelaksana, dan
3 Edukasi Kesadaran peserta dari kegiatan edukasi kesadaran keamanan
Keamanan SPBE SPBE.
Tanggal. Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan
4 Edukasi Kesadaran .
edukasi kesadaran keamanan SPBE.
Keamanan SPBE
Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
5 ID metadata terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau
Infrastruktur).
Tabel 8.4 Atribut Metadata Kerentanan Keamanan
No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
Nam‘”’? l.(eglf?ltan Merupakan judul dari kegiatan identifikasi
2 Identifikasi Kerentanan o o
kerentanan dan penilaian risiko keamanan SPBE.
Keamanan SPBE
Deskripsi Kegiatan Merupakan penjelasan pelaksana dan metode yang
3 Identifikasi Kerentanan | digunakan dari kegiatan identifikasi kerentanan dan
Keamanan SPBE penilaian risiko keamanan SPBE.
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No. Nama Atribut Keterangan
Tanggal Kegiatan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan
4 Identifikasi Kerentanan | identifikasi kerentanan dan penilaian risiko
Keamanan SPBE keamanan SPBE.
Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
5 ID metadata terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau
Infrastruktur).
Tabel 8.5 Atribut Metadata Peningkatan Keamanan
No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 E:gigii%;ﬁan Merupakan judul dari kegiatan peningkatan
Keamanan SPBE keamanan
3 E:rsli{rfl[l)(?tanglatan Merupakan penjelasan dari kegiatan peningkatan
& keamanan.
Keamanan SPBE
4 gzﬁ*?fall(;?il atan Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan
Keamgnan SPBE peningkatan keamanan.
Merupakan nilai kematangan atas keamanan siber
Nilai Kematanean organisasi berdasarkan instrumen dari lembaga yang
5 Keamanan Sibir menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk satu
organisasi.
Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
6 ID metadata terkait Data dan Informasi atau Aplikasi atau
p
Infrastruktur).
Tabel 8.6 Atribut Metadata Penanganan Insiden Keamanan
No. Nama Atribut Keterangan
1 ID Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata
2 E:I?;i Kaef;it?:si den Merupakan judul dari kegiatan penanganan insiden
5 keamanan SPBE
Keamanan SPBE
3 Egrsll;fllpasrllfneillasti?izn Merupakan penjelasan dari kegiatan penanganan
Keam agnan SPBE insiden keamanan SPBE
4 gzﬁgrglalaﬁzil?ﬁi? den Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan
Keam agnan SPBE penanganan insiden keamanan SPBE
Merupakan nilai kematangan atas penanganan
Nilai Kematangan insiden berdasarkan instrumen dari lembaga yang
5 Penangan Insiden menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
Siber keamanan siber. Nilai ini berlaku untuk lingkup yang
ditentukan
Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
6 ID metadata terkait (Data dan Informasi atau Aplikasi atau
Infrastruktur).
Tabel 8.7 Atribut Metadata Audit Keamanan
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\[o}

Nama Atribut
ID

Keterangan
Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

Nama Kegiatan Audit
Keamanan SPBE

Merupakan judul dari kegiatan audit keamanan SPBE

Hasil Audit Keamanan
SPBE

Merupakan hasil dari pelaksanaan audit keamanan
SPBE berdasarkan instrumen dari lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber, yang terdiri dari:

a. belum/tidak dilaksanakan,

b. memadai,

c. perlu peningkatan, atau

d. tidak memadai.

Jenis Audit Keamanan
SPBE

Merupakan jenis dari audit keamanan, yang terdiri
dari:

a. internal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan oleh
auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi internal
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, atau

b. eksternal, yaitu Audit Keamanan dilaksanakan
oleh auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi
eksternal yang memiliki sertifikasi auditor
TIK/Sistem Keamanan Informasi

Tanggal Kegiatan Audit
Keamanan SPBE,

Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan audit
keamanan

Tindak lanjut Audit
Keamanan SPBE,

Merupakan tindak lanjut atas audit keamanan yang
terdiri dari:

a. belum ditindaklanjuti, yaitu kurang dari sama
dengan15% tindak lanjut sudah ditindaklanjuti,

b. sebagian ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut yang
dilakukan lebih dari 15% dan kurang dari sama
dengan 50%,

c. sebagian besar ditindaklanjuti, yaitu tindak lanjut
yang dilakukan lebih dari 50% dan kurang dari sama
dengan 85%, atau

d. penuh ditindaklanjuti, yaitu lebih dari 85% tindak
lanjut sudah ditindaklanjuti.

ID metadata terkait

Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
(Data dan Informasi atau Aplikasi atau
Infrastruktur).

No.

Tabel 8.8 Atribut Metadata Kelaikan Keamanan

Nama Atribut
ID

Keterangan
Merupakan nomor unik sebagai identitas metadata

Nama Kegiatan
Kelaikan
Keamanan SPBE

Merupakan judul dari kegiatan kelaikan keamanan
SPBE terhadap aplikasi umum dan/atau
infrastruktur SPBE yang dimiliki yang akan
terhubung kepada infrastruktur SPBE Nasional

Tanggal Kelaikan
Keamanan SPBE

Merupakan tanggal dilaksanakannya kegiatan
kelaikan Keamanan SPBE

ID metadata terkait

Mengacu kepada Metadata Arsitektur SPBE terkait
(Data dan Informasi atau Aplikasi atau Infrastruktur)
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8.5 Kondisi Eksisting Keamanan SPBE

Kondisi eksisting Keamanan SPBE menggambarkan situasi saat ini terkait
Keamanan SPBE pada 42 PD Pemerintah Kabupaten Kapuas. Berdasarkan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur, program kerja Keamanan SPBE
yang dilaksanakan paling sedikit mencakup edukasi kesadaran Keamanan SPBE,
penilaian kerentanan Keamanan SPBE, peningkatan Keamanan SPBE, penanganan
insiden Keamanan SPBE, dan audit Keamanan SPBE. Rincian dari setiap poin akan
dijelaskan dalam sub-sub bab berikut.

8.5.1 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE

Edukasi kesadaran keamanan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran terkait dengan Keamanan SPBE bagi setiap individu pada
setiap PD. Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur,
dijelaskan bahwa edukasi kesadaran Keamanan SPBE harus dilaksanakan
setidaknya melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan dengan tujuan meningkatkan
kesadaran akan keamanan informasi serta keahlian dalam penerapan keamanan
aplikasi dan infrastruktur SPBE. Berdasarkan survei yang dilakukan pada 42 PD,
kondisi eksisting pelaksanaan edukasi kesadaran Keamanan SPBE di Kabupaten
Kapuas menunjukkan bahwa hanya 1 PD yang melaksanakan kegiatan edukasi
kesadaran. Rincian PD yang melakukan edukasi kesadaran keamanan dapat dilihat
pada Tabel 8.9.

Tabel 8.9 Pelaksanaan Edukasi Kesadaran Keamanan

Nama Kegiatan o . .
Nama PD Edukasi Kesadaran Deskripsi Kegiatan Edukasi
Kesadaran Keamanan SPBE
Keamanan SPBE
Rumah Sakit Umum SIMKES KHANZA Pelatihan Cyb?r Secyrzty Server
27 Daerah dr. H. Cvber Security Cam oleh Pemateri: Septian Rheno
Soemarno FJLImdamentatIySkill p W, M.Kom, M. Eng, M. Sc, ECSA,
Sosroatmodjo CNSS, SFPC, ACA Security

Pada Tabel 8.9 menunjukkan bahwa hanya ada satu PD Kabupaten Kapuas yang
telah menerapkan kegiatan edukasi kesadaran keamanan SPBE yaitu Rumah Sakit
Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo. Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik belum melakukan pelaksanaan kegiatan edukasi
kesadaran keamanan yang dapat dihadiri oleh seluruh PD Kabupaten Kapuas.

8.5.2 Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE

Penilaian Kerentanan Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi dan
identifikasi potensi kerentanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem yang
digunakan oleh pemerintah aman dari ancaman keamanan siber. Berdasarkan
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Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, dijelaskan bahwa penilaian kerentanan keamanan SPBE
dilaksanakan paling sedikit melalui:

1) Menginventarisasi seluruh aset SPBE, termasuk data dan informasi, aplikasi,
serta infrastruktur.

2) Mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap aset SPBE.

3) Mengukur tingkat risiko keamanan SPBE.

Merujuk pada hasil pengumpulan data yang dilakukan secara daring
maupun luring, seluruh PD di Kabupaten Kapuas belum melaksanakan kegiatan
identifikasi kerentanan keamanan SPBE melalui asesmen risiko. Asesmen ini
sangat penting untuk memahami potensi ancaman serta menentukan langkah
mitigasi yang sesuai guna meningkatkan keamanan sistem.

8.5.3 Peningkatan Keamanan SPBE

Peningkatan Keamanan SPBE adalah langkah-langkah dan strategi yang
diambil untuk meningkatkan keamanan SPBE guna melindungi data, informasi,
aplikasi, dan infrastruktur dari ancaman dan serangan siber. Berdasarkan
Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, peningkatan keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan
hasil dari penilaian kerentanan keamanan. Peningkatan keamanan SPBE
dilaksanakan paling sedikit melalui:

1) Penerapan standar teknis dan prosedur keamanan SPBE.
2) Pengujian fungsi keamanan yang telah diterapkan terhadap aplikasi dan
infrastruktur SPBE.

Pada kondisi eksisting, PD Pemerintah Kabupaten Kapuas belum menerapkan
kegiatan peningkatan keamananan SPBE.

8.5.3.1 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE adalah proses yang
melibatkan pengembangan dan implementasi standar serta prosedur yang
ditetapkan untuk memastikan keamanan dalam SPBE. Berdasarkan Peraturan
Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman
Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diterapkan untuk
keamanan data dan informasi, keamanan Aplikasi SPBE, keamanan Sistem
Penghubung Layanan, keamanan Jaringan Intra, dan keamanan Pusat Data Nasional.
Aspek Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE pada setiap bagian dirinci
dalam beberapa poin sebagai berikut:
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1) Standar teknis keamanan data dan informasi yaitu terpenuhinya aspek
kerahasiaan, keaslian, keutuhan, kenirsangkalan, dan ketersediaan.

2) Standar teknis dan prosedur keamanan Aplikasi SPBE diterapkan pada
aplikasi berbasis web dan aplikasi berbasis mobile.

a) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis web terdiri atas terpenuhinya
fungsi autentikasi, manajemen sesi, persyaratan kontrol akses, validasi
input, kriptografi pada verifikasi statis, penanganan eror dan pencatatan
log, proteksi data, keamanan komunikasi, pengendalian kode berbahaya,
logika bisnis, file, keamanan API dan web service, dan keamanan
konfigurasi.

b) Standar teknis keamanan aplikasi berbasis mobile terdiri atas
terpenuhinya fungsi penyimpanan data dan persyaratan privasi,
kriptografi, autentikasi dan manajemen sesi, komunikasi jaringan,
interaksi platform, kualitas kode dan pengaturan build, dan ketahanan.

3) Standar teknis keamanan Sistem Penghubung Layanan terdiri atas
terpenuhinya fungsi keamanan interoperabilitas data dan informasi, kontrol
sistem integrasi, kontrol perangkat integrator, keamanan API dan web service,
dan keamanan migrasi data.

4) Standar teknis keamanan Jaringan Intra terdiri atas terpenuhinya aspek
administrasi keamanan Jaringan Intra, kontrol akses dan autentikasi,
persyaratan perangkat dan aplikasi keamanan Jaringan Intra, kontrol
keamanan gateway, kontrol keamanan access point pada jaringan nirkabel, dan
kontrol konfigurasi access point pada jaringan nirkabel.

5) Standar teknis keamanan Pusat Data Nasional terdiri atas terpenuhinya
persyaratan keamanan fisik dan manajemen Pusat Data Nasional, dan
persyaratan koneksi perangkat ke Pusat Data Nasional.

Pada kondisi eksisting, hanya 2 PD di Kabupaten Kapuas yang telah
menerapkan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE, yaitu Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H.
Soemarno Sosroatmodjo. Detail penerapan Standar teknis dan prosedur Keamanan
SPBE dapat dilihat pada Tabel 8.10.

Tabel 8.10 Penerapan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE

Nama Standar
Keamanan

Kode

PD Deskripsi

Nama PD

SOP ini mencakup persiapan
recovery database SIAK,
melaksanakan recovery

SOP Recovery Database database SIAK, melaporkan
SIAK kegiatan recovery SIAK kepada
Kepala Seksi dan Kepala Bidang,
dan mencatat dalam agenda
recovery database SIAK.

SOP ini mencakup persiapan
backup database SIAK,
melaksanakan backup database

Dinas
Kependudukan
dan Pencatatan
Sipil

SOP Backup Database
SIAK
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Kode
PD

Nama PD

Nama Standar
Keamanan

Deskripsi

SIAK, menerima salinan file hari
backup database SIAK,
melaporkan kegiatan backup
database SIAK kepada kepala
Bidang dan mencatat dalam
agenda backup database SIAK.

SOP akses ruang server
SIMRS

Peraturan ini untuk membatasi
akses masuk ruang server dan
menjaga kerahasiaan serta
keamanan data pada server.

SOP hak akses
penggunaan SIMRS user
rumah sakit

Peraturan ini bertujuan untuk
menjamin kerahasiaan
informasi rumah sakit,
mengoptimalkan pemanfaatan
SIMRS, dan menjaga
kerahasiaan data dari resiko
hilang, rusak, pemalsuan,
dan/atau penggunaan oleh
orang atau badan yang tidak
berhak.

Rumabh Sakit
Umum Daerah

27 dr. H. Soemarno

SOP Backup database
SIMRS

Peraturan ini bertujuan untuk
mengembalikan data apabila
data tersebut
hilang/rusak/terhapus, baik
yang disebabkan oleh kesalahan
pihak PD sendiri atau faktor lain
seperti: terkena virus, file rusak,
perangkat komputer
error/bermasalah, bencana, dan
lain sebagainya.

Sosroatmodjo

SOPPenggunaan koneksi
jaringan SIMRS

Panduan dan acuan untuk
menjalankan langkah-langkah
dalam menangani kendala
Sistem, Layanan atau Server
SIMRS tidak berfungsi sama
sekali secara terencana

SOP alur pengisian SOAP
di SIMRS

Sebagai acuan penerapan
langkah-langkah dalam
penulisan SOAP dengan metode
4 langkah yang berasal dari
pemprosesan pemikiran
penatalaksanaan pasien untuk
mendokumentasikan asuhan
pasien dalam Rekam Medis
Elektronik sebagai catatan
kemajuan.

SPO
Pembuatan/Perubahan
Hak Akses Baru

Sebagai acuan langkah user id
dan hapus id.

SOP Server Down Time

Sebagai acuan langkah-langkah
untuk menanggulangi terjadinya
error SIMRS
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Nama Standar
Keamanan
SOP Penanggulangan
Sistem Informasi
Manajemen Rumah Sakit
(SIMRS) Error

Deskripsi

Sebagai acuan langkah-langkah
untuk menanggulangi terjadinya
error SIMRS

8.5.3.2 Kelaikan Keamanan SPBE

Kelaikan Keamanan SPBE merupakan penilaian efektivitas langkah-langkah
keamanan dalam SPBE untuk memastikan bahwa sistem aman dari ancaman dan
kerentanan. Dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun
2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur,
dijelaskan bahwa peningkatan Keamanan SPBE dilakukan, salah satunya melalui
pelaksanaan pengujian fungsi keamanan terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur
SPBE. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 42 PD di Kabupaten Kapuas,
diketahui bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melakukan
implementasi pengujian kelaiakan keamanan SPBE.

8.5.4 Penanganan Insiden Keamanan SPBE

Penanganan Insiden Keamanan SPBE adalah proses yang dirancang untuk
mengidentifikasi, menanggapi, dan memulihkan dari insiden keamanan yang terjadi
dalam SPBE. Merujuk pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4
Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur
Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dijelaskan bahwa
penanganan insiden keamanan SPBE dilaksanakan paling sedikit melalui:

1) Mengidentifikasi sumber serangan,

2) Menganalisis informasi yang berkaitan dengan insiden selanjutnya,

3) Memprioritaskan penanganan insiden berdasarkan tingkat dampak yang
terjadi,

4) Mendokumentasi bukti insiden yang terjadi, dan

5) Memitigasi atau mengurangi dampak risiko Keamanan SPBE.

Kondisi eksisting terkait penanganan insiden keamanan SPBE pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas berdasarkan hasil survei diketahui bahwa saat ini
hanya ada 1 PD yang melakukan penanganan insiden keamanan SPBE yaitu
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Berikut detail penjelasan
kegiatan penerapan penanganan insiden yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik yang dapat dilihat pada Tabel 8.11.

Tabel 8.11 Penerapan Penanganan Insiden Keamanan SPBE
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Nama Kegiatan

Deskripsi Kegiatan

Tanggal Kegiatan

Penanganan : Penanganan
: Penanganan Insiden .
Insiden Keamanan SPBE Insiden
Keamanan SPBE Keamanan SPBE
Monitor perangkat | - Mengidentifikasi
Data Center penyebab kerusakan .
mengalami - Mengganti monitor 10 Januari 2024
kerusakan yang rusak
Kerusakan pada - Melakukan diagnosa
salah satu pada server .
perangkat Data - Melakukan 22 Februari 2024
Center konfigurasi ulang
- Mengaktifkan UPS
- Melakukan
Penanganan pemantauan kondisi
Pemadaman erangkat
Listrik dari PLN F)Berkt((g)ordinasi 3 Maret 2024
dengan UPS dengan tim listrik
untuk penyelesaian
masalah
Router utama - Restart peran_gkat
mengalami -_Memperbarul .
firmware router 17 April 2024
Dinas gangguarn - Mengganti kabel
... | konektivitas .
Komunikasi, jaringan yang rusak
) Informatika, - Mematikan seluruh
Persandian perangkat yang
dan terhubung dengan
Statistik Terminal listrik terminal .
terbakar - Memanggil teknisi 28 Mei 2024
listrik untuk
perbaikan dan
penggantian terminal
Pemadaman listrik | ° Mengal.<t1fkan UPS
. ) - Memeriksa
tiba-tiba yang
menyebabkan perangkat yang .
gangguan pada terdampa_k 15 Juni 2024
beberapa i Me.rr_lastllfan.
stabilitas listrik
perangkat setelah pemulihan
- Memeriksa log
sistem backup
Sistem backup - Mengidentifikasi
otomatis gagal masalah pada script .
melakukan backup | backup 23 Juni 2024
harian - Melakukan
perbaikan dan testing
ulang

8.5.5 Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE

Audit Keamanan SPBE merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk

mengevaluasi dan memverifikasi kepatuhan serta efektivitas kebijakan, prosedur,
dan kontrol keamanan dalam SPBE. Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan
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Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan
Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan
Prosedur, audit Keamanan SPBE dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dijelaskan
bahwa audit Keamanan SPBE mencakup audit keamanan Infrastruktur SPBE
Nasional, audit keamanan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah
Daerah, audit keamanan Aplikasi Umum, serta audit keamanan Aplikasi Khusus.
Audit Keamanan SPBE dilakukan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan
audit Keamanan SPBE. Mengacu pada hasil pengumpulan data survei diketahui
bahwa saat ini Pemerintah Kabupaten Kapuas belum melaksanakan
implementasi kegiatan audit keamanan SPBE.

8.6 Analisis GAP

Analisis GAP adalah perbandingan antara kondisi eksisting Keamanan SPBE
di Kabupaten Kapuas dengan kondisi ideal Keamanan SPBE sebagaimana diatur
dalam Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Standar Teknis serta Prosedur. Tujuannya adalah untuk
mencapai penerapan Keamanan SPBE yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta
mendukung layanan SPBE yang berkualitas. Rincian analisis GAP Keamanan SPBE
dapat dilihat pada Tabel 8.12.

Tabel 8.12 Analisis GAP

Parameter
Pelaksanaan
Edukasi Kesadaran
Keamanan SPBE

Kondisi Eksisting

Saat  ini, hanya
sebagian kecil dari
seluruh PD yang
mengikuti kegiatan
edukasi kesadaran
keamanan SPBE.

Kondisi Ideal
Edukasi kesadaran
keamanan SPBE
dilaksanakan paling
sedikit melalui
kegiatan sosialisasi
dan pelatihan.

GAP
Pelaksanaan
edukasi kesadaran
keamanan SPBE
baik melalui
kegiatan sosialisasi
maupun pelatihan
belum  dilakukan
secara merata
terhadap  seluruh
PD Kabupaten
Kapuas.

Penilaian
Kerentanan
Keamanan SPBE

Saat ini, belum ada
PD yang melakukan
inventarisasi
seluruh aset SPBE.

Penilaian
kerentanan
keamanan SPBE
dilaksanakan paling
sedikit melalui
inventarisasi
seluruh aset SPBE
meliputi data dan
informasi, aplikasi,
dan infrastruktur.

Belum
kegiatan
inventarisasi
seluruh aset SPBE di
PD Kabupaten
Kapuas.

adanya

Saat ini, belum ada
PD yang melakukan
identifikasi

Penilaian
kerentanan

keamanan SPBE

Belum adanya
kegiatan identifikasi
kerentanan dan
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
kerentanan dan | dilaksanakan paling | ancaman terhadap
ancaman terhadap | sedikit melalui | aset SPBE di PD
aset SPBE. identifikasi Kabupaten Kapuas.

kerentanan dan

ancaman terhadap

aset SPBE.
Saat ini, belum ada | Penilaian Belum adanya
PD yang melakukan | kerentanan kegiatan
pengukuran tingkat | keamanan SPBE | pengukuran tingkat
risiko keamanan | dilaksanakan paling | risiko keamanan
SPBE. sedikit melalui | SPBE di PD

pengukuran tingkat | Kabupaten Kapuas.

risiko keamanan

SPBE.
Saat ini, hanya | Peningkatan Tidak semua PD
sebagian kecil dari | keamanan SPBE | Kabupaten Kapuas
seluruh PD yang | dilaksanakan paling | melakukan kegiatan
melakukan sedikit melalui | penerapan standar
penerapan standar | penerapan standar | teknis dan prosedur
teknis dan prosedur | teknis dan prosedur | Keamanan SPBE di
Keamanan SPBE. keamanan SPBE. PD Kabupaten

Peningkatan Kapuas.

Keamanan SPBE Saat ini, belum ada | Peningkatan Belum adanya
PD yang melakukan | keamanan SPBE | kegiatan pengujian
pengujian  fungsi | dilaksanakan paling | fungsi  keamanan
keamanan terhadap | sedikit melalui | terhadap  Aplikasi
Aplikasi SPBE dan | pengujian  fungsi | SPBE dan

Infrastruktur SPBE.

keamanan terhadap
Aplikasi SPBE dan

Infrastruktur SPBE
di PD Kabupaten

insiden selanjutnya.

Infrastruktur SPBE. | Kapuas.
Saat ini, hanya | Penanganan Insiden | Tidak semua PD
sebagian kecil dari | Keamanan SPBE | Kabupaten Kapuas
seluruh PD yang | dilaksanakan paling | melakukan kegiatan
melakukan sedikit melalui | identifikasi sumber
identifikasi sumber | identifikasi sumber | serangan.
serangan. serangan.
Saat ini, belum ada | Penanganan Insiden | Belum adanya
PD yang melakukan | Keamanan SPBE | kegiatan penerapan
penerapan analisis | dilaksanakan paling | analisis informasi
informasi yang | sedikit melalui | yang berkaitan
. berkaitan dengan | penerapan analisis | dengan insiden
Penanganan Insiden | . . . - . . .
insiden selanjutnya. | informasi yang | selanjutnya di PD
Keamanan SPBE :
berkaitan dengan | Kabupaten Kapuas.

Saat ini, belum ada
PD yang melakukan
penentuan prioritas
penanganan insiden
berdasarkan
dampak yang
terjadi.

Penanganan Insiden
Keamanan SPBE
dilaksanakan paling
sedikit melalui
penentuan prioritas
penanganan insiden
berdasarkan
dampak yang
terjadi.

Belum adanya
kegiatan penentuan
prioritas
penanganan insiden
berdasarkan
dampak yang terjadi
di PD Kabupaten
Kapuas.
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Saat ini, hanya | Penanganan Insiden | Tidak semua PD
sebagian kecil dari | Keamanan SPBE | Kabupaten Kapuas
seluruh PD yang | dilaksanakan paling | melakukan kegiatan
melakukan sedikit melalui | penerapan
penerapan penerapan dokumentasi bukti
dokumentasi bukti | dokumentasi bukti | insiden yang terjadi.
insiden yang terjadi. | insiden yang terjadi.
Saat ini, belum ada | Penanganan Insiden | Belum adanya
PD yang melakukan | Keamanan SPBE | kegiatan
pelaksanaan dilaksanakan paling | pelaksanaan
mitigasi atau | sedikit melalui | mitigasi atau
mengurangi pelaksanaan mengurangi
dampak risiko | mitigasi atau | dampak risiko
Keamanan SPBE. mengurangi Keamanan SPBE di
dampak risiko | PD Kabupaten
Keamanan SPBE. Kapuas.
Audit  Keamanan Audit  Keamanan | Belum adanya
SPBE . SPBE dilakukan | kegiatan Audit
Saat ini, belum ada . .
sesuai dengan | Keamanan SPBE di
PD yang melakukan
g ketentuan PD Kabupaten
Audit  Keamanan
peraturan Kapuas.
SPBE.
perundang-
undangan.
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BAB 9
KONDISI EKSISTING TATA KELOLA, MANAJEMEN SPBE DAN
ANALISIS GAP

Pada bab ini akan menjelaskan terkait kondisi eksisting mengenai tata
kelola, manajemen SPBE yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Penjelasan
pada bab ini dimulai dari tata kelola SPBE yang terdiri dari penyelenggara SPBE,
kebijakan SPBE, pemantauan dan evaluasi SPBE, serta rencana dan anggaran SPBE.
Selain itu, bab ini juga menjabarkan terkait manajemen SPBE yang meliputi delapan
jenis manajemen SPBE dan 3 jenis audit SPBE.

9.1 Pengertian Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik merupakan kerangka kerja yang bertujuan untuk mengatur,
mengarahkan, dan mengendalikan penerapan SPBE secara terpadu dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola ini memastikan bahwa penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara efisien, efektif,
transparan, dan akuntabel, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas
layanan publik serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Tata Kelola SPBE mencakup unsur-unsur utama, antara lain rencana induk SPBE
nasional, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, proses bisnis, data dan informasi,
infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE. Selain itu,
tata kelola ini juga melibatkan pengelolaan kebijakan, organisasi, proses, serta
sumber daya untuk merencanakan, mengimplementasikan, mengelola, dan
mengevaluasi penggunaan teknologi informasi dalam rangka mencapai tujuan
strategis pemerintahan. Untuk mencapai keterpaduan SPBE yang optimal,
dibutuhkan transformasi mendasar dan berkelanjutan di tingkat instansi pusat dan
daerah guna memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dan
mencegah duplikasi inisiatif maupun anggaran dalam pelaksanaan SPBE.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang
Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, tata kelola SPBE berperan
sebagai kebijakan strategis dalam upaya mewujudkan integrasi dan keselarasan
penerapan SPBE. Perbaikan tata kelola SPBE dilakukan dengan meningkatkan
kapasitas pengelolaan serta memperkuat sistem koordinasi pelaksanaan dan
kebijakan SPBE di tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah.
Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan tim koordinasi SPBE,
pembangunan arsitektur SPBE, penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis
pemerintahan, serta perumusan kebijakan SPBE yang komprehensif pada level
makro, meso, dan mikro. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor
95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal 59,
yang menegaskan bahwa perbaikan tata kelola bertujuan untuk memastikan
keterpaduan dan efektivitas SPBE di seluruh tingkatan, yang didukung oleh empat
inisiatif strategis yang dijelaskan pada Gambar 9.1.
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Rencana dan Anggaran

Penyelenggara SPBE Kebijakan SPBE Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Gambar 9.1 Tata Kelola SPBE

Adapun inisiatif strategis dari kegiatan tata kelola SPBE seperti pada gambar
di atas adalah sebagai berikut:
a. Pembentukan dan penguatan kapasitas tim koordinasi SPBE, sebagai \
penyelenggara SPBE,
b. Penguatan kebijakan SPBE,
Pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan SPBE,
Perencanaan dan penganggaran SPBE berbasis Arsitektur SPBE.
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

a o

memberikan panduan terkait penyelenggaraan SPBE, termasuk penjelasan
mengenai indikator penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan
dan efektivitas penyelenggaraan SPBE. Pedoman ini mencakup dua indikator utama,
yaitu Indikator 19 dan Indikator 20. Indikator 19 mengukur tingkat kematangan
Tim Koordinasi SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah, yang bertanggung
jawab dalam mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk
merumuskan kebijakan serta penerapan SPBE di instansi masing-masing. Tim ini
dipimpin oleh seorang koordinator yang ditunjuk oleh pimpinan kepala daerah.
Sementara itu, Indikator 20 menjelaskan tentang Forum Kolaborasi SPBE sebagai
wadah informal wuntuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas
pelaksanaan SPBE di kalangan pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga
penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat. Forum ini berfungsi sebagai sarana untuk
penyampaian gagasan, pengembangan infrastruktur, peningkatan kompetensi
teknis, serta perbaikan kualitas layanan dan penyelesaian masalah terkait SPBE.
Selain itu, untuk mendukung penerapan SPBE, diperlukan kompetensi teknis yang
diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis Bidang
Komunikasi dan Informatika. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam
pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, keamanan informasi, serta
layanan teknologi informasi dan komunikasi, yang bertujuan memastikan sumber
daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE memiliki kemampuan
yang memadai untuk mencapai SPBE yang terpadu, efektif, dan efisien.

Dalam Upaya untuk meningkatkan tingkat kematangan penyelenggara SPBE,
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik memberikan pedoman klasifikasi kompetensi teknis SDM
penyelenggara SPBE yang terdiri dari empat aspek. Kompetensi teknis ini menjadi
indikator penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan SPBE,
baik di Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah, berjalan secara efektif dan
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efisien. Rincian kompetensi SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan SPBE
dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kamus Kompetensi Teknis
Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum pada Tabel 9.1.

Bidang

Kompetensi

Tabel 9.1 Penyelenggara SPBE

Nama
Kompetensi
SDM TIK

Nama
Kompetensi
sesuai

Kode
Kompetensi

Definisi

Kebijakan
Kemampuan mengelola
proses integrasi layanan
publik dan pemerintah
(meliputi perencanaan,
el | st | e roes i
5 KOMINFO,/Dj | Penswan,
Layanan pembaruan) pada
. APTIKA/KO | . .
Publik dan instansi dalam rangka
. NKUREN/20 .
Pemerintaha 20/06 membangun sistem yang
n lebih efektif dan efisien,
termasuk dalam
. memahami kebijakan
Analisis . .
Perencanaan Sistem & atau regulasi dan teknis
SPBE St terkait.
Desain
Kemampuan mengelola
pertukaran data
antarkomponen atau
KSTANKOM/ antar-aphkaS} yang
Pengelolaan berkolaborasi atau
.1 | KOMINFO/D] L
Interoperabil berkoordinasi dalam
itas APTIKRA/KO rangka penyediaan
_ NKUREN/20 gka penye
Pemerintah layanan publik dan
20/07 :
pemerintahan, termasuk
dalam memahami
kebijakan atau regulasi
dan teknis terkait.
Kemampuan
KSTANKOM/ melaksanakan kegiatan
Rekayasa Pengelolaan pengumpulan,
I i KOMINFO/D]J :
Proses Bisnis | Operator/Us | Walidata APTIKA/KO pemeriksaan dan
Pemerintaha | er Sistem Pemerintaha pengelolaan data yang
NKUREN/20 . .

n n 20/14 disampaikan oleh
produsen data serta
penyebarluasan data.

Kstanon | SRR
Admin Pengelolaan KOMINFO/D]J menyimpan m’ereka asa
Pengelolaan 5 APTIKA/KO yunpar, yasa,
Database Database menyajikan, dan

TIK yang NKUREN/20 o .

) . mendistribusikan basis
terintegrasi, 20/05 data

aman, dan Pengelolaan Kem.am uan mengelola

andal _ 18 KSTANKOM/ | . crhamp! &

Admin Jaringan jaringan intra
: KOMINFO/D]J )
Jaringan Intra APTIKA/KO pemerintahan pada
Pemerintah instansi sebagai
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Bidang

Kompetensi

Nama
Kompetensi
SDM TIK

Nama

Kompetensi

sesuai
Kebijakan

Kode
Kompetensi

Definisi

NKUREN/20
20/11

penghubung dalam
menjalankan layanan
administrasi di internal
pemerintahan,termasuk
dalam memahami
kebijakan atau regulasi
dan teknis terkait.

Admin
Keamanan TI

Pengelolaan
Pusat
Pemulihan
Bencana
(DRC)

KSTANKOM/
KOMINFO,/D]
APTIKA/KO
NKUREN/20
20/04

Kemampuan
merencanakan,
membangun,
mengembangkan,
mengoperasikan,
memelihara, memantau,
dan mengevaluasi
layanan infrastruktur
pusat pemulihan
bencana beserta
mekanisme regulasi dan
petunjuk terkait.

Pengelolaan
Pusat Data

KSTANKOM/
KOMINFO,/D]
APTIKA/KO
NKUREN/20
20/03

Kemampuan
merencanakan,
membangun,
mengoperasikan,
memelihara, memantau,
dan mengevaluasi
layanan infrastruktur
pusat data beserta
mekanisme regulasi dan
petunjuk terkait.

Teknisi
Komputer

Pengelolaan
Jaringan
Internet

KSTANKOM/
KOMINFO,/D]
APTIKA/202
0/24

Kemampuan mengelola
jaringan internet pada
instansi sebagai
penghubung antara
pengguna, instansi, serta
aplikasi dalam
menjalankan layanan
publik dan/atau
administrasi, termasuk
dalam memahami
kebijakan atau regulasi
dan teknis terkait.

Pengelolaan
layanan yang
inovatif,
adaptif, dan
responsif

Programmer

Pengembang
an Aplikasi
Umum dan
Khusus

KSTANKOM/
KOMINFO/D]
APTIKA/KO
NKUREN/20
20/08

Kemampuan
mengembangkan aplikasi
umum dan/atau khusus
(meliputi perencanaan,
desain, pembangunan,
pengujian, serta
pembaruan) pada
instansi, termasuk dalam
memahami kebijakan
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Nama

Bidang Nama . Kompetensi Kode oL
.  Kompetensi : : Definisi
Kompetensi sesuai Kompetensi
SDM TIK .
Kebijakan
atau regulasi dan teknis
terkait.
Kemampuan mengelola
Pengelolaan KSTANKOM/ | operasional aplikasi
Aplikasi KOMINFO/D]J | umum dan/atau khusus,
Umum dan APTIKA/KO | termasuk Qalan}_
Khusus NKUREN/20 | memahami kebijakan
20/09 atau regulasi dan teknis
terkait.
Kemampuan
mengidentifikasi,
merumuskan, memantau,
dan mengevaluasi
kebutuhan layanan
Pengelolaan KSTANKOM/ | domain dan/atau
Nama KOMINFO/D] subdomaiq, mampu
Domain dan APTIKA/KO | memahami kebijakan
Subdomain NKUREN/20 | atau regulasi dan teknis
20/01 terkait domain dan
subdomain, serta
prosedur pengajuan
Admin permohonan nama
Website domain dan/atau
subdomain
Kemampuan
mengidentifikasi,
merumuskan, memantau,
Pengelolaan KSTANKOM/ | dan mengevaluasi
Web Portal KOMINFO/DJ | layanan pengelolaan web
Milik APTIKA/KO | portal pelayanan publik
Pemerintah NKUREN/20 | dan administrasi
20/02 pemerintahan, termasuk
dalam memahami
kebijakan atau regulasi
dan teknis terkait.
Kemampuan mengelola
sistem komunikasi intra
Pengelolaan | KSTANKOM/ pemem_‘;ah btefazlst
Sistem KOMINFO/DJ | 875 7He: = =2
Komunikasi | APTIKA/Ko | 92n/atau sinyal lainnya
Intra NKUREN,/20 | Yans terintegrasi,
Pemerintah | 20/10 termasuk Qalan.l_
Service/Help memahami kebijakan
Desk atau regulasi dan teknis
terkait.
Pengelolaan KSTANKOM/ rlfleen;gilzllgrllltaigkasi
# KOMINFO/D]J 2
Email mengoperasikan,
Pemerintaha APTIKRA/KO memantau, dan
NKUREN/20 "
n 20/13 mengevaluasi %ayanan_
surat elektronik (email)
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Nama

Bidang Nama . Kompetensi Kode o
.  Kompetensi : . Definisi
Kompetensi sesuai Kompetensi
SDM TIK .
Kebijakan
pada lingkungan
pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tim Koordinasi
SPBE Nasional memiliki kewajiban untuk mengoordinasikan dan menerapkan
kebijakan SPBE di tingkat Pemerintah Daerah. Kepala daerah masing-masing
bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE
di wilayah mereka. Sementara itu, Koordinator SPBE Pemerintah Daerah berperan
dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan kebijakan SPBE di
daerahnya. Kebijakan SPBE yang komprehensif ini ditujukan untuk melibatkan
seluruh pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, yang mencakup aspek kebijakan makro, meso, dan mikro. Dalam proses
penyusunan dan implementasi kebijakan SPBE, Pemerintah Daerah diharapkan
untuk melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional guna
memastikan kebijakan yang terintegrasi dan sinergis.

Untuk memastikan pelaksanaan SPBE

dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar yang ditetapkan,
diperlukan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang menyeluruh. Pemantauan
dan evaluasi ini bertujuan mengukur tingkat kemajuan serta mengidentifikasi
aspek yang memerlukan peningkatan, guna memastikan penerapan SPBE yang
efektif di instansi pusat maupun daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pemantauan dan
evaluasi SPBE dirancang untuk mengukur perkembangan dan meningkatkan
kualitas penerapan SPBE di instansi pusat dan daerah. Tim Koordinasi SPBE
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai capaian
pelaksanaan SPBE, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menjamin kualitas
evaluasi yang dilakukan. Evaluasi ini mencakup domain kebijakan, tata kelola, dan
layanan SPBE, di mana pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi
SPBE Nasional. Pemerintah Daerah juga diharapkan melaksanakan evaluasi secara
mandiri dan berkala, termasuk melalui Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi
SPBE memiliki tujuan untuk mengukur capaian penerapan, meningkatkan kualitas
implementasi, serta meningkatkan mutu layanan publik di Pemerintah Daerah.
Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk menilai kontribusi SPBE terhadap kemajuan
reformasi birokrasi dengan mengukur tingkat kematangan penerapan yang
direpresentasikan dalam indeks SPBE. Pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE
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mengatur metode penilaian, serta proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
guna memastikan pelaksanaan evaluasi yang efektif, efisien, dan objektif.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
SPBE, salah satu inisiatif strategis yang sangat penting adalah rencana dan anggaran
SPBE. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penyusunan rencana dan
anggaran untuk SPBE harus mengikuti proses perencanaan dan penganggaran
tahunan yang ditetapkan oleh pemerintah. Rencana dan anggaran SPBE merupakan
dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan, dan pemanfaatan anggaran
SPBE, serta disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah
dan Peta Rencana SPBE masing-masing. Hal ini bertujuan agar perencanaan dan
penganggaran dapat berjalan secara sistematis dan terarah. Untuk memastikan
keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunannya di Pemerintah Daerah
dikoordinasikan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang perencanaan
pembangunan daerah. Ini sejalan dengan Pedoman Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang mengatur
Indikator 13 mengenai Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran
SPBE, memastikan bahwa dokumen rencana anggaran yang dihasilkan lebih
komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan SPBE yang efektif
dan efisien.

9.2 Pengertian Manajemen SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 mengenai Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Nasional, manajemen SPBE merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk
mewujudkan penerapan SPBE secara efektif, efisien, berkesinambungan, dan
berkualitas. Manajemen SPBE mencakup pengelolaan risiko, keamanan informasi,
data, aset teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, pengetahuan,
perubahan, serta layanan SPBE. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, manajemen SPBE diharapkan dapat memastikan pengelolaan yang
baik atas setiap komponen penerapan SPBE demi pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan.

Untuk mencapai penerapan SPBE yang optimal, audit terhadap TIK menjadi
suatu keharusan. Audit TIK meliputi penilaian menyeluruh terhadap infrastruktur
SPBE, aplikasi yang digunakan, dan keamanan sistem. Tujuan dari audit ini adalah
untuk mengevaluasi elemen teknis yang berkaitan dengan tata kelola dan
manajemen TIK, mencakup kinerja, fungsionalitas, serta aspek lainnya yang relevan,
sesuai dengan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan audit di bidang TIK.
Pentingnya keterhubungan antara manajemen SPBE dan audit TIK sangat
signifikan, karena audit berfungsi untuk memastikan semua aspek manajemen
SPBE dikelola secara efektif. Selain itu, evaluasi manajemen SPBE harus dilakukan
secara berkala, yang mencakup penilaian terhadap risiko, keamanan informasi,
data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE,
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sebagaimana diatur dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Proses evaluasi ini bertujuan untuk memastikan penerapan SPBE
sesuai dengan standar yang ditetapkan, serta terus meningkatkan inovasi, adaptasi,
dan responsivitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Berdasarkan indikator SPBE yang tercantum dalam Tabel 9.3 dan merujuk
pada indikator 21 hingga 31 mengenai manajemen serta audit SPBE, sesuai dengan
Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi manajemen SPBE
harus dilakukan secara rutin. Proses evaluasi ini meliputi berbagai aspek, termasuk
risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan,
perubahan, serta layanan SPBE. Tujuan dari evaluasi yang menyeluruh ini adalah
untuk memastikan bahwa implementasi SPBE sesuai dengan standar yang telah
ditetapkan dan terus mengalami peningkatan agar mampu menyediakan layanan
yang inovatif, adaptif, serta responsif.

9.3 Kondisi Eksisting Tata Kelola SPBE

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022
tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional
mengatur inisiatif strategis dalam pengembangan Arsitektur SPBE, dengan
menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan
pemerintahan serta peningkatan layanan publik untuk mempermudah akses
masyarakat. Infrastruktur SPBE secara menyeluruh didasarkan pada TIK,
sementara pengembangan SDM terkait SPBE menjadi prioritas untuk memastikan
keberlanjutan dan adaptabilitas sistem. Selanjutnya, tata kelola SPBE mencakup
penyelenggara, kebijakan, pemantauan dan evaluasi, serta rencana dan anggaran
SPBE, yang akan diuraikan dalam sub-bab berikutnya dengan analisis mendalam
mengenai kondisi eksisting dari setiap kategori tersebut.

9.3.1 Penyelenggara SPBE

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun
2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional,
penyelenggara SPBE berkewajiban untuk memastikan bahwa implementasi SPBE
dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Tanggung jawab penyelenggara
mencakup pengelolaan serta perlindungan keamanan dan integritas data dalam
konteks pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, mereka diharapkan untuk
aktif mempromosikan penggunaan TIK guna meningkatkan kualitas layanan publik
dan efisiensi administrasi pemerintah. Peraturan ini juga menyoroti pentingnya
adanya koordinasi antarinstansi dalam proses pengembangan dan penerapan SPBE
untuk menjamin keselarasan dan interoperabilitas sistem di semua tingkat
pemerintahan. Selanjutnya, sub-bab berikutnya akan memberikan penjelasan lebih
mendalam mengenai penyelenggara SPBE.
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9.3.1.1 Ketersediaan Tim Koordinasi SPBE

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tim Koordinasi
SPBE bertugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi implementasi
SPBE secara terintegrasi di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Selain itu, tim koordinasi di daerah juga memiliki tanggung jawab untuk
berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional demi kelancaran pelaksanaan
SPBE yang melibatkan berbagai Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor 286/0RG TAHUN 2022
Tentang Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas, Tim Koordinasi
SPBE memiliki tugas utama untuk mengoordinasikan dan menerapkan kebijakan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Koordinasi bertanggung
jawab atas penyusunan dan implementasi kebijakan SPBE, termasuk perencanaan
induk, arsitektur, dan peta rencana SPBE dalam jangka waktu lima tahun dan
tahunan, integrasi proses bisnis, penganggaran SPBE, serta kebutuhan sumber daya
manusia di lingkungan tersebut. Selain itu, Tim Koordinasi juga mengkoordinasikan
kegiatan SPBE di tingkat lokal dan dengan instansi pemerintah lainnya, serta
bertanggung jawab dalam pembinaan dan peningkatan keterpaduan dalam
pengelolaan dan manajemen SPBE serta audit teknologi informasi dan komunikasi.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SPBE juga menjadi bagian penting dari
fungsi Tim Koordinasi dalam meningkatkan efektivitas sistem di Kabupaten Kapuas.

Tugas atau program kerja Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas
dijalankan oleh beberapa Kelompok Kerja SPBE yang dibentuk oleh Bupati untuk
meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen
SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan
evaluasi SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten. Untuk memperjelas mengenai
struktur anggota dan kelompok kerja tersebut, pada Tabel 9.2 disajikan susunan
keanggoataan Tim Koordinasi Kabupaten Kapuas.

Tabel 9.2 Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas

Susunan Keanggotaan Jabatan dalam Tim \ Jabatan dalam Dinas
Pengarah Pengarah Bupati Kapuas
Koordinator Koordinator Sekretaris Daerah
Penanggungjawab Percepatan SPBE Asisten Administrasi

Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas
TIK, Aplikasi dan | Kepala Dinas Komunikasi,

Infrastruktur SPBE Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten
Kapuas

Perencanaan SPBE Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas
Penganggaran SPBE Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas
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Susunan Keanggotaan Jabatan dalam Tim \ Jabatan dalam Dinas
SDM SPBE Kepala Badan
Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Kapuas

Integrasi Proses Bisnis Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas

Audit TIK Inspektur Daerah
Kabupaten Kapuas
Percepatan SPBE Asisten Administrasi

Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Kapuas

Tim Pelaksana Ketua Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten
Kapuas

Sekretaris Kepala Bidang
Penyelenggaraan e-
Government Pada Dinas
Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Kapuas

Anggota 1. Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas.

2. Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas.

3. Kepala Bagian
Pengadaan Barang/Jasa
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas.

4. Sekretaris Inspektorat
Daerah Kabupaten Kapuas.

5. Kepala Bidang
Pengelolaan Informasi dan
komunikasi Publik Pada
Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten
Kapuas.

6. Kepala Bidang
Persandian Pada Dinas
Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Kapuas.

7. Kepala Bidang Statistik
pada Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten
Kapuas.
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Susunan Keanggotaan Jabatan dalam Tim \ Jabatan dalam Dinas
8. Kepala Bidang Anggaran
pada Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas.

9. Kepala Bidang Aset pada
Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas.

10. Kepala Bidang
Pengembangan
Kompetensi Aparatur pada
Badan Kepegawaian, dan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten
Kapuas.

11. Kepala Bidang
Pengadaan,
Pemberhentian,
Penghargaan dan Informasi
pada Badan Kepegawaian,
dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas.

12. Kepala Bidang
Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah pada
Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas.

13. Kepala Bidang
Pengelolaan Arsip pada
Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten
Kapuas.

14. Analis Kebijakan pada
Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kapuas.

Berdasarkan Tabel 9.2, susunan keanggotaan Tim Koordinasi SPBE
Kabupaten Kapuas terdiri dari berbagai jabatan penting yang mendukung
efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan SPBE. Tim ini dipimpin oleh Bupati
Kapuas sebagai Pengarah, dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas sebagai
Koordinator. Setiap bagian memiliki fokus yang spesifik dalam mendukung
penerapan SPBE, seperti TIK, perencanaan, penganggaran, SDM, serta audit TIK.
Struktur anggota tim ini mencakup berbagai jabatan strategis dari PD terkait di
Kabupaten Kapuas.

Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa struktur organisasi Tim
Koordinasi SPBE Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya selaras dengan standar
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yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 965 Tahun 2021 tentang Tugas dan Tata
Kerja Tim Koordinasi SPBE. Meskipun peran Koordinator telah sesuai dengan
ketentuan, struktur Koordinator Domain masih perlu penyesuaian lebih lanjut.
Penataan ulang struktur organisasi serta fungsi Tim Koordinasi SPBE menjadi
sangat penting untuk meningkatkan keselarasan dengan standar nasional, sekaligus
memastikan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas berjalan lebih efektif.

9.3.1.2 Komitmen Pimpinan Daerah

Pada bagian ini akan mengeksplorasi sejauh mana dukungan dan komitmen
dari para pimpinan di Pemerintahan Kabupaten Kapus terhadap implementasi
SPBE. Hal ini mencakup dukungan Bupati, Kepala Dinas, dan Sekretaris Dinas
sebagai sosok utama dalam mendukung inisiatif SPBE. Selain itu, juga akan dibahas
bagaimana hubungan antara PD dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian
dan Statistik Kabupaten Kapuas berperan dalam proses ini.

Tingkat dukungan yang diberikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Kapuas
terhadap implementasi SPBE tergambar dalam Gambar 9.2 di bawah ini. Informasi
mengenai dukungan ini berasal dari hasil survei yang melibatkan 42 PD di
Kabupaten Kapuas. Dukungan Kepala Daerah ini diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah.

DUKUNGAN KEPALA DAERAH

ETinggi MSedang M Rendah

Gambar 9.2 Dukungan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas

Dari Gambar 9.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas
PDmengindikasikan tingginya dukungan Kepala Daerah terhadap implementasi
SPBE. Sebanyak 27 PD(64%) menyatakan bahwa Kepala Daerah memberikan
dukungan tinggi terhadap SPBE dengan cara mendukung secara aktif
implementasi dan pengembangan SPBE melalui penerbitanBerdasarkan Peraturan
Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
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Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan
akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan tepercaya, perlu
menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sebanyak 15 PD (36%)
menyatakan bahwa dukungan Kepala Daerah terhadap SPBE berada pada tingkat
sedang, dengan hasil survey yaitu Kepala Daerah memberikan arahan terkait
pelaksanaan SPBE. Dan tidak ada (0%) PDyang menyatakan bahwa dukungan
Kepala Daerah rendah.

Tingkat dukungan yang diberikan oleh seluruh Kepala Dinas di Kabupaten
Kapuas terhadap implementasi SPBE tergambar dalam Gambar 9.3 di bawah ini.
Informasi mengenai dukungan ini berasal dari hasil survei yang melibatkan 42 PDdi
Kapuas. Dukungan Kepala Dinas ini diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yakni
tinggi, sedang, dan rendah.

DUKUNGAN KEPALA DINAS

ETinggi MSedang M Rendah

Gambar 9.3 Dukungan Kepala Dinas Kabupaten Kapuas

Dari Gambar 9.3 di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas
PDmengindikasikan tingginya dukungan Kepala Dinas terhadap implementasi
SPBE. Sebanyak 35 PD(83%) bahwa dukungan Kepala Dinas terhadap SPBE berada
pada tingkat tinggi, yang mencakup dukungan penuh terhadap pelaksanaan SPBE
dengan mengadakan koordinasi, konsultasi, dan inovasi aplikasi, serta
menyediakan anggaran untuk TIK, memberikan arahan untuk menindaklanjuti
arahan dari bupati, dan pengembangan sistem informasi, sambil memastikan setiap
bidang mendapat persetujuan anggaran dan kegiatan yang diperlukan. Sebanyak 7
PD (17%) menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas terhadap SPBE berada pada
tingkat sedang, yang mencakup Kepala Dinas mendukung penuh implementasi
SPBE, Surat instruksi pengisian SPBE, himbauan lisan, memberi anggaran untuk
pengembangan SDM dan peningkatan fasilitas. Dan dalam hal ini tidak ada (0%)
PDyang menyatakan bahwa dukungan Kepala Dinas rendah.
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Tingkat dukungan yang diberikan oleh seluruh Sekretaris Dinas di Kabupaten
Kapuas terhadap implementasi SPBE tergambar dalam Gambar 9.4 di bawah ini.
Informasi mengenai dukungan ini berasal dari hasil survei yang melibatkan 42 PDdi
Kabupaten Kapuas. Dukungan Sekretaris Dinas ini diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori, yakni tinggi, sedang, dan rendah.

DUKUNGAN SEKRETARIS DINAS

ETinggi mSedang M Rendah

Gambar 9.4 Dukungan Sekretaris Dinas Kabupaten Kapuas

Dari Gambar 9.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa setengah
PDmengindikasikan tingginya dukungan Sekretaris Dinas terhadap
implementasi SPBE. Sebanyak 34 PD(81%) bahwa dukungan Sekretaris Dinas
terhadap SPBE berada pada tingkat tinggi, yang mencakup penugasan PIC dalam
keikutsertaan Inspektorat Daerah terhadap penyusunan Dokumen Arsitektur SPBE,
melakukan manajemen inventaris barang, mengkoordinir kegiatan SPBE. Sebanyak
8 PD (18%) menyatakan bahwa dukungan Sekretaris Dinas terhadap SPBE berada
pada tingkat sedang, yang mencakup Sekretaris Dinas mendukung penuh
mengkonfirmasi permintaan data yang diminta untuk infrastruktur SPBE kepada
Bidang, komitmen untuk mengimplementasikan SPBE, terlibat dalam pelaksanaan
dan penerapan SPBE. Dan dalam hal ini tidak ada (0%) PDyang menyatakan bahwa
dukungan Sekretaris Dinas rendah.

9.3.1.3 Hubungan PDKabupaten Kapuas dengan Dinas Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Kapuas

Dari hasil survei, hubungan komunikasi antara PD di Kabupaten Kapuas dan
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagian besar berjalan
kurang baik. Secara lebih rinci, ini menunjukkan adanya masalah dalam proses
pertukaran informasi, koordinasi, atau kerjasama antara instansi-instansi tersebut,
yang mengakibatkan kesenjangan atau hambatan dalam komunikasi. Sebagian
besar responden dari survei ini mungkin merasa bahwa komunikasi yang terjadi
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antara kedua pihak sering tidak lancar, tidak efektif, atau tidak memenuhi harapan,
yang berdampak pada kinerja dan produktivitas kerja bersama.

9.3.1.4 Ketersedian PD Mandiri TIK

Ketersediaan PD Mandiri TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas merupakan
langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi
pemerintahan dan publik. Dengan pengembangan dan penerapan infrastruktur TIK
yang mandiri, instansi di pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan
data, mempercepat proses bisnis, dan memperkuat sistem pemerintahan berbasis
elektronik. Berdasarkan Draf Peraturan Bupati Kapuas Nomor X Tahun 2023
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kapuas bahwa untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan
publik yang berkualitas dan tepercaya.

Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas
Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan
layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PDMandiri TIK. Penetapan PDMandiri
TIK dilakukan setelah melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap
Perangkat Daerah. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik akan
melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah. Proses
penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD dilaksanakan dengan mendasarkan pada
kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan SDM TIK,

b. Kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK,

c. Ketersediaan anggaran TIK,

d. Kepemilikan kemampuan membangun, mengelola dan/ atau mengembangkan
aplikasi SPBE secara mandiri

®

Kepemilikan aplikasi.

-

Kepemilikan Server

Hasil survei dan analisis yang telah dilakukan, Pemerintah Kabupaten
Kapuas saat ini, belum ada PD di Pemerintah Kabupaten Kapuas yang berhasil
menjadi PD Mandiri TIK. Dari 10 PD yang seharusnya memenuhi syarat untuk
menjadi PD Mandiri TIK, semuanya belum dapat memenuhi sembilan kompetensi
yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE, yang merupakan syarat utama
untuk mencapai status tersebut.

9.3.1.5 Ketersediaan SDM TIK

Penilaian ketersedian SDM TIK pada masing-masing PD yang ada pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki tujuan yang penting untuk memastikan
keberhasilan implementasi SPBE. SDM TIK berperan penting dalam membangun,
mengembangkan dan mengelola aplikasi serta infrastuktur digital di pemerintah
daerah untuk mendukung efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Hasil
survei yang telah dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Kapuas, identifikasi
ketersedian SDM TIK ditampilkan atau divisualisasikan dalam diagram pie chart
yang ditunjukkan pada Gambar 9.5.
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KETERSEDIAAN SDM TIK

mAda mTidak Ada

Gambar 9.5 Ketersediaan SDM TIK

Berdasarkan pada Gambar 9.5 hasil survei terhadap 42 PD pada Pemerintah
Kabupaten Kapuas, diketahui terdapat 217 SDM TIK yang tersebar di 36 PD. Hasil
identifikasi ini menunjukkan bahwa sebesar 83% dari total PD telah memiliki
SDM TIK yang bertugas untuk mendukung pembangunan, pengembangan, dan
pengelolaan aplikasi serta infrastruktur SPBE. Namun, masih terdapat 6 PD (17%)
yang belum menunjuk SDM untuk berperan sebagai pengelola TIK. PDyang belum
memiliki SDM TIK yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas
Perhubungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Kecamatan Kapuas Hilir. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya prioritas atau kebutuhan terhadap peran TIK secara
intens dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Hasil identifikasi ketersediaan SDM TIK di Kabupaten Kapuas dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar PD di Kabupaten Kapuas telah siap secara
sumber daya manusia untuk mengimplementasikan SPBE. Namun, masih terdapat
kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan alokasi sumber daya agar dapat
mencapai 100% ketersediaan SDM TIK di seluruh PD. Ketersediaan SDM TIK yang
hampir menyeluruh ini merupakan langkah penting dalam memastikan
keberhasilan implementasi SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kapuas. Oleh karena
itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada setiap PD dengan memperhatikan
aspek tugas dan fungsi, ketersediaan aplikasi, serta kebutuhan operasional lainnya.
Dalam hal ini, pengajuan peningkatan SDM TIK akan disampaikan dan dibahas
secara terperinci dalam Buku 7 Arsitektur Tatakelola, Manajemen SPBE, dan
Penyelenggara SPBE Kabupaten Kapuas Bab 3 Tatakelola SPBE Subbab 3.3
Identifikasi Usulan Tatakelola SPBE.
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9.3.1.6 Kompetensi SDM TIK

Analis kompetensi SDM TIK pada masing-masing PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas dikelompokkan menjadi 9 kompetensi sebagaimana
ditunjukkan pada Gambar 9.6.

KOMPETENSI SDM TIK

Teknisi Komputer _ 21

Teknisi & Admin Jaringan - 15

Service/Help Desk - 8

Admin Website _ 31
Admin Database - 15

Analis Sistem & Desain 0

Programmer - 16
operator/user siser | :::

Admin Keamanan Tl I 1

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Gambar 9.6 Kompetensi SDM TIK

Hasil dari survei menunjukkan bahwa kelompok kompetensi SDM TIK di
Kabupaten Kapuas mencakup 9 kompetensi yang terdiri dari Teknisi Komputer,
Teknisi dan Admin Jaringan, Service/Help Desk, Admin Website, Admin Database,
Analis Sistem dan Desain, Programmer, Operator/User Sistem, serta Admin
Keamanan TI. Hasil dari rincian jumlah pada masing-masing kompetensi mencakup
Teknisi Komputer dengan jumlah 71 orang, Teknisi dan Admin Jaringan sebanyak
15 orang, Service/Help Desk yang terdiri dari 8 orang, Admin Website dengan
jumlah 31 orang, Admin Database sebanyak 15 orang, Analis Sistem dan Desain
belum memiliki kompetensi SDM TIK ini di semua PD, Programmer yang berjumlah
16 orang, Operator/User Sistem mencapai 138 orang, serta Admin Keamanan TI
berjumlah 1 orang. Hasil identifikasi ketersediaan kompetensi SDM TIK ini
mencerminkan penyebaran pegawai dengan kompetensi SDM TIK yang tersedia di
Kabupaten Kapuas. Hal ini dapat menjadi dasar penting dalam memastikan
keberhasilan implementasi dan pengelolaan TIK di seluruh PD di Pemerintah
Kabupaten Kapuas. Jumlah SDM TIK yang signifikan dalam beberapa bidang
kompetensi TIK, diharapkan dapat mendukung efektivitas dan efisiensi layanan
teknologi informasi yang diberikan kepada masyarakat secara lebih baik.
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9.3.1.7 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Pendidikan terakhir SDM TIK ini menunjukkan beragam tingkat pendidikan
yang mendukung keberagaman kompetensi dalam pengelolaan TIK pada lingkup
Pemerintah Kabupaten Kapuas. Ketersedian SDM TIK dengan berbagai latar
belakang Pendidikan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah
diberikan dapat membantu dalam hal memberikan keuntungan kompetitif dalam
memastikan kefektifan setiap aspek teknis dan manajerial dalam menjalankan
layanan SPBE di Kabupaten Kapuas. Hasil survey ditunjukkan pada Gambar 9.7,
mengenai sebaran data pendidikan terakhir dari setiap SDM TIK di Kabupaten
Kapuas.

PENDIDIKAN TERAKHIR SDM TIK

mSMA/SMK mD1 mD3 D4 mS1 mS2 mProfesi Dokter mProfesi Apoteker

Gambar 9.7 Pendidikan Terakhir SDM TIK

Berdasarkan hasil Gambar 9.7, secara keseluruhan, mayoritas SDM TIK di
Kabupaten Kapuas memiliki Pendidikan sarjana (S1) yakni sebanyak 139 orang
dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan PD dengan Pendidikan Sarjana (S1) terbanyak yaitu 23 orang.
Berikutnya terdapat 23 orang yang memiliki pendidikan terakhir SMA/SMK
sederajat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia merupakan PD dengan Pendidikan SMA/SMK sederjat terbanyak yaitu 5
orang. Sementara itu, terdapat 26 orang yang memiliki gelar S2 dengan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan PD dengan
Pendidikan S2 terbanyak yaitu 10 orang. Selanjutnya, terdapat 18 orang yang
memiliki gelar D3 dengan Puskesmas Selat merupakan PD dengan Pendidikan D3
terbanyak yaitu 13 orang. Selain itu, 6 orang dengan gelar D4 dengan Dinas
Kesehatan dan Puskesmas Pulau Telo merupakan PD dengan Pendidikan D3
terbanyak yaitu 2 orang. Adapun 2 orang memiliki gelar profesi dokter dan 1
orang profesi apoteker di Puskesmas Selat. Terdapat 2 orang dengan gelar D1
yang berada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Puskesmas Selat.
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Variasi latar belakang pendidikan pegawai ini mencerminkan upaya Pemerintah
Kabupaten Kapuas untuk memenuhi berbagai kebutuhan teknis dan manajerial
dalam pengelolaan TIK di lingkup Kabupaten Kapuas.

9.3.1.8 Status Kepegawaian SDM TIK

Analisis pada status kepegawaian SDM TIK mencakup komposisi dan peran
dari berbagai jenis status kepegawaian yang terlibat dalam penyelenggaraan
layanan TIK, termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga Non-PNS. Hal ini menjadi landasan penting
dalam mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan strategi pengelolaan SDM TIK
pada Kabupaten Kapuas. Hasil status kepegawaian SDM TIK di tunjukkan data
konkret terkait status kepegawaian SDM TIK di Kabupaten Kapuas berdasarkan
hasil survei.

STATUS KEPEGAWAIAN SDM TIK

HASN mNON ASN

Gambar 9.8 Status Kepegawaian SDM TIK

Menurut hasil pada Gambar 9.8, diketahui bahwa dari total SDM TIK yang
tersedia, terdapat 104 orang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 113
orang lainnya merupakan tenaga kerja non-ASN. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil memiliki jumlah tenaga non-ASN terbanyak, yaitu sebanyak 19
orang, sedangkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia memiliki jumlah ASN terbanyak, yaitu 30 orang. Berdasarkan komposisi
ini, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki
kebutuhan tenaga kontrak yang lebih tinggi untuk mendukung operasional layanan
kependudukan yang bersifat dinamis dan memerlukan penanganan cepat.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
membutuhkan lebih banyak ASN karena perannya yang strategis dalam pengelolaan
sumber daya manusia di lingkungan pemerintah daerah. Komposisi ini
menggambarkan perpaduan antara tenaga kerja tetap dan kontrak, yang
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diharapkan mampu memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam pengelolaan
layanan TIK di Pemerintah Kabupaten Kapuas.

9.3.1.9 Ketersediaan Tupoksi/SK SDM TIK

Ketersediaan Surat Keputusan (SK) atau Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)
bagi SDM TIK menjadi faktor krusial dalam pengelolaan TIK di Kabupaten Kapuas.
Hal ini karena penunjukan pegawai sebagai SDM TIK dibuktikan melalui adanya SK,
yang selanjutnya peran SDM TIK diklasifikasikan berdasarkan pada tupoksi. Pada
Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat kategori terkait jenis tupoksi SDM TIK,
yang dalam pelaksanaannya dikelompokkan menjadi Tenaga TIK dan Non TIK.
Secara visual, ketersediaan tupoksi/SK SDM TIK ditunjukkan pada Gambar 9.9.

KETERSEDIAAN JENIS TUPOKSI/SK SDM
TUPOKSI/SK SDM TIK TIK
mAda mTidak Ada mTl mNONTI

Gambar 9.9 Ketersediaan Tupoksi SK SDM

Berdasarkan data pada Gambar 9.9, dari total 217 SDM TIK di Pemerintah
Kabupaten Kapuas, sebanyak 82 orang telah memiliki Surat Keputusan (SK) atau
Tupoksi yang terdefinisi dengan jelas, sementara 163 orang lainnya masih belum
memiliki SK atau Tupoksi tertulis. Dari SDM yang memiliki SK, terdapat 64 orang
yang memiliki tupoksi secara spesifik terkait dengan bidang Teknologi Informasi
(TI), dan 17 orang dengan tupoksi di bidang non-TI. Sebanyak 15 PD telah memiliki
SDM TIK yang memiliki SK atau Tupoksi tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa
meskipun sebagian PDsudah menetapkan tugas dan tanggung jawab SDM TIK
secara formal, masih ada 27 PD lainnya yang belum melakukan penetapan tupoksi
secara tertulis bagi SDM TIK. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
SDM TIK di Kabupaten Kapuas belum memiliki SK atau tupoksi yang jelas, yang
dapat berpotensi menghambat efektivitas dan koordinasi dalam pelaksanaan
layanan TIK.
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9.3.1.10 Training dan Sertifikasi Kompetensi SDM TIK

Ketersediaan kompetensi training dan sertifikasi bagi SDM TIK di Kabupaten
Kapuas menjadi indikator penting dalam memperkuat kapasitas setiap SDM dalam
mendukung dan mengimplementasikan SPBE. Kompetensi SDM TIK dapat dinilai
melalui pengalaman pelatihan yang pernah diikuti serta sertifikasi yang dimiliki
oleh SDM tersebut. Secara visual pengelompokkan kompetensi dengan pelatihan
dan sertifikasi yang dimiliki oleh SDM TIK pada 42 PD di Pemerintah Kabupaten
Kapuas ditunjukkan pada Gambar 9.10.

PENGALAMAN PENGALAMAN
TRAINING TI SERTIFIKASI TI
M Tidak Memiliki Pengalaman Training Tl M Tidak Memiliki Pengalaman Sertifikasi Tl
m Memiliki Pengalaman Training Tl m Memiliki Pengalaman Sertifikasi Tl

8%

Gambar 9.10 Pengalaman Training dan Sertifikasi TI

Data yang divisualisasikan pada Gambar 9.10 menunjukkan bahwa
sebagian besar SDM TIK, yakni 200 orang, belum memiliki pengalaman dalam
mengikuti training terkait TI. Sementara itu, 17 orang telah mengikuti
berbagai jenis training TI, antara lain pelatihan OS berbasis Pelatihan
Administrator Jaringan, Workshop E-Arsip Terintergrasi,Bimbingan Teknis Aplikasi
Perizinan Online Terpadu untuk Publik siCANTIK Cloud, BNSP, Bimbingan Teknis
0SS, Pelatihan SIMRS Khanza, Cyber Security, dan Training Administrator Sistem.
Sertifikasi juga menjadi fokus penting, dengan 212 orang SDM TIK yang belum
memiliki pengalaman sertifikasi TI, sedangkan 5 orang telah memperoleh
sertifikasi dalam berbagai bidang seperti BNSP, ORACLE, dan Sertifikasi
programmer aplikasi komputer. Ketersediaan training dan sertifikasi ini menjadi
landasan penting dalam memperkuat keahlian dan kualifikasi SDM TIK dalam
mendukung transformasi digital di Kabupaten Kapuas. Dari sertifikasi dan training
tersebut menunjukkan belum adanya fokus datam penggalian kompetensi yang
terstandarisasi atau terverifikasi melalui training atau sertifikasi di Pemerintah
Kabupaten Kapuas.
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9.3.2 Kebijakan SPBE

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang
Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terdapat
10 indikator terkait kebijakan internal tata kelola SPBE dalam domain kebijakan
internal SPBE. Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, kebijakan internal SPBE ini telah
diuraikan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2019
tentang tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbaris
Elektronik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan internal SPBE
selalu dinilai secara berkala. Hasil penilaian ini tercantum dalam Laporan Hasil
Evaluasi SPBE Tahun 2023 untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas. Dalam evaluasi
tersebut, Pemerintah Kabupaten Kapuas mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar
2.21 dengan predikat Cukup. Jika dilihat lebih rinci, aspek kebijakan internal
SPBE memperoleh nilai 1.50 dengan predikat kurang. Rincian nilai tingkat
kematangan pada setiap indikator kebijakan internal SPBE dan ketersediaan
kebijakan internal SPBE untuk Pemerintah Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada
Tabel 9.3 berikut.

Tabel 9.3 Kondisi Eksisting Kebijakan SPBE Kabupaten Kapuas

Nilai Tingkat
Kematangan

Indikator

Kebijakan Internal Eksisting

Kebijakan Internal
Arsitektur SPBE

Belum ada kebijakan internal
terkait Arsitektur SPBE

Kebijakan Internal
Peta Rencana SPBE

Belum ada kebijakan internal
terkait Peta Rencana SPBE

Kebijakan Internal
Manajemen Data

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR: 174/BAPPELITBANGDA
TAHUN 2024 Tentang Penetapan
Tim Forum Satu Data dan
Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas

Kebijakan Internal
Pembangunan
Aplikasi SPBE

Belum ada pembahasan khusus
yang membahas terkait kebijakan
internal pembangunan aplikasi
SPBE, namun terdapat Peraturan
Bupati (PERBUP) Kabupaten
Kapuas Nomor 2 Tahun 2019
tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbaris Elektronik
yang membahas mengenai
internal pembangunan aplikasi
SPBE

Kebijakan Internal
Layanan Pusat Data

Belum ada pembahasan khusus
yang membahas terkait kebijakan
internal layanan pusat data,
namun terdapat Peraturan Bupati
(PERBUP) Kabupaten Kapuas
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata
Kelola Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbaris Elektronik
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Indikator

Kebijakan Internal Eksisting

Nilai Tingkat

yang membahas mengenai
internal layanan pusat data

Kematangan

Kebijakan Internal

Belum ada pembahasan khusus
yang membahas terkait kebijakan
internal layanan jaringan intra,
namun terdapat Peraturan Bupati
(PERBUP) Kabupaten Kapuas

SPBE

Tim Koordinasi SPBE Pemkab
Kapuas

6 | Layanan Jaringan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata 2
Intra :
Kelola Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbaris Elektronik
yang membahas mengenai
internal layanan jaringan intra
Kondisi eksisting terdapat pada
kebijakan internal Peraturan
Bupati (PERBUP) Kabupaten
Kebijakan Internal Kapuas Nomor 2 Tahun 2019
Penggunaan Sistem tentang Tata Kelola_
7 Penghubung Penyel_enggaraan Slstgm 1
Layanan Pemerintahan Berbaris
Elektronik, namun kebijakan
tersebut belum sesuai dengan
ketentuan dari Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2018
Belum ada pembahasan khusus
yang membahas terkait kebijakan
internal manajemen keamanan
informasi, namun terdapat
Kebijakan Internal Peraturan Bupati (PERBUP)
8 | Manajemen Kabupaten Kapuas Nomor 2 1
Keamanan Informasi | Tahun 2019 tentang Tata Kelola
Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbaris Elektronik
yang membahas mengenai
keamanan informasi
gﬁzli]ta,i,{;?nﬂt;g?al Belum ada kebijakan internal
9 ) terkait Audit Teknologi Informasi 1
Informasi dan oo
o dan Komunikasi SPBE
Komunikasi
" SK Bupati Kapuas Nomor
Kebijakan Internal
10 | Tim ]Koordinasi 286/0RG TAHUN 2022 Tentang 3

Berdasarkan data pada Tabel 9.3 terkait kebijakan internal SPBE di
Pemerintah Kabupaten Kapuas, terlihat bahwa kebijakan yang ada masih
memerlukan peningkatan untuk mencapai standar yang diharapkan. Dari sepuluh
indikator kebijakan SPBE, terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar, seperti
Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati, namun belum semuanya memadai
atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, Pemerintah Kabupaten
Kapuas belum memiliki kebijakan internal terkait Arsitektur SPBE dan Peta

Rencana SPBE, masing-masing memperoleh nilai tingkat kematangan sebesar 2 dan
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1. Untuk indikator Kebijakan Internal Manajemen Data, Pemerintah Kabupaten
Kapuas telah memiliki Keputusan Bupati Nomor 174 /BAPPELITBANGDA Tahun
2024 tentang Tim Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas, namun nilai tingkat kematangannya hanya 1.

Selain itu, kebijakan internal terkait pembangunan aplikasi SPBE, layanan
pusat data, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, dan
manajemen keamanan informasi sebagian besar hanya diatur melalui Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik. Namun, peraturan tersebut belum secara
khusus membahas masing-masing aspek ini dengan detail dan belum sepenuhnya
memenuhi standar yang ditetapkan, sehingga nilai tingkat kematangannya berkisar
antara 1 hingga 2. Kebijakan internal terkait Audit Teknologi Informasi dan
Komunikasi SPBE juga belum tersedia, dengan nilai tingkat kematangan sebesar 1.
Untuk indikator terkait Tim Koordinasi SPBE, Kabupaten Kapuas memiliki SK
Bupati Nomor 286/0RG Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi SPBE Pemkab
Kapuas, yang memberikan nilai tingkat kematangan sebesar 3.

Berdasarkan pedoman penilaian SPBE dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, nilai
tingkat kematangan 3 menunjukkan bahwa kebijakan telah ada tetapi masih perlu
ditingkatkan untuk mencapai efektivitas penuh. Sedangkan nilai tingkat
kematangan 1 dan 2 menunjukkan bahwa kebijakan tersebut masih memerlukan
penyesuaian lebih lanjut agar selaras dengan ketentuan nasional yang ada.Untuk
meningkatkan penerapan SPBE, Pemerintah Kabupaten Kapuas perlu
mengembangkan dan memperbarui kebijakan internal yang ada agar mencakup
setiap aspek SPBE secara lengkap dan terperinci. Langkah-langkah perbaikan ini,
seperti penyesuaian kebijakan sesuai dengan standar nasional dan peningkatan
kapasitas tim koordinasi, akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu,
penguatan koordinasi lintas sektor dan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia juga penting agar implementasi SPBE dapat berkelanjutan dan inovatif.
9.3.3 Pemantauan dan Evaluasi SPBE

Pemantauan dan Evaluasi SPBE berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk menilai tingkat kemajuan
implementasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan
kualitas penerapan SPBE, serta memperbaiki mutu layanan publik. Pemantauan
SPBE dilakukan melalui penilaian mandiri dan pemeriksaan dokumen, sedangkan
evaluasi SPBE melibatkan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan wawancara.
Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE ini digunakan sebagai acuan untuk
mengukur tingkat kematangan implementasi SPBE, yang disajikan dalam bentuk
indeks SPBE.
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Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kapuas, hanya satu PD yang telah
melakukan pemantauan dan evaluasi SPBE, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H.
Soemarno Sosroatmodjo. Pemantauan dan evaluasi ini dilaksanakan secara rutin
setiap satu tahun sekali melalui audit Digital Maturity Index. Audit ini
bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kesiapan digital dalam penyelenggaraan
SPBE pada instansi tersebut.

Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo juga
telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi aplikasi SPBE yang ada di
lingkungannya, dengan bentuk audit BP]S Kesehatan yang dilakukan satu kali dalam
setahun. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa layanan aplikasi yang
berhubungan dengan BP]S Kesehatan dapat berjalan dengan efektif dan efisien,
serta memberikan kualitas pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Sementara itu, PDlain di Kabupaten Kapuas masih belum melakukan
pemantauan dan evaluasi SPBE serta pemantauan dan evaluasi Aplikasi SPBE.
Kendala yang dihadapi mungkin disebabkan oleh keterbatasan sumber daya,
perbedaan prioritas, atau kurangnya pemahaman mengenai pentingnya
pemantauan dan evaluasi SPBE. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kapuas
perlu mengupayakan peningkatan kapasitas SDM serta memperkuat regulasi untuk
memastikan seluruh PDmelaksanakan evaluasi SPBE secara rutin, sehingga
penerapan SPBE dapat lebih merata dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
9.3.4 Rencana dan Anggaran SPBE

Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik, Rencana dan Anggaran SPBE merupakan dokumen yang
merinci program, kegiatan, dan penggunaan anggaran untuk SPBE. Dokumen ini
disusun berdasarkan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
Pada bagian berikutnya, akan dijelaskan mengenai kondisi terkini rencana anggaran
SPBE yang mendukung berbagai program dan kegiatan dalam setiap tahap
implementasi SPBE di Kabupaten Kapuas.

9.3.4.1 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)

Pemerintah Kabupaten Kapuas saat ini telah memiliki TAPD (Tim Anggaran
Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Keputusan Bupati Kapuas Nomor 56/BKAD
Tahun 2024 tentang Pembetukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas Tahun 2024. Selain itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan
Statistik Kabupaten Kapuas belum dilibatkan dalam penyusunan TAPD, mengingat
TAPD diisi oleh PDyang mengelola urusan di bidang keuangan dan anggaran.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, TAPD dibentuk oleh kepala daerah dan
anggotanya dapat berasal dari berbagai dinas terkait sesuai kebutuhan. Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebagai PDyang bertanggung
jawab atas SPBE dan TIK seharusnya diikutsertakan dalam TAPD untuk turut
menyusun rencana dan anggaran terkait implementasi SPBE dan infrastruktur TIK
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di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Informasi rinci mengenai jabatan yang ada dalam
Tim Anggaran Kabupaten Kapuas dapat dilihat pada Tabel 9.4 di bawah ini.
Tabel 9.4 Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas

No Jabatan Dalam Tim \ Jabatan Dalam Dinas
Tim Inti
1 | Ketua Tim Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas
) Wakil Ketua Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kapuas
Sekretaris Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
3 Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kapuas
Anggota a. Inspektur Kabupaten Kapuas
4 b. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kapuas
Pendukung Tim Inti
Anggota a. Kepala Bagian Organisasi Setda

Kabupaten Kapuas

b. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kapuas

c. Kepala Bidang Anggaran pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kapuas
d. Kepala Bidang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi
5 Pembangunan Daerah pada Badan

Perencanaan Pembangunan, Penelitian
dan Pengembangan Daerah Kabupaten
Kapuas

e. Kepala Bidang Aset pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas

f. Kepala Bidang Pelayanan Pajak dan
Retribusi Daerah Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kapuas

Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Ketua Kepala Sub Bidang Anggaran [ pada Badan

6 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kapuas

Sekretaris Kepala Sub Bidang Anggaran Il pada Badan

7 Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Kapuas

Anggota a. Kepala Sub Bidang Aset I pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas

b. Kepala Sub Bidang Aset Il pada Badan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Kapuas
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Jabatan Dalam Tim Jabatan Dalam Dinas

c. Zulianto, S.E
d. Fery Moniagara, S.E.

Keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam
TAPD sangat penting guna mencapai peningkatan pada tingkat kematangan
indikator 13 terkait Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE yang
secara rinci menguraikan program, kegiatan, serta pemanfaatan anggaran SPBE.
Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE perlu selaras dengan proses perencanaan
dan penganggaran tahunan pemerintah, serta harus mengacu pada Arsitektur SPBE
Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah. Saat ini,
Pemerintah Kabupaten Kapuas berada pada level 1 dalam penilaian tersebut.
Tingkat kematangan pada level 1 menunjukkan bahwa Rencana dan Anggaran
SPBE Pemerintah Daerah sudah tertuang dalam dokumen Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA). Untuk meningkatkan nilai kematangan ke level 3, diperlukan
konsultasi terkait seluruh Rencana dan Anggaran kepada unit yang
bertanggung jawab di bidang Komunikasi dan Informasi, yakni Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Dengan melibatkan Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam proses ini, perencanaan
dan penganggaran SPBE diharapkan dapat disusun secara lebih terarah, sesuai
dengan kebutuhan teknis dan strategi yang relevan untuk pelaksanaan SPBE di
daerah. Selain itu, hal ini memastikan bahwa setiap rencana dan anggaran yang
disusun sejalan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang telah
ditetapkan, sehingga mendukung peningkatan kualitas implementasi SPBE dan
pelayanan publik secara menyeluruh di Kabupaten Kapuas.

9.3.4.2 Ketersediaan Rencana dan Anggaran SPBE

Dari hasil analisis terhadap 42 Perangkat Daerah, ditemukan bahwa
indikator Rencana Anggaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di
Kabupaten Kapuas belum sepenuhnya sesuai dengan Peta Rencana Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selain itu, seluruh Dokumen
Pelaksanaan Anggaran dari PDdi Kabupaten Kapuas belum melibatkan konsultasi
dengan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik terkait anggaran
TIK dalam pelaksanaan anggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan
Laporan Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun 2023, pada
indikator 13 yang mengukur Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE,
diperoleh nilai 1. Nilai tingkat kematangan level 1 ini menunjukkan bahwa
konsultasi Rencana dan Anggaran SPBE dengan unit pengelola TIK, yaitu Dinas
Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, belum terlaksana dengan baik.

Rencana dan Anggaran SPBE terbagi dalam 3 kategori, yakni: anggaran
untuk pembangunan, pengembangan, atau pembelian aplikasi dan perangkat lunak
komersial, anggaran untuk pengadaan perangkat keras TIK, serta anggaran untuk
pemeliharaan perangkat keras, aplikasi, dan perangkat lunak komersial. Rincian
lengkap mengenai alokasi anggaran dapat ditemukan pada Tabel di bawah ini.
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Keterlibatan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dalam proses
konsultasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran TIK di Pemerintah
Kabupaten Kapuas dikelola secara efektif, efisien, dan selaras dengan sasaran
strategis dari SPBE.

Kod
e PD

1

Tabel 9.5 Rencana dan Anggaran SPBE Kabupaten Kapuas

Nama PD

Inspektorat
Daerah

Nilai A

Rp50,000,000

Nilai B

Rp258,030,000

Nilai C

Rp9,020,000

Total

Rp317,050,000

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian
dan Statistik

Rp35,000,000

Rp318,650,000

Rp158,400,000

Rp512,050,000

Dinas
Pendidikan

Rp0

Rp0

Rp193,762,000

Rp193,762,000

Dinas
Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaan
dan Olahraga

Rp50,000,000

Rp83,721,750

Rp45,000,000

Rp178,721,750

Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

Rp70,720,000

Rp3,450,000

Rp74,170,000

Dinas
Pemberdaya
an
Masyarakat
dan Desa

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Perikanan

Rp0

Rp168,886,500

Rp4,990,000

Rp173,876,500

Dinas
Pertanian

Rp184,160,000

Rp15,580,000

Rp199,740,000

Dinas
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil

Rp0

Rp184,217,750

Rp17,737,800

Rp201,955,550

10

Dinas
Pekerjaan
Umum,
Penataan
Ruang,
Perumahan
Kawasan
Pemukiman
dan
Pertanahan

Rp0

Rp1,068,566,47
5

Rp1,834,807,32
5

Rp2,903,373,80
0

11

Dinas
Transmigrasi

Rp0

Rp17,150,000

Rp13,550,000

Rp30,700,000
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Kod
e PD

Nama PD

Dan Tenaga
Kerja

Nilai A

Nilai B

\HETES

Total

12

Dinas
Kearsipan
dan
Perpustakaa
n

Rp50,000,000

Rp298,000,000

Rp8,520,000

Rp356,520,000

13

Dinas Sosial

Rp301,118,500

Rp0

Rp301,118,500

14

Dinas
Kesehatan

Rp145,100,000

Rp363,462,000

Rp508,562,000

15

Dinas
Pemberdaya
an
Perempuan,
Perlindunga
n Anak,
Pengendalia
n Penduduk
dan Keluarga
Berencana

Rp230,937,710

Rp230,937,710

16

Dinas
Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu

Rp108,965,000

Rp47,907,600

Rp156,872,600

17

Dinas
Perhubunga
n

Rp43,321,000

Rp20,544,000

Rp63,865,000

18

Dinas
Perdagangan
Perindustria
n, Koperasi
dan Usaha
Kecil
Menengah

Rp0

Rp198,277,500

Rp17,200,000

Rp215,477,500

19

Badan
Keuangan
dan Aset
Daerah

Rp0

Rp276,080,000

Rp131,700,000

Rp407,780,000

20

Badan
Kesatuan
Bangsa dan
Politik

Rp34,300,000

Rp21,170,000

Rp55,470,000

21

Badan
Kepegawaia
n dan
Pengembang
an Sumber
Daya
Manusia

Rp245,000,00
0

Rp55,501,000

Rp32,488,000

Rp332,989,000
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Kod
e PD

22

Nama PD

Badan
Penanggulan
gan Bencana
Daerah

Nilai A

Rp0

Nilai B

Rp140,895,250

\HETES

Rp11,360,000

Total

Rp152,255,250

23

Badan
Perencanaan
Pembanguna
n Daerah,
Penelitian
dan
Pengembang
an

Rp0

Rp152,181,000

Rp2,430,900

Rp154,611,900

24

Badan
Pendapatan
Daerah

Rp300,000,00
0

Rp214,200,000

Rp193,615,353

Rp707,815,353

25

Sekretariat
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah

Rp0

Rp66,300,000

Rp9,000,000

Rp75,300,000

26

Satuan Polisi
Pamong
Praja dan
Pemadam
Kebakaran

Rp102,660,000

Rp6,570,000

Rp109,230,000

27

Rumah Sakit
Umum
Daerah Dr. H.
Soemarno
Sosroatmodj
0

Rp0

Rp110,253,450

Rp0

Rp110,253,450

28

Bagian
Pengadaan
Barang dan
Jasa

29

Bagian
Perekonomia
n dan
Sumber Daya
Alam

30

Bagian
Administrasi
Pembanguna
n

Rp0

Rp0

Rp0

31

Bagian
Pemerintaha
n

Rp609,277,000

Rp184,737,975

Rp794,014,975

32

Bagian
Kesejahteraa
n Rakyat

Rp0

Rp0

Rp0

33

Bagian
Hukum

Rp0

Rp0

Rp0

Rp0
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Kod

e PD Nama PD Nilai A Nilai B Nilai C Total

34 | pagan Rp0 Rp609,277,000 | Rp184,737,975 | Rp794,014,975
Umum
Bagian

35 e Rp0 Rp609,277,000 | Rp184,737,975 | Rp794,014,975
Organisasi
Bagian
Perencanaan

36 | Dan Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Keuangan
Bagian
Protokol Dan

37| Komunikasi Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Pimpinan

38 ?jlftmata“ Rp0 Rp23,150,000 | Rp12,740,000 | Rp35,890,000
Kecamatan

39 Kapuas Hilir Rp0 Rp0O Rp0 RpO

40 Spslzliesmas Rp0 Rp20,000,000 | Rp5,000,000 | Rp25,000,000
Puskesmas

41| Melati Rp0 Rp8,520,000 Rp0 Rp0
Puskesmas

42 Pulau Telo Rp0 Rp14,117,500 Rp0 Rp14,117,500

Keterangan:

A.: Anggaran pembangunan/pengembangan/pembelian aplikasi dan software
komersial
B.: Anggaran pembelian/pengadaan perangkat keras TIK
C.: Anggaran pemeliharaan perangkat keras TIK, aplikasi, dan software komersial
Pada Tabel 9.4 di atas dapat diketahui bahwa dari 42 PD terdapat 6 PD yang
telah memiliki anggaran Pembangunan / pengembangan / pembelian aplikasi dan
software komersial. Terdapat 32 PDyang memiliki anggaran pembelian /
pengadaan perangkat keras TIK. Dan untuk anggaran pemeliharaan perangkat keras
TIK, aplikasi, dan software komersial terdapat 29 PDyang memiliki anggaran
tersebut. Anggaran pengadaan perangkat lunak terbanyak dimiliki oleh Badan
Pendapatan Daerah yaitu sebanyak Rp300,000,000 untuk Pengembangan
aplikasi pembayaran pajak dan pengadaan perangkat lunak terkecil dimiliki oleh
Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp35,000,000.
Pada pembelian atau pengadaan perangkat keras teknologi informasi dan
komunikasi terbanyak, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan memiliki anggaran terbanyak sebesar
Rp1,068,566,475 untuk Pembelian PC, Laptop, Printer, Alat Komunikasi serta
anggaran terkecil yaitu Puskesmas Melati yaitu sebanyak Rp8,520,000 untuk
Belanja internet. Dan terakhir untuk biaya mengenai pemeliharaan perangkat
keras/lunak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan memiliki anggaran terbesar yaitu sebanyak
Rp1,834,807,325 untuk pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Kendaraan Dinas
Operasional (R2 dan R4), AC, Gedung Kantor. Secara total anggaran terkait TIK
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman
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dan Pertanahan memiliki anggaran terbanyak yaitu sebesar Rp2,903,373,800
dan Puskesmas Pulau Telo dengan anggaran terkecil yaitu sebesar Rp14,117,500.

9.4 Kondisi Eksisting Manajemen SPBE

Pelaksanaan manajemen SPBE dan audit TIK di Kabupaten Kapuas
merupakan langkah penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola
pemerintahan berbasis elektronik. Manajemen SPBE mencakup delapan aspek
utama, yaitu manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data,
manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya
manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen
layanan SPBE. Audit TIK di Kabupaten Kapuas mencakup evaluasi aplikasi SPBE,
infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan yang
optimal, Kabupaten Kapuas telah melakukan berbagai langkah strategis yang
melibatkan seluruh PDterkait. Berikut ini akan dijelaskan kondisi eksisting dari
masing-masing penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Kapuas, yang
ditampilkan secara visual pada gambar 9.11 berikut.

Manajemen SPBE

i ' 3
Manajemen Layanan

Manajemen Perubahan

O—
Manajeman Pengetahuan O—
Manajemen Sumber Daya Manusia .1—
Manajemen Aset TIK _—
Manajemen Data _—
Manajemen Keamanan Informasi O—
#

Manajemen Risiko

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

mTidak mYa

Gambar 9.11 Manajemen SPBE

9.4.1 Manajemen Risiko SPBE

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang mencakup proses,
pengukuran, struktur, dan budaya dalam menentukan tindakan terbaik terkait
risiko SPBE. Manajemen Risiko harus dilakukan melalui serangkaian proses seperti
identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko yang
dihadapi dalam SPBE. Di Kabupaten Kapuas, hanya 1 PD yang telah melaksanakan
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manajemen risiko, yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan, yang telah
melakukan sosialisasi berdasarkan Raperbup Pedoman Manajemen Risiko
Kabupaten Kapuas.

Meskipun demikian, masih banyak PDyang belum menerapkan manajemen
risiko SPBE. Keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko
dalam mencapai tujuan organisasi menjadi salah satu faktor yang menghambat.
Kurangnya sosialisasi terkait regulasi dan kebijakan manajemen risiko, termasuk
Raperbup yang telah ditetapkan, juga berkontribusi terhadap situasi ini. Kewajiban
untuk mengelola risiko di setiap PDsangat krusial untuk meningkatkan efektivitas
sistem pemerintahan berbasis elektronik. Tanpa pemahaman dan penerapan yang
memadai, PDdapat menghadapi berbagai tantangan, termasuk kerentanan
terhadap ancaman keamanan dan kesulitan dalam mencapai tujuan strategis. Oleh
karena itu, meskipun Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik telah
menunjukkan langkah positif dalam melaksanakan manajemen risiko melalui
sosialisasi Raperbup Pedoman Manajemen Risiko, diperlukan upaya lebih lanjut
untuk mendorong implementasi yang lebih luas di PDlainnya di Kabupaten Kapuas.

9.4.2 Manajemen Keamanan Informasi

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Manajemen Keamanan
Informasi merupakan serangkaian proses yang mencakup penetapan ruang
lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian,
evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga keamanan informasi
dalam SPBE.

Namun, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, tidak terdapat PD di
Kabupaten Kapuas yang telah melaksanakan manajemen keamanan informasi.
Ketidakadaan implementasi ini menunjukkan adanya kekurangan dalam
pemahaman dan penerapan kebijakan yang ditetapkan dalam regulasi yang berlaku.
Ketiadaan kegiatan manajemen keamanan informasi dapat mengakibatkan potensi
risiko yang signifikan terhadap keamanan data dan informasi, serta mempengaruhi
efektivitas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Faktor penyebab ketidakberadaan manajemen keamanan informasi di
PDKabupaten Kapuas mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi mengenai
regulasi yang mengatur manajemen keamanan informasi. Selain itu, kurangnya
sumber daya manusia yang terlatih dalam hal keamanan informasi dapat menjadi
hambatan dalam implementasi manajemen keamanan informasi. Dengan tidak
adanya langkah-langkah untuk mengelola keamanan informasi, PDberisiko
mengalami kerentanan terhadap ancaman yang dapat mengganggu operasional dan
pencapaian tujuan strategis dalam penyelenggaraan SPBE. Oleh karena itu, sangat
penting bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk segera mengimplementasikan
manajemen keamanan informasi agar dapat melindungi data dan informasi yang
dikelola dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.
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9.4.3 Manajemen Data

Mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia, manajemen data
merupakan serangkaian proses yang mencakup pengelolaan arsitektur data, data
induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Tujuan dari penerapan
manajemen data adalah untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir,
terintegrasi, dan dapat diakses, yang menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah. Dalam konteks ini, masing-
masing PDdi Pemerintah Kabupaten Kapuas berperan sebagai produsen data dalam
pelaksanaan forum satu data, yang menjadi acuan penting dalam pengelolaan data
secara terpadu.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik,
memberikan landasan bagi PDuntuk menerapkan manajemen data dengan baik. Di
samping itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten
Kapuas telah  menetapkan Keputusan Bupati Kapuas Nomor:
174 /BAPPELITBANGDA Tahun 2024 mengenai SK Pembentukan Tim Satu
Data, yang bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara instansi dalam
pengelolaan data. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Satu Data Indonesia yang
menekankan pada pentingnya menghasilkan data yang akurat, terkini, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Setiap perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan
Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, berkomitmen untuk
berkontribusi sebagai produsen data dalam satu data Indonesia. Mereka
bertugas untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan memenuhi standar yang
ditetapkan, sehingga mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini,
pemahaman yang baik mengenai peraturan dan standar yang ada sangat penting
untuk menciptakan sinergi antara berbagai instansi.

Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan manajemen data di
beberapa perangkat daerah. Sebagai contoh, Dinas Sosial dan Dinas
Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah, meskipun
terlibat sebagai produsen data, perlu meningkatkan upaya dalam penerapan
manajemen data yang lebih sistematis. Begitu juga dengan Dinas Perhubungan
yang sedang menerapkan arsip/data melalui aplikasi SRIKANDI, yang menjadi
bagian dari upaya pengelolaan data secara digital.

Pemerintah Kabupaten Kapuas juga harus mendorong Badan Keuangan dan
Aset Daerah serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
untuk lebih aktif dalam kontribusi mereka sebagai produsen data dalam satu data
Indonesia. Penekanan pada interaksi dan kolaborasi antarinstansi ini penting untuk
memastikan bahwa data yang dihasilkan tidak hanya akurat, tetapi juga terintegrasi
dan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
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Secara keseluruhan, meskipun Pemerintah Kabupaten Kapuas telah
melakukan upaya untuk menerapkan manajemen data sesuai dengan standar yang
ditetapkan, masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan
kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen data di semua
perangkat daerah. Peningkatan sosialisasi mengenai penerapan manajemen data
yang baik akan membantu memaksimalkan potensi data yang ada dan memperkuat
dasar pengambilan keputusan yang berbasis data untuk pembangunan yang lebih
baik di Kabupaten Kapuas.

9.4.4 Manajemen Aset TIK

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen aset teknologi
informasi dan komunikasi adalah serangkaian proses perencanaan, pengadaan,
pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang
digunakan dalam SPBE. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi
Barang Milik Daerah, manajemen aset di Pemerintah Kabupaten Kapuas
dilakukan untuk memastikan bahwa aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
tercatat dengan baik, dimanfaatkan secara optimal, dan dipelihara untuk
mendukung SPBE. Manajemen aset TIK di Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui
penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA
BMD) dan pelabelan aset.

Sebanyak 11 PDdi Kabupaten Kapuas telah melaksanakan pendataan dan
pengelolaan aset TIK melalui SIMDA BMD. PDtersebut meliputi Dinas Pendidikan,
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Sosial, Badan Keuangan
dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintahan, Bagian
Protokol dan Komunikasi Pimpinan, serta Puskesmas Selat. Kegiatan yang
dilakukan oleh PDtersebut mencakup pelabelan inventaris barang atau aset TIK,
yang berpedoman pada standar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108
Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
Penggunaan SIMDA BMD membantu dalam memastikan bahwa aset TIK yang ada
di setiap PDdapat didata dan dikelola dengan baik.

Selain itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas telah melakukan
rekonsiliasi aset melalui aplikasi SIMDA BMD berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Rekonsiliasi aset ini bertujuan untuk mencocokkan data inventaris aset yang
dimiliki Dinas Perhubungan dengan catatan yang terdapat dalam aplikasi SIMDA
BMD, guna memastikan bahwa data aset yang tertera sesuai dengan keadaan di
lapangan.

Namun, meskipun beberapa PDtelah melaksanakan manajemen aset TIK,
terdapat 31 PDlainnya di Kabupaten Kapuas yang belum melaksanakan
pengelolaan dan pendataan aset TIK sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
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Kondisi ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk
mendorong penerapan manajemen aset TIK di seluruh perangkat daerah.
Penerapan manajemen aset yang efektif di seluruh PDakan memastikan bahwa aset-
aset TIK dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan dalam mendukung
pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas.

9.4.5 Manajemen Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen sumber
daya manusia (SDM) merupakan serangkaian proses perencanaan, pengembangan,
pembinaan, dan pendayagunaan SDM yang bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Manajemen SDM
dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi yang
sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tata kelola dan manajemen SPBE di
instansi pemerintahan.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, dari 42 PD yang ada, hanya 1
PDyaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BKPSDM) yang telah melaksanakan manajemen SDM. Kegiatan tersebut berupa
penempatan lulusan SDM di BKPSDM sesuai dengan jabatan saat ini. Namun
demikian, hingga saat ini belum terdapat standar yang secara jelas mengatur
pelaksanaan manajemen SDM di BKPSDM.

Secara umum, standar manajemen SDM dalam pelaksanaan SPBE dapat
berasal dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun dari standar
yang dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing instansi daerah, dengan
tetap mengacu pada pedoman yang berlaku secara nasional. Standar yang tersedia
dari pemerintah pusat sudah ada sebagai acuan, namun belum diterapkan secara
menyeluruh di BKPSDM. Hal ini membuka peluang untuk penyusunan dan
penerapan standar internal yang lebih jelas dan terstruktur guna memastikan
bahwa manajemen SDM yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan mendukung optimalisasi pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kapuas.

9.4.6 Manajeman Pengetahuan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen pengetahuan
merupakan serangkaian proses yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan serta teknologi yang dihasilkan
dalam SPBE. Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan pedoman
manajemen pengetahuan yang telah ditetapkan dalam SPBE.

Saat ini tidak terdapat PDdi Kabupaten Kapuas dari total 42 PD yang telah
melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
berlaku. Ketiadaan pelaksanaan manajemen pengetahuan tersebut menunjukkan
bahwa belum terdapat upaya yang sistematis dan terencana dalam pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan yang dapat
mendukung peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan SPBE.
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9.4.7 Manajemen Perubahan

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun
2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen
perubahan merupakan serangkaian proses yang bertujuan untuk mempersiapkan,
mendukung, serta membantu organisasi dalam menghadapi dan mengadopsi
perubahan yang terjadi seiring dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik. Manajemen perubahan ini meliputi langkah-langkah dalam
mengidentifikasi kebutuhan perubahan, merumuskan strategi transformasi, dan
memastikan bahwa proses perubahan diterima serta diimplementasikan secara
optimal oleh seluruh elemen organisasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan manajemen perubahan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas, hingga saat ini, dari 42 PD yang ada,
belum terdapat PDyang melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana
diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak
ditemukan adanya klaim atau bukti pendukung mengenai kegiatan atau dokumen
resmi yang menunjukkan pelaksanaan manajemen perubahan di setiap PDterkait
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen perubahan dalam
penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas belum terlaksana, sehingga diperlukan langkah-langkah
strategis guna mendorong implementasi manajemen perubahan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dalam rangka optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik di daerah.

9.4.8 Manajemen Layanan SPBE

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, manajemen layanan adalah
serangkaian proses pelayanan pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,
pengoperasian layanan SPBE, dan pengelolaan aplikasi SPBE. Manajemen layanan
SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas
layanan kepada pengguna SPBE.

Manajemen layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses yang
meliputi pelayanan pengguna SPBE, pengoperasian layanan SPBE, dan
pengelolaan aplikasi SPBE. Pelayanan pengguna SPBE mencakup kegiatan
untuk menangani keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan
layanan SPBE dari pengguna. Pengoperasian layanan SPBE merupakan upaya
pendayagunaan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE. Sedangkan
pengelolaan aplikasi SPBE melibatkan pembangunan dan pengembangan aplikasi
sesuai dengan siklus yang ditetapkan dalam SPBE.

Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, setiap PDdiwajibkan untuk
menunjuk minimal satu orang staf atau membentuk unit Khusus guna
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teknisi Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) serta Service Desk Tier 1. Dinas tersebut juga diharuskan untuk membentuk
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unit yang berfungsi sebagai Service Desk Tier 2. Service Desk Tier 1 bertanggung
jawab dalam menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat
perangkat daerah. Apabila Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan
permasalahan yang ada, maka permasalahan tersebut disampaikan kepada Service
Desk Tier 2 untuk ditindaklanjuti.

Di Pemerintah Kabupaten Kapuas, terdapat satu PDyang telah melaksanakan
manajemen layanan, yaitu Dinas Perhubungan. Dinas ini menggunakan standar
yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peta Proses Bisnis.
Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan meliputi penyusunan proses
bisnis yang berkaitan dengan layanan yang diberikan. Meskipun Dinas
Perhubungan telah mengklaim melaksanakan manajemen layanan, perlu dicatat
bahwa belum ada bukti yang terlampir untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
manajemen layanan tersebut secara keseluruhan.

9.4.9 Audit TIK

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) di 42 PDdi Kabupaten Kapuas, dapat diuraikan pelaksanaan
audit dalam tiga jenis, yaitu Audit Aplikasi SPBE, Audit Infrastruktur SPBE, dan
Audit Keamanan SPBE, dengan rincian sebagai berikut:

1. Audit Aplikasi SPBE
Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik, audit aplikasi SPBE bertujuan untuk

mengevaluasi kinerja, keamanan, dan kepatuhan aplikasi yang digunakan

oleh PDterhadap standar yang berlaku. Dari 42 PDdi Kabupaten Kapuas,
hanya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang
melaksanakan audit aplikasi SPBE. Bentuk kegiatan audit yang dilakukan
oleh RSUD tersebut adalah audit aplikasi BPJS Kesehatan, yang
dilaksanakan dengan frekuensi satu kali dalam setahun. Pelaksanaan audit
ini penting dalam rangka memastikan aplikasi yang digunakan berfungsi
dengan baik, memenuhi persyaratan teknis, dan mendukung pelayanan
kesehatan kepada masyarakat secara optimal.
2. Audit Infrastruktur SPBE

Audit infrastruktur SPBE dilakukan untuk menilai keandalan,
efisiensi, dan keamanan dari perangkat infrastruktur TIK yang digunakan
dalam operasional SPBE. Berdasarkan data yang ada, hanya Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang telah

melaksanakan audit infrastruktur SPBE di Kabupaten Kapuas. Audit ini

dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan

Statistik melalui metode wawancara langsung dan pemantauan terkait

perangkat TIK serta aplikasi SPBE, dengan frekuensi satu kali dalam setahun.

Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa infrastruktur TIK

yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
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Manusia mampu mendukung pengelolaan sumber daya manusia dan proses
pemerintahan berbasis elektronik yang efisien dan aman.

3. Audit Keamanan SPBE

Audit keamanan SPBE bertujuan untuk menilai dan memastikan

bahwa infrastruktur dan aplikasi SPBE yang digunakan oleh PDmemenubhi
standar keamanan yang berlaku serta terlindungi dari ancaman dan risiko
keamanan informasi. Namun, dari 42 PDdi Kabupaten Kapuas, belum ada
yang melaksanakan audit keamanan SPBE. Ketiadaan audit ini menunjukkan
adanya potensi risiko terkait keamanan informasi dan kerentanan sistem
yang belum tertangani secara optimal. Pelaksanaan audit keamanan SPBE
sangat penting untuk melindungi data dan informasi penting serta menjaga
integritas sistem pemerintahan berbasis elektronik.

9.5 Analisis GAP

Setelah melakukan analisis terhadap kondisi tata kelola dan manajemen
SPBE Pemerintah Kabupaten Kapuas yang telah dijelaskan sebelumnya, dilakukan
perbandingan antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal tata kelola dan
manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas. Hasil analisis kesenjangan
(GAP) terkait tata kelola dan manajemen SPBE di Pemerintah Kabupaten Kapuas
dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 9.6 Identifikasi GAP Tata Kelola dan Manajemen SPBE

Parameter | Kondisi Eksisting | Kondisi Ideal | GAP
Penyelenggaraan SPBE
Struktur
organisasi Tim
Koordinasi SPBE
belum
sepenuhnya
memenuhi
. L standar yang
E;rgul;(;(gilﬁzzfai]ﬁlah Struktur Tim ditetapkan dalam
dibentuk dan disahkan Koordinasi SPBE Keputusan
lalui Keputusan wajib sepenuhnya Menteri
glf 21ti Ka Izlas Struktur mengikuti Keputusan | Pendayagunaan
Ketersediaan Tim timpmenc:fkup .sejumlah Menteri PANRB Aparatur Negara
Koordinasi SPBE posisi penting, namun Nomor 965 Tahun dan Reformasi
belum sepenu’hnya 2021, termasuk Birokrasi Nomor
memenuhi standar penyesuaian pada 965 Tahun 2021.
nasional yang struktur Koordinator | Diperlukan
ditetapkan. Domain perbaikar.l dalam
penyesuaian
struktur dan
fungsi Tim
Koordinasi untuk
mencapai
kesesuaian
tersebut
Komitmen Komitmen pimpinan Seluruh pimpinan, Terdapat
Pimpinan daerah Kabupaten termasuk Kepala presentase kecil
Kapuas terhadap Daerah, Kepala Dinas, | yang
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
implementasi SPBE dan Sekretaris Dinas, | menunjukkan
telah terealisasi dengan | harus menunjukkan | dukungan rendah
adanya dukungan yang | komitmen penuh di atau sedang,
kuat dari Kepala Daerah, | setiap tingkatan, mengindikasikan
Kepala Dinas, dan disertai dengan perlunya
Sekretaris Dinas. Hasil koordinasi strategis peningkatan
survei mengindikasikan | yang lebih komitmen yang
bahwa tingkat dukungan | terstruktur guna lebih signifikan,
berada pada kisaran memastikan khususnya dari
84% hingga 87%. implementasi SPBE Kepala Daerah

berjalan secara dan Kepala Dinas.
efektif dan efisien. Penting untuk
menekankan
upaya penguatan
komitmen dari
seluruh pimpinan
agar dapat
memberikan
dukungan
terhadap SPBE
secara konsisten
Terdapat sejumlah
proses yang masih
Hubungan antara PDdan dapat (.ilperbalkl,
. . Hubungan dan seperti
Kominfo di Kabupaten 2 :
. koordinasi yang peningkatan
Kapuas mencerminkan >
S sepenuhnya koordinasi dan
adanya koordinasi yang ) . .
) terstruktur, di mana konsistensi dalam
baik. PDmelakukan : ; .
) Dinas Kominfo melibatkan
konsultasi dengan . . -
. berperan sebagai Kominfo di setiap
Kominfo sebelum oo
pusat koordinasi fase
melakukan :
Hubungan PD ... | teknis dalam semua pengembangan
. pengembangan aplikasi, > .
dengan Kominfo . pengembangan dan implementasi
sementara Kominfo o .
. aplikasi dan teknologi.
memberikan . .
. infrastruktur Diperlukan
rekomendasi serta .
teknologi. Seluruh penguatan

dukungan teknis,
termasuk pengelolaan
jaringan dan pelatihan
SDM yang berkaitan
dengan TIK.

PDsecara sistematis
melibatkan Dinas
Kominfo dalam
perencanaan SPBE.

prosedur serta
alur kerja agar
interaksi antara
PDdan Kominfo
dapat berlangsung
dengan lebih
sistematis

1. Harus dan Layak:
Terdapat 1 PD(Dinas

1. Harus dan Layak:
Semua PDmemiliki

1. Harus dan
Layak: Hanya

Pendidikan dan proses bisnis yang terdapat satu
Kebudayaan) yang kompleks dan telah | PDyang
Ketersedian PD memiliki 9 kompetensi memenuhi standar 9 | memenuhi
Mandiri TIK SDM TIK sesuai dengan | kompetensi SDM TIK. | Kriteria, padahal
standar yang ditetapkan. seharusnya
2. Harus Namun Tidak 2-_ Harus Namun seluruh PDdengan
Layak: Ada 9 PDyang Tidak Le}y.al_c Semua | proses bisnis yang
memiliki sebagian dari 9 | PDmemiliki proses kompleks
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
kompetensi SDM TIK bisnis yang kompleks | memenuhi
yang diperlukan, namun | harus memiliki SDM | standar tersebut.
belum lengkap. 3. Harus | TIK yang memenuhi
Namun Tidak Wajib: 9 kompetensi sesuai 2'_ Harus N ar.nun
Tidak terdapat PDyang | standar. Tlda_k Layak:
termasuk dalam Masih banyak
kategori ini 3.. Layak Namun PDyang bglum
Tidak Harus: memenuhi semua
PDdengan SDM TIK kompetensi yang
yang memenuhi diperlukan bagi
standar 9 sumber daya
kompetensi, tetapi manusia di bidang
tidak termasuk dalam | Teknologi
kategori "Harus". Informasi dan
Komunikasi.
3. Layak Namun
Tidak Harus:
Tidak terdapat
PDyang termasuk
dalam kategori ini,
yang
menunjukkan
bahwa perhatian
seharusnya
difokuskan pada
PDyang ada dalam
dua kategori
sebelumnya.
Setiap PDdi
Pemerintah Terdapat 29
Kabupaten Kapuas
S e PDyang belum
memiliki divisi atau S
) memiliki tugas
tim khusus yang .
secara struktural pokok dan fungsi
Sebanyak 9 PDtelah . (tupoksi) atau
S bertanggung jawab
) memiliki Surat Surat Keputusan
Ketersediaan SDM atas pengelolaan
TIK Keputusan (SK) atau Sistem (SK) yang
tugas pokok dan fungsi ) .| mengatur
. . Informasi/Teknologi .
(tupoksi) terkait TIK. i mengenai sumber
Informasi, dengan SK .
daya manusia di
dan tugas pokok ) .
. bidang Teknologi
serta fungsi khusus .
yang terkait dengan Informasi dan
pekerjaan di bidang Komunikasi (TIK).
TIK.
Terdapat 9 Masih terdapat 9
kompetensi SDM di PDyang
Terdapat 1 PDyang telah | bidang TIK, yaitu: direncanakan
Kompetensi SDM memiliki sumber daya 1. Teknisi Komputer | untuk menjadi
TIK p manusia (SDM) yang 2. Teknisi & Admin PDmandiri dalam
memenuhi 9 kompetensi | Jaringan bidang Teknologi
di bidang TIK. 3. Service/Help Desk | Informasi dan
4. Admin Website Komunikasi (TIK),
5. Admin Database namun, sumber
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
6. Analis Sistem & daya manusia
Desain yang ada saat ini
7. Programmer belum memenuhi
8. Operator/User sembilan
Sistem kompetensi yang
9. Admin Keamanan | diperlukan dalam
TI TIK
Terdapat 25 sumber
daya manusia (SDM) TIK
yang terdaftar dengan
latar belakang
pendidikan S1 pada
jurusan Sistem
Informasi, Teknik Terdapat 33
. sumber daya
Informatika, manusia di bidan
Informatika, atau Teknik | SDM TIK memiliki . &
L . .| Teknologi
Komputer. Selain itu, 5 keahlian yang sesuai Informasi dan
SDM TIK yang terdata dengan kompetensi L
. Komunikasi (TIK)
Pendidikan menempuh pendidikan | atau tugas yang L
- . X . | yang memiliki
Terakhir SDM TIK | D3 dijurusan Teknik dilaksanakan, sebagai latar belakan
Informatika atau wujud penerapan - 5
: . . pendidikan yang
Manajemen Informatika. | standar kompetensi tidak sesuai
Sementara itu, 1 SDM teknis SPBE.
dengan tugas dan
TIK yang terdaftar taneeuns iawab
memiliki pendidikan D2 angg die%n]ban
pada jurusan Teknik yang
Informatika, dan 1 SDM
TIK lainnya menempuh
pendidikan D1 di
jurusan Manajemen
Informatika.
Terdapat
ketidaksesuaian
dalam jumlah dan
proporsi antara
pegawai tetap dan
pegawai kontrak.
o ] Untuk mencapai
Terdapat 40 individu Terdapat proporsi keselarasan yang
yang berstatus sebagai yang seimbang ideal, diperlukan
Pegawai Negeri Sipil antara PNS/PPPK penyesuaian agar
Status (PNS) fian Pegawai dan tenaga proporsi antara
Kepegawaian SDM Pemerintah dengan outsourcing, yang Pegawai Negeri
TIK Perjanjian Kerja (PPPK), | telah diatur Sipil

serta 25 individu yang
bekerja sebagai tenaga
outsourcing.

berdasarkan
kebutuhan dan peran
yang diperlukan.

(PNS)/Pegawai
Pemerintah
dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) dan
tenaga
outsourcing dapat
sesuai dengan
beban kerja serta
kebutuhan dalam
pengelolaan
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi (TIK).
Setiap PDdi
Sebanyak 20 PD dari Kabupaten Kapuas Terdapat 18 PD
total 38 PD di memiliki SDM TIK yang hingga saat
Pemerintah Kabupaten | dengan minimal 4 ini belum
Ketersediaan Kapuas telah memiliki kompetensi, memiliki Sumber
Tupoksi/SK SDM ketersediaan Sumber sementara PDyang Daya Manusia
TIK Daya Manusia (SDM) di | mandiri dalam (SDM) di bidang
bidang Teknologi pengelolaan Tl harus | Teknologi
Informasi dan memiliki SDM Informasi dan
Komunikasi (TIK). dengan 9 Komunikasi (TIK)
kompetensi.
Berdasarkan
analisis terhadap
persentase
kompetensi
Terdapat pela.tl.han.dan
eninekatan sertifikasi,
Jumlah total Sumber lI:om gtensi melalui mayoritas Sumber
Daya Manusia (SDM) di P ) .| Daya Manusia
. . kegiatan pelatihan di S
bidang Teknologi L (SDM) di bidang
. berbagai bidang .
Informasi dan Kkhusus TIK. Namun Teknologi
Training dan Komunikasi (TIK) yang ber dasarka.n ’ Informasi dan
Sertifikasi telah mengikuti ersentase iumlah Komunikasi (TIK)
Kompetensi SDM | pelatihan dalam bidang pelatihan d ; n di Kabupaten
TIK TIK adalah 17 orang, petatitian Kapuas masih
sementara yang sertifikasi yang kurang memiliki
il diperoleh, sebagian
memiliki pengalaman besar SDM TIK di pengalaman
sertifikasi mencapai 6 dalam pelatihan
oran Kabupaten Kapuas maubun
& masih minim bun
enealaman sertifikasi yang
pens ' sesuai dengan
kompetensi yang
dibutuhkan dalam
bidang TIK
Kebijakan SPBE
Terdapat kebijakan
internal terkait | Telah terdapat
Arsitektur SPBE di | kebijakan internal
. | lingkungan terkait Sistem
Peraturan Bupati Pemerintah Daerah | Pemerintahan
(PERBUP)  Kabupaten
Kesesuaian Kapuas Nomor 2 Tahun Yanl%/lgia:';ur secara gleerli)t?‘f)lsik namun
kebijakan dengan | 2019 tentang Tata Kelola gatur iy ;
. . komprehensif kebijakan tersebut
kondisi ideal Penyelenggaraan Sistem . e
Pemerintahan Berbaris ketentuan mengenai | belum  memiliki
Elektronik referensi  Arsitektur | pembahasan
dan domain | khusus terkait
Arsitektur SPBE, | beberapa
meliputi Proses | indicator.
Bisnis, Data dan
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Informasi,
Infrastruktur SPBE,
Aplikasi SPBE,
Keamanan SPBE,
serta Layanan SPBE.
e Mengintegrasikan
arsitektur antara
pemerintah  daerah
satu dengan lainnya.
Kebijakan ini
dievaluasi secara
berkala dan hasil
evaluasi tersebut
dijadikan dasar untuk
menetapkan
kebijakan baru yang
relevan dengan
perkembangan dan
kebutuhan
pelaksanaan SPBE.
Pemantauan dan Evaluasi
Kondisi ideal
Dari 42 PD di | Seluruh PDsecara bglum tercapal
. dikarenakan
Pemerintah Kabupaten | berkala
Pemantauan dan terdapat 41 PD
. Kapuas, hanya 1 PD yang | melaksanakan
Evaluasi SPBE yang belum
telah Pemantauan dan | pemantauan dan
. . melaksanakan
Evaluasi SPBE evaluasi SPBE
Pemantauan dan
Evaluasi SPBE
Kondisi ideal
belum tercapai
Dari 42 PD di 18)211}12;: PDsecara dikarenakan
Pemantauan dan Pemerintah Kabupaten terdapat 41 PD
. o melaksanakan
Evaluasi Aplikasi Kapuas, hanya 1 PD yang yang belum
pemantauan dan
SPBE telah Pemantauan dan evaluasi Avlikasi melaksanakan
Evaluasi Aplikasi SPBE p Pemantauan dan
SPBE . o
Evaluasi Aplikasi
SPBE
Rencana dan Anggaran SPBE
Pemerintah Kabupaten
Kapuas telah
membentuk Tim
Anggaran PD(TAPD) | Tim Anggaran
dengan menerbitkan | Pemerintah Pemerintah
Tim Anggaran Keputusan Bupati | Kabupaten Kap.u_as. Kabupaten Kapuas
PD(TAPD) Kapuas Nomor | telah memiliki | telah membentuk
56/BKAD Tahun 2024 | pedoman kebijakan | Tim Anggaran
tentang Pembetukan | terkait Tim Anggaran | PD(TAPD)
Tim Anggaran | PD(TAPD)
Pemerintah Daerah
Kabupaten Kapuas
Tahun 2024
Ketersediaan Dari 42 PDdi Pemerintah | Seluruh PDdi | Kondisi ideal
Rencana dan Kabupaten Kapuas, | Pemeritah Kabupaten | belum tercapai
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Anggaran SPBE terdapat 33 PDyang | Kapuas memiliki | dikarenakan
Perangkat Daerah | memiliki ketersediaan | rencana dan anggaran | terdapat 41 PD

rencana dan anggaran | SPBE yang belum
SPBE memiliki rencana
dan anggaran
SPBE
Manajemen SPBE
Kondisi ideal
Seluruh PDtelah | belum tercapai
mengimplementasika | dikarenakan
Dari 42 PDdi Pemerintah | n Manajemen Risiko | terdapat 41 PD
Kabupaten Kapuas, | dengan mengacu | yang belum
terdapat 1 PDyang | pada pedoman | melaksanakan
menyatakan telah | manajemen risiko | Manajemen Risiko
melaksanakan SPBE, dan | SPBE berdasarkan
Manajemen Risiko | manajemen risiko | berpedoman pada | pedoman Draf
SPBE dengan melaksanakan | Draf Peraturan Bupati | Peraturan Bupati
kegiatan sosialisasi SPIP | Kapuas Nomor X | Kapuas Nomor X
dan berpedoman pada | Tahun 2023 tentang | Tahun 2023
Raperbup Pedoman | Pedoman tentang Pedoman
Manajemen Risiko | Pengelolaan Risiko di | Pengelolaan
Kabupaten Kapuas. Lingkungan Risiko di
Pemerintah Lingkungan
Kabupaten Kapuas Pemerintah
Kabupaten Kapuas
Manajemen Kondisi ideal
Keamanan . belum tercapai
Informasi Manajemen disebabkan oleh
Dari 42 PDdi Pemerintah | keamanan informasi belum
Kabupaten Kapuas, tidak | dilaksanakan .
ada yang melaksanakan | berdasarkan dllaks.anakannya
Manajemen Keamanan | pedoman manajemen Manajemen
Informasi. keamanan informasi Keamanap .
SPBE. lnform_a51 SPBE di
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
Manajemen Data Dari 42 PD di | Seluruh Kondisi ideal
Pemerintah Kabupaten | PDmelaksanakan belum tercapai
Kapuas, terdapat 11 PD | manajemen data | dikarenakan
yang telah | dengan mengacu | terdapat 31 PD
melaksanakan pada pedoman | yang belum
manajemen data dengan | Peraturan = Menteri | melaksanakan
dengan bentuk kegiatan | Komunikasi dan | Manajemen Data
sebagai produsen data | Informatika berdasarkan
dalam satu data | (Permenkominfo) pedoman
Indonesia dan | Nomor 1 Tahun 2023 | Peraturan Menteri
berpedoman pada | tentang Komunikasi dan
Peraturan Menteri | Interoperabilitas Informatika
Komunikasi dan | Data dalam | (Permenkominfo)
Informatika Penyelenggaraan Nomor 1 Tahun
(Permenkominfo) Sistem Pemerintahan | 2023 tentang
Nomor 1 Tahun 2023 | Berbasis Elektronik | Interoperabilitas
tentang dan Satu Data | Data dalam
Interoperabilitas  Data | Indonesia Peraturan | Penyelenggaraan
dalam Penyelenggaraan | Daerah (PERDA) | Sistem
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Sistem  Pemerintahan | Nomor 1 Tahun 2021 | Pemerintahan
Berbasis Elektronik dan | yang mengatur | Berbasis
Satu Data Indonesia | tentang Elektronik dan
Peraturan Daerah | Penyelenggaraan Satu Data
(PERDA) Nomor 1 Tahun | Komunikasi, Indonesia
2021 yang mengatur | Informatika, Peraturan Daerah
tentang Persandian, dan | (PERDA) Nomor 1
Penyelenggaraan Statistik Tahun 2021 yang
Komunikasi, mengatur tentang
Informatika, Persandian, Penyelenggaraan
dan Statistik Komunikasi,

Informatika,
Persandian, dan
Statistik
Manajemen Aset Dari 42 PD di Kondisi 1dea¥
TIK . belum tercapai
Pemerintah Kabupaten .
dikarenakan
Kapuas, terdapat 11 PD | Seluruh
terdapat 31 PD
yang telah | PDmelaksanakan an belum
melaksanakan Manajemen Aset TIK yang
. melaksanakan
manajemen aset TIK | dengan mengacu .
. Manajemen Aset
melalui pelabelan set | pada pedoman
g . | TIK berdasarkan
dan penggunaan aplikasi | Peraturan =~ Menteri edoman
SIMDA BMD  dan | Dalam Negeri | P _
. .~ | Peraturan Menteri
berpedoman pada | Republik Indonesia .
i Dalam Negeri
Peraturan Menteri | Nomor 108 Tahun .
Republik

Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 108
Tahun 2016 tentang

2016 tentang
Penggolongan  dan
Kodefikasi Barang

Indonesia Nomor
108 Tahun 2016
tentang

Penggolongan dan | Milik Daerah. Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Kodefikasi Barang
baerah. Milik Daerah

Manajemen . . i Seluruh

Sumber Daya 3211;111423'23 zdl Pem}g;‘ml;caail PDmelaksanakan Kondisi ideal

Manusia ter dagat 1 PDI;/ané Manajemen Sumber | belum tercapai
menyatakan telah Daya Manusia sesuai | dikarenakan
melaksanakan dengan kompetensi | terdapat 41 PD
Manajemen Sumber | Y218 diperlukan | yang belum
Daya Manusia, namun dalam proses bisnis | melaksanakan
tidak mence{ntumkan pemerintahan, Manajemen
pedoman yang arsitektur SPBE, | Sumber Daya
digunakan dan belum pengelola.lan data dan | Manusia
menyertakan 1nf0rmasL. kez.imanan berdasarkan
dokumentasi terkait SPBE, aphka51 SPBE, pedorpan
pelaksanaan manajemen serta  infrastruktur | Manajemen
Manajemen Sumber SPBE  berdasarkan | Sumber Daya

. Manajemen Sumber | Manusia

Daya Manusia. Daya Manusia

Manajeman . . i Manajeman Kondisi ideal

Pengetahuan E:ll;luzi)zatpe zdéfglﬁiriﬁ?i Pengetahuan belum tercapai
ada yang melaksa’nakan dilaksanakan disebabkan oleh
manajemen berdasarkan . b.elum

eneetahuan. pedoman Manajeman dllaks.anakannya

peng Pengetahuan SPBE. Manajemen
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
Pengetahuan
SPBE di
Pemerintah
Kabupaten Kapuas
Manajemen Kondisi ideal
Perubahan . belum tercapai
Manajeman disebabkan oleh
Dari 42 PDdi Pemerintah | Perubahan belum
Kabupaten Kapuas, tidak | dilaksanakan .
dilaksanakannya
ada yang melaksanakan | berdasarkan .
. . Manajemen
manajemen perubahan. | pedoman Manajeman
Perubahan SPBE
Perubahan SPBE. . .
di Pemerintah
Kabupaten Kapuas
Manajemen Dari 42 PDdi Pemerintah
Layanan SPBE Kabupaten Kapuas, Kondisi ideal
terdapat 1 PDyang belum tercapai
menyatakan telah dikarenakan
melaksanakan Seluruh  Perangkat | terdapat 41 PD
manajemen layanan | dManajeman Layanan | yang belum
SPBE, namun tidak | SPBE dilaksanakan | melaksanakan
mencantumkan berdasarkan Manajemen
pedoman yang | pedoman Manajeman | Layanan SPBE
digunakan dan belum | Layanan SPBE. berdasarkan
menyertakan pedoman
dokumentasi terkait Manajemen
pelaksanaan manajemen Layanan SPBE
layanan.
Audit 1nfrastruktu1? Kondisi ideal
SPBE pada Instansi .
Pusat dan Pemerintah belum tercapal
Dari 42 PD di Daerah harus dikarenakan
Audit Pemerintah Kabupaten | . terdapat 41 PD
dilaksanakan
Infrastruktur Kapuas, hanya 1 PD yang . . | yang belum
setidaknya satu kali
SPBE telah melaksanakan dalam  periode dua pernah
audit Infrastruktur SPBE P . melaksanakan
tahun oleh masing- )
masing instansi audit Infrastuktur
terkait. SPBE
Kondisi ideal
Audit terhadap | belum tercapai
Dari 42 PD di | aplikasi khusus wajib | dikarenakan
Audit Aplikasi Pemerintah Kabupaten dqal.(sanakan _ terdapat 41 PD
SPBE Kapuas, hanya 1 PD yang | minimal satu Kkali | yang belum
telah melaksanakan | dalam dua tahun oleh | pernah
audit aplikasi SPBE Instansi Pusat dan | melaksanakan
Pemerintah Daerah. audit Aplikasi
SPBE
) Audit keamanan Kondisi ideal
. | infrastruktur SPBE .
Seluruh PD di . belum tercapai
. pada Instansi Pusat )
. Pemerintah Kabupaten . disebabkan oleh
Audit Keamanan dan Pemerintah
Kapuas belum . belum
SPBE . Daerah wajib .
melaksanakan audit . dilaksanakannya
dilaksanakan .
keamanan SPBE o . audit Keamanan
minimal satu kali SPBE di
dalam kurun waktu
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Parameter Kondisi Eksisting Kondisi Ideal GAP
dua tahun oleh Pemerintah
masing-masing Kabupaten Kapuas
instansi terkait.
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LAMPIRAN

Lampiran 3.1 Metadata Proses Bisnis

Indikator Nilai Nilai

: : . . Nama Proses - . . RABLevel2 Sasaran Kinerja IKU IKU
Unit Kerja ID Proses Bisnis L Uraian Proses Bisnis : . .
Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa
(IKU) t si
Lembaga Diklat
membuat Regulasi
tentang
Penyelenggaraan

dan jadwal dan
pelatihan, kemudian
Inspektorat Daerah
melakukan Koordinasi,
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Persiapan dan Meningkatnya
Pemberian penyusunan rencana kualitas
PEMKABKAPUAS- kebutuhan Diklat, pelayanan Indeks
Inspektorat Bantuan dan RAB.09.06 .
1 DAB.09.06.04.01.0 _ ..., |peserta, publik dan Pelayanan |44 |4
Daerah Beasiswa Bibit Aparatur Negara . . -
01 penganggaran, administrasi Publik
Unggul Daerah . .
Surat,usulan, jadwal. pemerintahan
selanjutnya ASN berbasis IT
Menyiapkan,
mengumpulkan dan
input data berkas
persyaratan

pendaftaran melalui
registrasi online,
kemudian seluruh PD
melaksanaan Diklat

18¢
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(8¢

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

Sertifikasi Pengawasan
setelah melakukan
Diklat ASN menyusun
laporan dan
Inspektorat Daerah
melakukan evaluasi
hasil diklat mandiri.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Inspektorat
Daerah

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
02

Pelatihan
teknis
pengawasan
dan penilaian
akuntabilitas
kinerja

Lembaga Diklat
membuat Regulasi
tentang
Penyelenggaraan
dan jadwal dan
pelatihan, kemudian
Inspektorat Daerah
melakukan Koordinasi,
Persiapan dan
penyusunan rencana
kebutuhan Diklat,
peserta,
penganggaran,
Surat,usulan, jadwal.
selanjutnya ASN
Menyiapkan,
mengumpulkan dan
input data berkas
persyaratan

RAB.09.06
Aparatur Negara

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
berbasis IT

Indeks
Pelayanan
Publik

4.4

-0.67
-4.08
-69.82
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€8¢

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

pendaftaran melalui
registrasi online,
kemudian seluruh PD
melaksanaan Diklat
Teknis Pengawasan
setelah melakukan
Diklat ASN menyusun
laporan dan
Inspektorat Daerah
melakukan evaluasi
hasil diklat mandiri.

RAB Level 2

Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai

IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian
dan Statistik

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
03

Penyusunan
Kebijakan Tata
Kelola
Keamanan
Informasi

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik merumuskan
tata kelola keamanan
informasi kemudian,
Semua Perangkat
Daerah melakukan
rapat koordinasi,
Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik melakukan
penyusunan dokumen
tata kelola keamanan

RAB.09.03
Informasi

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
berbasis IT

Indeks SPBE

3.59

2.84




8¢

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa

Indikator
Kinerja
Utama

Uraian Proses Bisnis RAB et
Nasional

Sasaran
Strategis

R ID Proses Bisnis N?m.a FrOSes
e PD Bisnis

Unit Kerja
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informasi, selanjutnya
Bupati membuat
Penetapan, dan hasil
akhirnya yaitu
pembuatan dokumen
tatakelola keamanan
informasi oleh Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik.

(IKU)

t

si

permintaan kebutuhan Meningkatnya
Dinas Data Statistik Sektoral kualitas
Komunikasi, |PEMKABKAPUAS- |Pengolahan kemudian Semua RAB.09.04 pelayanan
2 Informatika, |DAB.09.06.04.01.0 |Data Statistik |PDmenyampaikan R publik dan Indeks SPBE ({3.59 |2.84
) Komunikasi . :
Persandian |04 Sektoral data sektoral administrasi
dan Statistik kemudian, Dinas pemerintahan
Komunikasi, berbasis IT
Informatika,

Dinas Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik pemetaan dan

Persandian dan
Statistik dan Semua
PDmemvalidasi data




Indikator  Nilai Nilai
Kod Nama Proses RAB Level 2 Sasaran Kinerja IKU IKU

Unit Kerja ID Proses Bisnis o Uraian Proses Bisnis . . :
J Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa

(IKU) t si

e PD

sektoral, Dinas
Komunikasi,
Informatika,
Persandian dan
Statistik mengolah
data dan membuat
dokumen data statistik
sektoral.

Sekolah dan Dinas
Pendidikan melakukan
rapat koordinasi
terkait pengumpulan
usulan dan rencana
kebutuhan buku-buku
dan alat tulis siswa,
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binas | PEMKABKAPUAS: Pengadaan SR SIURETERORT o0 | Harapan
3 . DAB.09.06.04.01.0 {buku-buku dan & o Lama 13.61 |13.27
Pendidikan .. melakukan pengadaan, | PENDIDIKAN pelayanan
06 alat tulis siswa . . Sekolah
kemudian Sekolah dan pendidikan

Dinas Pendidikan
menerima dan
mendistribusikan
pengadaan buku-buku
dan alat tulis siswa
dan Dinas Pendidikan
membuat laporan

g8¢
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98¢

Indikator  Nilai Nilai
Kod Unit Kerja ID Proses Bisnis N?m.a FEOSES Uraian Proses Bisnis RAB Levels Sasaral} Kinerja R :
e PD Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa
(IKU) t si
pelaksanaan
pengadaan.
Sekolah dan Dinas
Pendidikan melakukan
rapat koordinasi
terkait pengumpulan

usulan dan rencana
kebutuhan pakaian
seragam sekolah,
selanjutnya Penyedia

. PEMKABKAPUAS- Peng_adaan Barang/Jasa Men.ingkatnya Harapan
3 Dinas DAB.09.06.04.01.0 pakaian melakukan pengadaan,|RAB.06.01 kualitas Lama 13.61 |13.27
Pendidikan 07 seragam kemudian Sekolah dan |PENDIDIKAN pelayanan Sekolah
sekolah Dinas Pendidikan pendidikan
menerima dan
mendistribusikan
pengadaan bpakaian
seragam sekolah dan
Dinas Pendidikan
membuat laporan
pelaksanaan
pengadaan.
Dinas PEMKABKAPUAS- Peleste_lriap dan | Dinas Pariwisata, Mengopt_imalka jumlah
4  |Pariwisata, |DAB.09.06.04.01,0 |2 tualisasi ) Kebudayaan, RAB.08.02 n potens Kunjungan |>-7% | 17,888
’ adat budaya Kepemudaan dan KEBUDAYAAN pertumbuhan ) 2 ’
Kebudayaan, |29 . Wisata
daerah Olahraga melakukan ekonomi dan
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Kod
e PD

Unit Kerja

Kepemudaan
dan Olahraga

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

rapat persiapan dan
koordinasi dengan
Dewan Kesenian
Daerah, Dewan Adat
Daerah, Organisasi
Kemasyarakatan, dan
Tokoh Adat untuk
melakukan kegiatan,
diakhir kegiatan
penyusunan laporan
kegiatan oleh Dinas
Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

pengembangan
destinasi
pariwisata

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

Dinas
Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaan
dan Olahraga

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
30

Pemberian
dukungan,
penghargaan
dan kerjasama
di bidang
budaya

Dinas Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga, Dewan
Kesenian Daerah,
Sanggar-sanggar
Kesenian Daerah dan
Organisasi
Kemasyrakatan
melakukan koordinasi
dan melaksanakan

RAB.08.02
KEBUDAYAAN

Mengoptimalka
n potensi
pertumbuhan
ekonomi dan
pengembangan
destinasi
pariwisata

Jumlah
Kunjungan
Wisata

21,72 17,888
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88¢

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

kegiatan. untuk
penyusunan laporan
dilakukan oleh Dinas
Pariwisata,
Kebudayaan,
Kepemudaan dan
Olahraga.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
35

Kegiatan
Penanaman
(Sisa DBH SDA
DR)

Kecamatan
mengajukan
permohonan
penanaman pohon
kemudian diverifikasi
oleh Dinas Lingkungan
Hidup jika tidak sesuai
maka BPKAD aka
merespon dan
mengevaluasi
anggaran sesuai
dengan pengadaan
bibit, jika sesuai maka
Dinas Lingkungan
Hidup akan langsung
mengadakan bibit
sesuai permohonan
dan langsung

RAB.07.05
LINGKUNGAN
HIDUP

Menurunnya
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup

Indeks
Kualitas
Udara

96.05

94.73
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Indikator  Nilai Nilai
Kod Unit Kerja ID Proses Bisnis N?m.a FEOSES Uraian Proses Bisnis RAB Levels Sasaral} Kinerja R :
e PD Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa
(IKU) t si
dilaksanakan
penanaman pohon.
Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI
menyurati

Dinas
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
36

Penilaian Kota
Sehat/Adipura

Pemerintahan Provinsi
dan Kabupaten
tentang adanya
penilaian Adipura,
kemudian Bupati
menyampaikan surat
ke Dinas Lingkungan
Hidup untuk
pembentukan Tim
Kelompok Kerja, Dinas
Lingkungan Hidup
merespon dan
memfasilitasi
terbentuknya Tim
Kelompok Kerja Kab.
Kapuas kemudian
ditetapkan titik-titik
pantau kemudian
melaksanakan
sosialisasi Adipura.

RAB.07.05
LINGKUNGAN
HIDUP

Menurunnya
pencemaran
dan perusakan
lingkungan
hidup

Indeks
Kualitas
Udara

96.05 [94.73
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062

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

Penilaian Adipura
terdapat 3 aspek yg
pertama pemilahan
sampah, kedua ruang
terbuka hijau, ketiga
pemanfaatan limbah
jika layak maka akan
mendapatkan
ADIPURA jika tidak
Dinas Lingkungan
Hidup merespon dan
memfasilitasi

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
dan Desa

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
51

Pelatihan
ketrampilan
manajemen
badan usaha
milik desa

Proses bisnis ini
meliputi kegiatan
pelatihan
keterampilan
manajemen badan
usaha milik desa.
Proses ini melibatkan
pelaporan
pelaksanaan kegiatan,
monitoring dan
verifikasi data kinerja
manajemen badan
usaha milik desa, dan
koordinasi dengan

RAB.03.05

PEMBANGUNAN

KAWASAN ATAU
DAERAH
TERTINGGAL

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
berbasis IT

Indeks Desa
Membangun

0,719

0,67
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Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses

Bisnis

Uraian Proses Bisnis

lintas terkait (seperti
Dinas Pertanian, Dinas
Perikanan, dan DPMD
Propinsi)

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Dinas
Pemberdayaa
n Masyarakat
dan Desa

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
52

Monitoring,
evaluasi dan
pelaporan

Proses bisnis ini
meliputi kegiatan
monitoring, evaluasi,
dan pelaporan yang
melibatkan Bappeda,
DPMK Kabupaten,
Kecamatan, BPKAD,
BPKB Provinsi, dan
DPMK Provinsi.
Dimulai dari
perencanaan kegiatan
pelatihan aparatur
desa, verifikasi data,
pelaksanaan kegiatan,
hingga monitoring dan
evaluasi kinerja
pemerintahan desa
untuk meningkatkan
manajemen
pemerintahan desa.

RAB.03.05

PEMBANGUNAN

KAWASAN ATAU
DAERAH
TERTINGGAL

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
berbasis IT

Indeks Desa
Membangun

0,719

0,67
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6

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

Proses bisnis ini
meliputi kegiatan

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai

IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

pembinaan usaha Optimalnya
Dinas perikanan, mulai dari pengelolaan
Ketahanan PEMKABKAPUAS- |Pembinaan Pemberian bantuan RAB.02.06 sektor LPE Sektor
DAB.09.06.04.01.0 |usaha bibit ikan, pakan ikan, - Perikanan Perikanan |4.83 |3.83
Pangan dan . . . PERIKANAN
. 64 perikanan bioflok, dan mesin Tangkap dan (%)
Perikanan , . .
pakan dari pemerintah Perikanan
pada kelompok Budidaya
pembudidaya ikan
(POKDAKAN).
Proses bisnis ini Optimalnya
Dinas meliputi kegiatan pengelolaan
Ketahanan PEMKABKAPUAS- |Pembinaan Melakukan pembinaan RAB.02.06 sektor LPE Sektor
DAB.09.06.04.01.0 |pengolahan usaha dan - Perikanan Perikanan |4.83 |3.83
Pangan dan . . . PERIKANAN
. 65 hasil perikanan |pendampingan Tangkap dan (%)
Perikanan .
terhadap pengolah Perikanan
hasil perikanan Budidaya
Proses bisnis ini )
S . Optimalnya
meliputi kegiatan
Dinas Melakukan promosi pengelolaan
PEMKABKAPUAS- |Promosi dan P sektor LPE Sektor
Ketahanan .. |dan memperkenalkan |RAB.02.06 . .
DAB.09.06.04.01.0 |ekspose hasil : Perikanan Perikanan |4.83 |3.83
Pangan dan . produk hasil PERIKANAN
. 66 perikanan ) Tangkap dan | (%)
Perikanan perikanan kepada .
masyarakat sehingga Perikanan
y &8 Budidaya

dapat meningkatkan
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Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

pendapatan dan
kesejahteraan unit
pengolah hasil
perikanan di
Kabupaten Kapuas

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai

IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Proses bisnis ini
meliputi kegiatan
melakukan
penyediaan sarana dan
prasarana bagi unit
pengolah dan pemasar

Optimalnya

Pengelolaan hasil perikanan, mulai
Dinas sarana dan dari kegiatan pengelolaan
Ketahanan PEMKABKAPUAS- rasarana erencgnaan RAB.02.06 sektor LPE Sektor
7 DAB.09.06.04.01.0 |P p _ . Perikanan Perikanan  |4.83 |3.83
Pangan dan pengolah dan |penyediaan PERIKANAN
. 67 . Tangkap dan | (%)
Perikanan pemasar hasil |pengelolaan sarana .
. Perikanan
perikanan dan prasarana .
Budidaya
pengolah dan pemasar
hasil perikanan,
pengolahan, proses
pengadaan barang
hingga monitoring
evaluasi kinerja.
. PEMKABKAPUAS- |Peningkatan Proses bisnis ini Optimalnya LPE Sektor
Dinas o . RAB.02.06 .
7 DAB.09.06.04.01.0 |sarana dan meliputi kegiatan pengelolaan Perikanan |4.83 |3.83
Ketahanan PERIKANAN
68 prasarana melakukan sektor (%)

€6¢




{Y4

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa

Indikator
Kinerja

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Kod Unit Kerja ID Proses Bisnis N?m.a Froses Uraian Proses Bisnis
e PD Bisnis

Utama
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Pangan dan
Perikanan

perikanan
tangkap

penyediaan sarana dan
prasarana bagi unit
pengolah dan pemasar
hasil perikanan, mulai
dari kegiatan
peningkatan sarana
dan prasarana
pengolah dan pemasar
hasil perikanan
tangkap, pengolahan,
proses pengadaan
barang hingga
monitoring evaluasi
kinerja.

Perikanan
Tangkap dan
Perikanan
Budidaya

(IKU)

t

si

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Perikanan

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
69

Pendampingan
pada kelompok
nelayan
perikanan
tangkap

Proses bisnis ini
meliputi kegiatan
melakukan pembinaan
dan pendampingan
terhadap nelayan
perikanan tangkap
yang dilakukan oleh
dinas perikanan
setelah menerima data
dari kelompok
nelayan.

RAB.02.06
PERIKANAN

Optimalnya
pengelolaan
sektor
Perikanan
Tangkap dan
Perikanan
Budidaya

LPE Sektor
Perikanan
(%)

4.83

3.83
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S6¢

Kod
e PD

Unit Kerja

Dinas
Ketahanan
Pangan dan
Perikanan

ID Proses Bisnis

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
70

Nama Proses
Bisnis

Pengendalian
sumber daya
ikan dan
perlindungan
nelayan

Uraian Proses Bisnis

Proses bisnis ini
meliputi kegiatan
pengawasan sumber
daya ikan dan
perlindungan nelayan,
mulai dari proses
melakukan kegiatan
perencanaan
pengawasan sumber
saya perikanan oleh
Dinas Perikanan,
melaksanakan
sosialisasi kegiatan
pengawasan sumber
daya perikanan
dibantu Bagian Hukum
dan Polres Kapuas,
melaksanakan
pengawasan sumber
daya perikanan,
monitoting dan
evaluasi kegiatan oleh
Dinas Perikanan, dan
yang terakhir proses
penyampaian laporan
kepada Bupati.

RAB Level 2
Nasional

RAB.02.06
PERIKANAN

Sasaran
Strategis

Optimalnya
pengelolaan
sektor
Perikanan
Tangkap dan
Perikanan
Budidaya

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

LPE Sektor
Perikanan
(%)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

4.83 |3.83
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Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

Proses bisnis ini
terdiri dari beberapa
proses yaitu kegiataan
pertanaman
komoditas tanaman
pangan oleh kelompok
tani, yang selanjutnya

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai

IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

dilakukan Optimalnya
Penanganan
pasca panen pemantauan, pengembangan
Dinas PEMKABKAPUAS- dan pem_bl.naan teknis, RAB.02.03 Produk.51 LPE Sektor
8 . DAB.09.06.04.01.0 analisis dan komoditas . 483 |(3.83
Pertanian pengolahan . PERTANIAN Pertanian
71 ; pembinaan oleh unggulan
hasil tanaman . L .
anean Mantri Tani, Dinas pertanian
pang Pertanian, Dinas daerah
Tanaman Pangan,
kemudian verifikasi
penilaian akhir dan
penetapan calon
penerima manfaat
oleh Kementerian
Pertanian.
Penanganan Proses bisnis ini Optimalnya
Dinas PEMKABKAPUAS- pasca panen terdiri da%"l bebe.rapa RAB.02.03 pengeml_aangan LPE Sektor
8 . DAB.09.06.04.01.0 proses yaitu kegiataan Produksi . 483 |(3.83
Pertanian dan PERTANIAN . Pertanian
72 pertanaman komoditas
pengolahan .
komoditas tanaman unggulan
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L62

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

hasil
hortikultura

Uraian Proses Bisnis

pangan oleh kelompok
tani, yang selanjutnya
dilakukan
pemantauan,
pembinaan teknis,
analisis dan
pembinaan oleh
Mantri Tani, Dinas
Pertanian, Dinas
Tanaman Pangan
holtikultura, kemudian
verifikasi penilaian
akhir dan penetapan
calon penerima
manfaat oleh
Kementerian
Pertanian untuk
Penanganan pasca
panen dan pengolahan
hasil hortikultura

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

pertanian
daerah

Indikator

Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Dinas
Kependuduk
an dan
Pencatatan
Sipil

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.0
94

Pelaksanaan
kebijakan
kependudukan

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
yang dirancang untuk
mengelola dan
mengatur terkait
kebijakan

RAB.09.01 DALAM
NEGERI

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
administrasi

Tidak ada

Tidak
ada

Tidak
ada
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86¢

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

kependudukan seperti pemerintahan
penggunaan dokumen berbasis IT
kependudukan dan
pemanfaatan data
kependudukan
. Pengolahan Proses bisnis 1n.1 Men.lngkatnya
Dinas dalam merupakan kegiatan kualitas
Kependuduk |PEMKABKAPUAS- penyusunan profil pelayanan . .
.09. Tidak | Tidak
9 |andan DAB.09.06.04.01.0 |PEYUSURAN | o embangan RAB.09.01 DALAM| ) 1 lik dan Tidakada | 03K Tida
laporan NEGERI . . ada |ada
Pencatatan |95 . . kependudukan administrasi
. informasi )
Sipil Kkependudukan Kabupaten Kapuas pemerintahan
p dalam 1 (satu) tahun berbasis IT
Dinas
Pekerjaan Proses bisnis ini Persentase
l;nlllurtn, n PEMKABKAPUAS- |Pengendalian meer:‘ugzﬁanal:ilgtan RAB.03.04 Meningkatnya ki?li?lrgatan
10 | chataa DAB.09.06.04.01.0 |Kebersihan PS¢ N85 _ - kualitas P 0.476 |0.212
Ruang, 99 Kota proses yang berkaitan |PERUMAHAN enataan ruane | F208
Perumahan dengan Pengendalian P & (terhadap
Kawasan dan Kebersihan Kota RTRW)
Pertanahan
Dinas Pembangunan |Proses bisnis ini Persentase
e e S oo | g
10 i, DAB.09.06.04.01.1 |P penyeienss _ - kualitas P 0.476 |0.212
Penataan 00 rumah proses yang berkaitan |PERUMAHAN enataan ruane | F208
Ruang, sederhana dengan Pembangunan P & (terhadap
Perumahan sehat (DAK) sarana dan prasarana RTRW)
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662

Kod
e PD

Unit Kerja

Kawasan dan

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

rumah sederhana

RAB Level 2

Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

Pertanahan sehat (DAK)
Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
penyelesaian prosedur,
Penyelesaian penyel.e§a1an
Dinas rosedur; perselisihan hubungan Meningkatnya |Tingkat
Transmigrasi PEMKABKAPUAS- pen eles;ian industrial untuk RAB.06.02 endidgikan zan Partgisi asi
11 81451 | hAB.09.06.04.01.1 |PEYEES membuat perjanjian  |KETENAGAKERJA |P€7! P 72.86 |71.545
dan Tenaga perselisihan . pelatihan Angkatan
. 06 bersama pada pihak |AN . .
Kerja hubungan . tenaga kerja Kerja
industrial yang berselisih dan
disaksikan/mengetahu
i mediator HI serta
dimintakan akta
penetapan ke PHI
Proses bisnis ini
Sosialisasi meljupaka_n keglata_n
berbagai Sosialisasi berbagai
Dinas . . |PEMKABKAPUAS- |peraturan peraturan pelaksanaan Mempg_katnya Tlng_ke.lt _
Transmigrasi tentang RAB.05.01 pendidikan dan | Partisipasi
11 DAB.09.06.04.01.1 |pelaksanaan . . 72.86 |71.545
dan Tenaga 07 tentan ketenagakerjaan yang |HUKUM pelatihan Angkatan
Kerja & . |ditargetkan ke tenaga kerja Kerja
ketenagakerjaa . .
N pengusaja, pekerja,

serikat pekerja/serikat
buruh
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00¢€

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Pelayanan dan

Uraian Proses Bisnis

Proses bisnis ini

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

perlindungan |merupakan kegiatan Meninekatnva
sosial, hukum |Pelayanan dan . & Y2 Indeks
PEMKABKAPUAS- bagi korban perlindungan sosial perlindungan Pemberdaya
13 |Dinas Sosial |DAB.09.06.04.01.1 . . * |RAB.04.02 SOSIAL |terhadap 95.96 |95.64
14 eksploitasi, hukum bagi korban erempuan an Gender
erdagangan |eksploitasi, P P (IDG)
P gang P dan anak
perempuan perdagangan
dan anak perempuan dan anak
Proses bisnis ini
melibatkan
. . - Jumlah
peningkatan kualitas
keluarga
pelayanan, sarana, dan o
S miskin dan
. prasarana rehabilitasi
Peningkatan . . rentan yang
. kesejahteraan sosial :
kualitas . . menerima
bagi Penyandang Meningkatnya
pelayanan, Masalah Kesejahteraan intervensi bantuan )
PEMKABKAPUAS- | sarana, dan g, | (PMKS)] melalui sensitif untuk | °51% 11651 40571
13 |Dinas Sosial |DAB.09.06.04.01.1 |prasarana RAB.04.02 SOSIAL pangan 5 '
e pengembangan pencegahan -83.14
15 rehabilitasi e - Cakupan -
_ program rehabilitasi, dan penurunan )
kesejahteraan . . . Penerima 93.15
. . peningkatan kapasitas stunting
sosial bagi sumber daya manusia Bantuan
PMKS caya manusia, luran (PBI)
modernisasi fasilitas, Jaminan
serta pemantauan dan Kesehatan
evaluasi berkelanjutan .
Nasional

untuk memastikan
efektivitas dan
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10€

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

efisiensi layanan
rehabilitasi.
Proses bisnis ini . Indeks
14 Dinas giﬁﬁ%ﬁ%ﬁﬁﬁs& Pembangunan |merupakan kegiatan |RAB.04.01 X;;;:E::ﬁ?éi Kepuasan nall Lol
Kesehatan T Irumah sakit Pembangunan Rumah |KESEHATAN Pelayanan
21 . . Kesehatan
Sakit Pratama Pujon Kesehatan
Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Fengian - |Peningatn
: PEMKABKAPUAS- . : . . . . Kualitas Angka
14 |Dinas DAB.09.06.04.01.1 | “Pidemiologi | Epidemiologi dan RAB.04.01 Pelayanan Harapan  |68.94 |68.84
Kesehatan dan penanggulangan KESEHATAN
22 ; Kesehatan Hldup
penanggulanga |wabah bertujuan masvarakat
n wabah untuk Pencegahan dan y
penanggulangan
penyakit menular
Dinas Proses bisnis ini
Pemberdayaa merupakan kegiatan
; rempuan Uglj?r?dun an déeli‘zliil:lld[ilia}zl Meningkatnya ;’erlr(lis(la{:da a
Pgrﬁncll)l?r? e;n PEMKABKAPUAS- perem ua%l perem ua%l terhada RAB.04.03 perlindungan an Gendery ) -95.64
15 8411 DAB.09.06.04.01.1 [PETEMP peremp P | PEMBERDAYAAN |terhadap 95.96 | >
Anak, terhadap tindak kekerasan (IDG) -7.49
. 126 . . PEREMPUAN perempuan -9.87
Pengendalian tindak dimana mengatur dan anak - Indeks
Penduduk kekerasan regulasi tentang Kriminalitas
dan Keluarga perlindungan
Berencana perempuan terhadap
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¢0€

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

tindak kekerasan serta
penguatan
kelembagaan penyedia
layanan perlindungan
perempuan terhadap

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

tindak kekerasan..
Dinas
Pemberdayaa Kegiatan Lo
n 1 Proses bisnis ini i
Perempuan pendidikan merupakan kegiatan Meningkatnya Indeks
Perlindun e;n PEMKABKAPUAS- |dan pelatihan endidikan dan RAB.04.03 perlindungan Pemberdava
15 841 | DAB.09.06.04.01.1 peningkatan pend _ PEMBERDAYAAN |terhadap Y8 19596 |95.64
Anak, pelatihan peningkatan an Gender
.27 peran serta PEREMPUAN perempuan
Pengendalian peran serta dan (IDG)
dan kesetaraan dan anak
Penduduk kesetaraan gender.
gender
dan Keluarga
Berencana
: Proses bisnis ini
Dinas .
Penanaman Pelatihan merupakan kegiatan Meningkatnya Persentase
PEMKABKAPUAS- Pelatihan budaya o & y peningkatan
Modal dan budaya . RAB.02.08 Nilai R
16 DAB.09.06.04.01.1 pelayanan prima realisasi nilai|13.44 (12.44
Pelayanan pelayanan _ INVESTASI Penanaman
34 : melaksanaan kegiatan penanaman
Terpadu Satu prima ) Modal Daerah
) promosi penanaman modal
Pintu
modal.
Dinas PEMKABKAPUAS- |Melakukan Proses bisnis ini RAB.02.08 Meninekatnva Persentase
16 |Penanaman |DAB.09.06.04.01.1 [pengembangan |merupakan kegiatan o eningkatny peningkatan |13.44 |12.44
INVESTASI Nilai R
Modal dan 35 standar pengembangan realisasi nilai
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€o0e

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

Pelayanan pelayanan standar pelayanan Penanaman penanaman
Terpadu Satu perijinan perijinan, mulai dari Modal Daerah |modal
Pintu proses persiapan,
keterlaksanaan yang
berbasis OSS-RBA,
Evaluasi, hingga
penyampaian laporan
hasil pelaksanaan
standar pelayanan
perijinan berbasi OSS-
RBA.
Meningkatnya
Proses bisnis ini pemertaan
Peningkatan E‘;ﬂipizi:nkeglatan flzl:njasarana Persentase
. PEMKABKAPUAS- |Pengelolaan g _ prasarana - ngka
Dinas . Pengelolaan Terminal |RAB.03.03 transportasi
17 DAB.09.06.04.01.1 | Terminal penurunan |90.28 |68
Perhubungan Angkutan Darat dalam |[TRANSPORTASI |yang
37 Angkutan . kecelakaan
pembangunan aman, tertib, .
Darat lalu lintas
prasaranan dan dan lancar
fasilitas perhubungan. (berkeselamata
n)
Kegiatan Proses bisnis ini Meningkatnya |Persentase
Dinas PEMKABKAPUAS- Peningkatan mer_upakan keg@ta_n RAB.03.03 pemertaan angka
17 DAB.09.06.04.01.1 | .. . .; Peningkatan Disiplin sarana penurunan (90.28 |68
Perhubungan Disiplin TRANSPORTASI
38 Masyarakat dan prasarana |kecelakaan
Masyarakat . .
Menggunakan transportasi lalu lintas
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0€

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Menggunakan |[Angkutan dalam yang
Angkutan pembangunan aman, tertib,
prasaranan dan dan lancar
fasilitas perhubungan. (berkeselamata
n)
Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Pembinaan Meningkatnya
Dinas Keterkaitan Produksi pertumbuhan
Perdagangan, . hulu Hingga Hilir ekonomi
) . Pembinaan )
Perindustria |PEMKABKAPUAS- _ kepada melalui sektor :
18 |n,Koperasi |DAB.09.06.04.01.1 |Keterkaltan ip agperinkop dan | \Ab:02.02 industridan | F 2 MAUSt |y 5619 36
» 1OP 2RSS Produksi hulu &P P PERDAGANGAN o Pengolahan | 0 |~
dan Usaha 52 Hineea Hilir UKM serta terealisasinya
Kecil 88 IKM /Masyarakat Kawasan
Menengah untuk tercapainya IKM Industri
sektor Pengolahan Batanjung.
dari Hulu hingga
Hilirisasi produk
. Proses bisnis ini Peningkatan
Dinas . .
merupakan kegiatan laju
Perdagangan, Pengembangan Pengembangan ertumbuhan
Perindustria | PEMKABKAPUAS- |informasi - ensembang per
. informasi peluang RAB.02.02 ekonomi LPE Sektor
18 |n, Koperasi |DAB.09.06.04.01.1 |peluang pasar . . 483 |3.83
pasar perdagangan PERDAGANGAN |melalui Pertanian
dan Usaha 53 perdagangan . . .
. . luar negeri, mulai dari sektor
Kecil luar negeri roses penyiapan erdagangan
Menengah P penylapar, percagang
pembahasan program kecil




Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa

Indikator
Kinerja

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Kod Unit Kerja ID Proses Bisnis N?m.a Froses Uraian Proses Bisnis
e PD Bisnis

Utama

8202 - ¥Z0Z unye] sendey uajedngey 3gdS BURDUDY B12d UBD INIYSUSIY
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kegiatan, menyediakan
bahan/barang,
koordinasi hingga
pelaksanaan kegiatan
Kalteng Expo, Kapuas
Expo.

menengah, dan
ekonomi kreatif

(IKU)

t

si

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Peningkatan
pengelolaan anggaran
daerah, mulai dari
BPKAD Membuat surat

pengelolaan anggaran
sesuai dengan surat
edaran yang
dikeluarkan oleh
semua perangkat
daerah.

edaran tentang Meningkatnya
. pengelolaan anggaran kualitas Indeks
Badan PEMKABKAPUAS- Peningkatan daerah yang sesuai pelayanan Pengelolaan
Keuangan pengelolaan RAB.09.02 .
19 DAB.09.06.04.01.1 dengan peraturan publik dan Keuangan null |null

dan Aset anggaran KEUANGAN .. .
Daerah 69 daerah yang berlaku yang administrasi Daerah

kemudian pemerintahan |(IPKD)

pelaksanakan berbasis IT.

S0€
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90¢

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Nilai Nilai
Kinerja IKU IKU
Utama Targe Realisa
(IKU) t si

Indikator

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Evaluasi dan asistensi
penyusunan rencana
kerja dan anggaran
Evaluasidan |PDdan Perubahannya, Meningkatnya
Badan asistensi mulai dari proses kualitas Indeks
PEMKABKAPUAS- |penyusunan penyusunan rencana pelayanan Pengelolaan
19 Keuangan DAB.09.06.04.01.1 |rencana kerja |kerja dan anggaran, RAB.09.02 publik dan Keuangan null |null
dan Aset . KEUANGAN . .
Daerah 70 dan anggaran |melakukan evaluasi administrasi Daerah
PDdan dan pendampingan ke pemerintahan |(IPKD)
Perubahannya |PDoleh BPKAD dan berbasis IT.
semua perangkat
daerah, hingga
mencetak rencana
kerja dan anggaran
yang telah dievaluasi.
Proses bisnis ini
Badan melibatkan Meningkatnya
Kepegawaian pendidikan dan kualitas
dan PEMKABKAPUAS- |Pendidikan pelatihan formal yang |RAB.09.06 pelayanan Tidak | Tidak
21 |Pengembang |DAB.09.06.04.01.1 |dan pelatihan |dimulai dengan APARATUR publik dan Tidak Ada
. . Ada |Ada
an Sumber |95 formal pengusulan peserta NEGARA administrasi
Daya oleh BKPSDM, pemerintahan
Manusia penetapan oleh berbasis IT
Sekretaris Daerah dan
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LOE

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

BPSDM Provinsi,
pemanggilan peserta
oleh PD, persetujuan
surat pemanggilan,
pelaksanaan dan
penerbitan sertifikat
Diklat Formal, hingga
penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa
t si

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan

Badan . . Meningkatnya
. yang dimulai dengan ]
Kepegawaian Sosialisasi ersiapan jadwal oleh kualitas
dan PEMKABKAPUAS- eraturan gKPSDpM lioordinasi RAB.09.06 pelayanan Tidak | Tidak
21 |Pengembang |DAB.09.06.04.01.1 P o APARATUR publik dan Tidak Ada
perundang- terkait materi dan . . Ada |Ada
an Sumber |96 NEGARA administrasi
undangan narasumber oleh BKN, )
Daya elaksanaan kegiatan pemerintahan
Manusia p e 5 berbasis IT
sosialisasi peraturan
kepada PNS, hingga
penyusunan laporan
pelaksanaan kegiatan.
Badan PEMKABKAPUAS- |Penyusunan Proses bisnis 1n.1 RAB.09.05 Meningkatnya _ Tidak | Tidak
23 |Perencanaan |DAB.09.06.04.01.2 |dokumen merupakan kegiatan pemerataan Tidak Ada
PERENCANAAN Ada |Ada
Pembanguna |00 perencanaan |Penyusunan dokumen sarana dan
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80¢

Indikator  Nilai Nilai
Kod : . . . Nama Proses - . . RABLevel2 Sasaran Kinerja IKU IKU
e PD Unit Kerja  ID Proses Bisnis Bisnis praian Eroses Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa
(IKU) t si
n Daerabh, pembangunan |perencanaan PEMBANGUNAN |prasarana
Penelitian daerah pembangunan daerah, |NASIONAL transportasi
dan mulai dari Menyusun yang aman,
Pengembang rancangan awal RKPD, tertib, dan
an Musrenbang lancar
Kecamatan, (berkeselamata
Penyampaian pokir, n)
Menyusun rancangan
RKPD, Forum Lintas,
Melaksanakan
musrenbang
Kabupaten, hingga
Perumusan rancangan
akhir RKPD
Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Badan melaksanakan :
o Meningkatnya
Perencanaan Rapat koordinasi Kualitas
Pembanguna Koordinasi pengendalian RAB.09.05
23 n Daerah, Eil\éuég%IéAin(ﬁsz Pengendalian |perencanaan & PERENCANAAN pilbal}illircllzrrll Tidak Ada Tidak |Tidak
Penelitian 7 77 |dan Evaluasi | pelaksanaan PEMBANGUNAN [PU2¢ . Ada |Ada
01 administrasi
dan Pembangunan |pembangunan daerah |NASIONAL .
. pemerintahan
Pengembang Daerah di Kabupaten .
berbasis IT
an melaksanakan

Monitoring, Evaluasi
dan penyusunan
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60¢€

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

laporan berkala
pelaksanaan
pembangunan daerah
Membuat laporan hasil
kegiatan

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Pelayanan operasi
katarak, mulai dari
proses memberikan
rujukan ke puskesmas,

Rumah Sakit . .
Umum pemeriksaan Meningkatnya
Daerah dr. H PEMKABKAPUAS- Pelavanan kesehatan dan di rujuk RAB.04.01 kualitas Angka
27 " |DAB.09.06.04.01.2 yar ke RSUD, pemeriksaan o pelayanan Harapan 68.94 |68.84
Soemarno operasi katarak . i~ KESEHATAN .
. |03 dari spesialis mata kesehatan Hidup
Sosroatmodj
o untuk menentukan masyarakat.
termasuk kriteria
operasi katarak atau
tidak, hingga
penyampaian laporan
pelayanan dan klaim
tagihan pelayanan.
E?nnllli? " | PEMKABKAPUAS- | Pelayanan 5:5:5 S:)li:l?llls(emilatan RAB.04.01 Angka
27 DAB.09.06.04.01.2 |Jaminan P g e Harapan 68.94 68.84
Daerah dr. H. Pelayanan Jaminan KESEHATAN .
04 Kesehatan Hidup
Soemarno Kesehatan Daerah




0T€

Nilai Nilai
IKU IKU
Targe Realisa

Indikator
Kinerja

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Kod Unit Kerja ID Proses Bisnis N?m.a Froses Uraian Proses Bisnis
e PD Bisnis

Utama
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Sosroatmodj
0

Daerah
(Jamkesda)

(Jamkesda) untuk
memastikan bahwa
layanan kesehatan
dasar dapat diakses
oleh semua lapisan
masyarakat, terutama
yang tidak mampu
atau berada di daerah
terpencil, sehingga
mendukung
pencapaian
kesejahteraan dan
kesehatan yang lebih
merata

(IKU)

t

si

29

Bagian
Perekonomia
n dan
Sumber Daya
Alam

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.2
05

Pembangunan
dan
Pengembangan
bidang
ketenagalistrik
an

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Pembangunan dan
Pengembangan bidang
ketenagalistrikan,
Penyelesaian update
Rasio Elektrifikasi,
rekomendasi lokasi
Penerangan Jalan
Umum Tenaga Surya,
dan surat dukungan

RAB.07.02
ENERGI

Tidak Ada

Tidak
Ada

Tidak
Ada




Indikator  Nilai Nilai
Kod Nama Proses RAB Level 2 Sasaran Kinerja IKU IKU

Unit Kerja ID Proses Bisnis o Uraian Proses Bisnis . . :
J Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa

(IKU) t si

e PD

pembangunan listrik
desa.

Proses penyelesaian
surat dukungan
pembangunan listrik
desa dimulai dari
penerimaan surat oleh
Bagian PSDA Setda,
pembuatan nota
pertimbangan dan draf
surat dukungan,
pemeriksaan oleh
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Bagian Asisten Perekonomian
Perekonomia | PEMKABKAPUAS- |Pemanfaatan sisten e e_ onomia, . .
dan persetujuan RAB.07.02 . Tidak |Tidak
29 |ndan DAB.09.06.04.01.2 |gas tambang . Tidak Ada
. Sekretaris Daerah ENERGI Ada |Ada
Sumber Daya |06 dan minyak o
serta Bupati. Jika
Alam . .
disetujui, surat
dukungan
ditandatangani dan
diserahkan.
Penyelesaian
rekomendasi
pendirian BBM Satu

Harga, update data
Pertashop, SK Harga
Eceran Teritinggi Gas

11€
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cle

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

LPG 3 Kg, dan surat
dukungan usulan
penambahan kuota
LPG 3 Kg.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

31

Bagian
Pemerintaha
n

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.2
07

Kerjasama
antar daerah
dalam
penyediaan
pelayanan
publik

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Kerjasama antar
daerah dalam
penyediaan pelayanan
publik. Proses ini
melibatkan TKSD, PD
Pemrakarsa, dan PD
Daerah Mitra dalam
menyusun dan
menandatangani
rencana kerjasama
pelayanan publik.
Setelah persetujuan
DPRD (jika
diperlukan),
perjanjian kerjasama
ditandatangani dan

RAB.09.06
APARATUR
NEGARA

Meningkatnya
kualitas
pelayanan
publik dan
administrasi
pemerintahan
berbasis IT

Indeks
Pelayanan
Publik

4.4

4.08




Indikator  Nilai Nilai
Kod Nama Proses RAB Level 2 Sasaran Kinerja IKU IKU

Unit Kerja ID Proses Bisnis o Uraian Proses Bisnis . . :
J Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa

(IKU) t si

e PD

dilaksanakan, diikuti
dengan penatausahaan
dan pelaporan.

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Pengendalian
manajemen
pelaksanaan kebijakan
KDH (Koefisien Daerah
Hijau). Proses ini
melibatkan pengajuan
usulan berkas oleh
Kepala Daerah atau

Pengendalian
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Bagian PEMKABKAPUAS- manaiemen Wakilnya. Biro RAB.03.01 Tidak | Tidak
31 |Pemerintaha |DAB.09.06.04.01.2 ) Pemerintahan dan PEKERJAAN Tidak Ada Tidak Ada
pelaksanaan . Ada |Ada
n 08 . Otda memeriksa UMUM
kebijakan KDH
kelengkapan berkas,
kemudian

mengusulkan ke
Gubernur dan Menteri
Dalam Negeri. Jika
disetujui, keputusan
atau rekomendasi
diterima dan
ditatausahakan. Jika
berkas belum lengkap,

€re
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T1€

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

dikembalikan untuk
dilengkapi. (Koefisien
Daerah Hijau (KDH)
adalah rangka
persentase
perbandingan antara
luas seluruh ruang
terbuka di luar
bangunan gedung
yang diperuntukkan
bagi
pertamanan/penghija
uan dan luas tanah
perpetakan/daerah
perencanaan yang
dikuasai sesuai
rencana tata ruang
dan rencana tata
bangunan dan
lingkungan.)

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator

Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

32

Bagian
Kesejahteraa
n Rakyat

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.2
10

Penguatan dan
keterpautan
bidang
ketenagakerjaa
n, transmigrasi
dan P3APPKB

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Penguatan dan
keterpautan bidang
ketenagakerjaan,
transmigrasi dan

RAB.06.02
KETENAGAKERJA
AN

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak
Ada

Tidak
Ada
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S1€

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

P3APPKB . Mulai dari
proses persiapan
rapat, mempersiapkan
data terkait
perkembangan dan
permasalahan dalam
kegiatan, pelaksanaan
kegiatan, kemudian
menyusun laporan
pelaksanaan kegiatan.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

Proses bisnis ini

. Penguatan merupakan kegiatan
Baglzim PEMKABKAPUAS manajemen melakukan RAB.04.01 . . Tidak | Tidak
32 |Kesejahteraa |DAB.09.06.04.01.2 | . . . Tidak Ada Tidak Ada
tim pembina  |peningkatan dalam KESEHATAN Ada |Ada
n Rakyat 11 .
UKS/M manajemen dengan
tim pembina UKS/M
Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Proses penanganan
Penanganan kasus pada wilayah
. PEMKABKAPUAS- |kasus pada i 4 . . .
33 |Basian DAB.09.06.04.01.2 |wilayah pemerintahan dimulai |RAB.05.01 Tidak Ada Tidak Ada | 1143k | Tidak
Hukum _ dengan penerimaan |HUKUM Ada |Ada
15 pemerintahan disposisi pimpinan
dibawahnya p pump

untuk beracara dengan
Surat Kuasa Khusus
(SKK). Bagian Hukum
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91¢

Kod
e PD

Unit Kerja

ID Proses Bisnis

Nama Proses
Bisnis

Uraian Proses Bisnis

Setda
mengkoordinasikan
PDterkait,
menganalisis dan
menyusun data, serta
beracara di
pengadilan. Setelah
putusan, jika perluy,
upaya hukum
dilakukan. Jika
putusan final,
dilaksanakan dan
dilaporkan.

RAB Level 2
Nasional

Sasaran
Strategis

Indikator

Kinerja
Utama
(IKU)

Nilai
IKU

Nilai
IKU

Targe Realisa

t

si

34

Bagian
Umum

PEMKABKAPUAS-
DAB.09.06.04.01.2
16

Penyelesaian
Usul Status
Pegawali

Proses penyelesaian
usul status pegawai
dimulai dengan
pendataan dan
verifikasi data PNS
yang belum diambil
sumpah janji. BKPSDM
mengoordinasikan
pelaksanaan sumpah
janji, kemudian
penyusunan SK Bupati
Kapuas. Setelah itu,
dilakukan fasilitasi

RAB.09.06
Aparatur Negara

Tidak Ada

Tidak Ada

Tidak
Ada

Tidak
Ada




Indikator  Nilai Nilai
Kod Nama Proses RAB Level 2 Sasaran Kinerja IKU IKU

Unit Kerja ID Proses Bisnis o Uraian Proses Bisnis . . :
J Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa

(IKU) t si

e PD

penetapan SK dan
pelaksanaan sumpah
janji PNS, yang
disaksikan oleh pihak
terkait termasuk
Kementerian Agama.
Laporan pelaksanaan
dibuat dan dikirimkan
setelah sumpah janji
dilaksanakan.

Proses pengelolaan
pelaporan harta
kekayaan
penyelenggara negara
dimulai dari regulasi
KPK tentang LHKPN.
Sekretariat Daerah

Pengelolaan
PEMKABKAPUAS- |pelaporan
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Optimalisasi

35 |B3813N IDAB 09.06.04.01.2 |harta kekayaan | MCIYiaPkan surat - |RAB.09.02 peningkatan | SAKIP 732 6982
Organisasi permintaan data dan |KEUANGAN
17 penyelenggara . . Pelayanan
AN negara akun admin. Instansi
& PDmenyampaikan
data dan input LHKPN.
Pegawai PNS dan

pejabat negara input
data pelaporan online.
Data diverifikasi, jika

LTE




8I¢
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Indikator  Nilai Nilai
Kod Nama Proses RAB Level 2 Sasaran Kinerja IKU IKU

Unit Kerja ID Proses Bisnis o Uraian Proses Bisnis . . :
J Bisnis Nasional Strategis Utama Targe Realisa

(IKU) t si

e PD

lengkap, ditetapkan
status LHKPN lengkap
dan diumumkan. Jika
tidak, admin
memantau proses
pelaporan untuk
perbaikan.

Proses bisnis ini
merupakan kegiatan
Tindak lanjut hasil
temuan pengawasan,
yang dimulai dari
proses Laporan
temuan hasil

Bagian Pemeriksaan BPK RI
Pefencanaan PEMKABKAPUAS- |Tindak lanjut |oleh BPK, Selanjutnya RAB.09.02 Optimalisasi
36 DAB.09.06.04.01.2 |hasil temuan |BPKAD dan Bagian S peningkatan SAKIP 73.2 69.82
Dan KEUANGAN
18 pengawasan Perencanaan dan Pelayanan
Keuangan

Keuangan pada Setda
menerima hasil
pemeriksaan.
Selanjutnya koordinasi
dan konsultasi
mengenai tindak
lanjut hasil
pemeriksaan.




Indikator  Nilai Nilai
Kod Nama Proses RAB Level 2 Sasaran Kinerja IKU IKU

Unit Kerja ID Proses Bisnis o Uraian Proses Bisnis . . :
J Bisnis Nasional Strategis Utama Ta